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PRAKATA 

Puji syukur ke hadirat Allah Swt. atas limpahan rahmat, taufik, dan inayah-

Nya sehingga buku berjudul Transformasi Ekonomi Syariah Menuju 

Pembangunan Berkelanjutan ini dapat disusun dan dihadirkan kepada pembaca. 

Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad saw., 

teladan utama dalam membangun kehidupan yang berlandaskan keadilan, 

kemaslahatan, amanah, dan keberpihakan kepada kesejahteraan umat manusia. 

Buku ini merupakan karya akademik yang ditulis oleh para mahasiswa 

Program Studi Magister Ekonomi Syariah UIN Sunan Kalijaga. Kehadiran buku ini 

menjadi bagian dari ikhtiar intelektual untuk membaca ulang posisi ekonomi 

syariah dalam menjawab tantangan pembangunan kontemporer, mulai dari isu 

keberlanjutan global, maqashid al-syariah, keadilan sosial, keuangan syariah, 

ZISWAF, sukuk hijau, UMKM syariah, industri halal, transformasi digital, tata 

kelola kebijakan publik, hingga krisis lingkungan dan agenda Sustainable 

Development Goals. 

Tema besar buku ini menunjukkan bahwa ekonomi syariah tidak dapat 

dipahami semata-mata sebagai sistem keuangan alternatif, tetapi sebagai 

paradigma pembangunan yang menempatkan nilai, etika, keadilan, 

keberlanjutan, dan kemaslahatan sebagai fondasi utama. Dalam konteks dunia 

yang menghadapi ketimpangan, krisis ekologis, disrupsi digital, dan perubahan 

sosial yang begitu cepat, ekonomi syariah perlu terus direposisi agar mampu 

hadir secara substantif, bukan hanya simbolik. 

Sebagai Ketua Program Studi Magister Ekonomi Syariah UIN Sunan 

Kalijaga, saya menyambut baik terbitnya buku ini. Karya ini tidak hanya 

mencerminkan kemampuan akademik mahasiswa dalam mengkaji isu-isu 

ekonomi syariah secara multidimensional, tetapi juga menunjukkan kepedulian 

mereka terhadap masa depan pembangunan yang lebih adil, inklusif, dan 

berkelanjutan. Semoga buku ini dapat menjadi kontribusi kecil namun bermakna 
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bagi pengembangan literatur ekonomi syariah, baik di lingkungan akademik, 

pemerintahan, industri, maupun masyarakat luas. 

Akhirnya, saya menyampaikan apresiasi kepada seluruh penulis yang telah 

berkontribusi dalam penyusunan buku ini. Tentu, karya ini masih terbuka untuk 

penyempurnaan dan pengembangan lebih lanjut. Semoga buku ini memberikan 

manfaat, memperkaya khazanah keilmuan, serta menjadi pemantik lahirnya 

gagasan-gagasan baru dalam membangun ekonomi syariah yang lebih relevan, 

transformatif, dan berorientasi pada kemaslahatan berkelanjutan. 

 

Ketua Program Studi  

Magister Ekonomi Syariah 

UIN Sunan Kalijaga 
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KATA PENGANTAR 

Kondisi perekonomian global saat ini menghadapi berbagai tantangan 

yang semakin kompleks, mulai dari ketimpangan distribusi kekayaan, krisis 

lingkungan, hingga disrupsi teknologi yang mengubah struktur ekonomi secara 

cepat. Sistem ekonomi konvensional sering kali belum mampu menjawab 

persoalan keadilan sosial dan keberlanjutan secara menyeluruh. Di sisi lain, 

masyarakat semakin membutuhkan sistem ekonomi yang tidak hanya mengejar 

pertumbuhan, tetapi juga memperhatikan nilai moral, etika, dan keberlanjutan.  

Buku ini hadir sebagai upaya untuk menjawab kebutuhan dari tantangan 

tersebut dengan menghadirkan perspektif ekonomi syariah dalam konteks 

pembangunan berkelanjutan. Isi buku ini membahas berbagai aspek penting 

seperti maqashid al-syariah, keuangan syariah, zakat, infak, sedekah, wakaf, 

industri halal, UMKM syariah, hingga transformasi digital dan kebijakan publik. 

Setiap bab dirancang untuk memberikan pemahaman konseptual sekaligus 

aplikatif mengenai bagaimana ekonomi syariah dapat diimplementasikan dalam 

kehidupan nyata.  

Melalui pendekatan ekonomi syariah, buku ini menawarkan solusi 

terhadap berbagai problematika seperti kemiskinan, ketimpangan, krisis 

lingkungan, dan lemahnya tata kelola ekonomi.  

 

Yogyakarta,  2026 

 

Tim Penulis 
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BAB 1 

REPOSISI EKONOMI SYARIAH DALAM 

AGENDA KEBERLANJUTAN GLOBAL 

 

DUNIA hari ini memperlihatkan perubahan ekonomi yang sangat cepat. 

Pertumbuhan terus bergerak, teknologi berkembang, dan aktivitas keuangan 

semakin terhubung lintas negara. Namun, kemajuan tersebut tidak selalu berjalan 

seimbang dengan keadilan sosial dan keberlanjutan lingkungan. Ketimpangan 

ekonomi masih melebar, krisis iklim semakin terasa, dan sistem keuangan global 

beberapa kali menunjukkan kerapuhan, seperti terlihat dalam krisis keuangan 2008, 

krisis pangan, krisis energi, serta pandemi Covid-19. Berbagai peristiwa tersebut 

menunjukkan bahwa sistem ekonomi yang hanya bertumpu pada pertumbuhan dan 

akumulasi modal belum sepenuhnya mampu menjawab persoalan kemanusiaan 

secara utuh. Dalam konteks inilah ekonomi syariah perlu ditempatkan kembali 

sebagai paradigma pembangunan yang menawarkan nilai keadilan, keseimbangan, 

tanggung jawab sosial, dan keberlanjutan. 

1.1. Dinamika Pembangunan Global dan Tantangan Keberlanjutan 

Dalam tiga dekade terakhir, arah pembangunan global mengalami perubahan 

besar. Hubungan pasar antarnegara semakin terbuka, arus modal bergerak lebih 

cepat, dan teknologi informasi mengubah cara manusia berproduksi, bertransaksi, 

serta mengelola aktivitas ekonomi. Perubahan ini tidak dapat dilepaskan dari proses 

liberalisasi perdagangan global, terutama setelah berakhirnya Putaran Uruguay 

1986–1994 yang menghasilkan berbagai perjanjian perdagangan multilateral dan 

menjadi dasar terbentuknya World Trade Organization pada 1995. Sejak saat itu, 

perdagangan barang, jasa, dan modal semakin terintegrasi dalam sistem ekonomi 

global. Globalisasi memang membuka peluang bagi negara berkembang melalui 

akses pasar, investasi, dan transfer teknologi. Namun, pada saat yang sama, globalisasi 

juga melahirkan ketergantungan baru, memperkuat dominasi negara maju, dan 
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memperlebar kesenjangan antarwilayah maupun antarkelompok sosial (Muala, 

2020).  

Krisis global yang terjadi secara berulang memperlihatkan bahwa 

pembangunan yang hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi belum cukup 

untuk menjamin kesejahteraan jangka panjang. Krisis keuangan 2008 menunjukkan 

rapuhnya sistem keuangan yang terlalu bertumpu pada spekulasi dan instrumen 

finansial yang jauh dari sektor riil. Setelah itu, dunia kembali menghadapi krisis 

pangan, krisis energi, pandemi Covid-19, ketegangan geopolitik, serta ancaman 

perubahan iklim. Rangkaian krisis tersebut menegaskan bahwa stabilitas ekonomi 

tidak dapat dibangun hanya dengan mengejar pertumbuhan, tetapi juga memerlukan 

keadilan distribusi, ketahanan sosial, dan perlindungan lingkungan (Hidayat, 2023).  

Perubahan iklim menjadi salah satu tantangan paling serius dalam agenda 

pembangunan global. Peningkatan suhu bumi, kerusakan ekosistem, dan 

meningkatnya frekuensi bencana alam menunjukkan bahwa aktivitas ekonomi 

manusia telah memberi tekanan besar terhadap daya dukung lingkungan. Laporan 

Intergovernmental Panel on Climate Change menegaskan bahwa periode 2020 hingga 

2030 menjadi masa penting untuk menahan kenaikan suhu global agar tidak 

melampaui 1,5 derajat Celsius (IPCC, 2023). Persoalan ini bukan sekadar persoalan 

teknis lingkungan, tetapi juga persoalan keadilan antargenerasi. Generasi hari ini 

memiliki tanggung jawab moral untuk tidak mewariskan kerusakan ekologis kepada 

generasi yang akan datang. 

Sebagai respons terhadap persoalan tersebut, Perserikatan Bangsa-Bangsa 

menetapkan SDGs pada 2015 sebagai agenda pembangunan global hingga 2030. 

Agenda ini memuat tujuh belas tujuan yang saling berkaitan, mulai dari pengentasan 

kemiskinan, pengurangan ketimpangan, pendidikan berkualitas, kesehatan, 

kesetaraan gender, pekerjaan layak, hingga pelestarian lingkungan. Meskipun 

demikian, pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) masih menghadapi 

banyak hambatan. Beberapa indikator mengalami kemajuan, tetapi sebagian lainnya 

berjalan lambat bahkan mengalami kemunduran akibat pandemi, konflik, 

ketimpangan ekonomi, dan krisis iklim (Hidayati et al., 2024). Kondisi ini 

menunjukkan bahwa pembangunan berkelanjutan tidak cukup hanya mengandalkan 

kebijakan teknis, tetapi juga membutuhkan fondasi nilai yang kuat. 
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Tantangan pembangunan global juga menyentuh dimensi sosial dan moral. 

Kepercayaan publik terhadap institusi ekonomi dan lembaga keuangan menurun, 

terutama ketika masyarakat melihat bahwa pertumbuhan ekonomi tidak selalu 

membawa keadilan. Al-Jayyousi et al. (2022) menegaskan bahwa pembangunan 

berkelanjutan membutuhkan pijakan etis dan spiritual agar keputusan ekonomi tidak 

hanya diarahkan pada efisiensi, tetapi juga pada kemaslahatan. Pada titik ini, ekonomi 

syariah memiliki relevansi penting karena sejak awal menempatkan kegiatan 

ekonomi sebagai bagian dari amanah, bukan sekadar arena mencari keuntungan. 

Ekonomi syariah menghubungkan aktivitas produksi, konsumsi, distribusi, dan 

keuangan dengan tanggung jawab kepada manusia, masyarakat, alam, dan Tuhan. 

Indonesia memiliki posisi strategis dalam percakapan ini. Sebagai negara 

dengan penduduk muslim terbesar di dunia, Indonesia menjadi ruang penting bagi 

pertemuan antara agenda keberlanjutan global dan nilai-nilai ekonomi Islam. Di Asia 

Tenggara, gerakan Islam modern juga mulai bergerak melampaui isu identitas 

menuju isu pendidikan, demokrasi, keadilan sosial, ekonomi, dan lingkungan. 

Munandar (2025) menunjukkan bahwa perubahan tersebut menandai pergeseran 

Islam dari sekadar penjaga identitas menuju bagian dari solusi peradaban. Dengan 

demikian, ekonomi syariah tidak lagi cukup dipahami sebagai sistem transaksi atau 

lembaga keuangan alternatif, tetapi perlu direposisi sebagai paradigma 

pembangunan yang mampu memberi kontribusi nyata terhadap agenda 

keberlanjutan global. 

1.2. Keterbatasan Paradigma Ekonomi Konvensional 

Ekonomi konvensional yang dominan sekarang berdiri di atas beberapa 

asumsi pokok, yaitu manusia dipandang rasional secara instrumental, individu 

cenderung memaksimalkan utilitas, dan pasar dianggap sebagai mekanisme alokasi 

sumber daya yang efisien (Becker, 1976; Robbins, 1932). Namun, asumsi tersebut 

menyimpan reduksi serius karena manusia sering dipisahkan dari dimensi moral, 

sosial, dan spiritualnya. Sen (1977) mengkritik model manusia ekonomi semacam ini 

karena terlalu menyederhanakan perilaku manusia sebagai agen yang hanya 

mengejar kepentingan pribadi. Polanyi (1944) juga menegaskan bahwa aktivitas 

ekonomi pada dasarnya tertanam dalam hubungan sosial, bukan berdiri netral di luar 

masyarakat. Dalam perspektif ekologis, Daly dan Farley (2011) menunjukkan bahwa 
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ekonomi konvensional cenderung mengabaikan batas-batas ekologis ketika alam 

hanya diperlakukan sebagai faktor produksi. 

Dampaknya terlihat dalam praktik ekonomi global. Kapitalisme yang berpadu 

dengan liberalisme telah mendorong konsentrasi keuntungan pada kelompok 

tertentu, sementara sebagian besar masyarakat justru menghadapi kerentanan 

akibat eksploitasi sumber daya dan ketimpangan distribusi (Muala, 2020). Septiani 

dan Thamrin (2021) menegaskan bahwa krisis global yang terus berulang bukan 

sekadar peristiwa kebetulan, melainkan berkaitan dengan sistem keuangan ribawi, 

spekulasi berlebihan, dan terputusnya hubungan antara sektor finansial dan sektor 

riil. Ketika produk derivatif berkembang tanpa dukungan aset dasar yang jelas, sistem 

ekonomi menjadi semakin rapuh. Krisis subprime mortgage tahun 2008 menjadi 

contoh penting bahwa inovasi keuangan yang lepas dari tanggung jawab sosial dapat 

memicu dampak sistemik bagi perekonomian dunia. 

Keterbatasan lain tampak pada cara ekonomi konvensional memandang etika 

dan keberlanjutan. Keduanya sering ditempatkan sebagai unsur tambahan di luar 

sistem, lalu dimasukkan melalui regulasi, standar tata kelola, atau mekanisme 

kepatuhan. Susila dan Ghozali (2026) mengkritik kerangka Environmental, Social, and 

Governance (ESG) konvensional karena masih banyak dipengaruhi logika kapitalistik 

dan cenderung value neutral. Akibatnya, tujuan etis sering tidak menjadi inti dari 

sistem, melainkan hanya menjadi pelengkap administratif. Dalam praktiknya, hal ini 

dapat melahirkan greenwashing atau ethics washing, ketika label keberlanjutan 

digunakan sebagai citra publik tanpa perubahan substantif dalam cara produksi, 

distribusi, dan pengelolaan ekonomi. 

Persoalan berikutnya terletak pada cara mengukur kesejahteraan. Produk 

Domestik Bruto (PDB), misalnya, sering memperlakukan aktivitas produktif dan 

aktivitas yang merusak dengan cara yang sama selama keduanya menghasilkan nilai 

ekonomi. Eksploitasi sumber daya alam dapat tercatat sebagai kontribusi positif 

terhadap pertumbuhan, sementara kerja perawatan, relasi sosial, solidaritas 

keluarga, dan modal sosial tidak selalu masuk dalam perhitungan. Aziza (2026) 

mencatat bahwa ketergantungan berlebihan pada indikator kuantitatif membuat 

banyak praktik bisnis konvensional mengabaikan tanggung jawab sosial. Padahal, 

keberlanjutan jangka panjang justru banyak ditopang oleh hal-hal yang tidak selalu 

mudah diukur, seperti kepercayaan, integritas, kepedulian, dan keadilan dalam 

transaksi. Keterbatasan ini menunjukkan perlunya sistem ekonomi yang sejak awal 
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menempatkan nilai etis sebagai bagian dari tujuan, bukan sekadar tambahan setelah 

masalah muncul. 

Persoalan tersebut juga menyentuh lapisan epistemologis. Shafwa et al. (2025) 

berargumen bahwa ilmu ekonomi modern banyak dibentuk oleh konteks Barat 

sekuler yang cenderung menyingkirkan dimensi metafisika dan moralitas dari 

pengambilan keputusan ekonomi. Ketika kerangka berpikir semacam ini diterapkan 

secara langsung pada masyarakat yang memiliki basis nilai berbeda, sering muncul 

jarak antara teori dan realitas sosial. Krisis ekonomi akhirnya tidak cukup dipahami 

sebagai persoalan teknis, tetapi juga sebagai persoalan makna. Pertanyaan tentang 

untuk apa manusia berekonomi menjadi penting untuk diajukan kembali. Di sinilah 

ekonomi syariah memiliki ruang kontribusi, karena ia tidak hanya berbicara tentang 

mekanisme pasar, tetapi juga tentang tujuan, keadilan, kemaslahatan, dan 

pertanggungjawaban moral. 

1.3. Pengertian dan Ruang Lingkup Ekonomi Syariah 

Secara terminologis, ekonomi syariah dapat dipahami sebagai sistem ekonomi 

yang berlandaskan prinsip-prinsip hukum Islam dengan Al-Qur'an dan Hadis sebagai 

sumber utamanya (Septiani dan Thamrin, 2021). Pengertian ini menempatkan 

syariah bukan sekadar sebagai kumpulan perintah dan larangan, melainkan sebagai 

kerangka nilai yang mengarahkan cara manusia mengelola sumber daya, melakukan 

transaksi, membangun kelembagaan, dan mendistribusikan hasil ekonomi. Dengan 

demikian, ekonomi syariah tidak identik dengan ekonomi masyarakat muslim 

semata, tetapi merupakan pendekatan normatif, teoretis, dan praktis yang dapat 

diterapkan dalam berbagai konteks selama prinsip dasarnya dijaga. 

Ruang lingkup ekonomi syariah dapat dilihat melalui tiga ranah yang saling 

berhubungan. Ranah pertama adalah ranah filosofis, yang membahas dasar 

kepemilikan, sumber pengetahuan ekonomi, serta tujuan akhir aktivitas ekonomi 

(Shafwa et al., 2025). Ranah kedua adalah ranah normatif, yang memuat ketentuan 

halal dan haram, larangan riba, gharar, dan maysir, serta kewajiban distribusi 

kekayaan melalui zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Ranah ketiga adalah ranah praksis, 

yang mencakup lembaga keuangan syariah, instrumen pembiayaan, regulasi, akad, 

tata kelola, serta model bisnis yang berorientasi pada kemaslahatan. 
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Di Indonesia, perkembangan ekonomi syariah menunjukkan proses 

kelembagaan yang panjang. Santoso (2022) memetakan dinamika hukum ekonomi 

syariah sebagai pertemuan antara aspirasi normatif, kepentingan politik, dan 

kebutuhan praktis pasar. Perjalanan tersebut dapat dilihat dari berdirinya Bank 

Muamalat pada 1992, lahirnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang 

Perbankan Syariah, hingga konsolidasi Bank Syariah Indonesia. Perkembangan ini 

menunjukkan bahwa ekonomi syariah tidak lagi terbatas pada transaksi individual, 

tetapi telah masuk ke ranah kebijakan publik, industri keuangan, dan pembangunan 

ekonomi nasional. Pola yang sama terlihat dalam penguatan zakat, wakaf, sukuk, dan 

industri halal sebagai bagian dari ekosistem ekonomi syariah yang semakin luas. 

Cakupan ekonomi syariah juga terus berkembang mengikuti perubahan 

zaman. Kini ekonomi syariah tidak hanya berbicara tentang perbankan dan akad, 

tetapi juga mencakup keuangan digital syariah, fintech, sukuk hijau, investasi 

berkelanjutan, dan ESG yang dimaknai ulang melalui Maqashid al-Syariah. 

Sudarmanto et al. (2025) menggambarkan bahwa Bank Pembiayaan Rakyat Syariah 

pada era Society 5.0 dituntut untuk mengembangkan strategi digital yang inklusif agar 

dapat mempercepat keuangan hijau berbasis syariah. Hal ini menunjukkan bahwa 

ekonomi syariah memiliki pondasi normatif yang stabil, tetapi tetap memiliki 

kelenturan untuk merespons kebutuhan sosial, teknologi, dan lingkungan yang terus 

berubah. 

Lebih luas lagi, ekonomi syariah juga mencakup sektor riil yang berhubungan 

langsung dengan kehidupan masyarakat. Industri halal, pariwisata syariah, 

perhotelan syariah, fashion muslim, kosmetik halal, pangan halal, dan jasa berbasis 

syariah merupakan bagian dari ekosistem tersebut. Haryono (2023) memetakan 

industri halal Indonesia sebagai jaringan yang mencakup ketersediaan bahan baku, 

sertifikasi, pemasaran digital, dan distribusi global. Octaviani et al. (2020) juga 

menunjukkan bahwa pengembangan hotel syariah perlu memenuhi aspek produk, 

layanan, dan manajemen sesuai prinsip ekonomi Islam dan Maqashid al-Syariah. 

Sementara itu, Atika et al. (2025) menegaskan posisi Indonesia sebagai salah satu 

penerbit sukuk negara terbesar di dunia, dan Darmawan serta Anggraini (2025) 

menelaah perkembangan platform sukuk digital yang membuka peluang partisipasi 

investor ritel. Dari perkembangan tersebut, ekonomi syariah dapat dipahami sebagai 

sistem yang memadukan nilai filosofis, norma syariah, kelembagaan, instrumen 

keuangan, dan ekosistem industri dalam satu kesatuan pembangunan yang 

berorientasi pada keadilan dan kemaslahatan. 
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1.4. Nilai Dasar Ekonomi Syariah dalam Pembangunan 

Pondasi nilai ekonomi syariah berakar pada empat konsep utama: tauhid, 

khilafah, 'adalah, dan maslahah. Tauhid menempatkan Allah Swt. sebagai pemilik 

hakiki atas seluruh sumber daya, sementara manusia berperan sebagai pengelola 

amanah, bukan pemilik mutlak (Ridwan, 2025). Cara pandang ini memberi arah etis 

pada seluruh aktivitas ekonomi. Harta, modal, tanah, teknologi, dan sumber daya 

alam tidak boleh diperlakukan semata-mata sebagai alat untuk mengejar 

keuntungan, tetapi harus dikelola dengan tanggung jawab. Karena itu, tauhid 

menolak praktik penghisapan, akumulasi kekayaan tanpa batas, serta komodifikasi 

yang merendahkan martabat manusia. Setiap keputusan ekonomi tidak hanya dinilai 

dari untung dan rugi, tetapi juga dari pertanggungjawaban moral kepada Tuhan, 

manusia, dan lingkungan. 

Konsep khilafah memperluas peran manusia sebagai pengelola bumi yang 

bertanggung jawab. Dalam konteks pembangunan, konsep ini sangat relevan untuk 

membangun kesadaran ekologis di tengah ekonomi modern yang sering 

menempatkan alam sebagai objek eksploitasi. Khilafah menuntut manusia untuk 

memperlakukan alam, masyarakat, dan generasi mendatang secara adil. 

Pertumbuhan ekonomi tidak boleh dipahami secara sempit sebagai peningkatan 

kekayaan pada masa kini, tetapi harus mempertimbangkan keberlanjutan sumber 

daya bagi kehidupan generasi berikutnya (Al-Jayyousi et al., 2022). Dengan demikian, 

pembangunan dalam perspektif ekonomi syariah tidak hanya berorientasi pada hasil 

jangka pendek, tetapi juga pada kelestarian kehidupan dalam jangka panjang. 

'Adalah atau keadilan, yang menjadi nilai operasional. Keadilan dalam ekonomi 

syariah tidak hanya berkaitan dengan hasil akhir, tetapi juga dengan proses yang 

ditempuh. Dari sisi distribusi, keadilan menuntut agar mekanisme ekonomi tidak 

menyebabkan kekayaan hanya berputar pada kelompok tertentu. Dari sisi prosedur, 

keadilan menuntut adanya transparansi, kerelaan, kejujuran, serta perlindungan 

terhadap pihak yang lemah dalam transaksi. Larangan riba, gharar, dan maysir dapat 

dipahami sebagai turunan dari prinsip keadilan tersebut. Riba dilarang karena 

menciptakan beban yang tidak seimbang bagi pihak yang menanggung risiko. Gharar 

dilarang karena menimbulkan ketidakjelasan yang dapat merugikan salah satu pihak. 

Maysir dilarang karena mengubah aktivitas ekonomi menjadi spekulasi yang tidak 

menghasilkan nilai produktif bagi masyarakat (Afril et al., 2025). 
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Sementara itu, maslahah menjadi tujuan akhir yang menghubungkan aturan 

syariah dengan kemanfaatan nyata bagi kehidupan. Imam al-Syatibi membagi 

maslahah ke dalam tiga tingkatan, yaitu dharuriyyat, hajiyyat, dan tahsiniyyat. Pada 

tingkat dharuriyyat, ekonomi syariah harus menjamin perlindungan terhadap lima 

kebutuhan dasar manusia atau al-dharuriyyat al-khams. Kelima kebutuhan tersebut 

meliputi agama (din), jiwa (nafs), akal (aql), keturunan (nasl), dan harta (mal). Muala 

(2020) menempatkan kelima unsur Maqashid ini sebagai kompas utama bagi 

kebijakan ekonomi syariah yang otentik. Dalam pemaknaan kontemporer, kerangka 

Maqashid dapat mempertemukan pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan sosial, dan 

keberlanjutan lingkungan dalam satu arah pembangunan yang utuh. 

Pada tataran praktis, nilai-nilai tersebut melahirkan berbagai instrumen 

ekonomi seperti zakat, wakaf, infak, sedekah, dan kemitraan berbasis bagi hasil. 

Ridwansah (2025) menunjukkan bahwa wakaf produktif dapat menjadi instrumen 

pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan berkeadilan apabila dikelola dengan 

prinsip amanah dan maslahah. Maharati (2025) juga menekankan pentingnya zakat 

produktif dalam menggerakkan UMKM berbasis syariah, bukan hanya sebagai 

bantuan konsumtif, tetapi sebagai sarana pemberdayaan ekonomi. Dengan demikian, 

ekonomi syariah tidak berhenti pada larangan dan kepatuhan formal, tetapi bergerak 

menuju pembangunan yang lebih memperhatikan pemerataan, kemandirian, dan 

kemanfaatan sosial. 

Nilai-nilai dasar tersebut juga membentuk karakter perilaku ekonomi yang 

khas. Aziza (2026) menjelaskan bahwa praktik bisnis berbasis syariah menempatkan 

tanggung jawab sosial, kejujuran, dan keadilan transaksi sebagai bagian yang melekat 

dalam kegiatan usaha, bukan sekadar kepatuhan administratif. Larangan riba 

mendorong lembaga keuangan untuk membangun relasi kemitraan dan berbagi 

risiko dengan pelaku usaha. Larangan gharar menumbuhkan transparansi yang 

memperkuat kepercayaan. Larangan maysir menjaga agar modal tidak terjebak 

dalam spekulasi yang menjauh dari sektor produktif. Karena itu, nilai dasar ekonomi 

syariah tidak hanya berfungsi sebagai kerangka normatif, tetapi juga sebagai strategi 

pembangunan yang mampu memperkuat modal sosial, menjaga stabilitas sistemik, 

dan mengarahkan pertumbuhan ekonomi kepada kemaslahatan. 
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1.5. Hubungan Ekonomi Syariah dengan SDGs 

Hubungan antara ekonomi syariah dan Sustainable Development Goals dapat 

dipahami melalui tiga lapisan, yaitu tujuan, prinsip, dan instrumen. Pada lapisan 

tujuan, terdapat keselarasan yang kuat antara Maqashid al-Syariah dan agenda 

pembangunan berkelanjutan. Tujuan menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta 

dalam Maqashid sejalan dengan berbagai tujuan SDGs, seperti pengentasan 

kemiskinan, pendidikan berkualitas, kesehatan dan kesejahteraan, kesetaraan 

gender, pengurangan ketimpangan, serta pelestarian ekosistem (Hidayati et al., 

2024). Keselarasan ini menunjukkan bahwa nilai-nilai kemanusiaan yang menjadi 

dasar pembangunan berkelanjutan juga memiliki akar yang kuat dalam ekonomi 

syariah. 

Pada lapisan prinsip, ekonomi syariah memberikan pijakan etis yang 

memperdalam agenda SDGs. Larangan riba mendorong sistem keuangan yang lebih 

stabil dan inklusif, sehingga relevan dengan tujuan pekerjaan layak, pertumbuhan 

ekonomi, dan pengurangan ketimpangan. Larangan gharar dan maysir membatasi 

spekulasi yang dapat memperburuk volatilitas pasar dan memperbesar kesenjangan. 

Sementara itu, prinsip kemitraan dalam mudharabah dan musyarakah mendorong 

pembagian risiko dan keuntungan secara lebih adil antara pemilik modal dan pelaku 

usaha. Konsep wasathiyyah juga mengajarkan keseimbangan antara kepentingan 

individu dan masyarakat, antara kebutuhan ekonomi dan tanggung jawab 

lingkungan, serta antara kehidupan dunia dan orientasi akhirat (Al-Jayyousi et al., 

2022). 

Pada lapisan instrumen, ekonomi syariah memiliki perangkat yang dapat 

digunakan untuk membiayai dan menggerakkan agenda keberlanjutan. Sukuk hijau, 

zakat produktif, wakaf produktif, dan pembiayaan mikro syariah merupakan 

beberapa instrumen yang relevan dengan pencapaian SDGs. Atika et al. (2025) 

menunjukkan bahwa Indonesia sebagai salah satu penerbit sukuk negara terbesar di 

dunia memiliki potensi besar untuk menyalurkan dana publik ke proyek 

infrastruktur berkelanjutan. Darmawan dan Anggraini (2025) menambahkan bahwa 

platform sukuk digital dapat membuka partisipasi investor ritel dalam pendanaan 

pembangunan berkelanjutan. Pada tingkat daerah, Sulistiyono et al. (2025) 

memperlihatkan bagaimana Bank NTB Syariah menggerakkan pembiayaan UMKM, 

green finance, dan program tanggung jawab sosial sebagai bagian dari pembangunan 

daerah yang berkelanjutan. 
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Instrumen filantropi Islam juga memiliki kontribusi penting dalam 

mendukung agenda keberlanjutan. Syuhada et al. (2024) menunjukkan bahwa bazar 

masjid dapat berfungsi sebagai katalisator pemberdayaan UMKM di lingkungan 

perumahan. Maharati (2025) menggambarkan zakat produktif sebagai pilar 

pertumbuhan UMKM berbasis syariah yang berkontribusi terhadap pengentasan 

kemiskinan dan penciptaan pekerjaan layak. Ridwansah (2025) menempatkan wakaf 

produktif sebagai mekanisme pembiayaan jangka panjang yang selaras dengan 

prinsip keberlanjutan. Industri halal, sebagaimana dijelaskan Haryono (2023), juga 

berkembang menjadi ekosistem ekonomi yang mencakup pangan, kesehatan, 

pariwisata, fashion, dan berbagai sektor lain yang berkaitan dengan indikator SDGs. 

Meskipun demikian, hubungan antara ekonomi syariah dan SDGs belum 

sepenuhnya terlembaga secara kuat. Susila dan Ghozali (2026) mengingatkan bahwa 

masih terdapat jarak antara potensi Maqashid al-Syariah dan praktik ESG pada 

lembaga keuangan. Karena itu, diperlukan rekonstruksi kerangka kerja agar 

Maqashid al-Syariah benar-benar menjadi fondasi dalam tata kelola, bukan hanya 

menjadi penjelasan tambahan setelah standar konvensional digunakan. Hal ini 

menunjukkan bahwa relasi ekonomi syariah dengan SDGs tidak cukup dipahami 

sebagai bentuk dukungan normatif. Lebih dari itu, relasi tersebut merupakan 

panggilan untuk mereposisi ekonomi syariah sebagai bagian penting dalam tata 

kelola pembangunan global. 

Jika dilihat lebih jauh, ekonomi syariah tidak hanya kompatibel dengan SDGs, 

tetapi juga dapat memberi kedalaman makna bagi agenda tersebut. SDGs memiliki 

target hingga tahun 2030 dan banyak menggunakan indikator kuantitatif. Ekonomi 

syariah menawarkan visi keberlanjutan yang melampaui batas waktu tersebut 

melalui konsep khilafah, amanah, dan tanggung jawab antargenerasi. SDGs 

menempatkan kesejahteraan sebagai hasil pembangunan, sedangkan ekonomi 

syariah menempatkan keadilan sebagai proses sekaligus hasil. Pertumbuhan 

ekonomi tidak dianggap berhasil apabila dicapai melalui ketidakadilan struktural 

atau kerusakan lingkungan. Dengan demikian, ekonomi syariah dapat menjadi mitra 

strategis sekaligus pemberi arah etis bagi agenda keberlanjutan, terutama ketika 

dunia mulai memerlukan kerangka pembangunan pasca 2030 yang lebih 

menyeluruh dan berakar pada nilai kemanusiaan. 
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1.6. Urgensi Reposisi Ekonomi Syariah di Era Kontemporer 

Reposisi ekonomi syariah menjadi semakin mendesak karena tantangan 

global saat ini tidak lagi dapat dijawab dengan cara pandang yang menempatkan 

ekonomi syariah hanya sebagai segmen kecil dalam industri keuangan. Ekonomi 

syariah perlu dipahami sebagai paradigma yang mampu memberi arah bagi 

pembangunan yang lebih adil, inklusif, dan berkelanjutan. Munandar (2025) 

menunjukkan bahwa gerakan Islam modern di Asia Tenggara telah bergerak dari 

pendekatan normatif doktrinal menuju pendekatan yang lebih kontekstual dan 

partisipatif. Pergeseran serupa perlu terjadi dalam bidang ekonomi, dari sekadar 

membedakan produk syariah dari produk konvensional menuju kontribusi yang 

lebih luas dalam arsitektur kebijakan ekonomi dan pembangunan. 

Urgensi berikutnya muncul karena masih terdapat jarak antara cita cita 

normatif ekonomi syariah dan praktik kelembagaannya. Ummah dan Nurlaeli (2026) 

menunjukkan bahwa perbankan syariah Indonesia masih menghadapi persoalan 

literasi publik yang rendah, regulasi yang belum sepenuhnya selaras, serta tingkat 

kepercayaan masyarakat yang perlu terus diperkuat. Kondisi ini membuat pangsa 

pasar keuangan syariah belum sebanding dengan potensi masyarakat muslim 

Indonesia. Afril et al. (2025) juga menyoroti dominasi akad murabahah dalam 

portofolio pembiayaan, yang menunjukkan kecenderungan sebagian praktik 

ekonomi syariah untuk mengikuti pola pembiayaan konvensional, bukan 

menghadirkan transformasi yang lebih substantif. Karena itu, reposisi diperlukan 

agar nilai Maqashid al-Syariah tidak berhenti sebagai wacana akademik, tetapi benar 

benar hadir dalam praktik kelembagaan, kebijakan, dan perilaku ekonomi. 

Perubahan zaman juga memperkuat kebutuhan tersebut. Era kontemporer 

ditandai oleh perkembangan teknologi digital, perubahan demografi, transisi energi, 

migrasi global, dan tuntutan tata kelola yang semakin kompleks. Society 5.0, ekonomi 

digital, dan transisi menuju energi bersih membutuhkan respons yang tidak hanya 

teknokratis, tetapi juga etis (Sudarmanto et al., 2025). Syarifah et al. (2025) 

mengingatkan bahwa era digital turut melahirkan ketimpangan sosial baru, krisis 

moral, dan disrupsi nilai. Dalam situasi seperti ini, ekonomi syariah tidak cukup hanya 

hadir sebagai sistem kepatuhan formal. Ia perlu menawarkan imajinasi ekonomi yang 

mampu menghubungkan inovasi, keadilan, keberlanjutan, dan tanggung jawab sosial. 
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Momentum geoekonomi global juga membuka ruang bagi reposisi ekonomi 

syariah. Krisis sistemik yang terus berulang membuat banyak pihak mulai 

mempertanyakan paradigma neoliberal yang selama ini dominan. Hidayat (2023) 

menegaskan bahwa ekonomi syariah memiliki potensi untuk tampil sebagai 

alternatif dalam menghadapi krisis keuangan global karena prinsipnya menolak 

spekulasi berlebihan dan menekankan keterhubungan antara sektor finansial dan 

sektor riil. Shafwa et al. (2025) juga menggarisbawahi pentingnya penguatan fondasi 

epistemologis ekonomi Islam agar tidak sekadar meminjam konsep dari sistem lain 

yang dapat melemahkan karakter syariahnya. Dengan demikian, reposisi ekonomi 

syariah bukan hanya soal memperluas pangsa pasar, tetapi juga menyangkut 

penataan ulang cara berpikir, kelembagaan, dan arah kebijakan. 

Alasan ketiga, era sekarang ditandai oleh perubahan besar di tiga arena 

sekaligus: teknologi, demografi, dan tata kelola global. Society 5.0, ekonomi digital, 

transisi energi, dan migrasi global menuntut respons yang tidak hanya teknokratis 

tapi juga etis (Sudarmanto et al., 2025). Sarvianto (2025) menyebut bahwa era digital 

sudah memunculkan ketimpangan sosial baru, krisis moral, dan disrupsi nilai. 

Semuanya menuntut pergeseran paradigma, bukan hanya dalam dakwah tapi juga 

dalam imajinasi ekonomi. Tanpa reposisi, ekonomi syariah berisiko tertinggal dalam 

menjawab kebutuhan zaman. Yang lebih buruk, ia bisa berakhir sekadar sebagai alat 

legitimasi untuk praktik ekonomi yang justru bertentangan dengan ruh syariah itu 

sendiri. 

Dalam konteks Indonesia, urgensi reposisi ini semakin nyata. Indonesia 

memiliki jumlah penduduk muslim terbesar di dunia, tetapi ekosistem keuangan 

syariahnya masih perlu diperkuat agar dapat menjadi arus utama pembangunan 

nasional. Santoso (2022) menjelaskan bahwa dinamika hukum ekonomi syariah di 

Indonesia dipengaruhi oleh hubungan antara aspirasi normatif dan kepentingan 

politik hukum. Artinya, kemajuan ekonomi syariah sangat bergantung pada 

keberpihakan kebijakan dan kualitas tata kelola. Di sisi lain, Haryono (2023) 

menunjukkan bahwa industri halal nasional masih menghadapi berbagai tantangan, 

seperti ketersediaan bahan baku, proses sertifikasi, dan literasi syariah pelaku usaha. 

Seluruh kondisi tersebut menunjukkan bahwa ekonomi syariah memerlukan strategi 

yang lebih terarah, terkoordinasi, dan berorientasi pada dampak nyata bagi 

masyarakat. 
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1.7. Arah Baru Pembangunan Berbasis Nilai dan Keberlanjutan 

Reposisi ekonomi syariah dalam agenda keberlanjutan global memerlukan 

arah baru yang mampu menyatukan nilai, kebijakan, dan praktik pembangunan 

secara utuh. Arah pertama adalah membangun paradigma pembangunan yang 

teleologis, yaitu pembangunan yang tidak hanya bertanya berapa besar pertumbuhan 

yang dicapai, tetapi juga untuk siapa pertumbuhan itu dihadirkan dan untuk tujuan 

apa ia dijalankan. Maqashid al-Syariah memberi dasar yang kuat karena 

mengarahkan pembangunan pada perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan 

harta secara berkelanjutan. Pendekatan ini menggeser ukuran keberhasilan dari 

sekadar Produk Domestik Bruto menuju kesejahteraan multidimensi yang mencakup 

aspek spiritual, sosial, ekonomi, dan ekologis (Al-Jayyousi et al., 2022). 

Arah kedua adalah memperkuat ekosistem keuangan sosial Islam yang 

terintegrasi. Zakat, infak, sedekah, wakaf, sukuk hijau, dan pembiayaan mikro syariah 

perlu dikelola secara saling terhubung agar dampaknya lebih besar dan 

berkelanjutan. Ridwansah (2025) menekankan pentingnya tata kelola wakaf 

produktif yang transparan dan akuntabel. Maharati (2025) mendorong digitalisasi 

data mustahik serta integrasi zakat produktif dengan peta jalan pemberdayaan 

UMKM. Sementara itu, sukuk hijau dan platform sukuk digital dapat diperluas untuk 

membiayai energi bersih, transportasi rendah emisi, dan infrastruktur sosial (Atika et 

al., 2025; Darmawan dan Anggraini, 2025). Sinergi antar instrumen ini dapat 

menjadikan keuangan sosial Islam sebagai salah satu pilar pembiayaan 

pembangunan berkelanjutan. 

Arah ketiga adalah memperkuat kerangka ESG berbasis mMaqashid al-Syariah 

sebagai standar tata kelola lembaga ekonomi syariah. Susila dan Ghozali (2026) 

menawarkan integrasi hifz ad-din, hifz an-nafs, hifz al-aql, hifz an-nasl, dan hifz al-mal 

ke dalam dimensi environmental, social, dan governance. Dengan pendekatan ini, tata 

kelola ekonomi syariah tidak hanya bersifat value neutral, tetapi menjadi value driven. 

Ridwan (2025) menambahkan bahwa tauhid dan keadilan harus menjadi inti dalam 

membangun ekonomi syariah yang responsif terhadap tantangan global. Kerangka 

seperti ini penting agar lembaga keuangan dan korporasi syariah memiliki alat 

evaluasi yang otentik, bukan sekadar mengikuti standar keberlanjutan konvensional 

yang telah dimodifikasi. 
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Arah keempat adalah memperkuat literasi, kepercayaan publik, dan 

kelembagaan. Ummah dan Nurlaeli (2026) menegaskan bahwa tanpa peningkatan 

literasi keuangan Islam, produk dan layanan syariah yang baik pun akan sulit diadopsi 

secara luas. Karena itu, reposisi ekonomi syariah membutuhkan strategi komunikasi 

yang tidak hanya menjelaskan aspek kepatuhan, tetapi juga makna nilai, manfaat 

sosial, dan kontribusinya terhadap kehidupan masyarakat (Utami et. al., 2026). 

Sudarmanto et al. (2025) menambahkan bahwa transformasi digital perlu 

dimanfaatkan oleh BPRS dan lembaga keuangan mikro syariah untuk memperluas 

inklusi keuangan yang hijau dan inovatif. Aziza (2026) juga mengingatkan bahwa 

praktik bisnis syariah yang otentik harus tampak dalam etika, tanggung jawab sosial, 

dan keberlanjutan yang benar benar dihayati, bukan sekadar digunakan sebagai label. 

Arah baru ini membutuhkan kepemimpinan intelektual dan kebijakan yang 

berani melakukan rekonstruksi paradigma. Septiani dan Thamrin (2021) 

menegaskan bahwa keunggulan ekonomi syariah terletak pada kemampuannya 

menggabungkan integritas spiritual dan disiplin pasar tanpa mengorbankan 

keadilan. Dengan demikian, reposisi ekonomi syariah bukanlah upaya menempatkan 

ekonomi syariah di atas sistem lain secara simbolik, melainkan usaha menghadirkan 

paradigma yang lebih mampu menjawab kebutuhan manusia, masyarakat, dan 

lingkungan. Ekonomi syariah perlu tampil sebagai bagian dari solusi global yang 

nyata melalui penguatan keuangan syariah, industri halal, filantropi Islam, UMKM, 

dan tata kelola kebijakan yang berorientasi pada kemaslahatan. 

Pembahasan ini menunjukkan bahwa reposisi ekonomi syariah tidak hanya 

berdiri di atas gagasan normatif, tetapi juga didukung oleh bukti empiris yang mulai 

berkembang. Sulistiyono et al. (2025) menunjukkan peran Bank NTB Syariah dalam 

pembangunan berkelanjutan daerah, Syuhada et al. (2024) menyoroti bazar masjid 

sebagai katalisator UMKM, Atika et al. (2025) membahas sukuk Indonesia, Octaviani 

et al. (2022) mengkaji hotel syariah berbasis Maqashid al-Syariah, dan Syarifah 

Sarvianto (2025) menjelaskan reposisi gerakan dakwah menuju social change agency. 

Berbagai studi tersebut memperlihatkan bahwa praktik ekonomi syariah yang 

transformatif telah tumbuh di banyak ruang. Tugas berikutnya adalah merangkai 

praktik tersebut menjadi arah pembangunan yang lebih koheren, sehingga ekonomi 

syariah benar benar dapat berperan dalam mengembalikan ekonomi pada tujuan 

dasarnya, yaitu kemaslahatan manusia dan keberlanjutan peradaban. 
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BAB 2 
MAQASHID AL-SYARIAH SEBAGAI FONDASI 

PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN 

 

PEMBANGUNAN berkelanjutan tidak cukup hanya dibangun di atas pertumbuhan 

ekonomi dan kemajuan teknologi. Ia membutuhkan fondasi nilai yang mampu 

menjaga manusia, masyarakat, dan alam secara seimbang. Dalam ekonomi syariah, 

fondasi tersebut dapat ditemukan dalam konsep Maqashid al-Syariah. Konsep ini 

memberi arah bahwa setiap aktivitas ekonomi dan pembangunan tidak boleh 

berhenti pada pencapaian materi, tetapi harus mengarah pada kemaslahatan yang 

lebih luas. Melalui Maqashid al-Syariah, pembangunan dipahami sebagai upaya 

menjaga kehidupan, memperkuat keadilan, melindungi generasi, dan memastikan 

bahwa sumber daya dikelola secara bertanggung jawab. 

2.1. Konsep Dasar Maqashid al-Syariah 

Secara etimologis, Maqashid al-Syariah berasal dari dua kata bahasa Arab, 

yaitu maqashid yang berarti tujuan-tujuan dan syariah yang berarti jalan menuju 

sumber air. Secara metaforis, syariah menggambarkan jalan yang membawa manusia 

kepada sumber kehidupan, baik secara lahir maupun batin. Secara terminologis, 

Maqashid al-Syariah dipahami sebagai tujuan-tujuan yang hendak diwujudkan oleh 

syariah dalam rangka menghadirkan kemaslahatan bagi manusia, baik di dunia 

maupun di akhirat . Dengan kata lain, setiap aturan dalam Islam tidak lahir dalam 

ruang kosong, tetapi membawa misi untuk melindungi, mengarahkan, dan 

mengembangkan kebaikan bagi kehidupan manusia (Susetyo, 2023). 

Para ulama ushul fikih, seperti al-Ghazali, al-Syatibi, dan al-Razi, telah 

merumuskan Maqashid al-Syariah secara sistematis. Al-Syatibi dalam al-Muwafaqat 

menegaskan bahwa syariah ditetapkan untuk mewujudkan kemaslahatan hamba. 
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Kemaslahatan tersebut dibagi ke dalam tiga tingkatan. Tingkatan pertama adalah al-

dharuriyyat, yaitu kebutuhan esensial yang harus ada agar kehidupan agama dan 

dunia dapat tegak. Jika kebutuhan ini hilang, kehidupan manusia akan mengalami 

kerusakan dan kekacauan. Tingkatan kedua adalah al-hajiyyat, yaitu kebutuhan yang 

berfungsi menghilangkan kesulitan dan memberi kelonggaran dalam kehidupan. 

Ketidakhadirannya tidak menghancurkan kehidupan secara mendasar, tetapi dapat 

menimbulkan kesulitan. Tingkatan ketiga adalah al-tahsiniyyat, yaitu kebutuhan 

pelengkap yang berkaitan dengan penyempurnaan kualitas hidup, etika, dan 

kepantasan sosial (Mustaqim, 2019). 

Dari ketiga tingkatan tersebut, al-dharuriyyat menjadi perhatian utama dalam 

diskursus pembangunan berkelanjutan karena berkaitan langsung dengan fondasi 

kehidupan (Muhammadong, 2025). Pada tingkat ini, para ulama klasik merumuskan 

lima unsur pokok yang harus dilindungi, yang dikenal sebagai al-dharuriyyat al-

khamsah. Pada tingkat ini, para ulama klasik merumuskan lima unsur pokok yang 

harus dilindungi, yang dikenal sebagai al-dharuriyyat al-khamsah. Kelima unsur 

tersebut meliputi perlindungan agama (hifz ad-din), perlindungan jiwa (hifz an-nafs), 

perlindungan akal (hifz al-aql), perlindungan keturunan (hifz an-nasl), dan 

perlindungan harta  (hifz al-mal). Kelima unsur ini saling terhubung dalam satu sistem 

yang utuh. Kerusakan pada satu unsur dapat memengaruhi unsur lainnya. Oleh 

karena itu, kebijakan pembangunan tidak boleh hanya menekankan satu aspek, 

misalnya pertumbuhan ekonomi, tetapi mengabaikan lingkungan, moralitas, atau 

keadilan sosial (Shintia et al., 2025). 

2.2. Perkembangan Maqashid al-Syariah dalam Kajian Ekonomi 

Islam 

Pemikiran Maqashid al-Syariah tidak berhenti pada rumusan klasik abad 

pertengahan. Konsep ini terus berkembang mengikuti dinamika zaman dan 

kompleksitas persoalan modern. Dalam kajian ekonomi Islam, Maqashid al-Syariah 

mengalami penguatan yang signifikan, terutama ketika para ekonom Islam 

kontemporer menyadari bahwa fikih muamalah yang bersifat legal formal saja belum 

cukup untuk menjawab persoalan ekonomi global. Krisis keuangan, kesenjangan 
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sosial, kemiskinan struktural, dan kerusakan ekologi membutuhkan kerangka yang 

lebih mendalam dan komprehensif. Dalam konteks inilah Maqashid al-Syariah 

menjadi landasan penting untuk membaca ulang arah ekonomi Islam. 

Para pemikir seperti Mohammad Umer Chapra, Tariq Ramadan, Jasser Auda, 

dan Muhammad al-Thahir Ibn Ashur memberi kontribusi besar dalam memperluas 

cakupan Maqashid al-Syariah. Chapra, misalnya, menghubungkan Maqashid al-

Syariah dengan tujuan pembangunan ekonomi, seperti pemenuhan kebutuhan dasar, 

pemerataan pendapatan dan kekayaan, stabilitas ekonomi, serta ketahanan sistem 

ekonomi. Ibn Ashur menekankan bahwa maqashid juga harus mencakup 

perlindungan tatanan sosial atau nizam al-ijtima dan perlindungan kebebasan atau 

al-hurriyyah. Tanpa tatanan sosial yang tertib dan kebebasan yang bertanggung 

jawab, lima unsur klasik dalam Maqashid al-Syariah tidak akan dapat diwujudkan 

secara utuh. Baginya, tujuan tertinggi syariah adalah terwujudnya peradaban yang 

adil, seimbang, dan sejahtera, atau yang disebut sebagai umran. 

Dalam konteks Indonesia, pengembangan Maqashid al-Syariah dalam kajian 

ekonomi Islam telah menjadi salah satu pijakan penting di perguruan tinggi, lembaga 

keuangan syariah, dan ruang kebijakan publik. Para akademisi dan praktisi tidak lagi 

menggunakan Maqashid al-Syariah hanya untuk memastikan kepatuhan syariah 

secara formal, tetapi juga sebagai instrumen untuk menilai dampak sosial dari produk 

dan kebijakan ekonomi syariah. Sebuah bank syariah, misalnya, tidak cukup 

dinyatakan sesuai syariah hanya karena bebas riba. Bank tersebut juga perlu 

memberi kontribusi nyata terhadap perlindungan jiwa melalui pembiayaan sektor riil 

yang menciptakan lapangan kerja, perlindungan akal melalui dukungan terhadap 

pendidikan, serta perlindungan harta melalui investasi yang produktif dan adil 

(Mustaqim, 2019). Dengan demikian, Maqashid al-Syariah telah berkembang dari 

konsep hukum normatif menjadi kerangka strategis bagi pembangunan ekonomi 

yang berkeadilan dan berkelanjutan. 
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2.3. Perlindungan Agama, Jiwa, Akal, Keturunan, dan Harta dalam 

Konteks Pembangunan 

Kelima unsur Maqashid al-Syariah memiliki implikasi yang konkret dalam 

pembangunan. Pemahaman yang utuh terhadap setiap unsur menjadi dasar penting 

untuk membangun pembangunan yang benar-benar berkelanjutan. Perlindungan 

agama (hifz ad-din) tidak boleh dimaknai secara sempit sebagai kebebasan 

menjalankan ibadah ritual semata. Dalam pengertian yang lebih luas, perlindungan 

agama berarti hadirnya sistem sosial, ekonomi, dan politik yang menjunjung 

kejujuran, integritas, amanah, dan keadilan. Korupsi, misalnya, merupakan 

pelanggaran terhadap hifz ad-din karena merusak kepercayaan publik dan 

mengkhianati amanah kekuasaan. Dalam konteks pembangunan, perlindungan 

agama diwujudkan melalui tata kelola yang baik, penegakan hukum yang adil, serta 

kebijakan publik yang mencerminkan nilai etis universal (Mustaqim, 2019). 

Perlindungan jiwa (hifz an-nafs) merupakan unsur yang sangat mendasar 

dalam pembangunan. Setiap kebijakan pembangunan seharusnya berorientasi pada 

keselamatan, kesehatan, dan kesejahteraan manusia. Hal ini mencakup hak atas 

pangan yang cukup dan bergizi, air bersih, sanitasi layak, tempat tinggal sehat, 

layanan kesehatan yang terjangkau, serta lingkungan yang aman. Pandemi Covid-19 

menjadi contoh nyata bahwa perlindungan jiwa merupakan prioritas utama dalam 

situasi krisis (Nurcahyo et al., 2024). Pembangunan yang mengabaikan keselamatan 

manusia, seperti pembangunan industri tanpa standar keselamatan dan 

perlindungan lingkungan yang memadai, tidak dapat disebut sebagai pembangunan 

yang selaras dengan tujuan syariah. 

Perlindungan akal (hifz al-aql) menegaskan bahwa pembangunan harus 

mencakup peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan, riset, dan 

akses terhadap informasi yang benar. Akal merupakan karunia penting yang 

memungkinkan manusia berpikir, memilih, dan bertanggung jawab atas 

kehidupannya. Karena itu, kebodohan, ketertinggalan pendidikan, dan penyebaran 

informasi yang menyesatkan menjadi tantangan serius bagi pembangunan. Dalam 

era digital, perlindungan akal juga berarti melindungi masyarakat dari narkoba, 

minuman keras, hoaks, ujaran kebencian, dan propaganda yang merusak nalar sehat. 
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Perlindungan keturunan (hifz an-nasl) tidak hanya berkaitan dengan 

penjagaan garis keturunan dan kehormatan keluarga. Dalam konteks pembangunan, 

perlindungan keturunan berarti menjamin masa depan generasi berikutnya melalui 

kebijakan yang berpihak pada anak, keluarga, dan keberlanjutan kehidupan. Hal ini 

mencakup perlindungan anak dari eksploitasi, akses pendidikan tanpa diskriminasi, 

layanan kesehatan ibu dan anak, serta kebijakan keluarga yang mendukung tumbuh 

kembang anak secara optimal. Dalam perspektif pembangunan berkelanjutan, hifz 

an-nasl juga menuntut agar generasi hari ini tidak mewariskan beban berupa utang 

yang tidak terkendali, lingkungan yang rusak, atau sumber daya alam yang habis 

terkuras kepada generasi mendatang. 

Perlindungan harta (hifz al-mal) sering dipahami sebagai perlindungan 

terhadap hak milik pribadi. Padahal, dalam kerangka Maqashid al-Syariah, 

perlindungan harta memiliki makna yang lebih luas. Di satu sisi, ia mencakup 

larangan terhadap pencurian, perampasan, korupsi, dan tindakan yang merugikan 

hak milik orang lain. Di sisi lain, hifz al-mal juga menuntut agar harta diperoleh 

melalui cara yang halal, dikelola secara produktif, dan didistribusikan secara adil 

untuk kemaslahatan bersama. Harta yang ditimbun atau hanya berputar di kalangan 

elite bertentangan dengan tujuan syariah karena menghambat keadilan ekonomi. 

Zakat, infak, sedekah, wakaf, dan larangan riba menjadi instrumen penting agar harta 

benar-benar berfungsi sebagai sarana kemaslahatan, bukan alat eksploitasi 

(Mustaqim, 2019; Rahawati, 2025). 

2.4.  Maqashid al-Syariah dan Kesejahteraan Multidimensi 

Konsep kesejahteraan dalam perspektif Maqashid al-Syariah berbeda dari 

konsep kesejahteraan dalam ekonomi konvensional. Dalam ekonomi konvensional, 

kesejahteraan sering diukur melalui indikator material, seperti pendapatan per 

kapita, Produk Domestik Bruto, atau tingkat konsumsi. Seseorang dianggap sejahtera 

ketika memiliki pendapatan tinggi, meskipun ia mungkin hidup dalam lingkungan 

yang rusak, masyarakat yang timpang, atau mengalami tekanan mental dan spiritual. 

Pendekatan seperti ini dikritik karena mereduksi manusia menjadi homo economicus 

yang hanya dipahami sebagai makhluk pencari keuntungan (Susetyo, 2023). 
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Maqashid al-Syariah menawarkan konsep kesejahteraan yang lebih utuh. 

Kesejahteraan dalam Islam dikenal dengan istilah falah, yaitu kondisi yang tidak 

hanya mencakup kecukupan material, tetapi juga ketenteraman spiritual, kesehatan 

mental, harmoni sosial, dan kelestarian lingkungan. Falah menggambarkan keadaan 

ketika manusia mampu memenuhi kebutuhan dasarnya, mengembangkan potensi 

diri, hidup dalam masyarakat yang adil dan damai, serta merasakan makna hidup 

yang lebih tinggi daripada sekadar konsumsi dan akumulasi kekayaan (Rahawati, 

2025). Sehingga, falah mencakup kesejahteraan dunia dan akhirat, individu dan 

masyarakat, jasmani dan rohani, serta generasi sekarang dan generasi yang akan 

datang. 

Dalam kerangka ini, pertumbuhan ekonomi tetap penting, tetapi bukan tujuan 

akhir. Pertumbuhan hanyalah sarana untuk mewujudkan falah. Oleh karena itu, 

kebijakan pembangunan perlu dinilai dari dampaknya terhadap lima unsur Maqashid 

al-Syariah secara menyeluruh. Proyek industrialisasi yang mampu meningkatkan 

Produk Domestik Bruto, tetapi menyebabkan penggusuran masyarakat, pencemaran 

sungai, dan hilangnya mata pencaharian lokal, tidak dapat disebut sebagai 

pembangunan yang membawa kemaslahatan (Shintia et al., 2025). Sebaliknya, 

program pemberdayaan ekonomi berskala kecil yang mampu menjaga lingkungan, 

memperkuat solidaritas sosial, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat dapat 

dipandang sebagai pembangunan yang lebih sejalan dengan Maqashid al-Syariah. 

Dengan demikian, Maqashid al-Syariah mengajak pembangunan keluar dari orientasi 

growth centric development menuju human centric development dan eco centric 

development (Mustaqim, 2019; Rahawati, 2025). 

2.5.  Relevansi Maqashid al-Syariah terhadap Tujuan SDGs 

SDGs yang diadopsi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada 2015 

memiliki keselarasan yang kuat dengan Maqashid al-Syariah. Keduanya sama-sama 

berangkat dari keprihatinan terhadap krisis kemanusiaan, ketimpangan, dan 

kerusakan lingkungan. Perlindungan jiwa beresonansi dengan tujuan tanpa 

kelaparan, kehidupan sehat, air bersih, sanitasi layak, serta kota dan permukiman 

yang berkelanjutan. Setiap kebijakan yang melindungi manusia dari kelaparan, 
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penyakit, dan lingkungan yang tidak sehat dapat dipahami sebagai kontribusi 

terhadap pencapaian SDGs sekaligus perwujudan Maqashid al-Syariah (Rahawati, 

2025). 

Perlindungan akal sejalan dengan tujuan pendidikan berkualitas, inovasi, dan 

pengembangan infrastruktur pengetahuan. Akses terhadap pendidikan yang inklusif 

dan bermutu menjadi fondasi bagi pengembangan kapasitas manusia yang 

berkelanjutan. Perlindungan keturunan berhubungan dengan pengentasan 

kemiskinan, kesetaraan gender, dan pengurangan kesenjangan. Kemiskinan, 

diskriminasi, dan ketidaksetaraan akan merusak kualitas hidup generasi sekarang 

sekaligus mengancam masa depan generasi berikutnya. 

Perlindungan harta sejalan dengan tujuan pekerjaan layak, pertumbuhan 

ekonomi, konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab, serta kemitraan untuk 

mencapai tujuan pembangunan. Ekonomi yang berkeadilan, lapangan kerja yang 

layak, pengelolaan harta yang produktif, dan produksi yang tidak merusak 

lingkungan merupakan wujud nyata perlindungan harta dalam arti luas. Sementara 

itu, perlindungan agama berhubungan dengan tujuan perdamaian, keadilan, dan 

kelembagaan yang kuat. Tanpa institusi yang bebas dari korupsi, penegakan hukum 

yang adil, dan perlindungan kebebasan beragama, agenda pembangunan 

berkelanjutan sulit diwujudkan secara utuh. 

Meski memiliki keselarasan yang kuat, Maqashid al-Syariah memberi dimensi 

tambahan yang tidak selalu hadir dalam kerangka SDGs. SDGs merupakan 

kesepakatan global yang banyak digerakkan oleh rasionalitas, indikator, dan 

kepentingan bersama, sementara Maqashid al-Syariah juga didorong oleh keimanan 

dan tanggung jawab spiritual di hadapan Tuhan. Kombinasi antara rasionalitas 

pembangunan dan spiritualitas Maqashid al-Syariah dapat menjadi dorongan yang 

kuat untuk mewujudkan pembangunan yang lebih adil, manusiawi, dan 

berkelanjutan. 
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2.6. Maqashid al-Syariah sebagai Kerangka Evaluasi Kebijakan 

Pembangunan 

Salah satu kontribusi penting Maqashid al-Syariah dalam pembangunan 

adalah kemampuannya menjadi kerangka evaluasi kebijakan yang holistik. Di tengah 

dominasi indikator kuantitatif seperti pertumbuhan ekonomi dan Produk Domestik 

Bruto, Maqashid al-Syariah menawarkan cara pandang yang lebih luas. Ia tidak hanya 

menilai kemajuan material, tetapi juga mempertimbangkan dimensi sosial, moral, 

spiritual, dan keberlanjutan ekosistem. Instrumen seperti Indeks Maqashid al-Syariah 

dapat digunakan untuk melihat sejauh mana sebuah kebijakan benar-benar 

menghadirkan kemaslahatan bagi manusia, bukan sekadar meningkatkan angka 

ekonomi (Rahawati, 2025). 

Dalam kerangka ini, kebijakan pembangunan dapat diuji melalui lima 

pertanyaan utama. Pertama, apakah kebijakan tersebut melindungi hifz ad-din 

dengan mendorong tata kelola yang jujur, adil, dan beretika. Kedua, apakah kebijakan 

tersebut menjaga hifz an-nafs dengan menjamin keselamatan, kesehatan, dan kualitas 

hidup masyarakat. Ketiga, apakah kebijakan tersebut mendukung hifz al-aql melalui 

akses pendidikan, riset, dan informasi yang benar. Keempat, apakah kebijakan 

tersebut memperkuat hifz an-nasl dengan melindungi keluarga, anak, dan masa 

depan generasi mendatang. Kelima, apakah kebijakan tersebut menjaga hifz al-mal 

melalui distribusi kekayaan yang adil, pengelolaan harta yang produktif, dan 

pencegahan monopoli oleh segelintir elite (Muhammadong, 2025). 

Melalui pendekatan evaluasi ini, kelemahan kebijakan yang hanya mengejar 

pertumbuhan jangka pendek dapat terlihat dengan lebih jelas. Kebijakan yang 

meningkatkan Produk Domestik Bruto, tetapi merusak lingkungan, memperlebar 

ketimpangan, atau mengabaikan keselamatan masyarakat, tidak dapat dianggap 

berhasil dalam perspektif Maqashid al-Syariah. Sebaliknya, kebijakan yang mungkin 

tidak langsung menghasilkan pertumbuhan besar, tetapi mampu melindungi jiwa, 

memperkuat pendidikan, menjaga lingkungan, dan memberdayakan masyarakat, 

dapat dinilai lebih dekat dengan tujuan pembangunan yang sejati. Dengan demikian, 
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Maqashid al-Syariah menyediakan alat evaluasi yang substantif bagi pembuat 

kebijakan, akademisi, dan masyarakat sipil agar pembangunan tidak terjebak pada 

angka semata, tetapi bergerak menuju falah atau kesejahteraan manusia seutuhnya 

(Mustaqim, 2019). 

2.7.  Model Pembangunan Berkelanjutan Berbasis Maqashid al-

Syariah 

Dari uraian tersebut, dapat dirumuskan bahwa pembangunan berkelanjutan 

berbasis Maqashid al-Syariah tidak dimaksudkan untuk menggantikan SDGs, tetapi 

untuk memberi fondasi nilai dan arah prioritas yang lebih mendalam. Model ini 

menempatkan pembangunan sebagai proses menjaga kemaslahatan manusia secara 

utuh, bukan sekadar mengejar pertumbuhan ekonomi. Ada beberapa prinsip utama 

yang dapat menjadi dasar model tersebut. 

Prinsip pertama adalah integrasi (takaful). Kelima unsur Maqashid al-Syariah 

tidak boleh dipisahkan, apalagi dipertentangkan satu sama lain. Pembangunan tidak 

dapat disebut berhasil jika melindungi harta tapi merusak jiwa, atau meningkatkan 

produksi tetapi menghancurkan lingkungan. Jika terjadi benturan kepentingan, 

prinsip dar'u al-mafasid muqaddam ala jalbi al-mashalih menjadi pedoman bahwa 

mencegah kerusakan harus didahulukan daripada mengambil manfaat (Mustaqim, 

2019). Dalam situasi konflik, perlindungan terhadap jiwa dan keselamatan manusia 

harus menjadi prioritas utama. 

Prinsip kedua adalah keseimbangan atau tawazun. Pembangunan tidak boleh 

terjebak pada pertumbuhan ekonomi yang ekstraktif dan eksploitatif, tetapi juga 

tidak boleh mengabaikan kebutuhan dasar masyarakat atas nama pelestarian 

lingkungan yang tidak berpihak pada kelompok miskin. Model pembangunan 

berbasis Maqashid al-Syariah berusaha mencari jalan tengah yang adil, kontekstual, 

dan sesuai dengan kondisi sosial ekologis masing-masing wilayah. 

Prinsip ketiga adalah partisipasi atau syura. Kebijakan pembangunan tidak 

seharusnya diputuskan secara teknokratis oleh segelintir elite tanpa melibatkan 

masyarakat yang terdampak. Prinsip syura menekankan pentingnya musyawarah, 
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keterlibatan publik, dan perlindungan terhadap suara kelompok rentan, seperti 

perempuan, anak-anak, masyarakat adat, dan masyarakat miskin. Dengan prinsip ini, 

pembangunan menjadi lebih inklusif dan lebih dekat dengan kebutuhan nyata 

masyarakat. Prinsip keempat adalah keberlanjutan antargenerasi atau istikhlaf. 

Manusia adalah khalifah di bumi, bukan pemilik mutlak. Karena itu, manusia 

bertanggung jawab mengelola alam dengan amanah dan mewariskannya dalam 

kondisi yang tidak lebih buruk kepada generasi berikutnya. Eksploitasi sumber daya 

alam secara berlebihan, polusi yang merusak ekosistem, serta akumulasi utang yang 

membebani generasi mendatang merupakan bentuk pengingkaran terhadap amanah 

kekhalifahan. 

Dengan prinsip takaful, tawazun, syura, dan istikhlaf, model pembangunan 

berbasis Maqashid al-Syariah menawarkan pendekatan yang etis, humanis, sekaligus 

operasional. Model ini memberi arah moral bagi kebijakan publik, menyediakan 

ukuran evaluasi yang lebih komprehensif, dan menghadirkan motivasi spiritual bagi 

pemangku kepentingan untuk bergerak menuju tujuan bersama, yaitu terwujudnya 

falah sebagai kesejahteraan multidimensi yang hakiki. Sejalan dengan itu, M. Umer 

Chapra menegaskan bahwa pembangunan tidak cukup bertumpu pada pertumbuhan 

dan Produk Domestik Bruto, tetapi harus diarahkan pada kesejahteraan yang 

mencakup dimensi material, sosial, dan spiritual (Chapra, 2008). Dengan demikian, 

Maqashid al-Syariah dapat menjadi fondasi pembangunan berkelanjutan yang lebih 

berkeadilan, berorientasi pada kemaslahatan, dan bertanggung jawab terhadap masa 

depan peradaban. 
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BAB 3 

KEADILAN, INKLUSIVITAS, DAN 

KEBERLANJUTAN DALAM EKONOMI ISLAM 

 

EKONOMI Islam menawarkan visi pembangunan yang tidak hanya berorientasi 

pada pertumbuhan, tetapi juga pada keadilan, kemaslahatan, dan keberlanjutan 

hidup manusia. Visi ini hadir sebagai respons terhadap berbagai persoalan yang 

muncul dalam sistem ekonomi modern, seperti ketimpangan sosial, eksklusi 

ekonomi, eksploitasi sumber daya, dan krisis lingkungan. Dalam kerangka Maqashid 

al-Syariah, setiap aktivitas ekonomi diarahkan untuk melindungi agama, jiwa, akal, 

keturunan, dan harta. Karena itu, ekonomi Islam tidak memisahkan kegiatan 

ekonomi dari tanggung jawab moral, sosial, dan ekologis. 

Tiga nilai utama yang menjadi dasar dalam pembahasan ini adalah keadilan, 

inklusivitas, dan keberlanjutan atau istidamah. Ketiganya saling berkaitan dan 

membentuk fondasi penting dalam pembangunan ekonomi Islam. Keadilan 

memastikan bahwa proses dan hasil ekonomi tidak hanya menguntungkan kelompok 

tertentu. Inklusivitas membuka ruang agar kelompok rentan, masyarakat miskin, 

pelaku usaha kecil, dan komunitas yang selama ini terpinggirkan dapat menikmati 

manfaat pembangunan. Sedang, keberlanjutan diarahkan pada pembangunan tidak 

boleh mengorbankan lingkungan dan generasi mendatang. 

Dalam perkembangan akademik mutakhir, prinsip ekonomi Islam semakin 

banyak dikaitkan dengan agenda SDGs. Kajian tentang keuangan Islam, zakat, wakaf, 

sukuk hijau, dan tata kelola berbasis maqashid menunjukkan bahwa ekonomi Islam 

memiliki potensi besar untuk mendukung pembangunan berkelanjutan. Namun, 

kontribusi tersebut tidak cukup hanya dilihat dari sisi instrumen. Ia perlu dipahami 

sebagai bagian dari paradigma yang lebih luas, yaitu paradigma ekonomi yang 

menempatkan nilai, keadilan sosial, dan keberlanjutan sebagai inti pembangunan. 
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3.1. Konsep Keadilan dalam Ekonomi Islam 

Keadilan ('adl) merupakan salah satu prinsip paling mendasar dalam ekonomi 

Islam. Keadilan tidak hanya dipahami sebagai pembagian hasil yang merata, tetapi 

juga sebagai proses ekonomi yang jujur, transparan, dan tidak merugikan pihak lain. 

Dalam konteks pembangunan berkelanjutan, keadilan mencakup dimensi distributif, 

prosedural, dan antargenerasi. Artinya, pembangunan tidak hanya perlu 

memperhatikan siapa yang memperoleh manfaat ekonomi hari ini, tetapi juga 

bagaimana manfaat itu diperoleh dan apakah prosesnya merugikan generasi yang 

akan datang. 

Konsep keadilan dalam Islam berakar pada tauhid, yaitu kesadaran bahwa 

seluruh sumber daya merupakan amanah dari Allah SWT. yang harus dikelola untuk 

kemaslahatan bersama. Dengan cara pandang ini, manusia tidak dapat 

memperlakukan kekayaan, tanah, air, modal, dan sumber daya alam sebagai milik 

mutlak yang boleh digunakan tanpa batas. Semua bentuk pemanfaatan sumber daya 

harus mempertimbangkan tanggung jawab sosial, keseimbangan ekologis, dan 

keadilan bagi pihak lain. Dalam kerangka Maqashid al-Syariah, keadilan menjadi 

kompas moral yang mengarahkan kebijakan ekonomi agar tidak hanya efisien, tetapi 

juga etis dan berkelanjutan. 

3.1.1. Dimensi Keadilan Distributif 

Keadilan distributif dalam Islam diwujudkan melalui mekanisme distribusi 

kekayaan yang telah dilembagakan, seperti zakat, infak, sedekah, wakaf, dan 

larangan riba. Instrumen tersebut tidak hanya berfungsi sebagai ibadah sosial, 

tetapi juga sebagai mekanisme ekonomi untuk mencegah penumpukan kekayaan 

pada kelompok tertentu. Zakat, misalnya, mendorong perputaran harta agar tidak 

berhenti pada pemilik modal, sedangkan wakaf dapat menjadi instrumen jangka 

panjang untuk membiayai pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi, dan 

pelayanan sosial. 

Larangan riba juga merupakan bagian penting dari keadilan distributif. 

Riba dilarang karena dapat menciptakan hubungan ekonomi yang timpang antara 

pemilik modal dan pihak yang membutuhkan pembiayaan. Dalam sistem 
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keuangan syariah, prinsip bagi hasil seperti mudharabah dan musyarakah 

dirancang untuk membangun relasi kemitraan yang lebih adil, karena keuntungan 

dan risiko ditanggung secara proporsional. Selain itu, larangan gharar, maysir, dan 

tadlis menjaga agar transaksi ekonomi berlangsung secara jelas, jujur, dan tidak 

mengandung unsur penipuan atau spekulasi yang merugikan. 

3.1.2. Keadilan Antar-Generasi dalam Perspektif Islam 

Keadilan antargenerasi menjadi salah satu dimensi penting dalam ekonomi 

Islam. Pembangunan tidak boleh hanya memikirkan kepentingan generasi saat 

ini, tetapi juga harus mempertimbangkan hak generasi yang akan datang. Islam 

mengajarkan bahwa manusia adalah khalifah di bumi, sehingga ia memiliki 

tanggung jawab untuk menjaga alam dan mewariskannya dalam keadaan yang 

layak bagi generasi berikutnya. 

Prinsip larangan membuat kerusakan di bumi (la fasad fil ardh) 

menegaskan bahwa eksploitasi sumber daya secara berlebihan bertentangan 

dengan nilai Islam. Kerusakan hutan, pencemaran air, polusi udara, dan 

penggunaan energi yang tidak bertanggung jawab bukan hanya persoalan 

lingkungan, tetapi juga persoalan keadilan. Ketika generasi hari ini mengambil 

manfaat ekonomi dengan merusak sumber daya, generasi mendatang akan 

menanggung akibatnya. Karena itu, ekonomi Islam memandang keberlanjutan 

sebagai bagian dari keadilan, bukan sekadar agenda tambahan. 

3.2. Inklusivitas sebagai Prinsip Pembangunan Sosial 

Inklusivitas dalam ekonomi Islam bukan sekadar kebijakan untuk 

memperluas akses ekonomi, tetapi merupakan kewajiban moral yang berakar pada 

nilai ukhuwah dan takaful ijtimai. Ukhuwah menekankan persaudaraan dan 

kepedulian sosial, sedangkan takaful ijtimai menegaskan tanggung jawab bersama 

untuk saling membantu dalam kehidupan masyarakat. Dengan dasar ini, 

pembangunan ekonomi tidak boleh hanya melayani kelompok yang sudah kuat 

secara modal, pendidikan, dan jaringan, tetapi juga harus membuka ruang bagi 

mereka yang rentan dan terpinggirkan. 
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Keuangan sosial Islam menunjukkan peran penting dalam memperkuat 

inklusivitas. Zakat, infak, sedekah, dan wakaf dapat menjangkau kelompok 

masyarakat yang sering tidak tersentuh oleh lembaga keuangan formal. Dalam situasi 

krisis, seperti pandemi Covid-19, instrumen keuangan sosial Islam terbukti memiliki 

fungsi perlindungan sosial karena dapat membantu masyarakat rentan memenuhi 

kebutuhan dasar, mempertahankan usaha kecil, dan memulihkan aktivitas ekonomi. 

Dengan demikian, inklusivitas dalam ekonomi Islam tidak berhenti pada akses 

terhadap modal, tetapi juga mencakup perlindungan, pemberdayaan, dan pemulihan 

sosial ekonomi. 

3.2.1. Keuangan Sosial Islam dan Konvergensi SDGs 

Keuangan sosial Islam memiliki hubungan yang kuat dengan agenda SDGs. 

Instrumen seperti zakat, infak, sedekah, wakaf, dan bentuk filantropi Islam lainnya 

memiliki orientasi yang jelas pada pengurangan kemiskinan, peningkatan 

kesejahteraan, perluasan akses pendidikan, serta penguatan layanan sosial. 

Karena itu, keuangan sosial Islam tidak hanya berfungsi sebagai sarana ibadah, 

tetapi juga sebagai instrumen pembangunan yang dapat menjangkau kelompok 

masyarakat yang selama ini sulit diakses oleh sistem keuangan formal. 

Zakat dan wakaf, misalnya, memiliki keselarasan langsung dengan tujuan 

SDGs, terutama tujuan tanpa kemiskinan, kesehatan yang baik, pendidikan 

berkualitas, serta pengurangan kesenjangan. Zakat dapat digunakan untuk 

memenuhi kebutuhan mendesak masyarakat miskin, sedangkan wakaf dapat 

diarahkan untuk membangun aset sosial jangka panjang seperti sekolah, rumah 

sakit, pusat pelatihan, dan fasilitas ekonomi produktif. Dengan demikian, 

keuangan sosial Islam dapat menjadi jembatan antara nilai keagamaan dan 

agenda pembangunan global. 

Di Indonesia, Baitul Maal wa Tamwil (BMT) dan koperasi syariah menjadi 

contoh nyata inklusivitas keuangan berbasis komunitas. Lembaga-lembaga ini 

hadir dekat dengan masyarakat akar rumput dan berusaha menjawab kebutuhan 

modal, pendampingan, serta pemberdayaan ekonomi secara lebih mudah 

dijangkau. Model seperti ini beroperasi di atas nilai taawun (tolong-menolong) 
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dan amanah. Melalui skema mudharabah, musyarakah, dan qardh hasan, 

masyarakat kecil dapat memperoleh akses pembiayaan tanpa harus terjebak pada 

beban riba atau praktik pinjaman yang eksploitatif. 

3.2.2. Peran Institusi Filantropi Islam dalam Inklusi Sosial 

Institusi filantropi Islam memiliki peran penting sebagai jaring pengaman 

sosial bagi kelompok rentan. Lembaga amil zakat, badan wakaf, lembaga 

pengelola infak dan sedekah, serta institusi takaful dapat melengkapi peran 

negara dalam memberikan perlindungan sosial. Di Indonesia, BAZNAS dan 

jaringan Lembaga Amil Zakat telah membangun ekosistem pengumpulan dan 

penyaluran dana sosial Islam yang tidak hanya bersifat konsumtif, tetapi juga 

mulai diarahkan pada pemberdayaan ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan 

penguatan UMKM. 

Wakaf produktif juga membuka ruang baru dalam pemberdayaan ekonomi 

umat. Jika pada masa lalu wakaf sering dipahami hanya sebagai aset tidak 

bergerak seperti tanah untuk masjid atau makam, kini wakaf mulai dikembangkan 

sebagai instrumen produktif. Wakaf uang, wakaf saham, dan Cash Waqf Linked 

Sukuk menunjukkan bahwa aset wakaf dapat dikelola secara lebih dinamis untuk 

menghasilkan manfaat sosial yang berkelanjutan. Dengan tata kelola yang baik, 

wakaf produktif dapat menjadi sumber pembiayaan jangka panjang bagi 

pendidikan, kesehatan, infrastruktur sosial, dan pemberdayaan masyarakat 

miskin. 

3.3. Distribusi Kesejahteraan dalam Perspektif Syariah 

Distribusi kesejahteraan dalam Islam tidak hanya berbicara tentang 

pembagian hasil setelah proses produksi berlangsung. Lebih jauh, Islam juga 

memperhatikan struktur kepemilikan, cara memperoleh harta, pola produksi, serta 

mekanisme distribusi sejak awal. Dengan demikian, distribusi dalam ekonomi Islam 

tidak bersifat tambalan setelah ketimpangan terjadi, tetapi menjadi bagian dari 

desain sistem ekonomi itu sendiri. 
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Islam mengakui hak kepemilikan pribadi, tetapi hak tersebut tidak bersifat 

mutlak. Setiap harta mengandung tanggung jawab sosial. Konsep mal al-mushtarak 

menunjukkan bahwa harta memiliki fungsi sosial dan tidak boleh digunakan hanya 

untuk kepentingan pribadi tanpa memperhatikan kemaslahatan masyarakat. Prinsip 

warisan (mirath) juga menjadi mekanisme distribusi antargenerasi yang mencegah 

penumpukan harta pada satu orang atau satu garis keluarga tertentu saja. Dengan 

cara ini, Islam membangun sistem distribusi yang lebih seimbang antara hak individu 

dan tanggung jawab sosial. 

3.3.1. Sinergi Zakat dan Wakaf untuk Pembangunan 

Berkelanjutan 

Zakat dan wakaf memiliki karakter yang saling melengkapi dalam 

pembangunan berkelanjutan. Zakat lebih dekat dengan pemenuhan kebutuhan 

mendesak, seperti pangan, kesehatan, bantuan pendidikan, dan perlindungan 

kelompok miskin. Sementara itu, wakaf memiliki kekuatan pada pembangunan 

jangka panjang karena asetnya dapat dikelola secara produktif dan manfaatnya 

dapat terus mengalir. Jika keduanya disinergikan, zakat dapat berperan sebagai 

instrumen perlindungan sosial jangka pendek, sedangkan wakaf menjadi 

penopang pembangunan sosial ekonomi jangka panjang. 

Sinergi zakat dan wakaf membutuhkan tata kelola yang terintegrasi. 

Tantangan yang masih sering muncul adalah pengelolaan yang terfragmentasi, 

rendahnya pemahaman masyarakat tentang wakaf produktif, dan belum 

optimalnya pemanfaatan teknologi digital. Karena itu, penguatan regulasi, 

kolaborasi antarlembaga, digitalisasi penghimpunan dan penyaluran, serta sistem 

data yang akuntabel menjadi kebutuhan penting. Dengan ekosistem yang lebih 

terhubung, zakat dan wakaf dapat memberi dampak yang lebih terukur terhadap 

pengurangan kemiskinan, peningkatan pendidikan, kesehatan, dan 

pemberdayaan ekonomi masyarakat. 
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3.3.2. Wakaf Produktif sebagai Inovasi Instrumen Distribusi 

Wakaf produktif merupakan salah satu inovasi penting dalam pengelolaan 

aset sosial Islam. Melalui wakaf produktif, aset wakaf tidak hanya dijaga 

keberadaannya, tetapi juga dikelola agar menghasilkan manfaat ekonomi dan 

sosial secara berkelanjutan. Perubahan ini menggeser cara pandang wakaf dari 

aset statis menjadi instrumen pembangunan yang dinamis. 

Salah satu contoh inovasi tersebut adalah Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS) 

yang diterbitkan oleh pemerintah Indonesia. Instrumen ini mempertemukan 

wakaf uang dengan pasar modal syariah, sehingga dana wakaf dapat dikelola 

melalui instrumen yang aman dan memberikan manfaat sosial. Dana yang 

dihimpun melalui CWLS dapat digunakan untuk mendukung fasilitas kesehatan, 

pendidikan, dan infrastruktur sosial bagi masyarakat yang membutuhkan. 

Dengan mekanisme seperti ini, wakaf tidak hanya menjadi amal jangka panjang, 

tetapi juga menjadi bagian dari strategi pembiayaan pembangunan yang 

berkelanjutan. 

3.4. Keseimbangan antara Pertumbuhan dan Pemerataan 

Ekonomi Islam menolak dikotomi antara pertumbuhan dan pemerataan. 

Dalam banyak model ekonomi konvensional, pertumbuhan sering ditempatkan 

sebagai tujuan utama, sementara pemerataan dianggap sebagai agenda lanjutan 

setelah ekonomi berkembang. Ekonomi Islam menawarkan cara pandang yang 

berbeda. Pertumbuhan hanya bermakna apabila membawa manfaat yang adil bagi 

masyarakat luas dan tidak merusak kehidupan sosial maupun lingkungan. 

Tujuan akhir ekonomi Islam adalah falah, yaitu kesejahteraan yang mencakup 

dimensi duniawi dan ukhrawi. Dengan kerangka ini, keberhasilan pembangunan 

tidak hanya diukur dari peningkatan Produk Domestik Bruto, tetapi juga dari kualitas 

hidup, keadilan distribusi, ketenangan sosial, dan keberlanjutan sumber daya. Prinsip 

israf atau larangan pemborosan, tabdzir (larangan penghamburan), dan qanaah 

(kepuasan yang proporsional mendorong manusia untuk menggunakan sumber 
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daya secara bijak). Nilai-nilai ini membatasi konsumsi berlebihan dan mengarahkan 

pertumbuhan agar tetap berada dalam batas etis. 

3.4.1. Integrasi Maqashid al-Syariah dalam Pengembangan SDM 

Integrasi Maqashid al-Syariah dalam pengembangan sumber daya manusia 

menjadi salah satu bentuk nyata keseimbangan antara pertumbuhan dan 

pemerataan. Pembangunan manusia dalam ekonomi Islam tidak hanya diarahkan 

untuk meningkatkan produktivitas tenaga kerja, tetapi juga membentuk manusia 

yang berilmu, beretika, bertanggung jawab, dan peduli terhadap kemaslahatan 

sosial. 

Dalam organisasi berbasis nilai Islam, pengembangan sumber daya 

manusia perlu diarahkan pada perlindungan akal melalui pendidikan dan 

pelatihan, perlindungan harta melalui peningkatan keterampilan ekonomi, serta 

perlindungan jiwa melalui lingkungan kerja yang aman dan manusiawi. Dengan 

pendekatan seperti ini, sumber daya manusia tidak hanya dipandang sebagai 

faktor produksi, tetapi sebagai subjek pembangunan yang memiliki martabat. 

Pertumbuhan ekonomi yang ditopang oleh manusia beretika dan berpengetahuan 

akan lebih kuat, inklusif, dan berkelanjutan. 

3.4.2. Keuangan Islam dan Stabilitas Ekonomi Makro 

Keuangan Islam memiliki potensi penting dalam menjaga stabilitas 

ekonomi makro karena dibangun di atas prinsip keterkaitan dengan sektor riil 

dan berbagi risiko. Instrumen seperti sukuk, mudharabah, dan musyarakah 

memiliki orientasi yang lebih dekat dengan pembiayaan produktif dibandingkan 

instrumen utang berbasis bunga. Dengan prinsip ini, aktivitas keuangan tidak 

seharusnya terlepas dari kegiatan ekonomi nyata. 

Basis aset riil dalam keuangan Islam dapat membantu mengurangi 

spekulasi berlebihan dan memperkuat hubungan antara pembiayaan dan 

produksi. Prinsip berbagi risiko juga mendorong hubungan yang lebih adil antara 

pemilik modal dan pelaku usaha. Dalam konteks pembangunan berkelanjutan, 

keuangan Islam dapat diarahkan untuk membiayai sektor-sektor yang 
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menciptakan lapangan kerja, memperkuat UMKM, mendukung energi bersih, dan 

membangun infrastruktur sosial. Namun, kajian tentang keuangan Islam dan 

SDGs juga menunjukkan bahwa isu ketimpangan dan keadilan masih perlu 

mendapat perhatian lebih besar. Karena itu, pengembangan keuangan Islam ke 

depan perlu lebih kuat diarahkan pada tujuan sosial, bukan hanya pertumbuhan 

industri. 

3.5. Prinsip Keberlanjutan dalam Ajaran Islam 

Islam memiliki fondasi teologis yang kuat dalam membangun kesadaran 

keberlanjutan lingkungan. Konsep khilafah (kekhalifahan) menempatkan manusia 

sebagai pengelola bumi yang menerima amanah dari Allah SWT. Dengan kedudukan 

tersebut, manusia tidak diberi kebebasan untuk mengeksploitasi alam tanpa batas, 

tetapi diberi tanggung jawab untuk merawat, menjaga, dan memanfaatkan sumber 

daya secara bijaksana. Nilai khilafah dan amanah (kepercayaan) dalam berbagai 

kajian kontemporer juga semakin sering dikaitkan dengan perilaku organisasi yang 

bertanggung jawab terhadap lingkungan dan sumber daya. Hal ini menunjukkan 

bahwa prinsip keberlanjutan dalam Islam tidak hanya relevan pada tataran normatif, 

tetapi juga dapat diterapkan dalam tata kelola ekonomi dan kelembagaan modern. 

Dalam kerangka Maqashid al-Syariah kontemporer, prinsip hifz al-biah 

(perlindungan lingkungan) semakin mendapat perhatian penting. Lingkungan tidak 

lagi dipahami sekadar sebagai ruang hidup manusia saat ini, tetapi juga sebagai hak 

generasi mendatang yang harus dijaga. Kerusakan hutan, pencemaran air, polusi 

udara, dan eksploitasi sumber daya alam secara berlebihan merupakan bentuk 

pengabaian terhadap amanah tersebut. Karena itu, keberlanjutan lingkungan dalam 

Islam memiliki dasar moral dan spiritual yang kuat. Manusia menjaga alam bukan 

hanya karena alasan manfaat ekonomi atau kepentingan praktis, tetapi juga karena 

tanggung jawab keimanan. 

3.5.1. ESG dan Maqashid al-Syariah sebagai Konvergensi Nilai 

Integrasi prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG) dengan 

Maqashid al-Syariah menjadi salah satu perkembangan penting dalam keuangan 

Islam kontemporer. ESG menekankan pentingnya perhatian terhadap lingkungan, 
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tanggung jawab sosial, dan tata kelola yang baik. Sementara itu, Maqashid al-

Syariah memberi fondasi nilai yang lebih mendalam karena menghubungkan tata 

kelola ekonomi dengan tujuan perlindungan terhadap manusia, masyarakat, 

harta, dan lingkungan. 

Dimensi lingkungan dalam ESG dapat dikaitkan dengan hifz al-biah 

(perlindungan lingkungan), karena keduanya menuntut pengelolaan sumber 

daya secara bertanggung jawab. Dimensi sosial ESG berhubungan dengan hifz an-

nafs dan hifz an-nasl, sebab keduanya menekankan perlindungan kehidupan, 

kesejahteraan keluarga, dan keberlanjutan generasi. Sementara itu, dimensi tata 

kelola ESG dapat dikaitkan dengan hifz al-aql dan hifz al-mal, karena tata kelola 

yang baik membutuhkan rasionalitas, transparansi, perlindungan harta, dan 

pencegahan penyalahgunaan kekuasaan. Dengan demikian, ESG berbasis 

Maqashid al-Syariah tidak hanya menjadi standar kepatuhan, tetapi juga menjadi 

kerangka etis yang mengarahkan lembaga ekonomi syariah agar lebih 

bertanggung jawab dan berorientasi pada kemaslahatan. 

3.5.2. Green Sukuk dan Keuangan Hijau Syariah di Indonesia 

Indonesia memiliki posisi penting dalam pengembangan green sukuk 

sebagai instrumen keuangan hijau berbasis syariah. Instrumen ini digunakan 

untuk membiayai proyek-proyek yang berkaitan dengan mitigasi perubahan iklim 

dan perlindungan lingkungan, seperti energi terbarukan, efisiensi energi, 

transportasi berkelanjutan, pengelolaan limbah, dan infrastruktur yang tahan 

terhadap risiko iklim. Kehadiran green sukuk menunjukkan bahwa prinsip syariah 

dapat berjalan seiring dengan agenda iklim global. 

Pencapaian Indonesia dalam penerbitan green sukuk memperlihatkan 

bahwa keuangan syariah tidak hanya bergerak dalam ruang ibadah dan 

kepatuhan transaksi, tetapi juga mampu menjadi instrumen kebijakan publik. 

Melalui green sukuk, dana masyarakat dan investor dapat diarahkan untuk 

membiayai proyek yang memberi manfaat ekologis dan sosial. Hal ini 

memperkuat posisi keuangan hijau syariah sebagai salah satu jalan untuk 

mendukung pembangunan berkelanjutan. 
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Konvergensi antara prinsip syariah dan agenda iklim global menunjukkan 

bahwa keberlanjutan bukan sekadar cita-cita normatif, tetapi dapat diwujudkan 

melalui instrumen yang konkret. Dari perspektif ekonomi Islam, pembiayaan 

lingkungan memiliki makna yang lebih luas karena berhubungan dengan amanah, 

keadilan antargenerasi, dan perlindungan terhadap kehidupan. Karena itu, green 

sukuk dan keuangan hijau syariah dapat menjadi instrumen strategis dalam 

mencapai target pembangunan berkelanjutan, sekaligus memperlihatkan 

kontribusi nyata ekonomi Islam dalam menjawab krisis lingkungan global. 

3.6. Integrasi Nilai Keadilan dan Keberlanjutan dalam Kebijakan 

Ekonomi 

Integrasi nilai keadilan dan keberlanjutan dalam kebijakan ekonomi 

memerlukan pendekatan yang sistemik dan transformatif. Kebijakan ekonomi tidak 

cukup hanya diarahkan untuk meningkatkan pertumbuhan, tetapi juga harus 

memastikan bahwa manfaat pembangunan dapat dirasakan secara adil, tidak 

merusak lingkungan, dan tidak meninggalkan kelompok rentan. Dalam konteks ini, 

Maqashid al-Syariah dapat menjadi kerangka nilai yang mempertemukan tujuan 

ekonomi dengan tanggung jawab sosial dan ekologis. 

Penguatan prinsip Qur’ani dalam keuangan Islam menunjukkan bahwa 

reformasi kebijakan ekonomi berbasis syariah tidak hanya relevan secara normatif, 

tetapi juga dapat memberi kontribusi nyata terhadap pembangunan berkelanjutan. 

Misalnya, integrasi zakat ke dalam sistem perlindungan sosial nasional berpotensi 

memperluas jangkauan bantuan bagi kelompok yang belum tersentuh oleh sistem 

formal. Dengan tata kelola yang baik, instrumen syariah dapat memperkuat 

perlindungan sosial, mendukung pemberdayaan ekonomi, dan membantu 

mengurangi kesenjangan. 

3.6.1. Kebijakan Fiskal Berbasis Maqashid al-Syariah 

Kebijakan fiskal berbasis Maqashid al-Syariah harus mampu 

menyeimbangkan mobilisasi pendapatan negara dengan redistribusi 

kesejahteraan. Dalam konteks ini, harmonisasi antara zakat dan pajak menjadi 
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salah satu agenda penting agar tidak menimbulkan beban ganda bagi masyarakat 

muslim. Pengalaman Malaysia dalam menjadikan zakat sebagai pengurang pajak 

penghasilan dapat menjadi salah satu rujukan yang dapat dipertimbangkan, tentu 

dengan penyesuaian terhadap sistem hukum dan kelembagaan Indonesia. 

Kerangka kebijakan yang integratif perlu mencakup harmonisasi regulasi 

zakat dan pajak, penguatan kelembagaan wakaf produktif berskala nasional, 

pemberian insentif bagi lembaga keuangan syariah yang memprioritaskan 

pembiayaan sektor riil dan UMKM, serta pengembangan indikator kesejahteraan 

berbasis maqashid. Dengan demikian, ukuran keberhasilan fiskal tidak hanya 

dilihat dari penerimaan negara atau pertumbuhan Produk Domestik Bruto, tetapi 

juga dari kemampuannya melindungi jiwa, memperkuat pendidikan, memperluas 

akses ekonomi, dan mengurangi ketimpangan. 

3.6.2. Investasi Bertanggung Jawab dan Tata Kelola Syariah 

Pengembangan investasi syariah yang bertanggung jawab atau Islamic 

Sustainable and Responsible Investment (i-SRI) menjadi langkah penting dalam 

mempertemukan prinsip syariah dengan agenda keberlanjutan. Kerangka ini 

mengintegrasikan standar ESG dengan Maqashid al-Syariah, sehingga investasi 

tidak hanya dinilai dari kepatuhan formal terhadap larangan riba, gharar, dan 

maysir, tetapi juga dari dampaknya terhadap masyarakat dan lingkungan. 

Melalui pendekatan i-SRI, lembaga keuangan Islam dapat memiliki 

panduan yang lebih komprehensif dalam menentukan arah pembiayaan dan 

investasi. Sektor yang mendukung energi bersih, pendidikan, kesehatan, UMKM, 

pangan berkelanjutan, dan infrastruktur sosial dapat menjadi prioritas. 

Sebaliknya, investasi yang merusak lingkungan, memperbesar ketimpangan, atau 

bertentangan dengan kemaslahatan publik perlu dihindari. Dengan cara ini, tata 

kelola syariah tidak hanya menjadi urusan kepatuhan hukum, tetapi juga menjadi 

instrumen untuk memastikan bahwa kegiatan ekonomi benar-benar membawa 

manfaat luas. 
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3.7. Kontribusi Ekonomi Islam terhadap Pembangunan yang 

Berkeadilan 

Kontribusi ekonomi Islam terhadap pembangunan berkeadilan dapat dilihat 

dari tiga dimensi utama. Pertama, kontribusi teoretis melalui penyediaan kerangka 

etis berbasis Maqashid al-Syariah. Kedua, kontribusi instrumental melalui 

pengembangan lembaga dan produk keuangan syariah, seperti zakat, wakaf, sukuk, 

pembiayaan mikro syariah, dan keuangan sosial Islam. Ketiga, kontribusi empiris 

melalui praktik nyata yang menunjukkan bahwa ekonomi Islam dapat mendukung 

pemberdayaan masyarakat, pengurangan kemiskinan, dan pembiayaan 

pembangunan berkelanjutan. 

Secara teoretis, ekonomi Islam menawarkan konsep falah sebagai tujuan akhir 

pembangunan. Konsep ini lebih luas daripada sekadar utilitas atau pertumbuhan 

ekonomi, karena mencakup kesejahteraan material, sosial, moral, dan spiritual. 

Secara instrumental, inovasi seperti sukuk hijau, wakaf produktif, dan keuangan 

mikro syariah menunjukkan bahwa ekonomi Islam memiliki perangkat yang dapat 

menjangkau kelompok yang sering diabaikan oleh sistem keuangan konvensional. 

Dengan demikian, ekonomi Islam tidak hanya berbicara tentang sistem yang halal, 

tetapi juga tentang sistem yang adil, inklusif, dan memberi dampak. 

Dalam konteks pembangunan modern, ekonomi Islam juga menawarkan 

pendekatan yang menempatkan manusia sebagai pusat pembangunan. 

Pembangunan tidak hanya diukur dari peningkatan pendapatan, tetapi juga dari 

kemampuan masyarakat untuk memperoleh akses yang layak terhadap pendidikan, 

kesehatan, pekerjaan, lingkungan yang baik, dan perlindungan sosial. Prinsip 

keadilan, keseimbangan, dan tanggung jawab sosial menjadi dasar penting dalam 

merancang kebijakan ekonomi yang tidak hanya mengejar pertumbuhan, tetapi juga 

pemerataan manfaat. 

Selain itu, ekonomi Islam memiliki kekuatan normatif dan praktis untuk 

menjawab ketimpangan sosial. Instrumen redistribusi seperti zakat, infak, sedekah, 

dan wakaf dapat menjadi jembatan antara kelompok yang memiliki kelebihan 

sumber daya dan kelompok yang membutuhkan dukungan ekonomi. Jika dikelola 

secara profesional, transparan, dan berbasis data, instrumen tersebut dapat 

memperkuat perlindungan sosial, meningkatkan daya beli masyarakat rentan, serta 

mendorong produktivitas ekonomi di tingkat akar rumput. 
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3.7.1. Modal Manusia dan Perbankan Syariah 

Penguatan modal manusia menjadi salah satu faktor penting dalam 

pengembangan ekonomi Islam. Lembaga keuangan syariah membutuhkan 

sumber daya manusia yang tidak hanya memahami produk dan regulasi, tetapi 

juga memiliki integritas, amanah, kompetensi syariah, dan kepekaan sosial. Nilai-

nilai tersebut membedakan lembaga keuangan Islam dari lembaga keuangan 

konvensional, karena orientasinya tidak hanya pada keuntungan, tetapi juga pada 

kemaslahatan. 

Perbankan syariah di Indonesia terus mengalami pertumbuhan dan perlu 

diarahkan agar semakin kuat dalam melayani sektor riil, UMKM, dan masyarakat 

yang belum sepenuhnya terjangkau layanan keuangan formal. Pertumbuhan aset 

saja belum cukup jika tidak diikuti dengan perluasan manfaat sosial. Karena itu, 

pengembangan sumber daya manusia perbankan syariah harus diarahkan pada 

kemampuan membangun layanan yang inklusif, etis, inovatif, dan dekat dengan 

kebutuhan masyarakat. 

Modal manusia dalam perbankan syariah juga perlu diperkuat melalui 

pendidikan, pelatihan, sertifikasi, dan pembinaan karakter secara berkelanjutan. 

Pegawai bank syariah tidak cukup hanya memahami akad, produk, dan 

mekanisme operasional. Mereka juga perlu memahami tujuan sosial dari setiap 

layanan keuangan yang diberikan. Pemahaman ini penting agar perbankan 

syariah tidak terjebak pada pola bisnis yang hanya meniru perbankan 

konvensional, tetapi mampu menghadirkan nilai tambah yang sesuai dengan 

prinsip Islam. 

Di sisi lain, kualitas sumber daya manusia menentukan kemampuan bank 

syariah dalam menghadapi tantangan digitalisasi, persaingan industri keuangan, 

dan perubahan kebutuhan nasabah. Perbankan syariah perlu memiliki tenaga 

profesional yang mampu mengembangkan produk berbasis teknologi, 

memperluas literasi keuangan syariah, dan membangun kepercayaan 

masyarakat. Dengan modal manusia yang kuat, perbankan syariah dapat menjadi 

lembaga yang tidak hanya kompetitif, tetapi juga berperan nyata dalam 

pembangunan ekonomi yang adil dan berkelanjutan. 
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3.7.2. Ekonomi Islam, SDGs, dan Indonesia Emas 2045  

Sinergi ekonomi Islam dan SDGs memiliki relevansi kuat dalam 

mendukung visi Indonesia Emas 2045. Instrumen seperti bank syariah, zakat, 

wakaf, takaful, sukuk, dan industri halal dapat menjadi pilar penting dalam 

memperkuat pembangunan jangka panjang. Potensi ini akan semakin besar 

apabila didukung oleh literasi keuangan syariah yang baik, inovasi produk yang 

sesuai dengan kebutuhan masyarakat, serta kolaborasi antara pemerintah, 

regulator, akademisi, pelaku usaha, lembaga keuangan, dan masyarakat sipil. 

Ekonomi Islam dapat berkontribusi dalam banyak aspek pembangunan, 

mulai dari pengentasan kemiskinan, penciptaan pekerjaan layak, penguatan 

UMKM, perluasan akses pendidikan dan kesehatan, hingga pembiayaan proyek 

ramah lingkungan. Namun, potensi tersebut membutuhkan tata kelola yang kuat, 

kapasitas kelembagaan yang memadai, dan integrasi digital agar dampaknya 

dapat diukur secara transparan dan akuntabel. 

3.7.3. Kontribusi Ekonomi Islam terhadap SDGs sebagai Agenda 

ke Depan 

Ekonomi Islam memiliki instrumen yang relevan untuk mendukung 

hampir seluruh agenda SDGs, mulai dari pengentasan kemiskinan hingga aksi 

iklim. Zakat dapat membantu perlindungan sosial, wakaf dapat mendukung 

pembangunan fasilitas publik, sukuk dapat membiayai infrastruktur 

berkelanjutan, dan keuangan mikro syariah dapat memperluas akses modal bagi 

pelaku usaha kecil. Namun, agar kontribusi tersebut lebih optimal, diperlukan 

reformasi tata kelola, penguatan kapasitas kelembagaan, integrasi data, dan 

pemanfaatan teknologi digital. 

Transformasi ekonomi syariah menuju pembangunan berkelanjutan 

merupakan proyek peradaban jangka panjang. Proses ini membutuhkan 

keterlibatan ulama, akademisi, praktisi, regulator, pelaku usaha, dan masyarakat 

luas. Dengan fondasi keadilan, inklusivitas, dan keberlanjutan yang berakar pada 

nilai-nilai Islam, ekonomi syariah memiliki potensi besar untuk menjadi salah satu 
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kontributor utama dalam mewujudkan pembangunan yang lebih adil, sejahtera, 

dan lestari bagi seluruh umat manusia. 

Agenda ke depan perlu diarahkan pada penguatan ekosistem ekonomi 

Islam yang lebih terintegrasi. Integrasi antara keuangan komersial syariah dan 

keuangan sosial Islam menjadi langkah penting untuk memperluas dampak 

pembangunan. Bank syariah, lembaga zakat, nazir wakaf, koperasi syariah, fintech 

syariah, dan pelaku UMKM perlu membangun kolaborasi yang saling mendukung. 

Dengan cara ini, ekonomi Islam dapat bergerak dari pendekatan sektoral menuju 

pendekatan ekosistem yang lebih menyeluruh. 

Selain itu, kontribusi ekonomi Islam terhadap SDGs harus didukung oleh 

sistem pengukuran dampak yang jelas. Setiap program zakat, wakaf, sukuk, 

pembiayaan mikro, dan industri halal perlu memiliki indikator sosial, ekonomi, 

dan lingkungan yang dapat dievaluasi secara berkala. Pengukuran ini penting agar 

ekonomi Islam tidak hanya kuat secara normatif, tetapi juga terbukti secara 

empiris. Dengan tata kelola yang baik, ekonomi Islam dapat menjadi agenda 

pembangunan yang relevan, terukur, dan berdampak luas bagi masyarakat. 
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BAB 4 

KEUANGAN SYARIAH UNTUK PEMBIAYAAN 

PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN 

KEUANGAN syariah memiliki posisi penting dalam agenda pembangunan 

berkelanjutan karena tidak hanya berfungsi sebagai sistem intermediasi keuangan, 

tetapi juga membawa nilai keadilan, transparansi, kemitraan, dan tanggung jawab 

sosial. Dalam konteks pembangunan, keuangan syariah dapat menjadi jembatan 

antara kebutuhan pembiayaan ekonomi dan tujuan kemaslahatan yang lebih luas, 

terutama ketika dunia membutuhkan sistem keuangan yang lebih stabil, inklusif, dan 

terhubung dengan sektor riil. 

Perkembangan teknologi, meningkatnya kebutuhan pembiayaan produktif, 

serta menguatnya agenda keberlanjutan membuka ruang baru bagi keuangan 

syariah untuk berperan lebih besar. Keuangan syariah tidak lagi cukup dipahami 

sebatas perbankan atau akad transaksi, tetapi perlu dilihat sebagai ekosistem 

pembiayaan yang mencakup perbankan, pasar modal, asuransi, fintech, sukuk, 

wakaf, dan berbagai instrumen inovatif lain yang dapat mendukung 

pembangunan sosial, ekonomi, dan lingkungan. 

4.1. Evolusi dan Perkembangan Keuangan Syariah 

Dalam beberapa tahun terakhir, sektor keuangan syariah di Indonesia 

menunjukkan perkembangan yang semakin kuat. Hal ini terlihat dari hadirnya 

berbagai lembaga dan produk keuangan syariah, seperti bank syariah, asuransi 

syariah, reksa dana syariah, sukuk, serta layanan keuangan digital berbasis syariah. 

Perkembangan tersebut menunjukkan bahwa keuangan syariah tidak lagi berada di 

ruang pinggir, tetapi mulai menjadi bagian penting dari sistem keuangan nasional. 

Perbankan syariah, khususnya, memiliki potensi besar dalam mendukung 

transformasi ekonomi menuju sistem yang lebih inklusif, produktif, dan bernilai 

tambah. 
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Perkembangan teknologi menjadi salah satu faktor penting dalam mendorong 

perubahan tersebut. Layanan berbasis digital, seperti bank digital, asuransi digital, 

sistem pembayaran, dan aplikasi keuangan, membantu lembaga keuangan 

menjangkau masyarakat secara lebih luas. Dalam konteks perbankan syariah, 

pemanfaatan teknologi dapat meningkatkan efisiensi operasional, memperluas akses 

layanan, dan memudahkan masyarakat dalam menggunakan produk keuangan yang 

sesuai dengan prinsip syariah. Oleh karena itu, industri keuangan syariah perlu terus 

beradaptasi dengan perubahan teknologi agar tetap relevan dengan kebutuhan 

masyarakat modern (Husna, 2020). 

Dalam lanskap ekonomi saat ini, sektor perbankan sangat bergantung pada 

kemajuan teknologi. Ketergantungan ini terlihat melalui perkembangan financial 

technology atau fintech, yaitu inovasi yang menggabungkan layanan keuangan dengan 

teknologi digital. Kehadiran fintech membuat layanan keuangan menjadi lebih cepat, 

mudah, dan efisien. Bank Indonesia juga menggunakan istilah fintech untuk 

menggambarkan inovasi yang mengintegrasikan layanan keuangan dengan 

teknologi. Dengan demikian, kolaborasi antara perbankan dan fintech dapat 

mendorong lahirnya berbagai layanan baru yang memudahkan transaksi keuangan 

masyarakat. 

Besarnya jumlah penduduk muslim di Indonesia menjadi peluang penting bagi 

pengembangan keuangan syariah. Masyarakat muslim yang besar menciptakan 

kebutuhan terhadap layanan keuangan yang tidak hanya efisien, tetapi juga sesuai 

dengan prinsip syariah. Perkembangan ini mendorong banyak lembaga keuangan 

untuk menyediakan produk berbasis syariah, baik dalam bentuk penghimpunan 

dana, pembiayaan, investasi, maupun layanan digital. Namun, besarnya potensi pasar 

tersebut tetap perlu diimbangi dengan literasi keuangan syariah, penguatan tata 

kelola, dan inovasi produk yang benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat. 

Seiring dengan perkembangan teknologi keuangan, keuangan syariah juga 

mulai mengadopsi fintech untuk meningkatkan kualitas layanan. Integrasi antara 

fintech dan keuangan syariah membuka peluang besar bagi peningkatan inklusi 

keuangan, terutama bagi masyarakat dan pelaku usaha yang selama ini belum 

sepenuhnya terjangkau oleh lembaga keuangan formal. Selain itu, fintech dapat 

meningkatkan transparansi, mempercepat proses transaksi, menurunkan biaya 

layanan, dan memperluas akses masyarakat terhadap produk keuangan syariah 

(Qudah et al., 2023). 
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4.2. Prinsip Keuangan Syariah dalam Pembiayaan Produktif 

Keberhasilan lembaga keuangan syariah sangat ditentukan oleh pemahaman 

dan penerapan prinsip syariah secara konsisten. Prinsip tersebut tidak hanya 

berfungsi sebagai pembeda dari sistem keuangan konvensional, tetapi juga menjadi 

dasar untuk membangun kepercayaan nasabah, reputasi kelembagaan, dan 

keberlanjutan layanan. Dalam pembiayaan produktif, prinsip syariah menekankan 

keadilan, kemitraan, transparansi, dan keterhubungan dengan sektor riil (Darmawan, 

2024). 

4.2.1. Prinsip Bagi Hasil (Mudharabah dan Musyarakah) 

Prinsip bagi hasil merupakan salah satu ciri utama dalam keuangan Islam. 

Berbeda dari sistem berbasis bunga, prinsip bagi hasil menempatkan hubungan 

antara pemilik modal dan pengelola usaha sebagai kemitraan. Keuntungan dibagi 

berdasarkan kesepakatan, sedangkan risiko ditanggung sesuai dengan karakter 

akad yang digunakan. Prinsip ini mendorong lembaga keuangan syariah untuk 

tidak hanya menjadi pemberi dana, tetapi juga menjadi mitra yang ikut 

memperhatikan keberhasilan usaha. 

Mudharabah adalah akad kerja sama antara pemilik modal (shahibul mal) 

dan pengelola usaha (mudharib). Dalam akad ini, pemilik modal menyediakan 

dana, sedangkan pengelola usaha menyediakan keahlian, tenaga, dan manajemen. 

Keuntungan dibagi sesuai nisbah yang disepakati sejak awal. Jika terjadi kerugian, 

kerugian finansial ditanggung oleh pemilik modal, kecuali jika kerugian tersebut 

terjadi karena kelalaian, kesalahan, atau pelanggaran dari pengelola usaha 

(Darmawan, 2024). 

Ciri utama mudharabah terletak pada pemisahan peran antara pemilik 

modal dan pengelola usaha. Pemilik modal menyediakan dana, sedangkan 

pengelola menjalankan kegiatan usaha. Keuntungan dibagi sesuai rasio yang telah 

disepakati, sementara kerugian ditanggung oleh pemilik modal sepanjang tidak 

ada kelalaian dari pengelola. Dalam praktik lembaga keuangan syariah, akad ini 

dapat diterapkan pada deposito mudharabah, yaitu ketika nasabah menempatkan 

dana di bank dan bank mengelolanya dalam kegiatan usaha yang halal. 

Keuntungan kemudian dibagi antara bank dan nasabah sesuai nisbah yang 

disepakati (Ayub, 2007). Akad ini juga dapat digunakan dalam pembiayaan 
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proyek, ketika bank menyediakan modal dan mitra usaha menjalankan kegiatan 

dengan keahlian serta manajemen yang dimiliki. 

Sementara itu, musyarakah adalah akad kerja sama ketika dua pihak atau 

lebih sama-sama menyertakan modal untuk membiayai suatu usaha atau proyek. 

Setiap pihak dapat berkontribusi dalam bentuk dana, aset, keahlian, atau 

manajemen. Keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan, sedangkan kerugian 

ditanggung sesuai porsi modal masing-masing. Skema ini mencerminkan prinsip 

kemitraan yang lebih seimbang karena semua pihak ikut menanggung risiko 

usaha. 

Dalam lembaga keuangan syariah, musyarakah dapat diterapkan pada 

pembiayaan usaha kecil dan menengah. Bank dan nasabah sama-sama 

menyertakan modal untuk mengembangkan usaha, lalu berbagi keuntungan dan 

risiko sesuai kesepakatan. Skema ini juga dapat digunakan dalam investasi 

bersama, terutama pada proyek berskala besar yang membutuhkan partisipasi 

beberapa pihak. Dengan model ini, pembiayaan tidak hanya menjadi hubungan 

antara kreditur dan debitur, tetapi menjadi kerja sama produktif yang lebih adil 

(Chapra, 2008). 

4.2.2. Prinsip Jual Beli yang Adil (Murabahah) 

Murabahah merupakan akad jual beli yang banyak digunakan dalam 

lembaga keuangan syariah. Dalam akad ini, penjual menyampaikan harga pokok 

barang kepada pembeli, kemudian menambahkan margin keuntungan yang 

disepakati bersama. Prinsip utama murabahah adalah kejelasan, transparansi, 

dan kejujuran. Karena itu, harga beli, margin keuntungan, dan mekanisme 

pembayaran harus dijelaskan sejak awal agar tidak menimbulkan ketidakpastian 

atau unsur penipuan (Ayub, 2007). 

Dalam praktiknya, murabahah sering digunakan untuk pembiayaan 

konsumtif, pembiayaan modal kerja, maupun pembiayaan proyek. Lembaga 

keuangan terlebih dahulu membeli barang yang dibutuhkan nasabah, kemudian 

menjualnya kembali kepada nasabah dengan harga pokok ditambah margin 

keuntungan. Pembayaran dapat dilakukan secara tunai atau angsuran sesuai 

kesepakatan. Sebelum barang dijual kepada nasabah, lembaga keuangan harus 
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memiliki barang tersebut agar transaksi tetap memiliki dasar kepemilikan yang 

jelas. 

Karakter penting murabahah adalah transparansi harga. Pembeli 

mengetahui harga pokok dan margin keuntungan secara jelas. Margin tersebut 

tidak boleh berubah setelah akad disepakati, sehingga memberikan kepastian 

kepada kedua belah pihak. Dengan demikian, murabahah dapat menjadi 

instrumen pembiayaan yang adil sepanjang dijalankan sesuai prinsip syariah dan 

tidak hanya meniru pola kredit konvensional secara formal (Darmawan, 2024). 

4.3. Peran Perbankan Syariah dalam Pembangunan Ekonomi 

Perbankan syariah memiliki peran penting dalam mendukung pembangunan 

ekonomi karena berfungsi sebagai lembaga intermediasi keuangan. Bank syariah 

menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali dalam bentuk 

pembiayaan kepada sektor-sektor yang membutuhkan. Perbedaannya dengan 

perbankan konvensional terletak pada prinsip operasional, akad, serta larangan 

terhadap riba, gharar, dan maysir. Dengan prinsip tersebut, perbankan syariah 

diharapkan dapat mendorong kegiatan ekonomi yang lebih adil, produktif, dan sesuai 

dengan nilai Islam. 

Bank Syariah Indonesia menjadi salah satu bentuk penguatan kelembagaan 

perbankan syariah nasional. Kehadirannya merupakan bagian dari upaya 

memperkuat ekonomi syariah agar mampu menjadi kekuatan penting dalam 

perekonomian Indonesia (Dianita et al., 2021). Sebagai bagian dari sistem perbankan 

nasional, bank syariah memiliki fungsi yang sama dalam mendukung pertumbuhan 

ekonomi, tetapi dengan pendekatan transaksi dan operasional yang berbeda dari 

bank konvensional (Rama, 2013). 

Perbankan syariah juga berperan dalam meningkatkan pembiayaan kepada 

masyarakat dan sektor produktif. Dana yang dihimpun dari masyarakat harus 

disalurkan kembali kepada pihak yang membutuhkan dalam bentuk pembiayaan 

yang sesuai prinsip syariah. Kinerja perbankan syariah yang baik akan memperkuat 

kepercayaan masyarakat, meningkatkan penghimpunan dana pihak ketiga, dan 

memperluas penyaluran pembiayaan kepada sektor riil (Otoritas Jasa Keuangan, 

2025; Sari & Indrarini, 2019). 
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Peran tersebut menjadi semakin penting dalam situasi krisis, termasuk pada 

masa pandemi Covid-19. Perbankan syariah dapat membantu menjaga aktivitas 

ekonomi melalui pembiayaan kepada masyarakat, UMKM, dan sektor produktif 

lainnya. Pembiayaan syariah memiliki potensi strategis untuk mendukung ekonomi 

rakyat karena tidak hanya bertujuan memperoleh keuntungan, tetapi juga 

mendorong kemitraan, keberlanjutan usaha, dan pemerataan akses keuangan 

(Hukmi, 2023). 

4.4. Inovasi Produk Keuangan Syariah untuk Sektor Strategis 

Perkembangan teknologi digital telah mengubah wajah sistem keuangan 

global, termasuk keuangan syariah. Masyarakat kini semakin mudah mengakses 

produk dan layanan keuangan melalui situs web, aplikasi seluler, dan berbagai 

platform digital. Perubahan ini membuka peluang besar bagi lembaga keuangan 

syariah untuk memperluas jangkauan layanan, meningkatkan efisiensi transaksi, dan 

menyediakan produk yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat (Hukmi, 2023). 

Perubahan perilaku konsumen juga mendorong lembaga keuangan syariah 

untuk terus berinovasi. Masyarakat cenderung memilih layanan yang mudah diakses, 

cepat, aman, dan sesuai kebutuhan. Karena itu, daya saing lembaga keuangan syariah 

sangat bergantung pada kemampuannya menyediakan produk yang menarik, 

relevan, dan tetap sesuai dengan prinsip syariah. Inovasi tidak boleh hanya mengejar 

kemudahan teknologi, tetapi juga harus menjaga nilai keadilan, transparansi, dan 

kemaslahatan. 

4.4.1. Fintech Syariah 

Fintech syariah berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir. 

Bentuknya dapat berupa pembayaran digital, pembiayaan berbasis teknologi, 

investasi syariah, serta layanan keuangan lain yang dijalankan sesuai prinsip 

syariah. Keunggulan utama fintech syariah terletak pada kemampuannya 

memperluas inklusi keuangan dengan menjangkau masyarakat yang sebelumnya 

belum terlayani oleh lembaga keuangan formal. 

UMKM menjadi salah satu kelompok yang paling berpotensi memperoleh 

manfaat dari fintech syariah. Banyak pelaku UMKM mengalami kesulitan 

memperoleh pembiayaan dari bank konvensional karena persyaratan 
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administrasi, keterbatasan agunan, atau lokasi usaha yang jauh dari pusat layanan 

keuangan. Melalui fintech syariah, proses pembiayaan dapat berlangsung lebih 

cepat, sederhana, dan mudah diakses. Dengan demikian, UMKM dapat 

memperoleh modal untuk berkembang dan memberi kontribusi yang lebih besar 

terhadap perekonomian. 

4.4.2. Blockchain Syariah 

Teknologi blockchain memiliki potensi besar untuk meningkatkan 

transparansi dan efisiensi transaksi dalam keuangan syariah. Karakter utamanya 

adalah kemampuan mencatat transaksi secara permanen, terdistribusi, dan sulit 

diubah. Dalam konteks syariah, hal ini penting karena dapat membantu 

memastikan kejelasan akad, keamanan data, dan integritas transaksi. 

Blockchain syariah dapat mendukung prinsip amanah dan transparansi 

dalam transaksi keuangan. Sistem pencatatan yang tidak mudah dimanipulasi 

memudahkan proses verifikasi oleh pihak terkait, termasuk lembaga keuangan, 

regulator, dan auditor syariah. Selain itu, sistem verifikasi yang terdistribusi dapat 

membantu melindungi transaksi dari risiko penyalahgunaan data atau serangan 

siber. Dengan potensi tersebut, blockchain syariah dapat menjadi salah satu 

perangkat penting dalam membangun sistem keuangan yang lebih inklusif, aman, 

dan berkelanjutan (Hukmi, 2023). 

4.4.3. Crowfunding Syariah 

Crowdfunding syariah atau pembiayaan kolektif berbasis syariah menjadi 

instrumen penting dalam menghimpun dana untuk berbagai kegiatan usaha yang 

sesuai dengan prinsip Islam. Melalui platform ini, pelaku usaha dapat memperoleh 

pendanaan dari banyak investor kecil dengan skema yang transparan dan adil. 

Model ini memungkinkan masyarakat luas ikut berpartisipasi dalam pembiayaan 

usaha, bukan hanya investor besar atau lembaga keuangan formal. 

Keunggulan crowdfunding syariah terletak pada prinsip kemitraan dan 

pembagian hasil. Investor tidak hanya bertindak sebagai penyedia dana, tetapi 

juga sebagai mitra yang ikut berbagi keuntungan sesuai kesepakatan. Struktur ini 

sejalan dengan nilai keadilan, keterbukaan, dan keberlanjutan dalam ekonomi 

Islam. Dengan demikian, crowdfunding syariah tidak hanya memperluas kanal 
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pendanaan, tetapi juga mendorong partisipasi masyarakat dalam perputaran 

ekonomi yang lebih inklusif (Harahap dan Siregar, 2023). 

4.5. Integrasi Keuangan Syariah dan Agenda Keberlanjutan 

Integrasi keuangan syariah dengan agenda keberlanjutan menjadi semakin 

penting seiring meningkatnya kebutuhan terhadap sistem keuangan yang 

transparan, inklusif, dan bertanggung jawab. Salah satu teknologi yang dapat 

mendukung integrasi tersebut adalah blockchain, yaitu sistem pencatatan digital 

terdesentralisasi yang memungkinkan transaksi dicatat secara transparan, aman, dan 

sulit diubah. Dalam keuangan syariah, teknologi ini sejalan dengan prinsip keadilan 

(adl), transparansi (shafafiyyah), serta larangan riba dan gharar. Dengan demikian, 

penerapan blockchain dapat membantu memperkuat kepatuhan syariah sekaligus 

meningkatkan efisiensi layanan keuangan (Rabbani, et al., 2020). 

Penerapan blockchain dalam perbankan syariah juga berpotensi 

meningkatkan keamanan transaksi dan efisiensi operasional. Teknologi ini dapat 

digunakan pada berbagai instrumen keuangan Islam, seperti wakaf, zakat, dan sukuk, 

karena mampu memperjelas alur transaksi, memperkuat akuntabilitas, dan 

memudahkan proses verifikasi. Namun, peluang tersebut tetap menghadapi 

tantangan, terutama terkait kompleksitas produk, kesiapan sumber daya manusia, 

keamanan sistem, serta belum adanya standar regulasi yang seragam. 

4.6. Peluang dan Tantangan Pembiayaan Berkelanjutan Berbasis 

Syariah 

Perbankan syariah memiliki potensi besar dalam mendukung pembiayaan 

berkelanjutan. Potensi ini berangkat dari prinsip syariah yang menekankan keadilan, 

keseimbangan, kemaslahatan, dan tanggung jawab terhadap lingkungan. Dalam 

ajaran Islam, manusia memiliki kewajiban untuk menjaga sumber daya alam sebagai 

bagian dari amanah Allah SWT. Karena itu, pembiayaan syariah tidak hanya 

diarahkan untuk menghasilkan keuntungan ekonomi, tetapi juga perlu 

mempertimbangkan dampaknya terhadap masyarakat dan lingkungan (Alfarizi et al., 

2023). 

Dalam konteks ini, konsep green banking menjadi salah satu pendekatan 

penting. Green banking dalam perbankan syariah dapat dipahami sebagai praktik 
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perbankan yang mengarahkan kegiatan operasional dan pembiayaan pada prinsip 

ramah lingkungan. Namun, penerapannya menghadapi beberapa tantangan sosial, 

ekonomi, dan lingkungan yang perlu dikelola secara serius. 

Dari aspek sosial, tantangan utama terletak pada rendahnya literasi 

masyarakat mengenai keuangan syariah dan pembiayaan berkelanjutan. Banyak 

masyarakat belum memahami bahwa perbankan syariah dapat berperan dalam 

mendukung proyek ramah lingkungan dan pemberdayaan sosial. Karena itu, edukasi 

dan sosialisasi menjadi langkah penting untuk memperkuat partisipasi publik. 

Program literasi tidak hanya perlu menjelaskan produk keuangan, tetapi juga nilai 

ekonomi berkelanjutan, tanggung jawab sosial, dan manfaat pembiayaan hijau bagi 

kehidupan masyarakat (Rabbani, et al., 2020). 

Penerapan Corporate Social Responsibility (CSR) juga dapat memperkuat 

praktik green banking. Melalui CSR, bank dapat berkontribusi pada peningkatan 

kualitas lingkungan dan kesejahteraan masyarakat, misalnya melalui edukasi 

keuangan hijau, dukungan terhadap usaha ramah lingkungan, dan pengembangan 

inovasi sosial. CSR juga memberi peluang bagi bank untuk meningkatkan reputasi, 

menarik investor, dan memperluas pasar keuangan berkelanjutan. Agar praktik ini 

berjalan efektif, otoritas perlu menyediakan sistem insentif bagi lembaga yang 

mendukung perbankan berkelanjutan, sekaligus menerapkan pengawasan yang 

tegas terhadap pelanggaran prinsip keberlanjutan (Handajani, 2019). 

Dari aspek pelaporan, perbankan syariah perlu mengembangkan laporan hijau 

yang transparan dan akuntabel. Pelaporan ini penting untuk menunjukkan sejauh 

mana kegiatan operasional dan pembiayaan bank telah mendukung prinsip 

keberlanjutan. Dalam perbankan syariah, pelaporan hijau seharusnya tidak hanya 

menampilkan data lingkungan, tetapi juga memperlihatkan hubungan antara 

pembiayaan, kemaslahatan sosial, perlindungan generasi mendatang, dan tanggung 

jawab terhadap sumber daya (Rabbani, et al., 2020). 

Dari aspek ekonomi, Indonesia memiliki peluang besar untuk 

mengembangkan perbankan hijau berbasis syariah. Mayoritas penduduk muslim 

menjadi pasar potensial bagi layanan keuangan yang tidak hanya sesuai syariah, 

tetapi juga mendukung keberlanjutan. Peluang ini semakin besar karena kebutuhan 

terhadap pembiayaan proyek ramah lingkungan terus meningkat, terutama pada 

sektor energi, pangan, transportasi, perumahan, industri, jasa, dan ekonomi kreatif. 
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Bank syariah dapat mengambil peran sebagai penyedia pembiayaan bagi sektor-

sektor strategis yang berkontribusi pada penurunan emisi gas rumah kaca dan 

penguatan ekonomi berkelanjutan (Wati and Fasa, 2025). 

Keputusan investasi menjadi bagian penting dalam pembiayaan 

berkelanjutan. Bank syariah perlu memastikan bahwa dana yang disalurkan tidak 

hanya memenuhi prinsip syariah, tetapi juga mempertimbangkan dampak sosial dan 

lingkungan. Investasi hijau dapat diarahkan pada energi terbarukan, efisiensi energi, 

pertanian berkelanjutan, industri halal ramah lingkungan, dan proyek infrastruktur 

sosial. Dengan demikian, perbankan syariah dapat menjadi penghubung antara 

kebutuhan pembiayaan sektor riil dan agenda keberlanjutan (Rabbani, et al., 2020). 

Penguatan green banking juga membutuhkan optimalisasi teknologi informasi. 

Digitalisasi layanan perbankan dapat mengurangi penggunaan kertas, mempercepat 

transaksi elektronik, dan mendukung pengelolaan data yang lebih efisien. Namun, 

digitalisasi tetap harus disertai sistem keamanan yang kuat, terutama dalam 

pengelolaan dokumen transaksi dan informasi rahasia bank (Handajani, 2019). Selain 

itu, manajemen risiko yang efektif tetap diperlukan agar pembiayaan berkelanjutan 

tidak mengabaikan prinsip kehati-hatian dan stabilitas jangka panjang (Alfiansyah 

and Nisa, 2024). 

Dari aspek lingkungan, tantangan yang perlu diperhatikan adalah dampak 

teknologi digital itu sendiri. Di satu sisi, digitalisasi membuat operasional bank lebih 

efisien. Di sisi lain, penggunaan pusat data, perangkat digital, dan infrastruktur 

teknologi dapat menghasilkan emisi karbon. Karena itu, perbankan syariah perlu 

menyeimbangkan transformasi digital dengan komitmen terhadap praktik ramah 

lingkungan (Rabbani, et al., 2020). 

Peluang terbesar dalam aspek lingkungan terletak pada pembiayaan energi 

terbarukan dan penggunaan teknologi yang hemat energi. Bank dapat mendukung 

pembangunan pusat data yang efisien, sistem transaksi digital yang rendah emisi, 

pengelolaan air yang cerdas, desain gedung ramah lingkungan, serta penggunaan 

kendaraan operasional yang lebih bersih. Upaya penghijauan kantor cabang, 

pengurangan perjalanan dinas yang tidak perlu, dan perluasan layanan digital juga 

dapat membantu menekan jejak karbon. Seluruh inisiatif ini menunjukkan bahwa 

komitmen lingkungan dalam perbankan syariah perlu diwujudkan baik melalui 

pembiayaan maupun praktik operasional sehari-hari (Alfiansyah and Nisa, 2024). 
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4.7. Strategi Penguatan Peran Keuangan Syariah di Masa Depan 

Keuangan syariah dapat menjadi salah satu instrumen penting dalam 

mendukung Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau SDGs. Perannya tidak hanya 

terbatas pada pengentasan kemiskinan, tetapi juga mencakup peningkatan 

kesehatan, pendidikan berkualitas, kesetaraan gender, pembangunan infrastruktur, 

penguatan UMKM, dan perlindungan lingkungan (Dewi et al., 2023). Agar peran 

tersebut semakin kuat, diperlukan strategi yang terarah, mulai dari peningkatan 

literasi, penguatan kelembagaan, diversifikasi produk, hingga kolaborasi dengan 

pasar global. 

Pengembangan industri keuangan syariah merupakan langkah penting untuk 

membangun sistem ekonomi yang lebih adil dan berkelanjutan. Sistem ini 

berlandaskan pada prinsip keadilan, keterbukaan, keseimbangan, dan larangan riba. 

Karena itu, lembaga keuangan syariah, termasuk perbankan syariah, memiliki peran 

strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang sehat, produktif, dan 

berintegritas (Apriyanti, 2018). 

Peningkatan literasi dan kesadaran masyarakat menjadi prioritas utama. 

Inklusi keuangan tidak hanya berarti memperluas akses terhadap tabungan, 

pembiayaan, asuransi, dan investasi, tetapi juga memastikan bahwa masyarakat 

memahami cara menggunakan layanan tersebut secara tepat. Literasi keuangan 

syariah perlu menjelaskan prinsip dasar, manfaat, risiko, serta nilai sosial dari produk 

keuangan syariah agar masyarakat tidak hanya menjadi pengguna, tetapi juga 

memahami tujuan kemaslahatan di baliknya. 

Diversifikasi produk keuangan syariah juga perlu terus diperkuat. Produk 

seperti sukuk, murabahah, mudharabah, musyarakah, wakaf uang, asuransi syariah, 

dan pembiayaan digital syariah dapat dikembangkan agar lebih sesuai dengan 

kebutuhan masyarakat dan sektor produktif. Diversifikasi ini penting untuk 

memperluas pilihan investasi dan pembiayaan yang tidak hanya menguntungkan 

secara finansial, tetapi juga sesuai dengan prinsip keadilan, transparansi, dan 

keberlanjutan (Julianti, 2025). 

Kolaborasi dengan pasar global juga menjadi strategi penting. Melalui kerja 

sama internasional, keuangan syariah dapat memperluas akses perdagangan, 

investasi, dan pembiayaan lintas negara. Dalam perspektif ekonomi Islam, 

keterlibatan dalam pasar global tidak hanya diarahkan untuk memperoleh 
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keuntungan, tetapi juga untuk memperkuat keadilan, keberlanjutan, dan kerja sama 

yang saling menguntungkan. Dengan strategi ini, keuangan syariah dapat berperan 

lebih besar dalam ekonomi global tanpa kehilangan karakter etik dan spiritualnya. 

Selain itu, penguatan regulasi dan tata kelola menjadi dasar penting bagi masa 

depan keuangan syariah. Regulasi yang jelas dapat meningkatkan kepercayaan 

masyarakat, investor, dan pelaku usaha terhadap lembaga keuangan syariah. Tata 

kelola yang baik juga perlu didukung oleh transparansi, akuntabilitas, pengawasan 

syariah yang kuat, serta kepatuhan terhadap prinsip-prinsip Islam. Dengan tata kelola 

yang kuat, keuangan syariah tidak hanya tumbuh dari sisi aset, tetapi juga mampu 

menjaga kualitas layanan, melindungi nasabah, dan memperkuat stabilitas sistem 

keuangan nasional. 

Transformasi digital juga perlu menjadi bagian dari strategi penguatan 

keuangan syariah di masa depan. Pemanfaatan teknologi dapat memperluas akses 

layanan keuangan syariah, terutama bagi masyarakat di daerah terpencil, pelaku 

UMKM, dan kelompok yang belum terjangkau layanan keuangan formal. Inovasi 

seperti fintech syariah, pembayaran digital, pembiayaan berbasis aplikasi, dan 

integrasi data dapat membuat layanan keuangan syariah lebih cepat, mudah, dan 

efisien. Namun, digitalisasi tetap perlu diarahkan pada nilai keadilan, keamanan, 

perlindungan data, dan kemaslahatan masyarakat. 
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BAB 5  

ZAKAT, INFAK, SEDEKAH, DAN WAKAF 

SEBAGAI PILAR KESEJAHTERAAN SOSIAL 

 

KESEJAHTERAAN sosial merupakan salah satu tujuan utama pembangunan yang 

sejalan dengan cita-cita Islam dalam mewujudkan masyarakat yang adil, sejahtera, 

dan bermartabat. Dalam perspektif ekonomi Islam, kesejahteraan tidak hanya diukur 

dari kecukupan material, tetapi juga mencakup dimensi spiritual, sosial, dan moral 

yang saling terhubung dalam satu sistem nilai yang utuh (Saputra et al., 2024). Salah 

satu instrumen penting yang ditawarkan Islam untuk mewujudkan tujuan tersebut 

adalah zakat, infak, sedekah, dan wakaf atau ZISWAF sebagai mekanisme distribusi 

kekayaan dalam masyarakat. 

ZISWAF tidak hanya dipahami sebagai ibadah ritual, tetapi juga sebagai 

instrumen sosial ekonomi yang memiliki potensi besar dalam membangun 

kemandirian ekonomi dan keadilan sosial (Sani, 2025). Dalam sejarah peradaban 

Islam, pengelolaan zakat dan wakaf yang optimal telah menjadi bagian penting dalam 

membangun kesejahteraan masyarakat, terutama melalui penyediaan bantuan 

sosial, pendidikan, layanan kesehatan, dan fasilitas publik. 

Di Indonesia, potensi ZISWAF sangat besar, tetapi realisasinya masih belum 

optimal. Data Badan Amil Zakat Nasional menunjukkan bahwa potensi zakat nasional 

mencapai Rp327 triliun, sementara realisasi penghimpunannya masih jauh di bawah 

potensi tersebut. Pada periode yang sama, Badan Pusat Statistik mencatat jumlah 

penduduk miskin pada September 2022 sebesar 26,36 juta orang atau 9,57% dari 

total populasi (Badan Amil Zakat Nasional, 2022; Badan Pusat Statistik, 2023). 

Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara potensi dan pemanfaatan 

ZISWAF dalam mendukung pengentasan kemiskinan. 

Selain zakat, wakaf juga memiliki potensi besar dalam meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat. Aset wakaf di Indonesia yang mencapai ratusan ribu 
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hektar tanah belum seluruhnya dimanfaatkan secara produktif untuk pemberdayaan 

ekonomi umat. Padahal, apabila dikelola dengan baik, wakaf dapat menjadi sumber 

pembiayaan sosial-ekonomi yang berkelanjutan, termasuk untuk mendukung 

penyediaan hunian, pemberdayaan masyarakat, dan pengentasan kemiskinan (Cania 

& Juliati, 2024). 

Oleh karena itu, pengelolaan ZISWAF perlu ditempatkan tidak hanya sebagai 

urusan ibadah, tetapi juga sebagai bagian dari strategi pembangunan sosial ekonomi. 

Pengelolaan tersebut membutuhkan manajemen yang profesional, sistem 

pendistribusian yang tepat sasaran, serta tata kelola yang transparan dan akuntabel. 

Lembaga pengelola ZISWAF memiliki peran penting dalam menghimpun, mengelola, 

dan menyalurkan dana secara efektif, efisien, serta sesuai dengan prinsip syariah agar 

manfaatnya dapat dirasakan secara luas oleh masyarakat. 

5.1. Konsep Dasar ZISWAF dalam Perspektif Islam 

Zakat, infak, sedekah, dan wakaf merupakan instrumen penting dalam Islam 

yang memiliki peran strategis dalam aspek ibadah (ubudiyah) sekaligus 

pembangunan kesejahteraan ekonomi umat (Hidayah dan Masrur, 2024). ZISWAF 

mencerminkan hubungan manusia dengan Allah SWT, sekaligus hubungan sosial 

antarmanusia. Melalui instrumen ini, Islam menegaskan bahwa harta tidak boleh 

hanya berputar pada kelompok tertentu, tetapi harus memberi manfaat bagi 

masyarakat, terutama kelompok yang membutuhkan. 

Dalam praktiknya, ZISWAF dapat menjadi sumber pendanaan alternatif untuk 

berbagai program sosial dan ekonomi. Dana yang dihimpun dapat diarahkan untuk 

pembiayaan usaha mikro, pengembangan pendidikan, layanan kesehatan, bantuan 

kemanusiaan, pembangunan fasilitas publik, dan pemberdayaan masyarakat miskin. 

Dengan pendekatan yang tepat, ZISWAF tidak hanya bersifat konsumtif, tetapi juga 

dapat dikembangkan secara produktif untuk mendorong kemandirian ekonomi 

masyarakat. 

Optimalisasi ZISWAF membutuhkan tata kelola yang transparan, akuntabel, 

dan adaptif terhadap perkembangan zaman. Digitalisasi penghimpunan dan 

penyaluran dana, penguatan kapasitas lembaga pengelola, serta sinergi antara 

pemerintah, lembaga amil, nadzir, sektor swasta, dan masyarakat menjadi faktor 

penting untuk memperbesar dampaknya. Dengan tata kelola yang baik, ZISWAF 
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dapat menjadi instrumen sosial ekonomi yang efektif dalam mendukung agenda 

kesejahteraan dan pembangunan berkelanjutan. 

5.1.1. Zakat 

Secara etimologis, zakat berasal dari kata zakaa yang berarti tumbuh, 

berkembang, suci, dan berkah. Secara terminologis, zakat adalah bagian tertentu 

dari harta yang wajib dikeluarkan oleh setiap Muslim apabila telah mencapai 

syarat yang ditetapkan, kemudian diberikan kepada golongan yang berhak 

menerimanya sesuai ketentuan syariat Islam (Badan Amil Zakat Nasional, 2021). 

Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang menunjukkan bahwa ajaran Islam 

tidak hanya mengatur hubungan spiritual, tetapi juga membangun kepedulian 

sosial dan keadilan ekonomi.  

Kewajiban zakat ditegaskan dalam Al-Qur’an, salah satunya dalam Surah 

Al-Baqarah ayat 43: 

كِعِينَ  كَوٰةَ وَٱرْكَعوُاْ مَعَ ٱلرَّٰ لَوٰةَ وَءَاتوُاْ ٱلزَّ  وَأقَِيمُواْ ٱلصَّ

"Dan dirikanlah salat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang 

yang rukuk." (QS. Al-Baqarah: 43). 

Secara umum, zakat terbagi menjadi dua jenis, yaitu zakat fitrah dan zakat 

mal. Zakat fitrah wajib dikeluarkan oleh setiap Muslim pada bulan Ramadan 

hingga sebelum salat Idul Fitri. Zakat berfungsi sebagai sarana penyucian jiwa dan 

harta sekaligus bentuk kepedulian sosial kepada kelompok yang membutuhkan, 

terutama fakir dan miskin (Badan Amil Zakat Nasional, 2021). Sementara itu, 

zakat mal dikenakan atas harta tertentu, seperti emas, perak, hasil pertanian, 

perdagangan, ternak, dan bentuk kekayaan lain yang telah memenuhi syarat nisab 

dan haul. 

Al-Qur’an juga menetapkan delapan golongan yang berhak menerima zakat 

atau asnaf, sebagaimana tercantum dalam Surah At-Taubah ayat 60: 
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مِلِينَ عَلَيْهَا وَٱلْمُؤَلَّفةَِ قُلوُبهُُمْ وَفى   كِينَ وَٱلْعَٰ تُ لِلْفقَُرَآءِ وَٱلْمَسَٰ دقََٰ إِنَّمَا ٱلصَّ

قاَبِ  ِ وَٱبْنِ ٱلسَّبيِلِ   ٱلر ِ رِمِينَ وَفى سَبِيلِ ٱللََّّ  وَٱلْغَٰ

"Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, 

amil zakat, muallaf, untuk (memerdekakan) hamba sahaya, orang yang 

berutang, untuk jalan Allah, dan untuk orang yang sedang dalam 

perjalanan..." (QS. At-Taubah: 60). 

Delapan golongan penerima zakat meliputi fakir, miskin, amil, mualaf, 

riqab, gharimin, fi sabilillah, dan ibnu sabil (Badan Amil Zakat Nasional, 2021). 

Seiring perkembangan zaman, cakupan zakat mal juga mengalami perluasan 

melalui ijtihad fikih kontemporer. Zakat tidak lagi hanya dipahami pada harta 

konvensional, tetapi juga mencakup penghasilan profesi, investasi, saham, dan 

aset modern lainnya. Perkembangan ini menunjukkan bahwa hukum Islam 

memiliki Perkembangan ini menunjukkan adanya adaptasi hukum Islam 

terhadap dinamika ekonomi modern, yang kemudian dikenal sebagai zakat 

kontemporer (Rasyid et al., 2023). Dengan demikian, zakat berperan sebagai 

mekanisme redistribusi kekayaan yang dapat mengurangi kemiskinan, 

mempersempit ketimpangan, dan memperkuat kesejahteraan masyarakat. 

5.1.2. Infak 

Infak berasal dari kata anfaqa yang berarti mengeluarkan atau 

membelanjakan harta di jalan Allah SWT. Infak merupakan pengeluaran harta 

secara sukarela di luar zakat wajib yang diberikan untuk kepentingan sosial, 

keagamaan, dan kemanusiaan (Abdullah, 2025). Berbeda dengan zakat yang 

memiliki ketentuan nisab, haul, dan penerima tertentu, infak lebih fleksibel karena 

tidak dibatasi jumlah minimal, waktu tertentu, maupun kelompok penerima 

tertentu. 

Infak dapat diberikan kepada keluarga, tetangga, masyarakat miskin, 

lembaga pendidikan, masjid, pesantren, korban bencana, atau program sosial lain 

yang bermanfaat. Dalam kondisi tertentu, infak juga dapat menjadi kewajiban, 

seperti nafkah suami kepada istri dan anak. Dengan sifatnya yang luas dan adaptif, 

infak menjadi instrumen distribusi kekayaan yang mampu memperkuat 

solidaritas sosial dalam masyarakat (Annisa et al., 2025). 
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Anjuran berinfak ditegaskan dalam QS. Al-Baqarah ayat 195: 

َ يحُِبه    ٰ وَلََ تلُْقوُْا بِايَْدِيْكُمْ إِلَى التَّهْلكَُةِِۛ وَاحَْسِنوُاِۛ إِنَّ اللَُّّ وَانَْفِقوُْا فىِْ سَبيِْلِ اللُّه

 الْمُحْسِنيِْنَ 

"Berinfaklah di jalan Allah, janganlah jerumuskan dirimu ke dalam 

kebinasaan, dan berbuat baiklah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-

orang yang berbuat baik." 

Ayat tersebut menunjukkan bahwa infak merupakan bagian dari kebaikan 

sosial yang dapat mencegah kerusakan dan memperkuat kehidupan bersama. Al-

Qur’an juga menggambarkan balasan bagi orang yang berinfak dalam QS. Al-

Baqarah ayat 261: 

ِ كَمَثلَِ حَبَّةٍ أنَْبَتتَْ سَبْعَ سَناَبِلَ فِى كُل ِ   لَهُمْ فِى سَبيِلِ ٱللََّّ ثلَُ ٱلَّذِينَ ينُْفِقوُنَ أمَْوَٰ مَّ

سِعٌ عَلِيمٌ  ُ وَٰ عِفُ لِمَن يشََآءُ گ وَٱللََّّ ُ يضَُٰ ائْةَُ حَبَّةٍ گ وَٱللََّّ  سُنْبُلَةٍ م ِ

"Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang 

menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih 

yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah 

melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah 

Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui." 

Ayat ini menggambarkan bahwa infak tidak hanya bernilai spiritual, tetapi 

juga berdampak pada kehidupan sosial dan ekonomi. Harta yang dikeluarkan 

untuk kebaikan dapat menumbuhkan manfaat yang luas, baik bagi penerima 

maupun bagi masyarakat secara keseluruhan. 

5.1.3. Sedekah 

Sedekah memiliki makna yang lebih luas dibandingkan infak. Secara 

bahasa, sedekah berasal dari kata shadaqa yang berarti benar atau jujur. Makna 

ini menunjukkan bahwa sedekah merupakan bukti kejujuran iman seseorang. 

Dalam perspektif Islam, sedekah menjadi wujud kepedulian sosial, sarana 

membersihkan harta, dan cara memperkuat hubungan kemanusiaan (Abdullah, 

2025). 
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Rasulullah SAW menegaskan bahwa setiap bentuk kebaikan dapat bernilai 

sedekah, sebagaimana HR. Tirmidzi no. 1956: 

 تبََسهمُكَ فيِ وَجْهِ أخَِيكَ لَكَ صَدقََةٌ 

"Senyummu di hadapan saudaramu adalah sedekah bagimu." 

Hadis tersebut menunjukkan bahwa sedekah tidak terbatas pada 

pemberian materi. Senyum, nasihat yang baik, pertolongan, ilmu yang 

bermanfaat, tenaga, waktu, dan sikap ramah juga dapat bernilai sedekah apabila 

dilakukan dengan niat ikhlas. Luasnya cakupan sedekah membuat instrumen ini 

sangat inklusif karena setiap orang dapat bersedekah sesuai kemampuan. 

Dalam Islam juga dikenal konsep sedekah jariyah, yaitu sedekah yang 

pahalanya terus mengalir selama manfaatnya masih dirasakan oleh orang lain 

(Rustina et al., 2023). Bentuknya dapat berupa pembangunan masjid, fasilitas 

pendidikan, sarana air bersih, perpustakaan, rumah sakit, atau program sosial 

yang memberi manfaat jangka panjang. Dengan demikian, sedekah tidak hanya 

memiliki nilai spiritual, tetapi juga menjadi instrumen sosial yang memperkuat 

keberlanjutan manfaat bagi masyarakat. 

Adapun perbedaan zakat, infak, dan sedekah dapat dilihat pada tabel 

berikut. 

Tabel 5. 1. Perbedaan Zakat, Infak, dan Sedekah 

Instrumen Penjelasan 

Zakat Wajib, memiliki ketentuan khusus seperti nisab, waktu, dan 

penerima 

Infak Lebih luas dari sedekah, mencakup pemberian wajib seperti 

nafkah keluarga dan pemberian sunnah 

Sedekah Lebih umum, dapat berupa materi maupun nonmateri, dan 

bersifat sunnah 
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5.1.4. Wakaf 

Wakaf merupakan salah satu instrumen filantropi Islam yang memiliki 

karakteristik unik dan dampak jangka panjang dalam sejarah peradaban Islam 

(Amirudin et al., 2025). Secara etimologis, wakaf berasal dari kata waqafa yang 

berarti menahan, berhenti, atau diam (Cania dan Juliati, 2024). Secara istilah, 

wakaf adalah tindakan menahan suatu aset agar tidak dialihkan kepemilikannya, 

kemudian menyerahkan manfaatnya untuk kepentingan umum dan 

kemaslahatan umat (Abdullah, 2025). 

Dalam ajaran Islam, wakaf termasuk bentuk sedekah jariyah, yaitu amal 

yang pahalanya terus mengalir meskipun pemberinya telah meninggal dunia. 

Rasulullah SAW bersabda: "Jika seseorang meninggal dunia, maka terputuslah 

amalnya kecuali tiga perkara: sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak 

saleh yang mendoakannya." (HR. Muslim).  

Hadis tersebut menegaskan bahwa wakaf memiliki nilai keberlanjutan 

karena manfaat dari aset yang diwakafkan dapat terus digunakan oleh 

masyarakat. Dalam perspektif hukum Islam, wakaf berarti menahan kepemilikan 

suatu harta agar tidak diperjualbelikan, diwariskan, atau dihibahkan, sementara 

manfaatnya disalurkan untuk kepentingan amal. Harta wakaf dikelola oleh nadzir, 

baik individu maupun lembaga, sesuai prinsip syariah. Dengan demikian, 

kepemilikan substantif atas harta wakaf berada pada Allah SWT, sedangkan 

manusia berperan sebagai pengelola amanah. 

Secara historis, wakaf telah menjadi fondasi penting dalam pembangunan 

peradaban Islam. Berbagai institusi pendidikan, seperti Universitas Al-Qarawiyyin 

di Maroko, berkembang melalui sistem wakaf. Selain itu, wakaf juga berperan 

dalam mendukung pendidikan, kesehatan, sosial, dan pembangunan fasilitas 

publik yang dikelola oleh nazhir atau lembaga wakaf (Amirudin et al., 2025; Putra 

et al., 2024). 

Jenis-jenis wakaf dalam Islam meliputi beberapa bentuk utama. Wakaf 

produktif adalah wakaf berupa aset yang menghasilkan keuntungan, seperti lahan 

pertanian, toko, atau unit usaha, yang hasilnya digunakan untuk kepentingan 
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sosial dan keagamaan. Wakaf sosial adalah wakaf yang digunakan langsung untuk 

kepentingan masyarakat, seperti pembangunan rumah sakit, sekolah Islam, 

pesantren, dan fasilitas ibadah. Wakaf tunai adalah wakaf dalam bentuk uang yang 

dikelola secara produktif untuk mendukung kegiatan umat. Wakaf Al-Qur’an dan 

buku Islam adalah wakaf berupa mushaf Al-Qur’an atau literatur keislaman yang 

disalurkan ke masjid, pesantren, atau lembaga pendidikan. Sementara itu, wakaf 

infrastruktur publik adalah wakaf yang diarahkan untuk pembangunan fasilitas 

umum dan fasilitas sosial, seperti jalan, jembatan, sarana air bersih, pendidikan, 

kesehatan, serta fasilitas publik lain yang memberi manfaat jangka panjang bagi 

masyarakat (Bawas, 2017; Faisal, 2020). 

5.2. Mekanisme Pengelolaan ZISWAF yang Efektif 

Pengelolaan ZISWAF yang efektif membutuhkan kelembagaan yang kuat, 

regulasi yang jelas, tata kelola yang transparan, serta sistem pendistribusian yang 

tepat sasaran. ZISWAF tidak cukup hanya dihimpun, tetapi juga harus dikelola agar 

mampu memberi dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat. Karena itu, 

efektivitas pengelolaan ZISWAF sangat bergantung pada kemampuan lembaga 

pengelola dalam membangun kepercayaan publik, memperkuat akuntabilitas, dan 

mengembangkan program yang tidak hanya konsumtif, tetapi juga produktif. 

5.2.1. Kelembagaan dan Regulasi ZISWAF di Indonesia 

Indonesia memiliki sistem kelembagaan ZISWAF yang relatif terstruktur 

melalui dukungan regulasi formal, seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 

tentang Pengelolaan Zakat dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang 

Wakaf. Keberadaan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Badan Wakaf 

Indonesia (BWI) menjadi pilar penting dalam pengelolaan dana sosial Islam 

secara nasional. Keduanya berperan dalam mengoordinasikan penghimpunan, 

pendistribusian, pengelolaan, dan pengawasan zakat serta wakaf agar berjalan 

sesuai prinsip syariah dan ketentuan hukum yang berlaku (Nuroini et al., 2023; 

Rasyid et al., 2023). 
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Selain lembaga formal, pengelolaan ZISWAF juga melibatkan Lembaga 

Amil Zakat (LAZ) dan berbagai organisasi masyarakat yang berperan memperluas 

jangkauan pelayanan. Namun, tantangan yang masih muncul adalah belum 

optimalnya integrasi antar lembaga dan koordinasi kebijakan. Lemahnya sistem 

informasi terpadu dapat menyebabkan tumpang tindih program, 

ketidaksinkronan data, dan kurang meratanya distribusi manfaat. Selain itu, 

wakaf produktif juga belum sepenuhnya dimanfaatkan karena sebagian 

masyarakat masih memahami wakaf sebagai aset statis untuk kepentingan 

keagamaan semata (Zainal, 2016). 

Karena itu, penguatan tata kelola menjadi kebutuhan penting dalam 

pengelolaan ZISWAF modern. Transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan 

pelaporan berbasis digital dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat. 

Penerapan sistem pelaporan digital, misalnya, memungkinkan publik mengakses 

informasi mengenai penghimpunan dan penyaluran dana secara lebih terbuka. 

Dengan dukungan regulasi yang adaptif dan integrasi teknologi, ZISWAF dapat 

dikelola secara lebih profesional dan berdampak luas. 

5.2.2. Model Pengelolaan Zakat Produktif 

Zakat produktif merupakan model pengelolaan zakat yang diarahkan 

untuk meningkatkan kemandirian ekonomi mustahik. Dalam model ini, zakat 

tidak hanya diberikan dalam bentuk bantuan konsumtif, tetapi juga dimanfaatkan 

sebagai modal usaha, pelatihan keterampilan, pendampingan bisnis, atau 

penguatan kapasitas ekonomi. Tujuannya adalah membantu mustahik agar dapat 

berkembang secara mandiri dan pada tahap tertentu bertransformasi menjadi 

muzaki (Fitri, 2017). 

Model zakat produktif menekankan pemberdayaan jangka panjang. 

Penerima manfaat tidak hanya dibantu untuk memenuhi kebutuhan sesaat, tetapi 

juga didorong agar memiliki kemampuan ekonomi yang lebih stabil. Karena itu, 

program zakat produktif biasanya perlu disertai pendampingan usaha, pelatihan 

pengelolaan keuangan, monitoring berkala, dan evaluasi hasil. Dengan 
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pendekatan seperti ini, zakat dapat menjadi instrumen pembangunan ekonomi 

yang membantu mengurangi kemiskinan dan ketimpangan sosial. 

Dalam praktiknya, implementasi zakat produktif masih menghadapi 

beberapa kendala. Pola distribusi konsumtif masih cukup dominan, sementara 

pendampingan usaha bagi penerima manfaat belum selalu berjalan optimal. 

Padahal, pengelolaan ZISWAF yang terintegrasi dan berbasis produktif memiliki 

potensi besar dalam memperkuat ekonomi masyarakat, terutama bagi kelompok 

miskin dan pelaku usaha mikro (Nuroini et al., 2023; Rasyid et al., 2023). 

5.2.3. Inovasi Wakaf Kontemporer 

Wakaf kontemporer mengalami perkembangan penting seiring munculnya 

berbagai inovasi dalam bentuk, pengelolaan, dan pemanfaatannya. Wakaf tidak 

lagi terbatas pada tanah atau bangunan, tetapi berkembang menjadi wakaf uang, 

wakaf produktif, wakaf saham, dan wakaf berbasis investasi. Inovasi ini 

memperluas peran wakaf dari sekadar instrumen ibadah sosial menjadi 

instrumen ekonomi yang mampu mendukung pembangunan jangka panjang 

(Nuroini et al., 2023). 

Wakaf uang, misalnya, dapat dikelola melalui investasi pada sektor riil atau 

instrumen keuangan syariah. Hasil pengelolaannya kemudian digunakan untuk 

membiayai program pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi, dan 

layanan sosial. Dalam model ini, pokok wakaf tetap dijaga, sementara manfaatnya 

terus mengalir secara berkelanjutan. Dengan demikian, wakaf menjadi instrumen 

yang tidak hanya menjaga nilai spiritual, tetapi juga memberi kontribusi ekonomi 

dan sosial secara nyata. 

Pemanfaatan teknologi digital juga memperkuat pengembangan wakaf 

kontemporer. Platform wakaf daring, crowdfunding syariah, dan integrasi dengan 

lembaga keuangan syariah membuka peluang bagi masyarakat untuk berwakaf 

dengan lebih mudah dan luas. Namun, pengembangan wakaf kontemporer masih 

menghadapi tantangan, terutama rendahnya literasi masyarakat, keterbatasan 

kapasitas nazhir, dan perlunya regulasi yang lebih adaptif terhadap inovasi wakaf 

modern (Musyafa’, 2025). 
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5.3. Dampak ZISWAF terhadap Kesejahteraan Sosial 

ZISWAF memiliki dampak penting terhadap kesejahteraan sosial karena 

berfungsi sebagai instrumen distribusi kekayaan dan pemberdayaan 

masyarakat. Melalui pengelolaan yang terarah, ZISWAF dapat membantu 

memenuhi kebutuhan dasar, memperluas akses pendidikan dan kesehatan, 

mendukung kegiatan ekonomi produktif, serta memperkuat perlindungan sosial 

bagi kelompok rentan. Dampak ini menjadi semakin besar apabila ZISWAF tidak 

hanya disalurkan dalam bentuk bantuan langsung, tetapi juga dikembangkan 

melalui program pemberdayaan jangka panjang. 

5.3.1. Pengentasan Kemiskinan dan Penurunan Ketimpangan 

ZISWAF berperan strategis dalam mengurangi kemiskinan dan 

ketimpangan sosial ekonomi. Melalui penghimpunan dan pendistribusian yang 

terstruktur, dana ZISWAF dapat menjangkau masyarakat miskin secara langsung, 

baik dalam bentuk bantuan konsumtif maupun program produktif. Karena itu, 

ZISWAF dapat menjadi salah satu instrumen alternatif dalam kebijakan 

pengentasan kemiskinan di Indonesia (Nirwasita et al., 2025). 

Berbagai penelitian menunjukkan bahwa distribusi zakat dapat 

berpengaruh terhadap penurunan jumlah penduduk miskin. Penggunaan 

indikator BAZNAS Welfare Index (IKB), misalnya, dapat digunakan untuk 

mengukur dampak program zakat terhadap kesejahteraan dan pengentasan 

kemiskinan mustahik (Pratama, 2023; Pusat Kajian Strategis BAZNAS, 2024). 

Selain itu, zakat juga dapat meningkatkan mobilitas sosial melalui pemberdayaan 

ekonomi, pelatihan, dan perluasan akses terhadap layanan dasar. 

Lebih jauh, ZISWAF dapat memperkuat inklusi keuangan dan sosial bagi 

masyarakat miskin. Melalui akses terhadap modal usaha, layanan pendidikan, 

layanan kesehatan, dan pendampingan ekonomi, penerima manfaat tidak hanya 

terbantu secara finansial, tetapi juga mengalami peningkatan kualitas hidup. 

Dalam konteks ini, ZISWAF berkontribusi pada pemerataan ekonomi, 

peningkatan kapasitas masyarakat, dan penguatan kesejahteraan sosial (Zuhria et 

al., 2025). 
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5.3.2. Pemberdayaan Perempuan dan Kelompok Rentan 

ZISWAF juga memiliki peran penting dalam pemberdayaan perempuan 

dan kelompok rentan, seperti masyarakat miskin, penyandang disabilitas, lansia, 

dan kelompok marginal lainnya. Prinsip keadilan sosial dalam ekonomi Islam 

menekankan bahwa kelompok yang lemah perlu dilindungi dan diberdayakan 

agar mampu meningkatkan taraf hidupnya. Melalui zakat produktif, kelompok 

rentan dapat memperoleh akses modal usaha, pelatihan keterampilan, dan 

pendampingan ekonomi yang berkelanjutan (Syaripuddin, 2024; Zuhria et al., 

2025). 

Dalam praktiknya, banyak program ZISWAF yang menyasar perempuan 

sebagai pelaku ekonomi mikro, seperti usaha rumahan, kerajinan, kuliner, dan 

perdagangan kecil. Program semacam ini tidak hanya meningkatkan pendapatan 

keluarga, tetapi juga memperkuat peran perempuan dalam ekonomi rumah 

tangga. Contoh lain dapat dilihat dari kolaborasi Bank NTB Syariah dan Wakaf 

Warrior yang memberikan pelatihan barista serta tata boga bagi penyandang 

disabilitas untuk mendorong kemandirian ekonomi mereka (Lombok Post, 2024). 

Dengan demikian, pemberdayaan melalui ZISWAF tidak hanya berarti 

memberikan bantuan, tetapi juga membuka jalan bagi transformasi sosial. Ketika 

kelompok rentan memperoleh akses terhadap modal, keterampilan, dan 

pendampingan, mereka memiliki peluang lebih besar untuk keluar dari 

ketergantungan dan membangun kemandirian. Inilah yang membuat ZISWAF 

relevan sebagai instrumen pembangunan sosial yang inklusif dan berkeadilan. 

5.3.3. Pengembangan Infrastruktur dan Layanan Publik 

Selain membantu individu dan rumah tangga, ZISWAF juga dapat 

berkontribusi pada pembangunan infrastruktur dan layanan publik. Dana zakat, 

infak, sedekah, dan wakaf dapat diarahkan untuk membangun fasilitas umum, 

seperti masjid, sekolah, pesantren, layanan kesehatan, sarana air bersih, dan 

fasilitas sosial lainnya. Infrastruktur semacam ini memiliki dampak jangka 

panjang karena memperluas akses masyarakat terhadap layanan dasar, seperti 



 

 

65 

ZAKAT, INFAK, SEDEKAH, DAN WAKAF SEBAGAI PILAR KESEJAHTERAAN SOSIAL 

pendidikan, kesehatan, air bersih, transportasi, dan fasilitas publik lainnya 

(Syaripuddin, 2024; World Bank, 1994). 

Pemanfaatan ZISWAF untuk infrastruktur menunjukkan bahwa instrumen 

ini tidak hanya bersifat konsumtif, tetapi juga memiliki dimensi pembangunan. 

Fasilitas pendidikan, kesehatan, dan ekonomi yang dibangun melalui dana 

ZISWAF dapat membantu mempercepat peningkatan kualitas hidup masyarakat, 

terutama di wilayah yang belum sepenuhnya terjangkau program pemerintah. 

Integrasi ZISWAF dengan program pembangunan pemerintah juga dapat 

memperkuat efektivitas pembangunan nasional. Sinergi ini memungkinkan dana 

sosial Islam menjangkau kelompok masyarakat yang belum sepenuhnya 

terakomodasi oleh kebijakan formal. Dengan koordinasi yang baik, ZISWAF dapat 

menjadi pelengkap sekaligus penguat sistem perlindungan sosial dan 

pembangunan lokal (Nirwasita et al., 2025). 

5.4. Tantangan dan Prospek Pengembangan ZISWAF 

Meskipun memiliki potensi besar, pengembangan ZISWAF masih 

menghadapi berbagai tantangan. Tantangan tersebut tidak hanya berkaitan 

dengan besarnya kesenjangan antara potensi dan realisasi penghimpunan, tetapi 

juga menyangkut literasi masyarakat, kepercayaan publik, koordinasi 

kelembagaan, regulasi, serta pemanfaatan teknologi. Pada saat yang sama, 

perkembangan digitalisasi dan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap 

filantropi Islam membuka prospek besar bagi penguatan ZISWAF di masa depan. 

5.4.1. Tantangan Internal: Literasi dan Kepercayaan Masyarakat 

Salah satu tantangan utama dalam pengelolaan ZISWAF adalah rendahnya 

literasi masyarakat. Banyak masyarakat yang belum memahami secara 

komprehensif perbedaan zakat, infak, sedekah, dan wakaf, termasuk mekanisme 

penghimpunan, penyaluran, serta manfaat sosial ekonominya. Kondisi ini 

berdampak pada rendahnya partisipasi masyarakat dalam menyalurkan dana 

melalui lembaga resmi (Marwandana et al., 2025). 
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Selain literasi, kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pengelola 

ZISWAF juga menjadi faktor penting. Sebagian masyarakat masih memilih 

menyalurkan zakat secara langsung kepada mustahik karena merasa lebih yakin 

bahwa bantuan sampai kepada penerima. Hal ini menunjukkan bahwa 

transparansi, akuntabilitas, audit, dan pelaporan publik perlu terus diperkuat. 

Pemanfaatan teknologi informasi dapat menjadi salah satu cara untuk 

meningkatkan kepercayaan, karena masyarakat dapat memantau penghimpunan 

dan penyaluran dana secara lebih terbuka. 

Rendahnya literasi digital juga menjadi tantangan tersendiri. Meskipun 

platform digital untuk zakat dan wakaf semakin berkembang, tidak semua 

masyarakat terbiasa menggunakannya. Karena itu, digitalisasi perlu disertai 

edukasi yang mudah dipahami, akses yang ramah pengguna, serta sosialisasi yang 

menjangkau berbagai kelompok usia dan wilayah (Marwandana et al., 2025). 

5.4.2. Tantangan Eksternal: Regulasi dan Koordinasi Kelembagaan 

Tantangan eksternal dalam pengelolaan ZISWAF terutama berkaitan 

dengan regulasi dan koordinasi antar lembaga. Indonesia telah memiliki dasar 

hukum yang jelas, tetapi implementasinya masih menghadapi hambatan, seperti 

perbedaan kebijakan antara pusat dan daerah, belum optimalnya kerja sama 

antar lembaga, serta belum terintegrasinya sistem data nasional (Marwandana et 

al., 2025). 

Koordinasi antara BAZNAS, LAZ, BWI, lembaga wakaf, dan pemerintah 

daerah perlu diperkuat agar program yang dijalankan tidak tumpang tindih. 

Tanpa koordinasi yang baik, bisa terjadi penumpukan program di wilayah 

tertentu, sementara wilayah lain belum tersentuh bantuan. Selain itu, data yang 

tidak sinkron dapat menghambat ketepatan sasaran dalam penyaluran dana. 

Kesenjangan antara potensi dan realisasi penghimpunan ZISWAF juga 

masih menjadi tantangan besar. Potensi zakat dan wakaf di Indonesia sangat 

besar, tetapi dana yang berhasil dihimpun masih jauh dari kapasitas ideal. Karena 

itu, diperlukan kebijakan yang lebih adaptif, inovatif, dan sinergis antara 

pemerintah, lembaga pengelola, sektor swasta, dan masyarakat agar potensi 

ZISWAF dapat dimanfaatkan secara maksimal. 
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5.4.3. Prospek Digitalisasi dan Integrasi ZISWAF dalam 

Pembangunan Berkelanjutan 

Di tengah berbagai tantangan tersebut, ZISWAF memiliki prospek besar 

untuk dikembangkan melalui digitalisasi. Pemanfaatan aplikasi digital, e-wallet, 

sistem pembayaran daring, dan platform crowdfunding membuka peluang baru 

dalam meningkatkan penghimpunan dana. Digitalisasi juga dapat memperluas 

akses masyarakat, mempercepat transaksi, menekan biaya operasional, dan 

meningkatkan transparansi pengelolaan dana ZISWAF (Marwandana et al., 2025). 

Selain digitalisasi, integrasi ZISWAF dengan sistem keuangan nasional dan 

kebijakan fiskal negara juga menjadi peluang penting. ZISWAF dapat menjadi 

sumber pembiayaan alternatif yang mendukung program pemerintah, terutama 

dalam pengentasan kemiskinan, pemberdayaan UMKM, pendidikan, kesehatan, 

dan perlindungan sosial. Integrasi ini sejalan dengan prinsip keadilan sosial dalam 

ekonomi Islam (Khoirudin et al., 2025). 

Lebih jauh, ZISWAF memiliki prospek besar dalam mendukung 

pembangunan berkelanjutan. Melalui pengelolaan yang profesional, inovatif, dan 

berbasis data, ZISWAF dapat berkontribusi pada berbagai tujuan pembangunan, 

seperti pengurangan kemiskinan, peningkatan kualitas pendidikan, akses layanan 

kesehatan, pemberdayaan perempuan, serta penguatan ekonomi lokal. Karena 

itu, optimalisasi digitalisasi, peningkatan literasi, penguatan kelembagaan, dan 

sinergi lintas sektor menjadi kunci untuk memaksimalkan peran ZISWAF di masa 

depan. 

Zakat, infak, sedekah, dan wakaf merupakan instrumen penting dalam 

ekonomi Islam yang tidak hanya berfungsi sebagai ibadah, tetapi juga sebagai 

mekanisme distribusi kekayaan dan pemberdayaan sosial. Melalui pengelolaan 

yang terstruktur, transparan, dan profesional, ZISWAF memiliki potensi besar 

untuk mengurangi kemiskinan, menekan ketimpangan, serta meningkatkan 

kualitas hidup masyarakat secara berkelanjutan. 

Dalam konteks Indonesia, keberadaan BAZNAS, LAZ, dan Badan Wakaf 

Indonesia menjadi fondasi penting dalam pengelolaan ZISWAF. Namun, 
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efektivitasnya masih perlu diperkuat melalui koordinasi antar lembaga, 

optimalisasi wakaf produktif, pengembangan zakat produktif, serta penerapan 

teknologi digital. Tantangan seperti rendahnya literasi, keterbatasan kepercayaan 

publik, dan belum terintegrasinya sistem kelembagaan perlu diatasi melalui kerja 

sama yang lebih kuat antara pemerintah, lembaga pengelola, sektor swasta, dan 

masyarakat. 

Dengan pengelolaan yang inovatif, inklusif, dan berkelanjutan, ZISWAF 

memiliki peluang besar untuk menjadi salah satu pilar utama pembangunan 

nasional. Perannya tidak hanya penting dalam menjawab persoalan kemiskinan, 

tetapi juga dalam membangun ekonomi yang lebih adil, merata, dan sesuai dengan 

prinsip ekonomi Islam. 
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BAB 6 

SUKUK, GREEN SUKUK, DAN INOVASI 

PEMBIAYAAN SYARIAH 

 

SUKUK merupakan salah satu instrumen penting dalam keuangan syariah modern. 

Kehadirannya menjawab kebutuhan pembiayaan jangka menengah dan jangka 

panjang yang tetap selaras dengan prinsip syariah, terutama karena sukuk berbasis 

pada aset, manfaat, atau kegiatan ekonomi yang nyata. Dalam konteks pembangunan 

berkelanjutan, sukuk memiliki peran strategis karena dapat menghubungkan 

kebutuhan pendanaan negara, proyek infrastruktur, pasar modal syariah, dan 

partisipasi masyarakat. 

Perkembangan sukuk juga menunjukkan bahwa keuangan syariah tidak 

berhenti pada perbankan, tetapi telah masuk ke pasar modal dan pembiayaan proyek 

berskala besar. Inovasi seperti green sukuk, project-based sukuk, dan retail sukuk 

memperlihatkan bahwa instrumen syariah mampu mendukung pembangunan 

infrastruktur, memperluas inklusi investasi, serta membiayai agenda lingkungan dan 

sosial secara lebih terarah. 

6.1. Pengertian dan Karakteristik Sukuk 

Kata sukuk berasal dari bahasa Arab, yaitu bentuk jamak dari sakk yang berarti 

dokumen tertulis, sertifikat, atau bukti kepemilikan yang memiliki kekuatan hukum. 

Dalam sejarah peradaban Islam klasik, sakk telah digunakan sebagai instrumen 

pembayaran dan transfer keuangan untuk memudahkan aktivitas perdagangan lintas 

wilayah tanpa harus membawa uang tunai dalam jumlah besar (Wilson, 2008). Dalam 

konteks keuangan Islam modern, istilah sukuk dipopulerkan oleh AAOIFI (Accounting 

and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions) pada awal 2000-an, 

seiring berkembangnya kebutuhan terhadap instrumen pasar modal yang sesuai 

dengan prinsip syariah. 
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AAOIFI mendefinisikan sukuk sebagai sertifikat bernilai sama yang 

merepresentasikan porsi kepemilikan tidak terbagi atas aset berwujud, manfaat, jasa, 

proyek tertentu, atau aktivitas investasi khusus (Accounting and Auditing 

Organization for Islamic Financial Institutions, 2024). Definisi ini memuat tiga unsur 

penting. Pertama, sukuk merupakan sertifikat, bukan kontrak utang. Kedua, sukuk 

merepresentasikan kepemilikan, bukan sekadar piutang. Ketiga, kepemilikan 

tersebut melekat pada aset, manfaat, atau kegiatan usaha yang nyata dan dapat 

diidentifikasi. Unsur-unsur ini membentuk karakter sukuk sebagai instrumen 

pembiayaan berbasis aset, baik dalam bentuk asset-backed maupun asset-based 

financing (Jobst, 2007). 

Landasan syariah sukuk bersumber dari prinsip larangan riba dan anjuran 

transaksi yang dilakukan atas dasar kerelaan. Secara fikih, sukuk mengadaptasi 

berbagai akad klasik Islam, seperti ijarah (sewa), mudharabah (bagi hasil), 

musyarakah (kemitraan), murabahah (jual beli), istishna (pemesanan manufaktur), 

dan salam (jual beli dengan pembayaran di muka), ke dalam instrumen pasar modal 

modern. Di Indonesia, sukuk negara diatur melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 

2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara serta Fatwa DSN-MUI Nomor 69/DSN-

MUI/VI/2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (Dewan Syariah Nasional 

Majelis Ulama Indonesia, 2008; Republik Indonesia, 2008). 

Sukuk memiliki karakteristik yang membedakannya dari instrumen keuangan 

konvensional, yaitu adanya aset dasar, larangan riba, kejelasan akad, kepatuhan 

syariah, dan keterhubungan dengan sektor riil. Karakteristik ini mencerminkan nilai 

Islam yang menekankan keadilan, transparansi, dan keberpihakan pada aktivitas 

ekonomi produktif (Alam et al., 2023; Jobst, 2007; Safari et al., 2014; Usmani, 2008). 

Tabel 6. 1. Karakteristik Sukuk 

Karakteristik Deskripsi 

Underlying Asset Setiap penerbitan sukuk harus didukung oleh aset atau 

kegiatan usaha yang nyata, jelas, dan teridentifikasi. Hal 

ini membedakan sukuk dari instrumen utang murni. 

Larangan Riba Imbal hasil sukuk tidak oleh berbasis bunga. Seluruh 

pembayaran harus berakar pada produktivitas aset atau 

bagi hasil dari usaha yang dibiayai. 



 

 

71 

SUKUK, GREEN SUKUK, DAN INOVASI PEMBIAYAAN SYARIAH 

Larangan Gharar Ketidakpastian yang berlebihan dalam kontrak dilarang. 

Struktur sukuk harus transparan, jelas, dan dapat 

dipahami oleh semua pihak. 

Kepatuhan 

Syariah 

Setiap sukuk wajib mendapat persetujuan dari Dewan 

Pengawas Syariah (DPS) yang memastikan seluruh aspek 

transaksi sesuai dengan hukum Islam. 

Transferabilitas Sukuk dapat diperdagangkan di pasar sekunder selama 

mewakili kepemilikan aset riil. Sukuk berbasis utang 

murni (murabahah) umumnya tidak dapat 

diperdagangkan. 

Tenor Fleksibel Sukuk dapat diterbitkan dalam berbagai jangka waktu, 

mulai dari jangka pendek hingga jangka panjang, sesuai 

kebutuhan penerbit dan profil risiko investor. 

Sumber:  

Diadaptasi dari AAOIFI (2024), Jobst (2007), Safari et al. (2014), dan Usmani (2008). 

Pemahaman tentang sukuk juga perlu diletakkan dalam perbandingannya 

dengan obligasi konvensional. Keduanya memang sama-sama digunakan untuk 

menghimpun dana jangka menengah dan jangka panjang, serta dapat 

diperdagangkan di pasar modal. Namun, perbedaan di antara keduanya bersifat 

mendasar, terutama dalam aspek kepemilikan, imbal hasil, risiko, dan penggunaan 

dana (Godlewski et al., 2013). Perbedaan tersebut membuat sukuk tidak hanya 

dipahami sebagai instrumen utang, tetapi sebagai instrumen investasi berbasis aset 

yang menekankan kepatuhan syariah dan keterkaitan dengan aktivitas ekonomi riil. 

Tabel 6. 2. Perbandingan Sukuk dan Obligasi Konvensional 

Aspek  Sukuk Obligasi Konvensional 

Dasar Hukum Prinsip syariah Islam; 

berbasis aset riil yang halal 

Hukum perdata atau 

kontrak dan berbasis utang 

Kepemilikan Pemegang memiliki porsi 

atas aset atau proyek yang 

mendasari secara 

proporsional 

Pemegang merupakan 

kreditur dan tidak memiliki 

aset dasar 



 

 

TRANSFORMASI EKONOMI SYARIAH MENUJU PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN 

72 

Imbal Hasil Berasal dari bagi hasil, ujrah 

(sewa), atau margin yang 

halal dan produktif 

Berasal dari kupon bunga 

tetap atau mengambang 

Risiko Risiko terkait aset dasar 

dibagi sesuai struktur akad 

Risiko terutama 

bergantung pada 

kemampuan penerbit 

membayar utang 

Penggunaan 

Dana 

Wajib digunakan untuk 

kegiatan atau aset yang halal 

dan teridentifikasi 

Lebih bebas dan tidak 

selalu terkait dengan aset 

tertentu 

Pengawasan Diawasi oleh Dewan 

Pengawas Syariah dan 

regulator pasar modal 

Diawasi oleh regulator 

pasar modal dan lembaga 

pemeringkat 

Sumber: Diadaptasi dari Ariff dan Safari (2012) serta Godlewski et al. (2013). 

Perbedaan yang paling fundamental terletak pada konsep kepemilikan. Dalam 

obligasi konvensional, pemegang obligasi adalah kreditur yang memiliki klaim atas 

penerbit, bukan atas aset tertentu. Sebaliknya, pemegang sukuk memiliki klaim 

terhadap aset, manfaat, atau proyek yang menjadi dasar penerbitan sukuk. 

Perbedaan ini memengaruhi cara imbal hasil dihitung, risiko dibagi, dan hak 

pemegang instrumen diperlakukan, termasuk ketika terjadi gagal bayar (Ariff & 

Safari, 2012). 

6.2. Sukuk sebagai Instrumen Pembiayaan Pembangunan 

Pembangunan infrastruktur dan layanan publik membutuhkan pembiayaan 

jangka panjang yang besar. Bagi negara berkembang dengan populasi Muslim yang 

signifikan, sukuk menjadi alternatif pembiayaan yang menarik karena mampu 

menggabungkan kebutuhan pendanaan pembangunan dengan prinsip keuangan 

syariah. Sukuk dapat memobilisasi dana investor syariah untuk membiayai proyek-

proyek produktif dan berorientasi pada kemanfaatan publik (Surachman et al., 2023). 

Sehingga, sukuk memiliki potensi besar sebagai instrumen pembiayaan infrastruktur, 
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terutama di negara yang memiliki pasar keuangan Islam yang berkembang (Islam et 

al., 2023). 

Di Indonesia, Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) atau Sukuk Negara telah 

menjadi instrumen penting dalam pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Negara. Berdasarkan data DJPPR, posisi outstanding Sukuk Negara dapat ditelusuri 

melalui data posisi SBN/SBSN, sedangkan dana yang dihimpun melalui Sukuk Negara 

digunakan untuk mendukung pembiayaan APBN, termasuk pembangunan 

infrastruktur dan proyek strategis nasional (Direktorat Jenderal Pengelolaan 

Pembiayaan dan Risiko, 2024). 

6.2.1. Project-Based Sukuk untuk Infrastruktur  

Salah satu inovasi penting dalam struktur sukuk adalah project-based 

sukuk, yaitu sukuk yang hasil penerbitannya dikaitkan langsung dengan aset atau 

proyek tertentu. Model ini memberikan transparansi yang lebih tinggi karena 

investor dapat mengetahui penggunaan dana secara lebih jelas. Di Indonesia, 

pemerintah mengembangkan mekanisme PBS (Project-Based Sukuk) untuk 

membiayai proyek-proyek infrastruktur yang tercantum dalam daftar proyek 

tahunan. 

Melalui mekanisme ini, sukuk tidak hanya menjadi instrumen 

penghimpunan dana, tetapi juga menjadi alat pembiayaan pembangunan yang 

terarah. Kerangka International Capital Market Association et al. (2024) 

menyebutkan bahwa proyek infrastruktur yang dapat dibiayai melalui sukuk 

berkelanjutan mencakup infrastruktur dasar yang terjangkau, seperti air bersih, 

sanitasi, transportasi, energi, serta layanan penting seperti kesehatan, pendidikan, 

dan pelatihan vokasi. Dengan demikian, project-based sukuk dapat menjadi 

instrumen penting untuk memperkuat kualitas infrastruktur publik sekaligus 

menjaga akuntabilitas penggunaan dana. 
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6.2.2. Retail Sukuk dan Inklusi Keuangan 

Inovasi retail sukuk membuka akses investasi syariah bagi masyarakat luas. 

Di Indonesia, pemerintah menerbitkan berbagai produk sukuk ritel seperti Sukuk 

Tabungan (ST), Sukuk Ritel (SR), dan Sukuk Dana Haji Indonesia (SDHI). Produk 

ini dijual melalui platform digital e-SBN, sehingga masyarakat dapat berinvestasi 

dengan nominal minimum yang relatif terjangkau. 

Kehadiran retail sukuk memperluas basis investor dan mendukung agenda 

inklusi keuangan nasional. Masyarakat tidak hanya menjadi penabung atau 

pengguna layanan keuangan, tetapi juga dapat berpartisipasi langsung dalam 

pembiayaan pembangunan negara. Dengan demikian, sukuk ritel menjadi 

instrumen yang mempertemukan investasi masyarakat, prinsip syariah, dan 

kebutuhan pembangunan nasional (Foglie & Keshminder, 2024; Direktorat 

Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko, 2025). 

6.2.3. Kontribusi Sukuk Terhadap Pertumbuhan Ekonomi 

Sukuk memiliki kontribusi penting terhadap pertumbuhan ekonomi 

karena mendorong investasi produktif, memperkuat pembiayaan infrastruktur, 

dan memperdalam pasar keuangan syariah. Penelitian Naz dan Gulzar (2022) 

menunjukkan bahwa penerbitan sukuk berkontribusi positif terhadap 

pertumbuhan ekonomi pada negara-negara Islam yang menjadi sampel 

penelitian. Mekanisme kontribusinya terjadi melalui peningkatan investasi, 

pengembangan infrastruktur, serta pendalaman pasar modal syariah. 

Di Indonesia, pasar sukuk yang berkembang telah membantu membentuk 

ekosistem keuangan syariah yang lebih luas. Ekosistem tersebut mencakup 

perbankan syariah, reksa dana syariah, takaful, dan instrumen pasar modal 

syariah lainnya. Dengan keterhubungan ini, sukuk tidak hanya berfungsi sebagai 

instrumen pembiayaan, tetapi juga sebagai katalisator penguatan industri 

keuangan syariah secara keseluruhan (Ali et al., 2024). 
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6.3. Green Sukuk dalam Mendukung Proyek Ramah Lingkungan  

Green sukuk merupakan instrumen sukuk yang hasil penerbitannya 

digunakan secara khusus untuk membiayai atau membiayai kembali proyek-proyek 

yang memberikan manfaat lingkungan. Instrumen ini menggabungkan prinsip 

keuangan Islam dengan prinsip keuangan hijau. Dari sisi syariah, green sukuk sejalan 

dengan larangan membuat kerusakan di bumi. Dari sisi keberlanjutan, green sukuk 

mendukung pembiayaan proyek yang berorientasi pada pengurangan emisi karbon, 

efisiensi energi, energi terbarukan, pengelolaan air, perlindungan keanekaragaman 

hayati, dan adaptasi perubahan iklim (Alam et al., 2023). 

Secara filosofis, green sukuk menunjukkan adanya keselarasan antara ajaran 

Islam tentang tanggung jawab manusia sebagai pengelola bumi dan agenda investasi 

hijau. Instrumen ini tidak hanya mengejar imbal hasil, tetapi juga memastikan bahwa 

dana yang dihimpun digunakan untuk kegiatan yang memberi manfaat ekologis. 

Dalam praktik internasional, pengembangan green sukuk banyak merujuk pada 

Green Bond Principles yang diterbitkan oleh ICMA, kemudian disesuaikan dengan 

struktur dan prinsip sukuk. Panduan Green, Social, and Sustainability Sukuk 

memberikan kerangka bagi penerbit dan investor agar penerbitan sukuk 

berkelanjutan memiliki standar yang jelas, transparan, dan dapat 

dipertanggungjawabkan (International Capital Market Association et al., 2024). 

Panduan tersebut memang disusun untuk membantu penerbit dan investor 

memahami penerbitan sukuk hijau, sosial, dan berkelanjutan serta menjaga standar 

pasar.  

Pasar green sukuk terus berkembang dalam beberapa tahun terakhir. Laporan 

LSEG menunjukkan bahwa penerbitan green sukuk dan sustainability sukuk 

mengalami peningkatan, dengan Indonesia dan Malaysia sebagai dua negara yang 

berperan penting dalam perkembangan pasar tersebut. Kajian bibliometrik Prayogo 

et al. (2024) menunjukkan bahwa publikasi akademik tentang green sukuk 

meningkat dan semakin berkembang sebagai topik penting dalam keuangan Islam, 

investasi hijau, dan pembangunan berkelanjutan. Hal ini menandakan bahwa green 

sukuk semakin dipandang sebagai instrumen penting dalam mempertemukan 

keuangan Islam, investasi hijau, dan pembangunan berkelanjutan. 
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6.4. Social Sukuk dan Pembiayaan Berbasis Dampak Sosial 

Social sukuk merupakan sukuk yang hasil penerbitannya dialokasikan untuk 

proyek-proyek yang memberikan dampak sosial positif. Proyek tersebut dapat 

mencakup pengentasan kemiskinan, pendidikan, kesehatan, perumahan terjangkau, 

pemberdayaan masyarakat rentan, serta penguatan ekonomi lokal. Jika green sukuk 

lebih menekankan manfaat lingkungan, social sukuk lebih menonjolkan manfaat 

sosial. Keduanya tetap berada dalam kerangka keuangan Islam yang tidak hanya 

berorientasi pada keuntungan, tetapi juga pada falah atau kesejahteraan yang 

menyeluruh. 

Social sukuk juga dapat dipahami sebagai bagian dari investasi bertanggung 

jawab dalam keuangan syariah. Delle Foglie dan Keshminder (2024) menunjukkan 

bahwa SRI sukuk, termasuk social sukuk, berada pada titik temu antara keuangan 

Islam yang beretika dan prinsip ESG yang semakin penting dalam investasi global. 

Dengan demikian, social sukuk memiliki posisi strategis dalam memperluas peran 

pasar modal syariah agar tidak hanya menjadi sarana penghimpunan dana, tetapi 

juga instrumen untuk membiayai perubahan sosial. 

Salah satu inovasi penting dalam social sukuk adalah Cash Waqf Linked Sukuk 

(CWLS) yang dikembangkan di Indonesia. CWLS mengintegrasikan wakaf tunai (cash 

waqf) dengan sukuk negara, sehingga menciptakan instrumen pembiayaan sosial 

yang unik. Dalam mekanismenya, investor menempatkan dana pada instrumen 

sukuk, sementara imbal hasilnya dialihkan untuk program wakaf yang dikelola oleh 

Badan Wakaf Indonesia. Pada saat jatuh tempo, pokok investasi dikembalikan kepada 

investor atau wakif sesuai struktur CWLS yang digunakan (Aufa et al., 2023). Untuk 

pembahasan umum mengenai CWLS, sumber tambahan dapat menggunakan 

Fauziah et al. (2021) dan Hosen et al. (2022). 

CWLS telah digunakan untuk mendukung berbagai program sosial, seperti 

layanan kesehatan, pendidikan, pemberdayaan ekonomi, dan penguatan UMKM 

syariah. Yumna et al. (2024) menunjukkan bahwa program pemberdayaan berbasis 

CWLS di Indonesia dapat meningkatkan kesejahteraan dan inklusi keuangan 

penerima manfaat. Artikel tersebut menganalisis dampak program CWLS terhadap 
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kesejahteraan, inklusi keuangan, partisipasi sosial, dan spiritualitas penerima 

manfaat. Beberapa seri CWLS juga telah diarahkan untuk mendanai fasilitas 

kesehatan, pengembangan pertanian, pembangunan pesantren, pelatihan 

keterampilan, dan akses modal bagi masyarakat kurang mampu. 

Perkembangan CWLS membuka peluang untuk menggabungkan dimensi 

sosial dan lingkungan dalam satu instrumen. Musari (2022) mengusulkan integrasi 

green sukuk dan CWLS sebagai bentuk blended Islamic finance untuk menghadapi 

perubahan iklim. Artikel tersebut secara eksplisit menawarkan model integrasi green 

sukuk dan CWLS sebagai alternatif pembiayaan hijau. Gagasan ini menunjukkan 

bahwa inovasi sukuk dapat bergerak lebih jauh, tidak hanya membiayai proyek sosial 

atau lingkungan secara terpisah, tetapi juga menggabungkan keduanya dalam skema 

pembiayaan yang lebih komprehensif. 

Malaysia juga mengembangkan inovasi social sukuk melalui Sukuk Ihsan, yaitu 

sukuk berbasis hasil atau outcomes-based sukuk yang terinspirasi dari konsep Social 

Impact Bond dan disesuaikan dengan prinsip syariah. Mahomed dan Mahbot (2024) 

menunjukkan bahwa Sukuk Ihsan memberi pelajaran penting mengenai bagaimana 

sukuk dapat dirancang untuk mendorong kinerja sosial yang terukur. Mustapha et al. 

(2023) membandingkan beberapa instrumen social sukuk, seperti Sukuk Prihatin, 

Sukuk Ihsan, dan CWLS, yang masing-masing memiliki keunikan dalam struktur, 

sasaran penerima manfaat, dan mekanisme pengukuran dampak.  

Social sukuk memiliki kontribusi langsung terhadap berbagai tujuan SDGs. 

Instrumen ini dapat mendukung SDG 1 tentang tanpa kemiskinan, SDG 3 tentang 

kehidupan sehat, SDG 4 tentang pendidikan berkualitas, SDG 8 tentang pekerjaan 

layak dan pertumbuhan ekonomi, SDG 10 tentang berkurangnya ketimpangan, serta 

SDG 17 tentang kemitraan untuk mencapai tujuan (El Amri et al., 2021). 

6.5. Praktik dan Perkembangan Sukuk Berkelanjutan  

Sukuk berkelanjutan berkembang sebagai respons terhadap kebutuhan 

pembiayaan yang tidak hanya mempertimbangkan aspek finansial, tetapi juga 

dampak sosial dan lingkungan. Instrumen ini mencakup green sukuk, social sukuk, 
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dan sustainability sukuk yang menggabungkan dimensi lingkungan dan sosial. 

Laporan LSEG (2023) menunjukkan bahwa penerbitan sukuk berkelanjutan terus 

mengalami pertumbuhan dari tahun ke tahun. Fitch Ratings (2023) juga mencatat 

perkembangan sukuk ESG secara berkala melalui Global Sukuk ESG Dashboard. 

Dalam pasar global, sukuk berkelanjutan semakin dipandang sebagai bagian 

dari portofolio investasi yang relevan. Billah, Amar, and Balli (2023) meneliti 

hubungan antara green bond dan sukuk, serta menemukan bahwa keduanya dapat 

saling melengkapi dalam portofolio investasi global. Naeem et al. (2023) juga 

membahas kemampuan sukuk dan green bond sebagai instrumen lindung nilai dan 

safe haven, terutama dalam konteks sebelum dan sesudah pandemi Covid-19. 

Indonesia menjadi salah satu negara penting dalam perkembangan sukuk 

berkelanjutan. Pada 2018, Indonesia menerbitkan sovereign green sukuk perdana 

senilai USD 1,25 miliar. Penerbitan ini kemudian diikuti oleh beberapa seri lanjutan, 

dengan kerangka Green Bond and Sukuk Framework yang mengacu pada standar 

internasional (Ali et al., 2024). Selain green sukuk, Indonesia juga mengembangkan 

CWLS, retail sukuk, sukuk korporat, serta regulasi yang mendukung perkembangan 

pasar sukuk nasional. 

Malaysia memiliki ekosistem sukuk yang lebih matang dan telah lama menjadi 

salah satu pusat sukuk dunia. Bursa Malaysia dan Labuan Financial Services Authority 

memfasilitasi penerbitan dan perdagangan sukuk secara aktif. Securities Commission 

Malaysia juga mengembangkan berbagai kerangka inovatif, termasuk Sustainable and 

Responsible Investment Sukuk Framework, Digital Asset Guidelines, dan Social Finance 

Framework. Salah satu contoh penting adalah penerbitan ASEAN Sustainability SRI 

Sukuk oleh Cagamas Berhad untuk mendukung perumahan terjangkau (Foglie and 

Keshminder, 2024). 

Perkembangan teknologi juga membuka peluang baru dalam industri sukuk. 

Teknologi blockchain dan tokenisasi dapat meningkatkan transparansi, efisiensi, dan 

aksesibilitas pasar sukuk. Delle Foglie et al. (2025) menunjukkan bahwa blockchain 

dapat digunakan untuk memperkuat pengelolaan aset dasar, mengotomatisasi 

pembayaran melalui smart contract, memfasilitasi perdagangan fraksional, mencatat 
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kepemilikan secara aman, serta mengurangi biaya administrasi. Di Indonesia, 

penerbitan CWLS melalui mekanisme securities crowdfunding juga mulai dikaji 

sebagai cara untuk memperluas akses investor ritel dengan modal yang lebih 

terjangkau (Aufa, Pratama and Pati, 2023). 

6.6. Tantangan Regulasi dan Pasar Sukuk 

Meskipun pasar sukuk terus berkembang, masih terdapat berbagai tantangan 

yang perlu diatasi. Salah satu tantangan utama adalah kurangnya standardisasi 

global. Perbedaan interpretasi syariah antara AAOIFI, Securities Commission 

Malaysia, dan regulasi lokal di berbagai negara dapat menciptakan fragmentasi pasar 

sukuk, terutama ketika standar struktur, kepemilikan aset, dan tata kelola belum 

sepenuhnya harmonis (Kusuma & Silva, 2014). Perbedaan tersebut terlihat dalam 

standar syariah, kerangka hukum, standar akuntansi, serta perlakuan pajak atas 

sukuk. 

Standarisasi menjadi penting karena sukuk diperdagangkan lintas yurisdiksi. 

Perbedaan antara sistem hukum common law dan civil law, misalnya, dapat 

memengaruhi struktur penerbitan dan perlindungan investor. Selain itu, perbedaan 

antara standar akuntansi AAOIFI dan IFRS juga dapat menimbulkan variasi dalam 

pelaporan sukuk. Jika tidak dikelola dengan baik, fragmentasi ini dapat menghambat 

pertumbuhan pasar sukuk global (Amin, 2011). Tantangan lain adalah rendahnya 

likuiditas pasar sekunder. Banyak investor institusional, terutama perbankan Islam, 

cenderung memegang sukuk hingga jatuh tempo atau hold to maturity. Selain itu, 

sukuk berbasis piutang memiliki keterbatasan untuk diperdagangkan menurut 

hukum Islam. Ukuran penerbitan yang tidak seragam dan keterbatasan kurva acuan 

imbal hasil syariah juga memengaruhi kedalaman pasar sekunder. 

Dalam konteks green sukuk dan social sukuk, isu greenwashing menjadi 

tantangan serius. Corapi (2023) menyoroti bahwa label hijau atau sosial dapat 

disalahgunakan apabila tidak didukung oleh standar yang jelas, verifikasi yang kuat, 

dan metodologi pengukuran dampak yang dapat dipertanggungjawabkan. Karena itu, 
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penerbitan sukuk berkelanjutan perlu disertai standar pelaporan yang kuat agar 

dampak lingkungan dan sosial dapat dibuktikan secara transparan. 

Pengembangan pasar sukuk juga membutuhkan infrastruktur yang memadai. 

Sistem kliring, penyelesaian transaksi, pemeringkatan sukuk, dan platform 

perdagangan perlu dirancang agar kompatibel dengan prinsip syariah. Lembaga 

pemeringkat juga perlu memahami karakteristik sukuk, termasuk risiko aset dasar, 

struktur akad, dan kepatuhan syariah. Menurut Billah et al. (2023), dinamika sukuk 

dan obligasi juga berkaitan dengan nilai tukar, sehingga pengelolaan risiko dalam 

pasar sukuk global menjadi semakin kompleks. 

6.7. Prospek Inovasi Sukuk untuk Agenda Pembangunan Masa 

Depan  

Prospek sukuk ke depan sangat besar, terutama dalam mendukung agenda 

transisi menuju ekonomi rendah karbon. Green sukuk memiliki peluang untuk 

menjadi instrumen penting dalam pembiayaan transisi energi, khususnya di negara-

negara anggota Organisasi Kerja Sama Islam yang memiliki potensi energi terbarukan 

seperti surya, angin, dan panas bumi. UNDP dan Kuwait Finance House (2024) 

menegaskan bahwa green sukuk dapat mendukung pembiayaan transisi menuju 

ekonomi rendah karbon dan net-zero. Keselarasan antara maqashid al-syariah dan 

agenda iklim global memberi dasar yang kuat bagi perluasan green sukuk (Izzati et 

al., 2025). 

Digitalisasi juga akan menjadi arah penting dalam inovasi sukuk. Tokenisasi 

sukuk melalui teknologi blockchain dan distributed ledger technology dapat membuka 

peluang investasi dengan nominal lebih kecil, mempercepat penyelesaian transaksi, 

meningkatkan transparansi, dan memperluas likuiditas pasar sekunder. Dengan 

tokenisasi, sukuk dapat diperdagangkan secara lebih fleksibel melalui platform 

digital, sehingga akses investor ritel menjadi lebih luas. Beberapa penerapan digital 

sukuk atau digital mudarabah telah dilakukan di berbagai negara, termasuk transaksi 

digital mudarabah di Rusia pada 2024 (Khan et al., 2022; Zawya, 2024). 
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Inovasi lain yang mulai berkembang adalah sustainability-linked sukuk (SLS). 

Berbeda dengan green sukuk yang membatasi penggunaan dana pada proyek hijau, 

SLS menghubungkan struktur imbal hasil dengan pencapaian target keberlanjutan 

tertentu. Target tersebut dapat berupa pengurangan emisi, peningkatan efisiensi 

energi, pengurangan limbah, atau indikator sosial tertentu. Model sustainability-

linked sukuk memberi fleksibilitas bagi penerbit dari berbagai sektor untuk 

mengakses pembiayaan berkelanjutan, sekaligus menciptakan insentif agar mereka 

memenuhi target keberlanjutan yang terukur (Dubai Islamic Bank, 2025). 

Blue sukuk juga menjadi peluang besar, terutama bagi negara kepulauan 

seperti Indonesia. Mutmainah et al. (2022) mengusulkan konsep Cash Waqf Linked 

Blue Sukuk untuk mendukung keberlanjutan ekosistem laut. Blue sukuk dapat 

digunakan untuk membiayai perikanan berkelanjutan, perlindungan pesisir, 

pengelolaan air laut, konservasi ekosistem laut, dan pariwisata bahari yang 

bertanggung jawab. Dengan luas wilayah laut yang besar, Indonesia memiliki ruang 

yang sangat relevan untuk mengembangkan instrumen ini. 

Sukuk juga dapat diarahkan untuk mendukung ketahanan pangan dan 

pertanian berkelanjutan. Pembiayaan melalui sukuk dapat digunakan untuk 

pertanian organik, teknologi pangan, rantai pasok halal, irigasi, logistik pangan, dan 

penguatan petani kecil. Instrumen ini berpotensi mendukung agenda pembangunan 

berkelanjutan, termasuk sektor pangan, agrikultur, dan rantai nilai halal yang lebih 

hijau (World Bank & Islamic Development Bank, 2025). 

Integrasi ESG ke dalam kerangka penilaian sukuk juga akan menjadi tren 

penting. Menurut Goud et al. (2023), perspektif ESG semakin berkembang dalam 

keuangan Islam global. Pengembangan metodologi rating sukuk yang 

menggabungkan kriteria syariah dan ESG dapat meningkatkan kredibilitas sukuk di 

mata investor institusional global. Dengan kerangka ini, sukuk tidak hanya dinilai dari 

kepatuhan syariah dan kelayakan finansial, tetapi juga dari kontribusinya terhadap 

lingkungan, masyarakat, dan tata kelola yang baik. 

Selain itu, sukuk memiliki prospek dalam pembiayaan pasca bencana dan 

ketahanan iklim. Meningkatnya frekuensi bencana akibat perubahan iklim menuntut 
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instrumen pembiayaan yang cepat, terarah, dan berkelanjutan. Sukuk dapat 

digunakan untuk membiayai pemulihan infrastruktur, pembangunan hunian aman, 

sistem peringatan dini, fasilitas kesehatan darurat, serta proyek ketahanan iklim. 

Yasin (2021) menyoroti bahwa CWLS masih menghadapi sejumlah tantangan, antara 

lain rendahnya literasi, keterbatasan pemahaman masyarakat, serta kebutuhan 

penguatan strategi pengembangan ke depan. 

Dengan berbagai inovasi tersebut, sukuk memiliki peluang besar untuk 

menjadi instrumen pembiayaan syariah yang semakin relevan bagi masa depan. 

Peran sukuk tidak hanya terbatas pada penghimpunan dana, tetapi juga mencakup 

pembiayaan lingkungan, sosial, infrastruktur, ketahanan pangan, ekonomi kelautan, 

dan transisi energi. Agar potensi ini dapat diwujudkan, diperlukan penguatan 

regulasi, standardisasi syariah, transparansi pelaporan, inovasi teknologi, serta 

kolaborasi antara pemerintah, regulator, lembaga keuangan, investor, dan 

masyarakat. 
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BAB 7 

UMKM SYARIAH DAN PENGUATAN 

EKONOMI INKLUSIF 

 

UMKM syariah memiliki posisi penting dalam pembangunan ekonomi Islam karena 

berada langsung di tengah kehidupan masyarakat. Ia tidak hanya menjadi unit usaha 

berskala kecil, tetapi juga menjadi ruang tempat nilai syariah, kewirausahaan, 

pemberdayaan, dan distribusi ekonomi bertemu. Dalam konteks ekonomi inklusif, 

UMKM syariah berperan membuka akses usaha, menciptakan lapangan kerja, 

memperkuat rantai pasok halal, dan mendorong perputaran ekonomi di tingkat akar 

rumput. 

Potensi ekonomi umat Islam yang besar belum sepenuhnya berbanding lurus 

dengan kekuatan produksi dan daya saing global. Dunia Islam memiliki jumlah 

penduduk yang besar, sumber daya yang luas, dan pasar halal yang terus 

berkembang. Namun, dalam banyak sektor, negara-negara Muslim masih lebih sering 

menjadi pasar konsumen daripada produsen utama dalam rantai nilai global, 

terutama jika dilihat dari besarnya belanja konsumen Muslim global dan masih 

tingginya ketergantungan impor produk halal-related di negara-negara OIC 

(DinarStandard, 2025; Salaam Gateway, 2025). Dalam konteks inilah UMKM syariah 

menjadi penting, karena mampu mengubah potensi demografis, sumber daya lokal, 

dan nilai Islam menjadi aktivitas ekonomi yang nyata dan produktif. 

7.1. Posisi UMKM dalam Perekonomian Nasional dan Global 

UMKM merupakan tulang punggung perekonomian di hampir seluruh negara. 

World Bank mencatat bahwa UMKM merepresentasikan sekitar 90% dari seluruh 

unit usaha dan menyumbang lebih dari separuh lapangan kerja global (World Bank, 

2025). Di negara-negara OECD, UMKM mewakili sekitar 99% dari seluruh 

perusahaan dan berkontribusi sekitar 50% - 60% terhadap nilai tambah ekonomi 
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(Business at OECD, 2024). Di negara-negara anggota Organisasi Kerja Sama Islam, 

peran UMKM juga menonjol karena sektor swasta dan UMKM menjadi fokus penting 

pembangunan ekonomi, meskipun masih menghadapi hambatan akses pembiayaan, 

regulasi, infrastruktur, dan keterampilan tenaga kerja (SESRIC, 2024). 

Nilai ekonomi Islam global pada 2023 diperkirakan mencapai sekitar USD 7,36 

triliun. Angka tersebut terdiri atas pengeluaran konsumen Muslim pada enam sektor 

riil, yaitu makanan halal, farmasi, kosmetik, fesyen muslim, perjalanan, serta media 

dan rekreasi, yang mencapai USD 2,43 triliun, serta aset keuangan Islam sebesar USD 

4,93 triliun. Pada 2028, pengeluaran konsumen Muslim diproyeksikan meningkat 

menjadi USD 3,36 triliun, sedangkan aset keuangan Islam diproyeksikan mencapai 

USD 7,53 triliun (DinarStandard, 2025). 

Angka tersebut menunjukkan besarnya ruang pertumbuhan UMKM syariah. 

Di balik ekosistem ekonomi halal yang bernilai triliunan dolar, sebagian besar 

produksi riil seperti makanan halal, fesyen muslim, farmasi halal, produk perawatan, 

dan jasa berbasis nilai Islam banyak dijalankan oleh pelaku UMKM. Karena itu, 

penguatan UMKM syariah bukan hanya agenda lokal, tetapi juga bagian dari strategi 

memperkuat posisi ekonomi umat Islam dalam rantai nilai global. 

Laporan OIC Economic Outlook 2024 yang diterbitkan SESRIC menyoroti 

pentingnya sektor swasta dan UMKM dalam pembangunan negara-negara anggota 

OIC (SESRIC, 2024). Laporan tersebut juga mengidentifikasi sejumlah tantangan 

utama, seperti akses pembiayaan yang terbatas, hambatan regulasi, infrastruktur 

yang belum memadai, serta keterbatasan tenaga terampil. Tantangan ini tidak hanya 

terjadi di satu negara, tetapi menjadi persoalan sistemik yang dihadapi UMKM di 

banyak kawasan Muslim, mulai dari Asia Selatan, Afrika, Timur Tengah, hingga Asia 

Tenggara. 

Napitupulu et al. (2026) menemukan peningkatan minat akademik yang 

signifikan terhadap isu digitalisasi dan ketimpangan sosial-ekonomi global.Temuan 

ini menegaskan bahwa UMKM syariah tidak dapat dipahami hanya sebagai isu 

domestik, tetapi sebagai isu global yang berkaitan erat dengan masa depan ekonomi 

dunia Muslim. 
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7.2. Karakteristik UMKM Berbasis Syariah 

UMKM berbasis syariah bukan sekadar usaha milik Muslim atau usaha yang 

menggunakan label Islam. Secara substantif, UMKM syariah adalah entitas usaha yang 

menjadikan prinsip Islam sebagai dasar operasional, tata kelola, pembiayaan, 

produksi, pemasaran, dan tanggung jawab sosial (Menne et al., 2023; Rukmanda et al., 

2025). Perbedaan ini penting karena syariah tidak hanya hadir sebagai identitas, 

tetapi sebagai sistem nilai yang mengarahkan cara usaha dijalankan. 

Karakter pertama UMKM syariah adalah struktur pembiayaan yang bebas riba. 

UMKM syariah menghindari instrumen berbasis bunga dan lebih mengutamakan 

akad seperti murabahah, mudharabah, musyarakah, dan ijarah. Akad-akad ini 

mengubah relasi antara pemilik modal dan pelaku usaha dari hubungan kreditur dan 

debitur menjadi hubungan kemitraan yang lebih adil. Dalam pembiayaan syariah, 

risiko dan keuntungan diupayakan agar dibagi secara proporsional sesuai prinsip 

keadilan dan mekanisme bagi hasil (Ayub, 2007). 

Karakter kedua adalah kepatuhan halal dari hulu ke hilir. Kehalalan tidak 

hanya menyangkut produk akhir, tetapi juga bahan baku, proses produksi, 

penanganan, pengemasan, distribusi, hingga pemasaran. UMKM syariah yang 

konsisten menjaga rantai nilai halal memiliki peluang besar untuk masuk ke pasar 

Muslim global yang terus berkembang (DinarStandard, 2025; Kurniawati et al., 2023). 

Karakter ketiga adalah orientasi pada Maqashid al-Syariah. UMKM syariah 

tidak hanya mengejar keuntungan, tetapi juga mempertimbangkan perlindungan 

agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dengan orientasi ini, pelaku usaha syariah 

perlu memperhatikan dampak usahanya terhadap pekerja, konsumen, masyarakat, 

dan lingkungan. Harahap et al. (2023) menegaskan bahwa tujuan keuangan Islam 

sejalan dengan SDGs, terutama dalam perlindungan kehidupan, pencegahan 

ketimpangan, dan penguatan keadilan sosial. 

Karakter keempat adalah integrasi filantropi Islam dalam model bisnis. Zakat 

usaha, infak, sedekah, dan wakaf produktif tidak hanya ditempatkan sebagai 

kewajiban terpisah dari bisnis, tetapi dapat menjadi bagian dari ekosistem usaha. 

Instrumen tersebut membangun modal sosial, memperkuat kepercayaan komunitas, 

dan membuka jaringan ekonomi yang lebih luas. Maulina et al. (2023) menunjukkan 

bahwa integrasi keuangan sosial Islam dan keuangan komersial Islam berkembang di 
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berbagai negara, termasuk Nigeria, Bangladesh, Uganda, Zanzibar, Kyrgyzstan, 

Finlandia, India, dan Singapura. 

Karakter kelima adalah modal sosial berbasis komunitas keagamaan. UMKM 

syariah sering tumbuh dalam ekosistem komunitas, seperti pesantren, masjid, 

koperasi syariah, komunitas pengajian, dan organisasi Islam. Keterhubungan ini 

menjadi kekuatan karena mampu membangun kepercayaan, jejaring pasar, dan 

solidaritas ekonomi. Napitupulu et al. (2026) menegaskan bahwa kewirausahaan 

berbasis komunitas Islam memiliki dampak sosial yang melampaui dimensi ekonomi 

semata, sehingga perlu dipertimbangkan dalam kebijakan pengembangan UMKM. 

7.3. Hambatan Utama Pengembangan UMKM Syariah 

Meskipun memiliki potensi besar, pengembangan UMKM syariah masih 

menghadapi berbagai hambatan. Hambatan tersebut bersifat multidimensi, mulai 

dari pembiayaan, sertifikasi halal, literasi, infrastruktur digital, hingga ekosistem 

pendukung. Memahami hambatan ini penting agar strategi pengembangan UMKM 

syariah tidak berhenti pada dorongan normatif, tetapi mampu menjawab persoalan 

riil di lapangan. 

Hambatan pertama adalah keterbatasan akses pembiayaan syariah. Meskipun 

industri keuangan syariah global telah berkembang pesat, jangkauannya terhadap 

UMKM masih terbatas. Banyak pelaku UMKM menghadapi persyaratan agunan yang 

tinggi, biaya transaksi yang relatif mahal, dan keterbatasan akses layanan di wilayah 

pedesaan. Saifurrahman dan Kassim (2021, 2022) menunjukkan bahwa rendahnya 

literasi keuangan syariah, keterbatasan pemahaman terhadap produk keuangan 

Islam, serta persyaratan agunan menjadi faktor penting dalam kesenjangan akses 

pembiayaan UMKM. Hambatan serupa juga ditegaskan dalam kajian Saifurrahman 

dan Kassim (2024), terutama terkait regulasi dan praktik perbankan syariah yang 

belum sepenuhnya responsif terhadap kebutuhan UMKM. 

Hambatan kedua adalah biaya dan kompleksitas sertifikasi halal. Bagi banyak 

UMKM, sertifikasi halal masih dipandang sebagai proses yang mahal, rumit, dan 

memerlukan kapasitas administratif yang tidak sederhana. Studi Utama et al. (2025) 

dengan metode Fuzzy AHP–Fuzzy TOPSIS menemukan bahwa keterbatasan sumber 

daya manusia, kurangnya pengetahuan, dan kesulitan memenuhi persyaratan 

dokumentasi merupakan hambatan utama dalam adopsi sertifikasi halal di kalangan 
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UMKM. Temuan ini sejalan dengan Nofandi dan Khalikin (2025) yang menyoroti 

tantangan sertifikasi halal bagi UMKM, termasuk literasi digital, tata kelola, dan 

kompleksitas proses sertifikasi. 

Hambatan ketiga adalah defisit literasi keuangan syariah. Mujiatun et al. 

(2023) menemukan hubungan positif dan signifikan antara literasi keuangan syariah 

dan inklusi keuangan syariah pada pelaku UMKM sektor pariwisata halal. Pelaku 

UMKM yang tidak memahami produk keuangan syariah cenderung sulit 

memanfaatkan instrumen yang tersedia, bahkan dapat kembali menggunakan 

pembiayaan konvensional karena dianggap lebih familiar. Hal ini menunjukkan 

pentingnya pendidikan keuangan syariah yang praktis, mudah dipahami, dan sesuai 

dengan kebutuhan pelaku usaha. 

Hambatan keempat adalah keterbatasan infrastruktur digital dan ekosistem 

pendukung. Harsanto et al. (2024) menunjukkan bahwa teknologi digital, dukungan 

regulasi, akses pembiayaan, serta kegiatan riset dan pengembangan memengaruhi 

kinerja halal value chain UMKM. Jika salah satu unsur tersebut lemah, kemampuan 

UMKM untuk bersaing dalam pasar halal global juga menjadi terbatas. Karena itu, 

penguatan UMKM syariah perlu dilakukan secara ekosistem, bukan hanya melalui 

bantuan modal atau pelatihan sesaat. 

7.4. Peran Pembiayaan Syariah bagi UMKM 

Pembiayaan bagi UMKM bukan hanya persoalan ketersediaan modal, tetapi 

juga menyangkut pola relasi antara pemilik dana dan pelaku usaha. Dalam sistem 

keuangan syariah, pembiayaan dirancang agar lebih dekat dengan prinsip kemitraan, 

keadilan, dan pembagian risiko. Melalui larangan riba dan prinsip bagi hasil, 

hubungan pembiayaan tidak semata-mata menempatkan pelaku usaha sebagai pihak 

yang menanggung beban, tetapi sebagai mitra yang dapat tumbuh bersama lembaga 

keuangan. 

Sejumlah studi menunjukkan bahwa perbankan syariah memiliki hubungan 

positif dengan pertumbuhan ekonomi, terutama melalui pembiayaan dan perluasan 

akses keuangan kepada sektor usaha. Hal ini terlihat dalam studi Tabash dan Dhankar 

(2014), Boukhatem dan Ben Moussa (2018), Caporale dan Helmi (2018), serta Sabiu 

dan Abduh (2021). Perkembangan Islamic fintech, seperti blockchain, peer-to-peer 

financing, crowdfunding syariah, dan kepatuhan digital, juga membuka peluang untuk 
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meningkatkan aksesibilitas dan efisiensi layanan keuangan bagi pelaku usaha kecil 

(Alshater et al., 2022; Qudah et al., 2023; Ramadhani et al., 2025). 

Instrumen pembiayaan syariah yang relevan bagi UMKM mencakup beberapa 

bentuk. Murabahah merupakan akad jual beli dengan margin keuntungan yang 

disepakati di awal dan banyak digunakan karena strukturnya relatif jelas serta mudah 

diterapkan. Sementara itu, mudharabah dan musyarakah merupakan akad berbasis 

bagi hasil yang menempatkan lembaga keuangan sebagai mitra usaha, sehingga lebih 

sesuai untuk pembiayaan produktif dan kemitraan usaha (Ayub, 2007; Dusuki, 2008). 

IFC World Bank Group mendorong pembiayaan Islam di Afrika Sub-Sahara melalui 

kemitraan dengan Banque Islamique du Sénégal untuk memperluas akses 

pembiayaan bagi UMKM, termasuk usaha milik perempuan (International Finance 

Corporation, 2025). 

Selain itu, qard hasan dapat menjadi instrumen pembiayaan sosial yang sangat 

inklusif karena berbentuk pinjaman kebajikan tanpa bunga. Instrumen ini sangat 

relevan bagi pelaku usaha mikro dan keluarga berpenghasilan rendah. Studi di 

Nigeria menunjukkan bahwa akses terhadap pembiayaan bank syariah dapat 

mendorong pertumbuhan UMKM, khususnya melalui peningkatan penyerapan 

tenaga kerja (Sabiu & Abduh, 2021). 

Wakaf tunai atau cash waqf yang dikombinasikan dengan mikrofinansial Islam 

juga menjadi model yang menjanjikan. Abdul Khalim dan Wan Yusoff (2025) 

menunjukkan bahwa integrasi wakaf dengan instrumen keuangan sosial Islam, 

termasuk zakat dan mikrofinansial, dapat mendukung pembangunan inklusif. Model 

ini penting karena dapat menyediakan pembiayaan awal bagi UMKM yang belum 

memenuhi syarat pembiayaan formal. 

Instrumen lain yang semakin relevan adalah Islamic crowdfunding, baik dalam 

bentuk peer-to-peer syariah maupun securities crowdfunding. Model crowdfunding 

syariah menghubungkan pemilik modal dengan pelaku usaha melalui platform digital 

dengan akad yang sesuai syariah, seperti mudharabah, musyarakah, wakalah, dan 

qardh hasan (Ramadhani et al., 2025). Karena berbasis teknologi, model ini lebih 

mudah dikembangkan secara luas dan sesuai dengan kebutuhan pelaku UMKM di era 

digital. 

Namun, pengembangan pembiayaan syariah bagi UMKM tetap menghadapi 

tantangan regulasi. Saifurrahman dan Kassim (2024) mengingatkan bahwa 
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hambatan regulasi dapat membuat sistem keuangan syariah kurang responsif 

terhadap kebutuhan riil pelaku UMKM. Untuk wilayah yang belum memiliki akses 

pada perbankan syariah formal, lembaga keuangan mikro syariah seperti BMT dapat 

menjadi alternatif yang lebih dekat dengan masyarakat. Ascarya et al. (2023) juga 

menunjukkan bahwa integrasi cash waqf dengan BMT dapat membentuk model 

mikrofinansial Islam yang menggabungkan fungsi sosial dan komersia 

7.5. Pemberdayaan UMKM dalam Ekosistem Ekonomi Halal 

Ekosistem halal tidak hanya berarti kumpulan produk yang memiliki label 

halal. Ekosistem halal adalah jaringan produksi, distribusi, pembiayaan, sertifikasi, 

pemasaran, dan konsumsi yang dibangun di atas nilai halal, etika, dan keberlanjutan. 

Jika ekosistem ini berjalan dengan baik, UMKM syariah dapat menjadi pelaku utama 

dalam menciptakan lingkaran ekonomi yang adil, inklusif, dan produktif. 

Nilai ekonomi halal global mencapai sekitar USD 7,3 triliun pada 2023, dengan 

makanan halal sebagai salah satu sektor utama. Pada 2028, nilai tersebut 

diproyeksikan terus meningkat (DinarStandard, 2025). Namun, di balik angka besar 

tersebut, banyak produsen aktual justru berasal dari pelaku usaha kecil dan 

menengah, seperti petani, produsen makanan rumahan, pengrajin, pelaku fesyen 

muslim, dan pengusaha lokal. Banyak dari mereka belum terkoneksi dengan pasar 

global karena keterbatasan sertifikasi, kapasitas produksi, kualitas standar, dan 

jaringan distribusi. 

Raimi et al. (2025) menunjukkan bahwa terdapat hubungan saling 

menguatkan antara kewirausahaan halal dan keuangan Islam dalam membentuk 

ekosistem halal yang kuat. Keuangan Islam menyediakan instrumen pembiayaan 

yang sesuai syariah, sedangkan wirausahawan halal menyediakan produk dan jasa 

yang memenuhi kebutuhan konsumen Muslim. Keduanya dapat membentuk 

ekosistem yang kohesif apabila didukung oleh infrastruktur sertifikasi, pembiayaan, 

teknologi, dan akses pasar. 

Pemberdayaan UMKM dalam ekosistem halal memerlukan beberapa langkah 

penting. Pertama, penguatan kapasitas produksi dan pemenuhan standar halal 

melalui pelatihan teknis, pendampingan produksi, dan standardisasi kualitas. Kedua, 

fasilitasi sertifikasi dan akreditasi melalui penyederhanaan prosedur, subsidi biaya, 

dan pendampingan administratif. Sertifikasi halal memiliki hubungan positif dengan 



 

 

TRANSFORMASI EKONOMI SYARIAH MENUJU PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN 

90 

kinerja operasional dan keuangan UMKM, sehingga perlu dipandang sebagai 

investasi strategis, bukan sekadar beban administratif (Nur Azizah et al., 2025).  

Ketiga, pengembangan jaringan rantai pasok halal yang terintegrasi. UMKM 

perlu dihubungkan dengan distributor, retailer, platform ekspor, dan jaringan logistik 

halal. Harsanto et al. (2024) menunjukkan bahwa kinerja halal value chain UMKM 

dipengaruhi oleh teknologi digital, riset dan pengembangan, pembiayaan syariah, 

serta kepatuhan regulasi secara simultan. Keempat, pemanfaatan instrumen sosial 

Islam, seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf produktif, sebagai sumber permodalan 

awal bagi UMKM yang belum mampu mengakses pembiayaan formal. 

Munir (2025) merekomendasikan pembentukan pusat kewirausahaan digital 

nasional di negara-negara Muslim yang mengintegrasikan pelatihan, pembiayaan, 

dan akses pasar. Model semacam ini penting karena ekosistem halal bersifat lintas 

negara. UMKM syariah tidak hanya membutuhkan bantuan lokal, tetapi juga 

keterhubungan dengan pasar regional dan global. 

7.6. Digitalisasi dan Daya Saing UMKM Syariah 

Digitalisasi mengubah cara UMKM bersaing. Ukuran usaha tidak lagi 

sepenuhnya menentukan jangkauan pasar. Yang semakin menentukan adalah 

konektivitas, data, kemampuan adaptasi, dan kehadiran digital. Bagi UMKM syariah, 

hal ini merupakan peluang sekaligus tantangan. Peluangnya adalah pasar menjadi 

lebih terbuka. Tantangannya adalah tidak semua UMKM memiliki kemampuan 

teknologi, literasi digital, dan infrastruktur yang memadai. 

Sadek et al. (2025), dalam tinjauan tentang konvergensi fintech dan perbankan 

Islam, mengidentifikasi blockchain, artificial intelligence, digital governance, dan green 

fintech sebagai inovasi teknologi yang dapat mentransformasi layanan keuangan 

syariah. Pertama, blockchain dapat digunakan untuk meningkatkan transparansi 

rantai pasok halal. Teknologi ini memungkinkan verifikasi kehalalan produk dari 

sumber bahan baku hingga konsumen akhir secara lebih aman dan sulit dimanipulasi. 

Hendayani dan Fernando (2023) menemukan bahwa adopsi blockchain dapat 

meningkatkan kinerja dan daya saing rantai pasok halal. 

Kedua, AI-driven Shariah compliance screening dapat membantu proses 

verifikasi kepatuhan syariah dalam transaksi keuangan. Otomatisasi ini dapat 

mengurangi biaya kepatuhan dan membuat layanan keuangan syariah lebih 
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terjangkau bagi UMKM kecil. Ketiga, Islamic peer-to-peer lending dan crowdfunding 

memungkinkan akses pembiayaan yang lebih cepat, mudah, dan inklusif, terutama 

bagi pelaku usaha yang belum terjangkau perbankan formal. 

Namun, digitalisasi bukan solusi instan. Kesenjangan akses digital masih 

terjadi antara wilayah perkotaan dan pedesaan, generasi muda dan tua, serta negara 

dengan kualitas infrastruktur digital yang berbeda. Munir (2025) menegaskan bahwa 

perluasan konektivitas seluler melalui kemitraan publik dan swasta menjadi 

prasyarat bagi pengembangan kewirausahaan di negara-negara Muslim. Dari sisi 

regulasi, Muryanto (2023) menunjukkan bahwa belum selarasnya kerangka fintech 

syariah lintas yurisdiksi dapat memperlambat inovasi dan membatasi akses UMKM 

terhadap pembiayaan digital. 

Dari sisi pasar, DinarStandard (2025) mencatat meningkatnya peluang pasar 

ekonomi Islam global, termasuk pada sektor halal, etis, dan berbasis nilai Islam. Hal 

ini menunjukkan bahwa konsumen Muslim muda yang akrab dengan teknologi 

menjadi pasar yang terus berkembang. UMKM syariah yang mampu membangun 

kehadiran digital secara autentik, menjaga kualitas produk, dan menampilkan nilai 

etisnya memiliki peluang besar untuk bersaing di pasar halal global. 

7.7. Kontribusi UMKM Syariah terhadap Pembangunan 

Berkelanjutan 

UMKM syariah memiliki kontribusi penting terhadap pembangunan 

berkelanjutan karena prinsip-prinsipnya sejalan dengan Maqashid al-Syariah dan 

SDGs. Keduanya memiliki perhatian yang sama terhadap perlindungan manusia, 

pengurangan kemiskinan, keadilan sosial, dan keberlanjutan lingkungan. Harahap et 

al. (2023) menunjukkan bahwa tujuan keuangan Islam memiliki keselarasan dengan 

SDGs, terutama pada aspek kemanusiaan, perlindungan kehidupan, pengurangan 

ketimpangan, dan keberlanjutan sosial-ekologis. 

Dalam dimensi ekonomi, UMKM syariah berkontribusi pada pengentasan 

kemiskinan, penciptaan lapangan kerja, dan pengurangan ketimpangan. Skema bagi 

hasil, pembiayaan mikro syariah, zakat produktif, dan wakaf produktif dapat 

memperluas akses usaha bagi masyarakat kecil. Khalim dan Yusoff (2025) 

menunjukkan bahwa integrasi wakaf dan instrumen keuangan sosial Islam, termasuk 

zakat dan mikrofinansial, dapat mendukung pembangunan inklusif serta 
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meningkatkan pendapatan usaha kecil. Ekawaty dan Hanafiansyah (2026) juga 

menegaskan bahwa zakat produktif, wakaf, dan mikrofinansial Islam berkontribusi 

terhadap pengentasan kemiskinan, pertumbuhan pendapatan, dan pemberdayaan 

sosial.  

Dalam dimensi sosial, UMKM syariah dapat memperkuat pendidikan 

kewirausahaan, pemberdayaan perempuan, dan pembangunan komunitas. Ismail et 

al. (2025) menemukan bahwa pendidikan kewirausahaan halal menjadi faktor 

penting dalam membentuk kesadaran dan niat kewirausahaan halal. Napitupulu et al. 

(2026) juga menyoroti meningkatnya perhatian akademik terhadap kewirausahaan 

Islam, inklusivitas, keberlanjutan, digitalisasi, dan ketimpangan sosial ekonomi global. 

Munir (2025) mencatat bahwa kualitas kelembagaan dan infrastruktur digital 

berperan penting dalam memperkuat ekosistem kewirausahaan di negara-negara 

mayoritas Muslim. 

Dalam dimensi lingkungan, UMKM syariah dapat mendorong praktik usaha 

yang lebih bertanggung jawab. Konsep khalifah dan maslahah memberi dasar teologis 

bagi pelaku usaha untuk menjaga lingkungan. Hilwa et al. (2026) menegaskan bahwa 

ajaran Islam memberi dasar moral bagi praktik ekonomi berkelanjutan. Inovasi 

seperti green waqf, sukuk hijau, dan pembiayaan ramah lingkungan dapat membantu 

UMKM mengadopsi praktik produksi yang lebih efisien, rendah limbah, dan sesuai 

dengan agenda keberlanjutan. Inovasi seperti green waqf, sukuk hijau, dan 

pembiayaan ramah lingkungan dapat membantu UMKM mengadopsi praktik 

produksi yang lebih efisien, rendah limbah, dan sesuai dengan agenda keberlanjutan. 

Dalam dimensi tata kelola, UMKM syariah membutuhkan ekosistem kemitraan 

yang kuat. Kolaborasi antara lembaga keuangan syariah, lembaga sertifikasi halal, 

pemerintah, pesantren, masjid, koperasi, platform digital, dan lembaga pembangunan 

global menjadi kunci penguatan UMKM syariah. Harahap et al. (2023) mencatat 

bahwa meskipun keuangan sosial Islam memiliki kapasitas pendanaan yang besar, 

keterbatasan kebijakan masih menghambat kontribusinya. Oleh karena itu, sinergi 

kelembagaan menjadi agenda penting agar UMKM syariah benar-benar dapat 

berperan dalam pembangunan inklusif dan berkelanjutan. 
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BAB 8 

INDUSTRI HALAL DALAM EKOSISTEM 

BISNIS BERKELANJUTAN 

 

INDUSTRI halal dalam ekonomi modern tidak lagi dapat dipahami hanya sebagai 

pemenuhan kewajiban religius. Ia telah berkembang menjadi ekosistem bisnis global 

yang mencakup pangan, minuman, kosmetik, farmasi, fesyen, pariwisata, keuangan 

syariah, dan berbagai sektor gaya hidup. Perkembangan ini menunjukkan bahwa 

halal bukan sekadar label, tetapi juga standar nilai yang berkaitan dengan kualitas, 

keamanan, kebersihan, etika, dan tanggung jawab sosial. 

Dalam konteks pembangunan berkelanjutan, industri halal memiliki posisi 

yang semakin strategis. Prinsip halal yang berpadu dengan konsep thayyiban 

mendorong produk dan layanan yang tidak hanya diperbolehkan secara syariah, 

tetapi juga baik, aman, bersih, dan bermanfaatNilai ini sejalan dengan prinsip 

Environmental, Social, and Governance (ESG), terutama dalam hal perlindungan 

lingkungan, keadilan sosial, transparansi, dan tata kelola bisnis yang bertanggung 

jawab (Warto et al., 2025). 

8.1. Konsep Industri Halal dalam Ekonomi Modern 

Industri halal merepresentasikan ekosistem bisnis yang dibangun 

berdasarkan prinsip syariah dalam proses produksi, distribusi, dan konsumsi (Riaz & 

Chaudry, 2018). Secara etimologis, halal berarti sesuatu yang diperbolehkan atau 

tidak dilarang dalam hukum Islam. Namun, dalam konteks ekonomi modern, makna 

halal telah berkembang menjadi standar komersial global yang mencakup dimensi 

spiritual, etika, kualitas produk, keamanan pangan, dan keberlanjutan lingkungan 

(Bonne & Verbeke, 2008; Warto et al., 2025). 

Riaz dan Chaudry (2018) menjelaskan bahwa industri halal merupakan sistem 

produksi yang mematuhi prinsip hukum Islam dan standar sertifikasi halal. 
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Sementara itu, Bonne dan Verbeke (2008) menekankan bahwa halal dalam rantai 

produksi modern merupakan atribut kualitas berbasis kepercayaan yang 

membutuhkan kontrol, koordinasi, sertifikasi, dan jaminan integritas produk. 

Perspektif ini menunjukkan bahwa konsumen halal masa kini tidak hanya mencari 

kepatuhan religius, tetapi juga menginginkan produk yang berkualitas, transparan, 

aman, dan memberi dampak positif bagi masyarakat serta lingkungan. 

Pertumbuhan permintaan produk halal didorong oleh populasi Muslim global 

yang besar, meningkatnya daya beli konsumen Muslim, serta meningkatnya 

kesadaran konsumen non-Muslim terhadap produk halal yang dinilai bersih, aman, 

dan etis. Fenomena ini menciptakan peluang bisnis besar bagi produsen yang mampu 

mengintegrasikan prinsip halal dengan standar internasional dalam manajemen 

rantai pasok, kualitas produk, dan keberlanjutan usaha (Aziz & Chok, 2013; Warto et 

al., 2025). 

8.1.1. Definisi dan Pengertian Industri Halal 

Industri halal berkelanjutan dibangun atas beberapa prinsip utama yang 

saling terhubung. Prinsip pertama adalah kepatuhan syariah sebagai fondasi etika 

bisnis. Prinsip ini memastikan bahwa setiap aktivitas usaha dilakukan secara jujur, 

adil, transparan, dan bebas dari unsur yang dilarang, seperti riba, maysir, dan 

gharar. Dalam praktik bisnis, nilai ini juga mendorong kerja sama yang saling 

menguntungkan melalui akad seperti musyarakah dan mudharabah. 

Prinsip kedua adalah keberlanjutan lingkungan. Industri halal tidak hanya 

dituntut menghasilkan produk yang halal, tetapi juga perlu memperhatikan cara 

produk tersebut diperoleh, diproses, dikemas, dan didistribusikan. Pengurangan 

limbah, efisiensi energi, konservasi air, penggunaan bahan baku terbarukan, serta 

perlindungan ekosistem menjadi bagian penting dari praktik industri halal yang 

berkelanjutan (Tieman et al., 2012; Warto et al., 2025). 

Prinsip ketiga adalah transparansi dan akuntabilitas. Kepercayaan 

konsumen terhadap produk halal sangat bergantung pada kejelasan informasi, 

keterlacakan bahan baku, keabsahan sertifikasi, serta konsistensi proses 

produksi. Dalam pasar global, transparansi menjadi semakin penting karena 

konsumen tidak hanya ingin mengetahui status halal produk, tetapi juga asal 

bahan, proses produksi, dan dampaknya terhadap lingkungan. 
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Prinsip keempat adalah keadilan sosial. Industri halal perlu memastikan 

bahwa pekerja, pemasok, pelaku UMKM, dan masyarakat lokal memperoleh 

perlakuan yang adil dalam rantai nilai. Keadilan sosial dalam industri halal 

mencakup hubungan usaha yang tidak eksploitatif, kemitraan yang seimbang, 

serta distribusi manfaat ekonomi yang lebih merata. Nilai ini sejalan dengan 

konsep halal yang tidak hanya menekankan status produk, tetapi juga integritas 

proses bisnis dan tanggung jawab sosial (Wilson & Liu, 2011; Warto et al., 2025). 

8.1.2. Prinsip-Prinsip Dasar Industri Halal 

Industri halal berkelanjutan dibangun atas empat pilar utama yang saling 

terintegrasi: (1) prinsip syariah sebagai fondasi etika bisnis, (2) prinsip 

keberlanjutan lingkungan, (3) prinsip transparansi dan akuntabilitas, serta (4) 

prinsip keadilan sosial (Bonne and Verbeke, 2008). Prinsip syariah 

mengintegrasikan nilai-nilai spiritual dengan nilai ekonomi, memastikan bahwa 

setiap transaksi bisnis dilakukan dengan integritas, kepercayaan, dan keadilan. 

Prinsip ini meliputi larangan terhadap riba (bunga), maysir (gambling), dan 

gharar (ketidakpastian eksesif), sambil mempromosikan kerjasama yang saling 

menguntungkan (musyarakah) dan berbagi risiko yang adil (mudarabah).  

Selain itu, Transparansi dan akuntabilitas menjadi krusial dalam 

membangun kepercayaan pasar, terutama mengingat semakin banyaknya 

konsumen non-Muslim yang tertarik dengan produk halal karena persepsi 

kualitas dan keamanannya yang tinggi. Keadilan sosial dalam industri halal 

melibatkan perlakuan yang adil terhadap pekerja, supplier, dan masyarakat lokal, 

serta distribusi manfaat ekonomi yang seimbang di sepanjang rantai pasokan 

(Wilson and Liu, 2011). 

Prinsip keberlanjutan mengacu pada tanggung jawab industri halal 

terhadap lingkungan, ekonomi, dan masyarakat untuk generasi mendatang. Ini 

mencakup pengurangan limbah, efisiensi energi, konservasi air, penggunaan 

bahan baku terbarukan, dan perlindungan ekosistem. Transparansi dan 

akuntabilitas menjadi krusial dalam membangun kepercayaan pasar, terutama 

mengingat semakin banyaknya konsumen non-Muslim yang tertarik dengan 

produk halal karena persepsi kualitas dan keamanannya yang tinggi. Keadilan 

sosial dalam industri halal melibatkan perlakuan yang adil terhadap pekerja, 
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supplier, dan masyarakat lokal, serta distribusi manfaat ekonomi yang seimbang 

di sepanjang rantai pasokan (Tieman, et. al., 2012). 

8.1.3. Signifikansi Halal dalam Ekonomi Global 

Pasar halal global mengalami pertumbuhan pesat dalam dekade terakhir. 

Produk halal tidak lagi hanya dikonsumsi oleh masyarakat Muslim, tetapi juga 

mulai diminati oleh konsumen yang memperhatikan kualitas, keamanan, 

kebersihan, dan etika produksi. Pertumbuhan ini didorong oleh beberapa faktor, 

antara lain meningkatnya jumlah populasi Muslim, bertambahnya kelas 

menengah Muslim global, serta meningkatnya preferensi terhadap produk halal, 

aman, berkualitas, dan bernilai etis (Aziz & Chok, 2013; Bonne & Verbeke, 2008; 

DinarStandard, 2025). 

Dalam perspektif geopolitik ekonomi, industri halal menjadi instrumen 

strategis bagi negara-negara Muslim untuk meningkatkan daya saing 

internasional, mendorong diversifikasi ekonomi, dan menciptakan nilai tambah. 

Malaysia, misalnya, telah menjadikan sertifikasi halal sebagai aset ekonomi 

strategis yang mendukung ekspor dan menarik investasi. Negara ini membangun 

ekosistem halal yang mencakup regulasi, infrastruktur, sertifikasi, riset, dan SDM. 

Indonesia juga memiliki potensi besar untuk menjadi pusat halal global. 

Dengan populasi Muslim terbesar di dunia, kekayaan sumber daya alam, serta 

kapasitas produksi makanan dan produk konsumsi yang besar, Indonesia 

memiliki peluang strategis untuk memperkuat posisi dalam rantai nilai halal 

dunia. Namun, potensi tersebut perlu didukung oleh sertifikasi yang efisien, 

penguatan UMKM halal, standardisasi produk, inovasi teknologi, dan akses pasar 

global yang lebih luas (Hidayat & Musari, 2023; Tieman et al., 2012). 

8.2. Dinamika Pasar Halal Global dan Indonesia 

Pasar halal global mencakup berbagai sektor strategis, mulai dari makanan 

dan minuman, farmasi, kosmetik, fesyen muslim, pariwisata, media, hingga produk 

gaya hidup. Sektor makanan dan minuman masih menjadi kontributor terbesar 

karena berkaitan langsung dengan kebutuhan dasar konsumen Muslim. 

Pertumbuhan sektor ini juga didorong oleh meningkatnya perhatian terhadap 

keamanan pangan, standar religius dalam konsumsi, dan tren konsumsi halal yang 
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semakin dikaitkan dengan kualitas, kepercayaan, dan nilai etis (Aziz & Chok, 2013; 

Bonne & Verbeke, 2008). 

Indonesia sebagai negara dengan jumlah penduduk Muslim terbesar memiliki 

potensi besar dalam industri halal. Industri halal Indonesia tidak hanya penting dari 

sisi konsumsi domestik, tetapi juga memiliki peluang besar untuk ekspor. Produk 

makanan, minuman, perikanan, hasil pertanian, minyak nabati, fesyen muslim, 

kosmetik, dan produk kesehatan memiliki ruang pertumbuhan yang luas apabila 

didukung oleh sertifikasi, kualitas produksi, dan jaringan distribusi yang kuat. 

Peran UMKM dalam industri halal Indonesia sangat strategis. Sebagian besar 

pelaku usaha dalam sektor makanan, minuman, fesyen, dan produk konsumsi halal 

berasal dari UMKM. Hal ini menunjukkan bahwa industri halal Indonesia memiliki 

karakter inklusif karena membuka ruang bagi pelaku usaha kecil dan menengah 

untuk masuk dalam ekonomi global. Namun, agar mampu bersaing, UMKM halal 

perlu didukung melalui pelatihan, sertifikasi, pembiayaan syariah, digitalisasi, dan 

akses pasar yang lebih luas (Hidayat & Musari, 2023). 

8.3. Sertifikasi dan Standarisasi Halal Nasional 

Pemerintah Indonesia telah menunjukkan komitmen dalam pengembangan 

industri halal melalui penguatan regulasi dan kelembagaan. Sertifikasi halal menjadi 

instrumen penting untuk memastikan bahwa produk dan layanan memenuhi 

ketentuan syariah. Dalam sejarahnya, LPPOM MUI berperan besar dalam 

pengembangan sistem sertifikasi halal nasional dan menjadi rujukan penting bagi 

industri halal di Indonesia (LPH LPPOM, 2023). 

Standar halal Indonesia, seperti HAS23000 (Halal Assurance System). 

membantu perusahaan membangun sistem jaminan halal secara lebih terstruktur. 

Sistem ini mencakup pengendalian bahan, proses produksi, produk, sumber daya 

manusia, prosedur, dokumentasi, audit internal, serta evaluasi manajemen agar 

konsistensi halal dapat dipertahankan secara berkelanjutan (Fauzi & Rodin, 2024). 

Proses sertifikasi halal umumnya meliputi penilaian awal terhadap kesiapan 

perusahaan, audit sistem manajemen halal, verifikasi bahan dan proses produksi, 

serta pengawasan setelah sertifikat diterbitkan. Proses ini penting untuk memastikan 

bahwa kepatuhan halal tidak hanya terjadi pada saat audit, tetapi menjadi bagian dari 
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budaya operasional perusahaan dan rantai pasok halal secara menyeluruh (Fauzi & 

Rodin, 2024; Tieman et al., 2012). 

Pengembangan industri halal Indonesia ke depan membutuhkan peta jalan 

yang jelas dan terintegrasi. Target menjadi pusat halal global perlu didukung oleh 

kolaborasi antara pemerintah, industri, akademisi, lembaga sertifikasi, pelaku UMKM, 

dan masyarakat. Upaya tersebut mencakup penguatan standar nasional, harmonisasi 

dengan standar global, pengembangan sumber daya manusia halal, pemberian 

insentif bagi bisnis halal, digitalisasi UMKM halal, serta pembentukan ekosistem 

kelembagaan untuk mendorong Indonesia menuju pusat UMKM halal global (Hidayat 

& Musari, 2023). 

8.4. Sektor-sektor Strategis Industri Halal 

Industri halal mencakup banyak sektor yang saling terhubung. Setiap sektor 

memiliki karakteristik, tantangan, dan peluang yang berbeda. Namun, semuanya 

memiliki benang merah yang sama, yaitu kebutuhan terhadap kepatuhan syariah, 

kualitas produk, keamanan, transparansi, dan keberlanjutan. 

8.4.1. Sektor Pangan dan Minuman (Food & Beverage) 

Sektor pangan dan minuman merupakan tulang punggung industri halal 

global. Produk pangan halal mencakup daging, unggas, hasil perikanan, makanan 

olahan, minuman, serta produk berbasis tumbuhan yang memenuhi standar halal 

dalam seluruh proses produksinya. Karakteristik utama pangan halal meliputi 

penggunaan bahan yang diperbolehkan, proses produksi yang bersih, sistem 

pemisahan dari produk non-halal, pencegahan kontaminasi silang, serta 

dokumentasi yang dapat ditelusuri (Riaz & Chaudry, 2018; Tieman et al., 2012). 

Minuman halal juga mengalami perkembangan pesat, terutama minuman 

non-alkohol, minuman kesehatan, produk herbal, dan minuman tradisional yang 

dikembangkan dengan teknologi modern. Dalam sektor ini, teknologi pengolahan, 

pengemasan, penyimpanan, dan distribusi menjadi sangat penting untuk menjaga 

kualitas, keamanan, dan daya tahan produk. Inovasi dalam cold chain, kemasan 

ramah lingkungan, serta metode pengawetan alami dapat menjadi keunggulan 

kompetitif bagi produsen halal (Kurniawati et al., 2023; Tieman et al., 2012). 
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8.4.2. Sektor Farmasi dan Kesehatan 

Industri farmasi halal menjadi salah satu sektor yang berkembang cepat 

karena meningkatnya kesadaran konsumen Muslim terhadap kandungan obat 

dan produk kesehatan. Produk farmasi halal harus bebas dari bahan yang 

dilarang, seperti unsur babi, alkohol tertentu, dan bahan lain yang tidak sesuai 

dengan prinsip syariah. Sertifikasi halal dalam sektor farmasi mencakup 

pemeriksaan bahan baku, validasi pemasok, proses manufaktur, pengendalian 

kualitas, penyimpanan, serta sistem keterlacakan produk (Rashid & Bojei, 2020; 

Tieman et al., 2012). 

Sektor kesehatan halal juga mencakup produk wellness, suplemen, 

kosmetik, dan perawatan tubuh. Produk skincare, kosmetik, dan suplemen halal 

banyak diminati oleh konsumen yang peduli pada kesehatan, keamanan, dan etika 

produksi. Tren penggunaan bahan alami dan organik dalam kosmetik halal 

menciptakan sinergi dengan gerakan keberlanjutan global. Produk yang memiliki 

sertifikasi halal sekaligus standar organik, etis, atau berkelanjutan dapat 

memperoleh nilai tambah di pasar karena konsumen semakin 

mempertimbangkan kualitas, keamanan, dan tanggung jawab sosial-lingkungan 

produk (Aziz & Chok, 2013; Handriana et al., 2021). 

8.4.3. Sektor Keuangan Syariah dan Pariwisata Halal 

Keuangan syariah berperan sebagai penggerak utama industri halal karena 

menyediakan pembiayaan yang sesuai dengan prinsip Islam. Perbankan syariah, 

takaful, sukuk, pembiayaan mikro syariah, dan fintech syariah dapat membantu 

pelaku industri halal memperoleh modal, mengelola risiko, dan memperluas 

usaha. Kehadiran layanan keuangan digital syariah juga mempercepat inklusi 

keuangan bagi UMKM halal dan membuka akses yang lebih luas ke pasar nasional 

maupun global (Alshater et al., 2022; Qudah et al., 2023). 

Pariwisata halal berkembang sebagai pasar khusus yang semakin penting. 

Pertumbuhan ini didorong oleh meningkatnya daya beli wisatawan Muslim dan 

kebutuhan terhadap destinasi yang ramah terhadap nilai-nilai Islam. Pariwisata 

halal mencakup ketersediaan makanan halal, fasilitas ibadah, layanan akomodasi 

yang sesuai, lingkungan yang aman, serta pelayanan yang menghormati 

kebutuhan wisatawan Muslim. Indonesia dan Malaysia termasuk destinasi 
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unggulan dalam Global Muslim Travel Index 2024, sedangkan Malaysia dan Brunei 

banyak dibahas sebagai contoh pengembangan pariwisata ramah Muslim di Asia 

Tenggara (Mastercard & CrescentRating, 2024; Sumardi et al., 2025).  

8.5. Halal Supply Chain dan Standar Keberlanjutan 

8.5.1. Konsep dan Integrasi dengan Sustainability 

Halal supply chain merupakan sistem manajemen rantai pasok yang 

mengintegrasikan prinsip halal dari sumber bahan baku hingga produk diterima 

oleh konsumen akhir. Sistem ini mencakup pengadaan bahan, proses produksi, 

penyimpanan, distribusi, transportasi, pemasaran, dan konsumsi. Karakter utama 

halal supply chain adalah pemisahan produk halal dari non-halal, keterlacakan, 

transparansi, dokumentasi lengkap, serta kontrol kualitas di setiap tahap operasi 

(Rashid & Bojei, 2020; Tieman et al., 2012). 

Integrasi halal supply chain dengan standar keberlanjutan menciptakan 

sinergi antara kebutuhan religius, tanggung jawab lingkungan, dan keadilan sosial. 

Prinsip keberlanjutan seperti pengurangan limbah, efisiensi energi, konservasi air, 

penggunaan bahan baku terbarukan, dan kemasan ramah lingkungan sejalan 

dengan nilai Islam tentang amanah terhadap alam dan generasi mendatang. 

Beberapa industri halal mulai mengadopsi praktik berkelanjutan seperti kemasan 

biodegradable, penggunaan energi terbarukan, pengelolaan limbah, dan 

perlindungan ekosistem di wilayah sumber bahan baku (Kurniawati et al., 2023; 

Warto et al., 2025). 

8.5.2. Teknologi dalam Halal Supply Chain 

Kemajuan teknologi informasi membuka peluang besar dalam penguatan 

rantai pasok halal. Teknologi blockchain, dengan karakter tidak mudah diubah 

(immutable), transparan, dan terdesentralisasi, dapat menjadi solusi untuk 

meningkatkan keterlacakan dan kepercayaan dalam halal supply chain. Melalui 

blockchain, informasi tentang asal bahan baku, proses produksi, sertifikasi, 

distribusi, dan penyimpanan dapat dicatat secara lebih aman dan mudah 

diverifikasi. Beberapa kajian menunjukkan bahwa blockchain dapat memperkuat 

transparansi dan keterlacakan rantai pasok halal, termasuk dalam konteks 
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ekosistem rantai pasok halal Indonesia (Alamsyah et al., 2022; Alourani & Khan, 

2025).  

Penerapan blockchain dalam rantai pasok pangan halal dapat 

meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap klaim halal, mengurangi biaya 

audit, dan mempercepat proses verifikasi. Namun, adopsinya masih menghadapi 

tantangan, seperti biaya implementasi yang tinggi, kesiapan pelaku usaha, dan 

kebutuhan standardisasi protokol data antar pemangku kepentingan. 

Selain blockchain, teknologi Internet of Things (IoT), kecerdasan buatan 

(Artificial Intelligence), dan big data analytics juga mulai digunakan dalam industri 

halal. IoT dapat memantau suhu, kelembapan, dan kondisi penyimpanan produk 

halal secara langsung. Kecerdasan buatan dapat membantu mendeteksi risiko 

kontaminasi dan memperkirakan permintaan pasar. Sementara itu, big data 

analytics, IoT, dan AI dapat membantu pelaku usaha memahami perilaku 

konsumen, memantau proses produksi, dan mengoptimalkan rantai pasok. 

Integrasi teknologi ini membentuk ekosistem Halal 4.0, yaitu adaptasi konsep 

Industri 4.0 ke dalam konteks industri halal (Rejeb et al., 2021; Suganda et al., 

2025).  

8.6. Sertifikasi Halal sebagai Instrumen Kepercayaan Pasar 

Sertifikasi halal telah berkembang menjadi instrumen strategis dalam industri 

halal modern. Pada awalnya, sertifikasi halal berfungsi sebagai penanda kepatuhan 

produk terhadap hukum Islam. Namun, dalam perkembangan ekonomi global, 

sertifikasi halal kini juga menjadi simbol kualitas, keamanan, transparansi, dan 

kredibilitas bisnis. Konsumen modern, baik Muslim maupun non-Muslim, semakin 

menjadikan sertifikat halal sebagai indikator kepercayaan terhadap suatu produk 

atau layanan. 

Dalam konteks bisnis global, sertifikasi halal tidak lagi hanya berkaitan dengan 

aspek religius, tetapi juga menjadi bagian dari strategi daya saing industri. Produk 

yang memiliki sertifikasi halal cenderung lebih mudah diterima di pasar internasional 

karena dianggap memiliki standar pengawasan yang ketat, sistem produksi yang 

jelas, serta proses yang lebih higienis dan terkontrol. Oleh karena itu, sertifikasi halal 

menjadi salah satu instrumen penting dalam memperkuat posisi industri halal dalam 

ekosistem bisnis berkelanjutan. 
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8.6.1. Sistem Sertifikasi dan Standar Global 

Sertifikasi halal telah berkembang menjadi sistem formal yang diakui 

secara internasional dan menjadi elemen penting dalam global halal industry. 

Berbagai lembaga sertifikasi halal internasional seperti International Islamic Halal 

Certification (IIHC), International Halal Accreditation Forum (IHAF), dan badan 

sertifikasi nasional di lebih dari 100 negara telah membentuk standar yang saling 

diakui dalam perdagangan global. 

Beberapa standar internasional yang banyak digunakan antara lain MS 

1500, HAS 23000, serta standar pendukung seperti ISO 26000 tentang tanggung 

jawab sosial. Standar-standar tersebut memberikan kerangka dalam proses 

sertifikasi halal, audit, pengawasan, dan continuous improvement (Department of 

Standards Malaysia, 2019; Fauzi & Rodin, 2024; International Organization for 

Standardization, 2010).  

Di Indonesia, LPPOM MUI menjadi salah satu lembaga yang memiliki peran 

besar dalam pengembangan sistem sertifikasi halal nasional. Sistem sertifikasi 

halal yang diterapkan mencakup beberapa tahapan utama, seperti: 

1. On-site audit untuk memeriksa proses produksi secara langsung.  

2. Evaluasi formula produk dan verifikasi bahan baku (ingredient 

verification).  

3. Monitoring dan pengawasan berkala.  

4. Renewal audit untuk memastikan konsistensi kepatuhan halal.  

Proses sertifikasi juga menuntut dokumentasi yang lengkap pada setiap 

tahap produksi, penerapan halal control system, serta komitmen manajemen 

terhadap sistem jaminan halal. Selain itu, adanya mutual recognition agreement 

dengan lembaga sertifikasi internasional turut meningkatkan kredibilitas 

sertifikat halal Indonesia di pasar global dan mempermudah akses ekspor ke 

berbagai negara tujuan (Kementerian Agama Republik Indonesia, 2024). 

8.6.2. Peran Sertifikasi dalam Membangun Kepercayaan dan Daya 

Saing 

Sertifikasi halal memiliki peran yang sangat penting dalam membangun 

kepercayaan konsumen dan menciptakan competitive advantage di pasar global. 



 

 

103 

INDUSTRI HALAL DALAM EKOSISTEM BISNIS BERKELANJUTAN 

Bagi konsumen Muslim, sertifikat halal menjadi jaminan bahwa produk yang 

dikonsumsi sesuai dengan prinsip syariah. Sementara bagi konsumen non-

Muslim, produk halal sering dipersepsikan sebagai produk yang lebih higienis, 

aman, berkualitas, dan diproduksi secara etis. 

Penelitian menunjukkan bahwa sertifikasi halal meningkatkan 

kepercayaan, niat membeli, serta kesediaan konsumen untuk memilih produk 

halal, terutama di pasar dengan konsumen Muslim yang besar (Aziz & Chok, 2013; 

Handriana et al., 2021). Dengan demikian, sertifikasi halal bukan hanya instrumen 

kepatuhan, tetapi juga strategi pemasaran dan pembangunan merek (branding). 

Integrasi sertifikasi halal dengan standar internasional lainnya seperti ISO 

9001 (Quality Management), FSSC 22000 (Food Safety System Certification), dan 

BRC (British Retail Consortium Standard) menciptakan proposisi nilai yang lebih 

kuat. Produk yang memiliki beberapa sertifikasi sekaligus menjadi lebih 

kompetitif karena memenuhi ekspektasi konsumen modern yang semakin kritis 

terhadap kualitas, keamanan, dan keberlanjutan produk. 

Selain itu, muncul tren integrasi sertifikasi halal dengan sertifikasi 

keberlanjutan (halal + sustainability certification). Produk yang memiliki sertifikat 

halal sekaligus memenuhi standar lingkungan dan sosial memperoleh nilai 

tambah di pasar global, khususnya bagi konsumen yang peduli pada isu 

lingkungan dan etika produksi. Integrasi ini menciptakan diferensiasi produk 

yang kuat sekaligus membuka peluang premium pricing (Aziz & Chok, 2013; 

Warto et al., 2025). 

8.7. Tantangan Daya Saing Industri Halal 

Meskipun industri halal mengalami pertumbuhan yang sangat pesat, masih 

terdapat berbagai tantangan yang menghambat pengembangannya secara optimal. 

Tantangan tersebut mencakup aspek teknis, finansial, regulasi, pasar, hingga integrasi 

keberlanjutan. 

8.7.1. Tantangan Teknis dan Operasional  

Pelaku industri halal masih menghadapi keterbatasan akses terhadap 

bahan baku bersertifikat halal, kebutuhan investasi infrastruktur produksi yang 

tinggi, serta keterbatasan sumber daya manusia yang memahami standar halal 



 

 

TRANSFORMASI EKONOMI SYARIAH MENUJU PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN 

104 

dan praktik terbaik industri. Selain itu, menjaga integritas halal (halal integrity) 

dalam rantai pasok yang panjang dan kompleks juga menjadi tantangan besar. 

8.7.2. Tantangan Finansial  

Biaya sertifikasi halal relatif tinggi, terutama bagi UMKM yang memiliki 

keterbatasan modal. Selain itu, akses terhadap pembiayaan formal dan investasi 

untuk pengembangan usaha halal masih terbatas. Banyak pelaku usaha juga 

menghadapi ketidakpastian return on investment ketika memasuki pasar halal 

baru atau mengembangkan produk inovatif. 

8.7.3. Tantangan Regulasi  

Perbedaan standar halal antar negara dan belum optimalnya harmonisasi 

regulasi menjadi kendala utama dalam perdagangan global produk halal. Selain 

itu, koordinasi antar lembaga pemerintah dan ketidakkonsistenan penerapan 

regulasi di beberapa wilayah turut memperlambat pengembangan industri halal. 

8.7.4. Tantangan Pasar  

Produk halal masih menghadapi persaingan harga dengan produk 

konvensional yang lebih murah. Di sisi lain, penetrasi pasar halal memerlukan 

investasi besar dalam pembangunan merek, edukasi konsumen, dan penguatan 

distribusi. Tingkat kesadaran masyarakat terhadap produk halal juga masih 

berbeda-beda di setiap negara dan segmen pasar. 

8.7.5. Tantangan Integrasi Keberlanjutan  

Integrasi prinsip keberlanjutan dalam industri halal membutuhkan biaya 

dan kapasitas tambahan. Pelaku usaha perlu mengembangkan sistem pengukuran 

dampak lingkungan dan sosial, memperbaiki proses produksi agar lebih ramah 

lingkungan, serta menyesuaikan standar operasional dengan prinsip 

keberlanjutan global (Ali and Suleiman, 2018; Khan, Khan and Haleem, 2022; 

Islam et al., 2023). Oleh karena itu, penyelesaian tantangan industri halal 

memerlukan kolaborasi lintas pemangku kepentingan, peningkatan kapasitas 

sumber daya manusia, adopsi teknologi, serta dukungan kebijakan yang kuat dari 

pemerintah dan lembaga terkait. 
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8.8. Strategi Penguatan Ekosistem Industri Halal Berkelanjutan 

Penguatan industri halal tidak dapat dilakukan secara parsial. Dibutuhkan 

pendekatan ekosistem yang melibatkan pemerintah, industri, lembaga keuangan, 

akademisi, masyarakat, dan konsumen secara bersama-sama. 

8.8.1. Policy Framework dan Strategi Pemerintah 

Pemerintah memiliki peran penting dalam menciptakan enabling 

environment bagi pertumbuhan industri halal. Kebijakan strategis yang 

diperlukan meliputi: 

1. Penyusunan regulasi halal yang jelas dan mendukung.  

2. Pemberian insentif bagi perusahaan yang melakukan sertifikasi halal dan 

peningkatan standar keberlanjutan.  

3. Dukungan pembiayaan dan subsidi bagi UMKM halal.  

4. Pengembangan kawasan industri halal, pusat logistik halal, dan 

laboratorium pengujian.  

5. Kerja sama perdagangan internasional, harmonisasi standar halal, serta 

penguatan ekosistem Global Halal Hub dapat mendukung perluasan akses 

pasar produk halal Indonesia (Hidayat & Musari, 2023; Istiqlal, 2023). 

8.8.2. Capacity Building dan Inovasi Teknologi 

Pengembangan sumber daya manusia menjadi faktor penting dalam 

meningkatkan daya saing industri halal. Program pelatihan, pendidikan vokasi, 

sertifikasi auditor halal, dan peningkatan kapasitas pelaku UMKM perlu dilakukan 

secara berkelanjutan. 

Selain itu, investasi dalam riset dan pengembangan (research and 

development) juga sangat penting, terutama dalam pengembangan teknologi 

pangan halal, bahan alternatif, sustainable packaging, dan optimalisasi rantai 

pasok halal. Penguasaan teknologi seperti blockchain, IoT, dan Artificial 

Intelligence akan membantu industri halal meningkatkan efisiensi, transparansi, 

dan daya saing global (Alamsyah et al., 2022; Rejeb et al., 2021; Suganda et al., 

2025). 
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8.8.3. Kolaborasi dan Partnership Model 

Model Public-Private Partnership (PPP) terbukti efektif dalam 

mempercepat pengembangan infrastruktur halal dan memperkuat daya saing 

industri. Kolaborasi antara pemerintah, industri, lembaga sertifikasi, perguruan 

tinggi, dan organisasi masyarakat dapat menciptakan economies of scale serta 

mempercepat transfer pengetahuan dan teknologi. 

Kerja sama dengan lembaga sertifikasi internasional dan penyedia 

teknologi juga penting untuk menghadirkan praktik terbaik global ke dalam 

industri halal nasional. Sementara itu, keterlibatan organisasi konsumen dan 

lembaga masyarakat dapat meningkatkan akuntabilitas dan kepercayaan publik 

terhadap industri halal (Rashid & Bojei, 2020; Bonne & Verbeke, 2008). 

8.8.4. Sustainability Integration dan Measurement Framework 

Integrasi keberlanjutan dalam industri halal memerlukan penerapan 

prinsip ekonomi sirkular, penggunaan energi terbarukan, pengurangan limbah, 

serta konservasi air dan sumber daya alam. Pengembangan sustainability 

measurement framework menjadi penting untuk mengukur dampak lingkungan 

dan sosial industri halal. Indikator seperti carbon footprint, konsumsi energi, 

pengelolaan limbah, praktik ketenagakerjaan, serta dampak terhadap komunitas 

lokal perlu diintegrasikan dalam sistem pelaporan perusahaan. 

Pelaporan keberlanjutan yang transparan dapat meningkatkan 

kepercayaan konsumen dan memperkuat posisi produk halal di pasar global yang 

semakin peduli terhadap isu lingkungan dan sosial. Selain itu, integrasi industri 

halal dengan SDGs membuka peluang lebih besar bagi industri halal untuk 

menjadi bagian dari agenda pembangunan global yang inklusif dan berkelanjutan 

(Kurniawati et al., 2023; Warto et al., 2025). 

Industri halal berkelanjutan merepresentasikan titik temu antara 

kebutuhan ekonomi, nilai religius, dan tanggung jawab lingkungan. Dengan 

strategi yang komprehensif melalui kolaborasi lintas sektor, penguatan kapasitas, 

inovasi teknologi, dan integrasi keberlanjutan, Indonesia memiliki peluang besar 

untuk memperkuat posisinya sebagai salah satu pusat industri halal global 

sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif, adil, dan 

berkelanjutan (Hidayat & Musari, 2023; Istiqlal, 2023). 
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BAB 9 
PENGEMBANGAN EKONOMI SYARIAH BERBASIS 

SEKTOR RIIL DAN PEMBERDAYAAN UMAT 

 

EKONOMI syariah tidak hanya berbicara tentang lembaga keuangan, akad, atau 

produk perbankan. Lebih jauh, ekonomi syariah berakar pada aktivitas nyata yang 

menggerakkan kehidupan masyarakat, seperti produksi, perdagangan, pertanian, 

industri halal, UMKM, dan pemberdayaan ekonomi berbasis komunitas. Sektor riil 

menjadi ruang penting tempat nilai-nilai syariah diterjemahkan dalam praktik 

ekonomi yang produktif, adil, dan memberi manfaat langsung bagi masyarakat. 

Penguatan sektor riil menjadi penting karena pembangunan ekonomi tidak 

cukup hanya bertumpu pada pertumbuhan aset keuangan. Ekonomi yang sehat harus 

mampu menciptakan lapangan kerja, memperluas akses usaha, mengurangi 

ketimpangan, dan memperkuat kemandirian masyarakat. Dalam kerangka ini, 

ekonomi syariah hadir sebagai pendekatan yang menempatkan kemaslahatan, 

keadilan distribusi, dan keberlanjutan sebagai arah utama pembangunan. 

9.1. Konsep Sektor Riil dalam Ekonomi Syariah 

Sektor riil menempati posisi penting dalam ekonomi syariah karena berkaitan 

langsung dengan aktivitas produksi barang dan jasa yang dibutuhkan masyarakat. 

Berbeda dengan kegiatan ekonomi yang hanya berputar pada transaksi finansial, 

sektor riil menciptakan nilai tambah nyata melalui kerja, perdagangan, investasi 

produktif, dan distribusi hasil ekonomi. Karena itu, penguatan sektor riil menjadi 

dasar bagi ekonomi yang stabil dan bermanfaat luas. 

Dalam ekonomi syariah, sektor keuangan idealnya tidak berdiri sendiri, tetapi 

harus terhubung dengan sektor riil. Pembiayaan syariah, investasi, dan instrumen 

keuangan lain seharusnya diarahkan untuk mendukung aktivitas produktif yang 

halal, adil, dan memberi dampak sosial. Prinsip ini sejalan dengan tujuan Maqashid al-
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Syariah, yaitu menjaga harta, kehidupan, dan kesejahteraan masyarakat secara 

berimbang (Chapra, 2008). 

9.1.1. Sektor Riil sebagai Fondasi Ekonomi Islam 

Sektor riil merupakan fondasi utama dalam ekonomi Islam karena aktivitas 

ekonomi yang dianjurkan dalam Islam selalu berkaitan dengan penciptaan nilai 

nyata. Perdagangan, pertanian, produksi, jasa, dan kerja produktif menjadi bagian 

penting dari kehidupan ekonomi umat. Islam tidak menolak keuntungan, tetapi 

keuntungan harus diperoleh melalui aktivitas yang halal, produktif, dan tidak 

merugikan pihak lain. Dengan demikian, sektor riil menjadi ruang utama bagi 

penerapan nilai keadilan dan kemaslahatan dalam kegiatan ekonomi. 

Keterkaitan antara sektor keuangan dan sektor riil menjadi salah satu 

pembeda penting ekonomi syariah. Dalam sistem keuangan syariah, pembiayaan 

tidak boleh lepas dari aktivitas ekonomi yang nyata (Ariga et al., 2025). Setiap 

transaksi idealnya memiliki dasar aset, barang, jasa, atau kegiatan usaha yang 

jelas. Prinsip ini mencegah uang berkembang hanya melalui uang, tanpa 

kontribusi terhadap produksi dan kesejahteraan masyarakat. Karena itu, ekonomi 

syariah mendorong hubungan yang kuat antara pemilik modal, pelaku usaha, 

tenaga kerja, dan konsumen. 

Larangan riba, spekulasi berlebihan, dan aktivitas nonproduktif juga 

menunjukkan bahwa Islam menghendaki sistem ekonomi yang sehat dan 

berkeadilan. Riba dilarang karena menciptakan keuntungan tanpa partisipasi 

risiko yang seimbang. Spekulasi berlebihan atau maysir dilarang karena 

menjadikan ekonomi tidak stabil dan menjauh dari aktivitas produktif. Begitu pula 

gharar atau ketidakjelasan yang berlebihan, karena dapat menimbulkan 

ketidakadilan dalam transaksi. Larangan-larangan ini bukan hanya aturan hukum, 

tetapi juga mekanisme etis untuk menjaga agar ekonomi tetap terhubung dengan 

sektor riil (Dusuki & Abdullah, 2007). 

Prinsip asset-backed economy dalam ekonomi syariah memperkuat posisi 

sektor riil. Setiap pembiayaan harus memiliki hubungan dengan aset atau aktivitas 

yang nyata. Misalnya, pembiayaan murabahah berkaitan dengan jual beli barang, 

ijarah berkaitan dengan manfaat jasa atau aset, sedangkan mudharabah dan 

musyarakah berkaitan dengan kerja sama usaha. Melalui prinsip ini, keuangan 
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syariah diarahkan untuk mendukung kegiatan ekonomi yang benar-benar 

menghasilkan manfaat, bukan sekadar menciptakan transaksi finansial di atas 

kertas. 

Produksi dalam ekonomi Islam juga memiliki dimensi moral. Produsen 

tidak hanya bertugas menghasilkan barang, tetapi juga memastikan bahwa proses 

produksi tidak merusak lingkungan, tidak mengeksploitasi tenaga kerja, dan tidak 

menghasilkan produk yang membahayakan masyarakat . Prinsip halal dan thayyib 

menjadi dasar penting dalam aktivitas produksi. Halal memastikan kesesuaian 

dengan syariah, sedangkan thayyib menekankan kualitas, keamanan, manfaat, dan 

kebaikan bagi manusia serta lingkungan. 

Perdagangan juga memiliki posisi penting dalam sejarah ekonomi Islam. 

Nabi Muhammad SAW dikenal sebagai pedagang yang menjunjung tinggi 

kejujuran, amanah, dan keadilan. Nilai ini menunjukkan bahwa perdagangan 

dalam Islam bukan sekadar pertukaran barang dan uang, tetapi juga ruang 

pembentukan kepercayaan sosial. Dalam konteks modern, nilai tersebut relevan 

untuk membangun ekosistem bisnis syariah yang transparan, beretika, dan 

berorientasi pada hubungan jangka panjang (Arifa et al., 2025). 

Distribusi menjadi aspek lain yang tidak kalah penting. Ekonomi syariah 

tidak hanya mendorong produksi dan perdagangan, tetapi juga memastikan agar 

hasil ekonomi tidak terkonsentrasi pada kelompok tertentu. Instrumen seperti 

zakat, infak, sedekah, wakaf, dan pembiayaan berbasis kemitraan menjadi 

mekanisme untuk memperluas distribusi manfaat (Sugianto et al., 2025; (Wibowo 

et al., 2026). Dengan demikian, sektor riil dalam ekonomi Islam tidak hanya 

berfungsi menciptakan pertumbuhan, tetapi juga memperkuat keadilan sosial dan 

pemberdayaan umat. 

9.1.2. Prinsip Keadilan dan Produktivitas 

Keadilan dalam ekonomi syariah tidak hanya dipahami sebagai pembagian 

hasil yang merata, tetapi juga sebagai keteraturan dalam proses ekonomi. Setiap 

pihak yang terlibat dalam aktivitas produksi, perdagangan, dan pembiayaan harus 

memperoleh hak secara proporsional. Pelaku usaha berhak mendapatkan 

keuntungan, pekerja berhak memperoleh upah yang layak, konsumen berhak atas 

produk yang baik, dan masyarakat berhak atas lingkungan ekonomi yang tidak 
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merugikan. Dengan demikian, keadilan distributif menjadi dasar agar kegiatan 

ekonomi tidak hanya menguntungkan pemilik modal, tetapi juga memberi 

manfaat bagi banyak pihak. 

Produktivitas dalam ekonomi syariah juga tidak semata-mata diukur dari 

besarnya output atau laba. Produktivitas harus menghasilkan nilai tambah yang 

halal, bermanfaat, dan tidak menimbulkan kerusakan. Kerja produktif dipandang 

sebagai bagian dari ikhtiar manusia dalam memakmurkan bumi. Karena itu, 

aktivitas ekonomi yang menciptakan lapangan kerja, meningkatkan kualitas 

produk, memperkuat daya saing usaha, dan mendukung kebutuhan masyarakat 

memiliki nilai penting dalam pembangunan ekonomi Islam. 

Pertumbuhan ekonomi dalam perspektif syariah harus terhubung dengan 

kemaslahatan sosial. Pertumbuhan yang tinggi tidak cukup jika hanya dinikmati 

oleh kelompok tertentu atau dicapai melalui eksploitasi tenaga kerja dan sumber 

daya alam (Choiri et al., 2025). Ekonomi syariah menuntut agar pertumbuhan 

berjalan bersama pemerataan, perlindungan kelompok rentan, dan penguatan 

sektor produktif. Di sinilah konsep keberkahan menjadi penting. Keberkahan 

menunjukkan bahwa aktivitas ekonomi tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga 

memberi manfaat, ketenangan, keadilan, dan dampak baik bagi masyarakat. 

9.1.3. Maqasid al-Syariah dalam Pengembangan Sektor Riil 

Pengembangan sektor riil dalam ekonomi syariah perlu diarahkan oleh 

Maqashid al-Syariah. Salah satu tujuan pentingnya adalah hifz al-mal, yaitu 

perlindungan terhadap harta. Perlindungan ini tidak hanya berarti menjaga 

kepemilikan individu dari pencurian atau penipuan, tetapi juga memastikan agar 

harta dikelola secara produktif, halal, dan tidak merugikan masyarakat. Dalam 

konteks sektor riil, hifz al-mal mendorong lahirnya usaha yang sehat, pembiayaan 

yang adil, serta perlindungan ekonomi bagi pelaku usaha kecil dan masyarakat 

rentan. 

Pemberdayaan ekonomi juga merupakan bagian dari maslahah. Ketika 

masyarakat memperoleh akses terhadap modal, keterampilan, pasar, dan 

pendampingan usaha, mereka tidak hanya menjadi penerima manfaat, tetapi juga 

pelaku ekonomi yang mandiri (Rizqiyah et al., 2026). Ekonomi syariah 

mendorong perubahan dari ketergantungan menuju kemandirian. Hal ini terlihat 
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dalam pembiayaan mikro syariah, zakat produktif, wakaf produktif, koperasi 

syariah, dan model usaha berbasis komunitas (Mainaki et al., 2026). 

Sektor riil menjadi instrumen penting untuk mengintegrasikan 

kesejahteraan material dan spiritual. Kesejahteraan material terwujud melalui 

pendapatan, pekerjaan, dan usaha yang berkembang. Kesejahteraan spiritual 

hadir ketika aktivitas ekonomi dijalankan dengan amanah, jujur, adil, dan 

bertanggung jawab. Dengan kerangka ini, sektor riil tidak hanya menjadi mesin 

pertumbuhan ekonomi, tetapi juga sarana membangun kehidupan yang lebih 

bermartabat, seimbang, dan berkelanjutan. 

9.2. UMKM Syariah dan Ekonomi Kerakyatan 

UMKM syariah memiliki posisi strategis dalam pembangunan ekonomi yang 

inklusif. Kehadirannya dekat dengan masyarakat, menyerap banyak tenaga kerja, dan 

menjadi ruang tumbuh bagi ekonomi keluarga. Dalam ekonomi syariah, UMKM tidak 

hanya dilihat sebagai unit usaha kecil, tetapi juga sebagai fondasi ekonomi kerakyatan 

yang dapat memperkuat distribusi pendapatan dan mengurangi ketimpangan (Arifa 

et al., 2025). 

Ekonomi kerakyatan berbasis syariah menempatkan masyarakat sebagai 

pelaku utama pembangunan. Nilai keadilan, kemitraan, dan tolong-menolong 

menjadi dasar dalam membangun ekosistem usaha yang lebih sehat. Karena itu, 

penguatan UMKM syariah perlu dilakukan melalui pembiayaan yang mudah diakses, 

pendampingan usaha, sertifikasi halal, digitalisasi, dan perluasan pasar. 

9.2.1. Peran UMKM dalam Ekonomi Nasional 

UMKM merupakan tulang punggung ekonomi nasional karena jumlahnya 

besar dan tersebar di berbagai daerah. UMKM hadir dalam sektor makanan, 

perdagangan, pertanian, kerajinan, jasa, fesyen, dan berbagai aktivitas ekonomi 

lokal. Perannya sangat penting karena mampu menyerap tenaga kerja dalam 

jumlah besar dan menjadi sumber pendapatan bagi banyak rumah tangga. 

Dalam situasi krisis, UMKM sering menunjukkan ketahanan yang kuat. 

Skala usaha yang fleksibel membuat UMKM lebih mudah menyesuaikan diri 

dengan perubahan pasar. Banyak UMKM mampu bertahan karena memiliki 
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kedekatan dengan komunitas, biaya operasional yang relatif rendah, dan 

kemampuan beradaptasi dengan kebutuhan konsumen lokal. 

Potensi UMKM berbasis syariah semakin besar seiring meningkatnya 

kebutuhan terhadap produk halal dan layanan yang sesuai dengan nilai Islam. 

UMKM makanan halal, fesyen muslim, kosmetik halal, herbal, jasa keuangan 

mikro, dan usaha berbasis pesantren memiliki peluang besar untuk berkembang. 

Jika didukung dengan pembiayaan, literasi, dan akses pasar, UMKM syariah dapat 

menjadi penggerak utama ekonomi umat. 

9.2.2. Pembiayaan Mikro Syariah 

Pembiayaan mikro syariah berperan penting dalam membuka akses modal 

bagi pelaku usaha kecil. Banyak UMKM tidak memiliki agunan, laporan keuangan 

formal, atau rekam kredit yang cukup untuk mengakses pembiayaan perbankan. 

Dalam kondisi ini, lembaga seperti BMT dan KSPPS menjadi sangat penting karena 

lebih dekat dengan masyarakat dan memahami kondisi ekonomi lokal. 

BMT dan KSPPS tidak hanya berfungsi sebagai lembaga pembiayaan, tetapi 

juga sebagai lembaga pemberdayaan. Keduanya dapat menyalurkan pembiayaan 

dengan akad syariah seperti murabahah, mudharabah, musyarakah, ijarah, dan 

qard hasan. Akad-akad tersebut memberi pilihan yang lebih adil karena 

disesuaikan dengan kebutuhan usaha, kemampuan pelaku UMKM, dan prinsip 

syariah. 

Namun, pembiayaan mikro syariah masih menghadapi tantangan. 

Keterbatasan modal lembaga, kapasitas manajemen, pengawasan, digitalisasi, dan 

literasi keuangan masyarakat masih menjadi hambatan. Karena itu, penguatan 

pembiayaan mikro syariah perlu dilakukan melalui peningkatan tata kelola, 

kolaborasi dengan lembaga zakat dan wakaf, serta pemanfaatan teknologi digital 

agar layanan menjadi lebih cepat, aman, dan luas jangkauannya. 

9.2.3. Pemberdayaan Ekonomi Berbasis Komunitas 

Pemberdayaan ekonomi berbasis komunitas merupakan salah satu 

kekuatan penting dalam ekonomi syariah. Model ini menempatkan masyarakat 

sebagai subjek pembangunan, bukan hanya sebagai penerima bantuan. 

Komunitas dapat menjadi ruang untuk membangun kepercayaan, memperkuat 



 

 

113 

PENGEMBANGAN EKONOMI SYARIAH BERBASIS SEKTOR RIIL DAN PEMBERDAYAAN UMAT 

solidaritas, dan menciptakan ekosistem usaha yang saling mendukung (Fatimah 

et al., 2025). 

Pesantren memiliki potensi besar sebagai pusat pemberdayaan ekonomi 

umat. Selain menjadi lembaga pendidikan, pesantren dapat mengembangkan 

koperasi, unit usaha halal, pertanian, peternakan, toko ritel, dan pelatihan 

kewirausahaan (Maulidy et al., 2026). Dengan jejaring santri, alumni, dan 

masyarakat sekitar, pesantren dapat menjadi basis ekonomi lokal yang kuat dan 

berkelanjutan. 

Koperasi syariah juga menjadi instrumen penting dalam ekonomi kolektif. 

Melalui koperasi, masyarakat dapat menghimpun modal bersama, mengakses 

pembiayaan, dan mengelola usaha secara gotong royong. Agar pemberdayaan 

berjalan efektif, pelaku usaha perlu mendapatkan pendampingan, literasi 

keuangan, pelatihan manajemen, dan akses pasar. Dengan cara ini, ekonomi lokal 

dan desa syariah dapat tumbuh lebih kuat. 

9.2.4. Tantangan dan Strategi Penguatan UMKM Syariah 

UMKM syariah masih menghadapi berbagai tantangan. Literasi keuangan 

syariah yang rendah membuat sebagian pelaku usaha belum memahami akad, 

pembiayaan, dan pengelolaan keuangan yang sesuai syariah. Digitalisasi juga 

belum merata. Banyak UMKM belum mampu memanfaatkan media sosial, 

marketplace, pembayaran digital, dan pencatatan keuangan berbasis aplikasi 

secara optimal. 

Tantangan lain adalah akses pasar dan sertifikasi halal. Banyak pelaku 

UMKM memiliki produk yang layak jual, tetapi belum memiliki kemasan yang 

baik, izin usaha, sertifikat halal, dan jaringan distribusi yang luas. Padahal, 

sertifikasi halal menjadi salah satu syarat penting untuk memperkuat 

kepercayaan konsumen dan memperluas pasar, terutama dalam ekosistem 

industri halal. 

Strategi penguatan UMKM syariah perlu dilakukan secara terpadu. 

Pertama, meningkatkan literasi keuangan dan digital. Kedua, mempermudah 

akses pembiayaan mikro syariah. Ketiga, memperkuat pendampingan sertifikasi 

halal dan kualitas produk. Keempat, membangun jaringan pemasaran melalui 

marketplace halal, koperasi, pesantren, dan komunitas bisnis. Kelima, mendorong 
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kolaborasi antara pemerintah, lembaga keuangan syariah, akademisi, dan pelaku 

industri agar UMKM syariah tidak berjalan sendiri, tetapi tumbuh dalam 

ekosistem yang saling menguatkan. 

9.3. Industri Halal dan Rantai Nilai Ekonomi Syariah 

Industri halal menjadi salah satu sektor paling penting dalam pengembangan 

ekonomi syariah berbasis sektor riil. Industri ini tidak hanya berkaitan dengan 

makanan dan minuman, tetapi juga mencakup fesyen, kosmetik, farmasi, pariwisata, 

logistik, keuangan, dan layanan digital. Luasnya cakupan tersebut menunjukkan 

bahwa industri halal dapat menjadi penghubung antara nilai syariah, kebutuhan 

konsumen, dan pertumbuhan ekonomi produktif. 

Dalam konteks pemberdayaan umat, industri halal memberi ruang besar bagi 

UMKM, koperasi, pesantren, dan pelaku usaha lokal untuk masuk ke pasar yang lebih 

luas. Jika dikelola secara terintegrasi, industri halal tidak hanya memperkuat 

konsumsi domestik, tetapi juga meningkatkan daya saing ekspor, menciptakan 

lapangan kerja, dan membangun ekosistem bisnis yang berkelanjutan. 

9.3.1. Industri Halal sebagai Sektor Strategis 

Pertumbuhan industri halal global menunjukkan bahwa kebutuhan 

terhadap produk dan layanan halal semakin meningkat. Permintaan ini tidak 

hanya berasal dari konsumen Muslim, tetapi juga dari konsumen non-Muslim 

yang melihat produk halal sebagai simbol kualitas, kebersihan, keamanan, dan 

etika produksi. Perubahan ini menjadikan halal bukan hanya isu keagamaan, 

tetapi juga standar ekonomi yang memiliki nilai komersial tinggi. 

Indonesia memiliki posisi strategis dalam pasar halal global karena 

memiliki jumlah penduduk Muslim terbesar dan basis konsumsi halal yang sangat 

besar. Potensi ini menjadi modal penting untuk mengembangkan industri halal 

nasional. Namun, besarnya pasar domestik belum cukup apabila Indonesia hanya 

menjadi konsumen. Tantangan utamanya adalah bagaimana menjadikan 

Indonesia sebagai produsen utama produk halal yang mampu bersaing di pasar 

global. 

Perubahan gaya hidup halal atau halal lifestyle juga memperkuat peluang 

ini. Konsumen kini tidak hanya mencari produk yang halal secara hukum, tetapi 
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juga produk yang berkualitas, sehat, ramah lingkungan, dan diproduksi secara etis. 

Karena itu, industri halal perlu dikembangkan dengan pendekatan yang lebih luas, 

yaitu menggabungkan kepatuhan syariah, kualitas produk, inovasi, dan 

keberlanjutan (Amima et al., 2025). 

9.3.2. Pengembangan Rantai Nilai Halal 

Rantai nilai halal (halal value chain) merupakan sistem yang memastikan 

bahwa prinsip halal terjaga dari hulu ke hilir. Halal tidak cukup hanya dilihat dari 

produk akhir. Bahan baku, proses produksi, penyimpanan, pengemasan, 

distribusi, pemasaran, hingga layanan purna jual juga harus memenuhi standar 

halal. Karena itu, pengembangan rantai nilai halal membutuhkan sistem yang 

terintegrasi dan dapat dipercaya. 

Halal supply chain menjadi unsur penting. Produk halal harus terhindar 

dari kontaminasi bahan haram atau najis selama proses produksi dan distribusi. 

Hal ini membutuhkan logistik halal, gudang halal, transportasi yang sesuai 

standar, serta pengawasan yang konsisten. Tanpa rantai pasok yang kuat, 

sertifikasi halal pada produk akhir belum tentu cukup untuk menjamin integritas 

halal secara menyeluruh. 

Sistem jaminan halal juga menjadi bagian penting dalam pengembangan 

industri halal. Pelaku usaha perlu memiliki prosedur, dokumentasi, dan 

pengawasan internal agar proses produksi tetap sesuai standar. Sertifikasi halal 

berfungsi sebagai instrumen kepercayaan pasar, sedangkan standardisasi halal 

membantu menciptakan kepastian bagi pelaku usaha dan konsumen. Integrasi 

seluruh elemen ini akan membentuk ekosistem halal yang lebih kuat dan 

kompetitif. 

9.3.3. Sektor Prioritas Industri Halal 

Sektor makanan dan minuman halal menjadi prioritas utama karena 

berkaitan langsung dengan kebutuhan dasar masyarakat. Produk makanan halal 

memiliki pasar yang luas dan peluang ekspor yang besar. Namun, 

pengembangannya membutuhkan dukungan kualitas bahan baku, keamanan 

pangan, kemasan, sertifikasi, dan distribusi yang baik. UMKM makanan halal juga 

perlu didampingi agar mampu memenuhi standar pasar modern. 
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Sektor modest fashion juga menjadi bagian penting dari industri halal. 

Fesyen Muslim tidak lagi hanya dipandang sebagai kebutuhan berpakaian, tetapi 

juga sebagai bagian dari gaya hidup dan identitas kreatif. Indonesia memiliki 

potensi besar di sektor ini karena memiliki banyak desainer, pelaku UMKM, 

komunitas kreatif, dan pasar domestik yang luas. Jika didukung oleh inovasi 

desain, kualitas produksi, dan pemasaran digital, sektor ini dapat menjadi 

kekuatan ekspor yang menjanjikan. 

Kosmetik dan farmasi halal juga menunjukkan perkembangan yang kuat. 

Konsumen semakin peduli pada bahan, proses produksi, keamanan, dan dampak 

kesehatan produk. Produk kosmetik dan farmasi halal perlu memastikan bahwa 

bahan aktif, bahan tambahan, proses pengolahan, dan uji kualitas sesuai dengan 

standar halal dan keamanan. Selain itu, pariwisata ramah Muslim (Muslim friendly 

tourism) menjadi sektor yang potensial karena menggabungkan layanan halal, 

fasilitas ibadah, kuliner halal, dan pengalaman wisata yang nyaman bagi 

wisatawan Muslim. 

9.3.4. Daya Saing Global Industri Halal 

Daya saing global industri halal Indonesia perlu dibangun melalui kualitas 

produk, konsistensi standar, dan kekuatan merek. Produk halal Indonesia harus 

mampu bersaing bukan hanya dari sisi harga, tetapi juga dari sisi mutu, inovasi, 

desain, kemasan, keberlanjutan, dan kepercayaan konsumen. Dalam pasar global, 

sertifikat halal penting, tetapi reputasi produk dan kemampuan memenuhi 

standar internasional juga sangat menentukan. 

Branding halal Indonesia perlu diperkuat agar produk halal nasional 

dikenal sebagai produk yang aman, berkualitas, kreatif, dan berkelanjutan. 

Penguatan merek ini dapat dilakukan melalui promosi terpadu, diplomasi 

perdagangan, festival halal internasional, kerja sama ekspor, dan pemanfaatan 

platform digital. UMKM halal juga perlu dilibatkan agar manfaat industri halal 

tidak hanya dinikmati oleh perusahaan besar. 

Tantangan globalisasi industri halal terletak pada perbedaan standar 

antarnegara, persaingan dengan produsen global, dan kebutuhan inovasi yang 

cepat. Harmonisasi standar halal internasional menjadi penting agar produk halal 

Indonesia lebih mudah diterima di pasar luar negeri. Di sisi lain, pelaku usaha 
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harus terus meningkatkan kualitas, memperkuat rantai pasok, dan memahami 

kebutuhan konsumen global yang semakin selektif. 

9.4. Kewirausahaan Sosial Syariah dan Pemberdayaan Umat 

Kewirausahaan sosial syariah merupakan pendekatan yang menggabungkan 

kegiatan bisnis dengan misi sosial. Dalam model ini, usaha tidak hanya diarahkan 

untuk memperoleh keuntungan, tetapi juga untuk menyelesaikan persoalan 

masyarakat, seperti kemiskinan, pengangguran, keterbatasan akses pendidikan, dan 

lemahnya ekonomi lokal (Fikri & Wibowo, 2025). Pendekatan ini sejalan dengan 

ekonomi syariah karena menempatkan bisnis sebagai sarana kemaslahatan. 

Pemberdayaan umat melalui kewirausahaan sosial menjadi penting karena 

banyak persoalan ekonomi tidak cukup diselesaikan dengan bantuan konsumtif. 

Masyarakat membutuhkan akses usaha, keterampilan, modal, pasar, dan 

pendampingan. Karena itu, kewirausahaan sosial syariah dapat menjadi jembatan 

antara filantropi Islam, bisnis produktif, dan pembangunan ekonomi masyarakat. 

9.4.1. Konsep Sociopreneurship dalam Islam 

Dalam Islam, bisnis dapat menjadi instrumen ibadah apabila dijalankan 

dengan niat yang benar, cara yang halal, dan tujuan yang membawa manfaat. 

Aktivitas usaha tidak hanya dinilai dari keuntungan, tetapi juga dari sejauh mana 

usaha tersebut menciptakan kemaslahatan, membuka lapangan kerja, menjaga 

keadilan, dan tidak merugikan masyarakat. Dengan cara pandang ini, 

kewirausahaan memiliki dimensi spiritual dan sosial. 

Nilai amanah, keadilan, dan keberlanjutan menjadi dasar dalam 

sociopreneurship Islam. Amanah menuntut pelaku usaha jujur dan bertanggung 

jawab. Keadilan menuntut hubungan yang proporsional antara pemilik usaha, 

pekerja, konsumen, dan masyarakat. Keberlanjutan menuntut agar usaha tidak 

merusak lingkungan dan tetap memperhatikan kepentingan generasi mendatang. 

Perbedaan utama antara kewirausahaan konvensional dan kewirausahaan 

sosial syariah terletak pada orientasinya. Kewirausahaan konvensional sering 

berfokus pada pertumbuhan bisnis dan keuntungan pemilik usaha. Sementara itu, 

kewirausahaan sosial syariah menempatkan keuntungan sebagai sarana untuk 
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memperluas manfaat. Dengan demikian, orientasi profit dan social impact tidak 

dipertentangkan, tetapi dipadukan dalam satu model usaha yang berkelanjutan. 

9.4.2. Model Bisnis Berbasis Pemberdayaan 

Model bisnis berbasis pemberdayaan menempatkan masyarakat sebagai 

pelaku utama, bukan sekadar penerima bantuan. Dalam model ini, masyarakat 

dilibatkan dalam proses produksi, pengelolaan usaha, distribusi, dan pengambilan 

manfaat. Tujuannya adalah menciptakan kemandirian ekonomi, bukan 

ketergantungan jangka panjang. Pendekatan ini dapat diterapkan dalam usaha 

berbasis komunitas, koperasi syariah, pesantren, dan lembaga sosial ekonomi 

umat. 

Islamic social enterprise menjadi salah satu bentuk kelembagaan yang 

relevan. Lembaga ini menggabungkan prinsip bisnis dengan misi sosial dan 

kepatuhan syariah. Keuntungan usaha digunakan untuk memperkuat program 

pemberdayaan, memperluas layanan sosial, atau mendukung kelompok rentan. 

Dengan model ini, bisnis dapat berjalan secara profesional, tetapi tetap 

berorientasi pada kemaslahatan. 

Salah satu tujuan penting dari model pemberdayaan adalah mengubah 

mustahik menjadi muzaki. Artinya, penerima bantuan didorong agar mampu 

mandiri secara ekonomi, lalu pada tahap tertentu dapat menjadi pemberi manfaat 

bagi orang lain. Proses ini membutuhkan pembiayaan, pelatihan, pendampingan, 

akses pasar, dan penguatan mental kewirausahaan. Integrasi antara bisnis dan 

filantropi Islam menjadi kunci agar pemberdayaan tidak berhenti pada bantuan 

sesaat. 

9.4.3. Peran ZISWAF dalam Pemberdayaan Ekonomi 

ZISWAF memiliki peran penting dalam pemberdayaan ekonomi umat. 

Zakat produktif dapat digunakan untuk memberikan modal usaha, pelatihan, dan 

pendampingan kepada mustahik. Dengan pendekatan produktif, zakat tidak 

hanya memenuhi kebutuhan jangka pendek, tetapi juga membantu penerima 

manfaat membangun sumber pendapatan yang berkelanjutan. 

Wakaf produktif juga dapat menjadi sumber pembiayaan jangka panjang 

bagi pemberdayaan ekonomi (Aminuddin et al., 2025). Aset wakaf dapat dikelola 
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dalam bentuk lahan pertanian, toko, rumah produksi, gedung pelatihan, atau 

investasi syariah yang hasilnya digunakan untuk program sosial. Wakaf uang juga 

membuka peluang partisipasi masyarakat yang lebih luas karena tidak 

mensyaratkan aset besar. 

Pembiayaan usaha mikro berbasis sosial dapat menggabungkan zakat, 

infak, sedekah, dan wakaf dengan pembiayaan syariah. Dana sosial digunakan 

untuk menurunkan risiko dan membantu kelompok yang belum layak mengakses 

pembiayaan komersial. Dengan desain yang tepat, ZISWAF dapat menjadi 

instrumen pemberdayaan yang memperkuat usaha mikro, mengurangi 

kemiskinan, dan membangun kemandirian ekonomi umat. 

9.4.4. Penguatan Ekosistem Kewirausahaan Syariah 

Penguatan kewirausahaan syariah membutuhkan ekosistem yang 

mendukung. Pelaku usaha tidak cukup hanya diberi modal, tetapi juga perlu 

pendampingan, pelatihan, akses pasar, legalitas usaha, sertifikasi halal, dan 

kemampuan digital. Inkubasi bisnis syariah dapat menjadi sarana untuk 

membimbing pelaku usaha sejak tahap ide, produksi, pemasaran, hingga 

pengembangan skala usaha. 

Pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia menjadi bagian 

penting dalam ekosistem ini. Pelaku usaha perlu memahami manajemen 

keuangan, pemasaran digital, inovasi produk, pelayanan konsumen, dan prinsip 

syariah dalam bisnis. Pendidikan kewirausahaan juga perlu diperkuat di 

pesantren, perguruan tinggi, komunitas muda, dan lembaga pemberdayaan 

masyarakat. 

Kolaborasi antara pemerintah, industri, akademisi, lembaga keuangan 

syariah, dan komunitas menjadi kunci. Pemerintah dapat menyediakan regulasi 

dan insentif. Industri dapat membuka akses pasar. Akademisi dapat mendukung 

riset dan pelatihan. Lembaga keuangan syariah dapat menyediakan pembiayaan. 

Generasi muda dan ekonomi kreatif dapat menghadirkan inovasi baru. Jika 

seluruh unsur ini bergerak bersama, kewirausahaan syariah dapat menjadi 

kekuatan penting dalam pemberdayaan umat dan pembangunan ekonomi 

berkelanjutan. 
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9.5. Ekonomi Hijau dan Keberlanjutan Sektor Riil Syariah 

Ekonomi hijau menjadi bagian penting dalam pengembangan sektor riil 

syariah karena aktivitas produksi dan bisnis tidak dapat dipisahkan dari tanggung 

jawab terhadap lingkungan. Dalam Islam, keberlanjutan bukan sekadar agenda 

modern, tetapi melekat dalam prinsip amanah, mizan, dan larangan fasad. Manusia 

diberi ruang untuk memanfaatkan alam, tetapi tidak diberi kebebasan untuk 

merusaknya. Karena itu, sektor riil syariah harus diarahkan agar produktif, tetapi 

tetap menjaga keseimbangan ekologis. 

Integrasi green economy dan ekonomi syariah dapat dilihat dari cara Islam 

memandang produksi. Produksi yang baik bukan hanya menghasilkan barang halal, 

tetapi juga memperhatikan proses yang thayyib, aman, bersih, dan tidak merugikan 

lingkungan. Prinsip ini mendorong pelaku usaha untuk menggunakan bahan baku 

yang bertanggung jawab, mengurangi limbah, menghemat energi, dan 

memperhatikan dampak sosial dari kegiatan usahanya. Dengan demikian, konsep 

halal tidak berhenti pada status hukum produk, tetapi juga menyentuh tata kelola 

produksi secara menyeluruh. 

Prinsip mizan memberi dasar bahwa kegiatan ekonomi harus menjaga 

keseimbangan antara kebutuhan manusia dan daya dukung alam. Sebaliknya, 

larangan fasad menolak segala bentuk kerusakan, termasuk pencemaran, eksploitasi 

berlebihan, dan praktik industri yang merusak ekosistem. Dalam konteks modern, 

prinsip ini sejalan dengan gagasan circular economy, yaitu model ekonomi yang 

menekan pemborosan, memperpanjang usia pakai produk, mendaur ulang bahan, 

dan mengurangi limbah sejak tahap produksi. 

Sektor riil syariah juga perlu bergerak menuju industri berkelanjutan. Industri 

halal, misalnya, dapat dikembangkan menjadi green halal industry dengan 

memperhatikan sumber bahan baku, energi yang digunakan, kemasan, distribusi, dan 

pengelolaan limbah. Produk halal yang ramah lingkungan akan memiliki nilai tambah 

karena konsumen modern semakin peduli pada aspek etika, kesehatan, dan 

keberlanjutan. Hal ini membuka peluang bagi UMKM dan industri besar untuk 

membangun daya saing baru berbasis halal dan hijau. 

Energi hijau menjadi bagian penting dalam transformasi ini. Ketergantungan 

pada energi fosil membuat sektor industri rentan terhadap perubahan harga energi 

dan tekanan lingkungan. Karena itu, pengembangan renewable energy seperti tenaga 
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surya, biomassa, air, dan panas bumi perlu didorong dalam ekosistem ekonomi 

syariah. Lembaga keuangan syariah dapat berperan melalui pembiayaan proyek 

energi bersih, sementara pelaku industri dapat mulai menerapkan efisiensi energi 

dalam proses produksi. 

Keberlanjutan rantai pasok juga menjadi aspek penting. Sustainable supply 

chain dalam sektor riil syariah menuntut agar seluruh proses, mulai dari bahan baku, 

produksi, transportasi, penyimpanan, hingga distribusi, memperhatikan nilai halal, 

etika kerja, dan dampak lingkungan. Rantai pasok yang berkelanjutan akan 

memperkuat kepercayaan konsumen dan meningkatkan posisi produk syariah di 

pasar global. Dengan model ini, ekonomi syariah dapat menjawab kebutuhan pasar 

sekaligus menjaga tanggung jawab ekologis. 

Dari sisi pembiayaan, ekonomi syariah memiliki instrumen penting untuk 

mendukung agenda hijau. Green sukuk menjadi salah satu contoh nyata bagaimana 

prinsip syariah dapat digunakan untuk membiayai proyek ramah lingkungan. 

Instrumen ini dapat diarahkan untuk pembangunan energi terbarukan, transportasi 

berkelanjutan, pengelolaan air, rehabilitasi lahan, dan proyek infrastruktur rendah 

emisi. Selain itu, konsep sustainable Islamic finance dapat memperluas pembiayaan 

syariah ke sektor yang berdampak sosial dan ekologis. 

Integrasi ESG dan Maqashid al-Syariah juga penting dalam memperkuat arah 

ekonomi hijau syariah. ESG menekankan aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola, 

sedangkan Maqashid al-Syariah memberi dasar nilai yang lebih dalam melalui 

perlindungan jiwa, harta, keturunan, akal, agama, dan lingkungan (Wibowo, 2025). 

Jika keduanya dipadukan, pembiayaan syariah tidak hanya menilai kelayakan 

finansial proyek, tetapi juga dampaknya terhadap masyarakat dan alam. 

Namun, transisi menuju ekonomi hijau tidak mudah. Pelaku usaha sering 

menghadapi biaya awal yang tinggi untuk mengubah teknologi, memperbaiki proses 

produksi, atau mengganti bahan baku. UMKM juga sering memiliki keterbatasan 

modal, pengetahuan, dan akses terhadap teknologi ramah lingkungan. Karena itu, 

transisi hijau membutuhkan dukungan pembiayaan, pelatihan, insentif, dan regulasi 

yang memberi ruang bagi pelaku usaha untuk beradaptasi secara bertahap. 

Pemerintah memiliki peran penting dalam mempercepat transformasi ini 

melalui insentif fiskal, kemudahan pembiayaan, standar industri hijau, dan dukungan 

riset teknologi. Pada saat yang sama, kolaborasi global juga diperlukan karena 
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persoalan lingkungan melampaui batas negara. Dengan penguatan kebijakan, 

pembiayaan syariah, teknologi, dan kesadaran masyarakat, sektor riil syariah dapat 

menjadi bagian penting dari transformasi menuju ekonomi hijau yang adil dan 

berkelanjutan. 

9.6. Strategi Penguatan Sektor Riil dan Pemberdayaan Ekonomi 

Syariah 

Penguatan sektor riil syariah membutuhkan strategi yang terintegrasi. 

Pembangunan ekonomi syariah tidak cukup hanya mendorong pertumbuhan 

lembaga keuangan, tetapi juga harus memastikan bahwa pembiayaan, regulasi, 

teknologi, dan sumber daya manusia bergerak untuk memperkuat aktivitas produktif 

masyarakat. Sektor riil perlu menjadi pusat perhatian karena di sanalah lapangan 

kerja tercipta, UMKM tumbuh, produk halal berkembang, dan pemberdayaan umat 

dapat dirasakan secara langsung. 

Strategi pertama adalah penguatan kebijakan dan regulasi. Pemerintah perlu 

memberi dukungan yang jelas terhadap UMKM syariah, industri halal, koperasi 

syariah, pesantren produktif, dan lembaga keuangan mikro syariah. Dukungan 

tersebut dapat berbentuk penyederhanaan perizinan, pendampingan sertifikasi halal, 

perlindungan usaha kecil, serta regulasi yang mendorong pembiayaan syariah ke 

sektor produktif. Regulasi yang baik harus memudahkan pelaku usaha berkembang, 

tetapi tetap menjaga prinsip syariah, keadilan, dan perlindungan konsumen. 

Insentif fiskal juga penting untuk memperkuat sektor riil syariah. Pelaku usaha 

yang mengembangkan produk halal, menerapkan praktik ramah lingkungan, 

menyerap tenaga kerja lokal, atau menjalankan program pemberdayaan masyarakat 

dapat diberikan insentif pajak, subsidi pembiayaan, atau akses prioritas pada 

program pemerintah. Selain itu, pembiayaan syariah perlu diarahkan lebih kuat 

kepada sektor produktif, bukan hanya konsumtif. Dengan cara ini, ekonomi syariah 

dapat memberi dampak nyata terhadap pertumbuhan usaha dan kesejahteraan 

masyarakat. 

Penguatan kelembagaan ekonomi umat juga perlu menjadi prioritas. BMT, 

KSPPS, koperasi syariah, lembaga zakat, nadzir wakaf, dan pesantren memiliki peran 

besar dalam menjangkau masyarakat akar rumput. Namun, banyak lembaga tersebut 

masih membutuhkan penguatan tata kelola, digitalisasi, kualitas SDM, dan akses 
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modal. Jika kelembagaan ini diperkuat, ekonomi syariah akan memiliki basis sosial 

yang lebih kokoh dan tidak hanya terpusat di lembaga keuangan besar. 

Strategi kedua adalah digitalisasi dan inovasi sektor riil. Digitalisasi dapat 

membantu UMKM syariah memperluas pasar, memperbaiki pencatatan keuangan, 

mempercepat pembayaran, dan meningkatkan efisiensi usaha. Pelaku UMKM dapat 

memanfaatkan media sosial, marketplace halal, pembayaran digital, dan aplikasi 

manajemen usaha untuk memperkuat daya saing. Digitalisasi juga membuka peluang 

agar produk lokal dapat masuk ke pasar nasional bahkan global (Nofriansyah et al., 

2026). 

Marketplace halal dapat menjadi sarana penting untuk menghubungkan 

produsen dan konsumen dalam ekosistem halal yang lebih terpercaya. Platform ini 

tidak hanya berfungsi sebagai tempat jual beli, tetapi juga sebagai ruang kurasi 

produk, edukasi konsumen, dan penguatan merek halal. Jika terintegrasi dengan 

sertifikasi halal, logistik, dan pembayaran syariah, marketplace halal dapat menjadi 

infrastruktur penting bagi pertumbuhan sektor riil syariah. 

Fintech syariah juga dapat digunakan untuk pemberdayaan usaha kecil. 

Melalui peer-to-peer financing, crowdfunding syariah, dan pembiayaan berbasis 

komunitas, pelaku usaha yang belum terjangkau bank dapat memperoleh akses 

modal. Namun, pemanfaatan teknologi harus tetap dikawal oleh prinsip kehati-

hatian, perlindungan data, transparansi akad, dan kepatuhan syariah. Teknologi 

harus menjadi alat pemberdayaan, bukan sumber eksploitasi baru. 

Strategi ketiga adalah pengembangan human capital. Ekonomi syariah 

membutuhkan pelaku usaha, tenaga kerja, pendamping, auditor halal, pengelola 

koperasi, pengelola wakaf, dan praktisi keuangan yang memahami nilai syariah 

sekaligus menguasai keterampilan modern. Pendidikan kewirausahaan syariah perlu 

diperkuat di perguruan tinggi, pesantren, sekolah vokasi, dan komunitas bisnis. 

Materinya tidak hanya tentang teori akad, tetapi juga manajemen usaha, pemasaran 

digital, inovasi produk, pengelolaan keuangan, dan keberlanjutan. 

Literasi ekonomi syariah juga harus diperluas. Banyak masyarakat masih 

memahami ekonomi syariah secara terbatas pada bank syariah atau produk halal. 

Padahal, ekonomi syariah mencakup sektor riil, zakat, wakaf, koperasi, UMKM, 

industri halal, pembiayaan hijau, dan kewirausahaan sosial. Literasi yang baik akan 
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membantu masyarakat memahami manfaat ekonomi syariah dan mendorong 

partisipasi yang lebih luas. 

Strategi keempat adalah kolaborasi multipihak. Pemerintah perlu 

menyediakan arah kebijakan dan dukungan regulasi. Lembaga keuangan syariah 

perlu menyediakan pembiayaan yang sesuai dengan kebutuhan sektor riil. Akademisi 

dan lembaga riset perlu menghasilkan kajian, pendampingan, serta inovasi model 

pemberdayaan. Organisasi masyarakat, pesantren, koperasi, dan komunitas lokal 

perlu menjadi penggerak di tingkat akar rumput. Setiap aktor memiliki peran yang 

berbeda, tetapi semuanya harus bergerak dalam arah yang sama. 

Dengan strategi yang terintegrasi, sektor riil syariah dapat berkembang 

sebagai basis ekonomi yang kuat, inklusif, dan berkelanjutan. Penguatan UMKM, 

industri halal, kewirausahaan sosial, ekonomi hijau, digitalisasi, dan kelembagaan 

umat akan membuat ekonomi syariah tidak berhenti sebagai wacana normatif. Ia 

akan hadir sebagai kekuatan nyata yang menciptakan pekerjaan, memperluas 

kesejahteraan, dan membangun kemandirian masyarakat. 

 



TRANSFORMASI EKONOMI SYARIAH MENUJU PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN 

 

125 

BAB 10 

TRANSFORMASI DIGITAL DALAM 

EKONOMI SYARIAH 

 

TRANSFORMASI digital telah mengubah wajah sistem keuangan global, termasuk 

dalam ekosistem ekonomi syariah. Perkembangan financial technology 

menghadirkan janji besar berupa akses layanan keuangan yang lebih luas, cepat, dan 

efisien. Namun, di balik optimisme tersebut, muncul pertanyaan mendasar: apakah 

digitalisasi benar-benar menciptakan inklusivitas, atau justru melahirkan bentuk 

baru dari eksklusi melalui algoritma yang dibangun atas logika efisiensi semata?  

Ketika sistem penilaian digital cenderung mengandalkan data historis formal, 

kelompok marginal seperti pelaku usaha mikro dan masyarakat unbanked kerap 

tersisih dari akses ekonomi. Kondisi ini memunculkan kebutuhan untuk 

merekonstruksi etika digital dalam kerangka ekonomi syariah. Melalui pendekatan 

algoritma maslahah, tulisan ini berupaya menawarkan refleksi kritis mengenai 

bagaimana nilai-nilai maqashid syariah dapat diintegrasikan ke dalam sistem 

algoritmik agar digitalisasi tidak hanya inklusif secara akses, tetapi juga adil secara 

substansi. 

10.1. Algoritma Maslahah sebagai Rekonstruksi Etika Digital 

Transformasi digital telah menjadi katalis utama dalam memperluas akses 

layanan keuangan. Perkembangan financial technology atau fintech memungkinkan 

masyarakat memperoleh layanan keuangan secara lebih cepat, luas, dan efisien, 

termasuk di wilayah yang sebelumnya sulit dijangkau oleh sistem perbankan formal 

(Sultoni et al., 2023). Dalam ekonomi syariah, digitalisasi juga membuka peluang 

untuk mengoptimalkan pembiayaan syariah, layanan keuangan mikro, serta 

pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan wakaf dalam mendukung kesejahteraan 

masyarakat (Marom dan Rafik, 2025). 
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Meskipun demikian, optimisme terhadap inklusivitas digital tidak selalu 

diikuti oleh keadilan sistemik. Algoritma yang menjadi fondasi utama sistem digital 

sering dibangun dengan logika efisiensi, prediksi risiko, dan keuntungan. Ketika 

sistem digital hanya mengandalkan data historis formal, kelompok marginal seperti 

pelaku usaha mikro, pekerja informal, dan masyarakat unbanked berisiko tersisih 

dari akses ekonomi. Dalam sistem credit scoring, misalnya, orang yang tidak memiliki 

jejak kredit formal dapat dianggap berisiko tinggi, meskipun secara sosial dan 

ekonomi mereka memiliki kapasitas usaha yang baik (Siregar dan Pahutar, 2025). 

Masalah tersebut menunjukkan bahwa algoritma tidak selalu netral. Sistem 

yang dibangun di atas data historis dapat mereproduksi ketimpangan yang sudah ada 

sebelumnya. O’Neil (2016) menunjukkan bahwa sistem algoritmik yang tidak diawasi 

secara etis dapat memperkuat bias dan merugikan kelompok tertentu. Barocas dan 

Selbst (2019) juga menegaskan bahwa algorithmic bias dapat muncul ketika data, 

desain sistem, dan logika pengambilan keputusan mencerminkan struktur sosial 

yang timpang. 

Selain itu, pengelolaan data dalam sistem digital sering kali tidak transparan. 

Penggunaan data tanpa persetujuan yang jelas dapat menciptakan asimetri informasi 

antara platform dan pengguna. Zuboff (2019) menyebut kondisi ini sebagai bentuk 

baru dari dominasi ekonomi berbasis data. Dalam perspektif ekonomi syariah, 

praktik seperti ini perlu dikritisi karena dapat menimbulkan mafsadah, terutama jika 

data pribadi diperlakukan semata-mata sebagai komoditas tanpa memperhatikan 

hak, martabat, dan keamanan pengguna. Oleh karena itu, diperlukan rekonstruksi 

etika digital dalam ekonomi syariah. Digitalisasi tidak cukup hanya dinilai dari 

kemampuannya mempercepat layanan atau memperluas akses. Ia juga harus dinilai 

dari sejauh mana teknologi tersebut melindungi kelompok rentan, mencegah 

eksploitasi, dan menghadirkan kemaslahatan. Dalam konteks inilah algoritma 

maslahah dapat dipahami sebagai upaya mengintegrasikan nilai-nilai Maqashid al-

Syariah ke dalam desain sistem digital. 

10.1.1. Transformasi Digital dan Paradoks Inklusivitas 

Digitalisasi sektor keuangan sering dipandang sebagai solusi utama untuk 

meningkatkan inklusi keuangan. Layanan keuangan digital memungkinkan 

masyarakat membuka rekening, mengakses pembiayaan, melakukan 

pembayaran, dan mengelola transaksi tanpa harus hadir secara fisik di kantor 
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lembaga keuangan. World Bank Group (2018) mencatat bahwa penggunaan 

layanan keuangan digital meningkat signifikan dalam satu dekade terakhir, 

terutama di negara berkembang. 

Namun, peningkatan akses digital tidak selalu berarti meningkatnya 

keadilan distribusi manfaat ekonomi. Inilah paradoks inklusivitas digital. Di satu 

sisi, teknologi membuka pintu bagi kelompok yang sebelumnya tidak terlayani. Di 

sisi lain, sistem digital dapat menciptakan bentuk eksklusi baru ketika akses 

ditentukan oleh data, perangkat, literasi digital, dan sistem algoritmik yang tidak 

semua orang miliki. 

Kelompok masyarakat marginal sering kali tidak memiliki data formal yang 

cukup untuk dinilai layak oleh sistem keuangan digital. Pelaku usaha mikro, 

pedagang kecil, buruh informal, dan masyarakat pedesaan mungkin memiliki 

aktivitas ekonomi yang nyata, tetapi tidak tercatat dalam sistem perbankan 

formal. Jika algoritma hanya membaca data formal, kelompok ini akan tetap 

tersisih. Dengan demikian, persoalan utama bukan hanya ketersediaan teknologi, 

tetapi juga desain sistem digital dan nilai yang tertanam di dalamnya (Barocas dan 

Selbst, 2019). 

10.1.2. Kritik terhadap Algoritma Konvensional 

Algoritma dalam sistem keuangan modern umumnya berbasis pada 

prediksi risiko. Sistem ini menghitung kemungkinan gagal bayar, menilai 

kelayakan pembiayaan, dan menentukan keputusan berdasarkan data historis. 

Pendekatan ini memang berguna untuk efisiensi dan mitigasi risiko, tetapi sering 

kali mengabaikan dimensi etika dan keadilan sosial. 

Penggunaan data historis dapat menimbulkan bias karena data masa lalu 

tidak selalu mencerminkan kapasitas seseorang secara utuh. Jika kelompok 

miskin atau unbanked selama ini tidak memiliki akses ke lembaga keuangan, maka 

mereka tidak memiliki jejak data yang cukup. Akibatnya, algoritma dapat menilai 

mereka sebagai tidak layak, bukan karena mereka tidak mampu, tetapi karena 

sistem tidak memiliki cara yang adil untuk membaca kondisi mereka. 

Dalam ekonomi syariah, keputusan ekonomi tidak boleh hanya didasarkan 

pada efisiensi dan perhitungan risiko. Setiap keputusan harus 

mempertimbangkan maslahah, keadilan, dan dampaknya terhadap manusia. 
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Karena itu, algoritma konvensional perlu dikritisi dan direkonstruksi agar tidak 

menjadi alat yang memperkuat ketimpangan. Teknologi harus diarahkan untuk 

membantu manusia, bukan menggantikan pertimbangan moral dalam 

pengambilan keputusan. 

10.2. Maslahah sebagai Landasan Etika Digital 

Ekonomi Islam merupakan sistem nilai yang berakar pada Al-Qur’an, hadis, 

dan tradisi keilmuan Islam. Sistem ini tidak hanya membahas halal dan haram, tetapi 

juga membangun orientasi moral dalam kehidupan ekonomi. Nilai seperti keadilan, 

tauhid, amanah, larangan riba, larangan maysir, larangan gharar, dan kemaslahatan 

menjadi fondasi penting dalam mengarahkan aktivitas ekonomi. Tujuan akhirnya 

adalah falah, yaitu kesejahteraan dunia dan akhirat yang dicapai melalui pemenuhan 

Maqashid al-Syariah. 

Dalam ekonomi syariah, maslahah merupakan prinsip fundamental yang 

menekankan kesejahteraan kolektif dan keadilan sosial. Maslahah tidak hanya 

berorientasi pada manfaat ekonomi, tetapi juga mempertimbangkan dampak sosial, 

moral, dan spiritual dari suatu kebijakan (Chapra, 2001). Karena itu, konsep ini 

relevan untuk dijadikan landasan etika dalam sistem digital. 

Dalam kerangka Maqashid al-Syariah, terdapat beberapa prinsip yang dapat 

diintegrasikan ke dalam sistem digital. Keadilan diperlukan untuk mencegah 

diskriminasi algoritmik. Perlindungan harta penting untuk mencegah eksploitasi 

finansial dan penyalahgunaan data. Perlindungan akal relevan dalam menjaga 

kualitas informasi dan mencegah manipulasi digital. Sementara itu, perlindungan 

jiwa menuntut agar teknologi tidak membahayakan kehidupan, keamanan, dan 

martabat manusia. 

Prinsip-prinsip tersebut memberi dasar normatif untuk merancang sistem 

digital yang tidak hanya efisien, tetapi juga berkeadilan. Namun, maslahah tidak boleh 

berhenti sebagai konsep abstrak. Ia perlu dioperasionalkan ke dalam desain 

teknologi, kebijakan data, sistem penilaian risiko, dan mekanisme pengambilan 

keputusan. Dari kebutuhan inilah lahir gagasan algoritma maslahah sebagai model 

etika digital dalam ekonomi syariah. 

 



 

 

129 

TRANSFORMASI DIGITAL DALAM EKONOMI SYARIAH 

10.3. Model Algoritma Maslahah 

Secara konseptual, algoritma maslahah adalah sistem pengolahan data yang 

menggabungkan dua dimensi utama, yaitu dimensi teknis dan dimensi normatif. 

Dimensi teknis mencakup predictive analytics, statistik, dan machine learning untuk 

membaca pola data. Sementara itu, dimensi normatif memasukkan nilai-nilai syariah 

sebagai filter etis dalam pengambilan keputusan. 

Berbeda dengan algoritma konvensional yang cenderung berfokus pada 

akurasi prediksi, algoritma maslahah menambahkan lapisan evaluasi berbasis nilai. 

Tujuannya agar keputusan digital tidak hanya tepat secara teknis, tetapi juga adil 

secara sosial. Pendekatan ini sejalan dengan pandangan bahwa teknologi tidak 

bersifat netral, melainkan selalu membawa nilai tertentu dalam desain dan 

penggunaannya (Floridi et al., 2018). 

Pada tahap input, algoritma maslahah tidak hanya mengandalkan data 

finansial formal. Sistem ini perlu memperluas basis data dengan memasukkan data 

alternatif, seperti aktivitas usaha mikro, keterlibatan komunitas, stabilitas 

pendapatan informal, rekam transaksi digital sederhana, dan kontribusi sosial. Hal ini 

penting untuk mengakomodasi kelompok unbanked yang tidak memiliki jejak data 

formal, tetapi memiliki aktivitas ekonomi yang nyata (Nuriyah dan Rahmah, 2025). 

Dengan demikian, sistem tidak hanya membaca seseorang dari data perbankan, 

tetapi juga dari konteks sosial ekonominya. 

Pada tahap proses, algoritma maslahah tetap dapat menggunakan risk scoring 

sebagai alat analisis awal. Machine learning dapat membantu mendeteksi pola 

kompleks dalam data historis dan memperkirakan risiko pembiayaan (Riskandy dan 

Tjahyanto, 2025). Namun, hasil analisis risiko tidak langsung dijadikan keputusan 

akhir. Ia harus melewati filter maslahah yang menilai apakah keputusan tersebut 

berpotensi menimbulkan ketidakadilan, eksploitasi, atau eksklusi sosial. 

Filter maslahah dapat mencakup beberapa indikator. Pertama, keadilan atau 

adl, yaitu memastikan tidak ada diskriminasi berdasarkan status sosial, gender, 

lokasi, atau keterbatasan akses data. Kedua, perlindungan harta atau hifz al-mal, yaitu 

mencegah keputusan yang dapat merugikan pengguna, seperti jebakan utang, biaya 

tersembunyi, atau praktik yang menyerupai eksploitasi finansial. Ketiga, prinsip non-

mafsadah, yaitu menghindari dampak negatif yang lebih luas, seperti eksklusi 

sistemik terhadap kelompok rentan. Keempat, keseimbangan sosial, yaitu 
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mempertimbangkan dampak keputusan terhadap distribusi kesejahteraan 

masyarakat (Mardani, 2019). 

Pada tahap output, keputusan algoritma maslahah tidak harus berbentuk 

keputusan biner seperti diterima atau ditolak. Sistem dapat menghasilkan keputusan 

yang lebih adaptif, seperti persetujuan dengan skema pembiayaan khusus, tenor yang 

lebih fleksibel, rekomendasi pendampingan usaha, atau alternatif pembiayaan 

berbasis komunitas, zakat, dan wakaf. Dengan pendekatan ini, sistem keuangan tidak 

hanya menyaring risiko, tetapi juga membantu memberdayakan masyarakat. 

Secara teoritis, algoritma maslahah memperluas paradigma ekonomi digital 

dari sistem yang berbasis efisiensi menuju value-based algorithmic system. Model ini 

menunjukkan bahwa algoritma dapat menjadi medium internalisasi nilai, bukan 

sekadar alat teknis yang netral. Dalam ekonomi syariah, teknologi harus ditempatkan 

sebagai sarana untuk mencapai kemaslahatan, bukan sebagai tujuan itu sendiri. 

Secara praktis, implementasi algoritma maslahah memerlukan kolaborasi 

multidisipliner. Ahli teknologi seperti data scientist dan pengembang sistem perlu 

bekerja bersama praktisi keuangan, ulama, shariah scholar, regulator, dan 

masyarakat. Kolaborasi ini penting agar indikator maslahah dapat diterjemahkan ke 

dalam sistem komputasi secara operasional (Rianto et al., 2024). Pendekatan ini  

sejalan dengan perkembangan global dalam etika kecerdasan buatan yang 

menekankan keadilan, transparansi, dan akuntabilitas (Jobin et al., 2019). 

Meskipun demikian, implementasi algoritma maslahah menghadapi beberapa 

tantangan. Pertama, nilai etika seperti keadilan dan kemaslahatan tidak selalu mudah 

diukur secara numerik. Karena itu, diperlukan pendekatan gabungan antara metode 

kuantitatif dan kualitatif. Kedua, terdapat kemungkinan trade-off antara akurasi dan 

keadilan. Integrasi nilai etika mungkin menurunkan efisiensi prediktif dalam jangka 

pendek, tetapi dapat memperkuat keberlanjutan sistem dalam jangka panjang. 

Ketiga, lembaga keuangan syariah perlu membangun kapasitas teknologi, tata kelola 

data, dan regulasi internal yang mendukung sistem berbasis nilai. Dengan demikian, 

algoritma maslahah bukan sekadar modifikasi teknis terhadap algoritma 

konvensional. Ia merupakan rekonstruksi cara berpikir tentang teknologi dalam 

ekonomi syariah. Model ini menegaskan bahwa teknologi harus diarahkan untuk 

menjaga kemaslahatan, mencegah mafsadah, dan memperkuat keadilan sosial. 
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10.4. Menuju Ekosistem Digital Berkeadaban 

Dalam perspektif ekonomi syariah, data tidak dapat dipandang semata-mata 

sebagai komoditas. Data adalah amanah yang harus dikelola secara etis. Penggunaan 

data tanpa transparansi, persetujuan, dan perlindungan yang memadai dapat 

melanggar prinsip keadilan dan tanggung jawab (Zuboff, 2019). Perlindungan data 

pribadi juga sejalan dengan prinsip hifz al-mal, karena data memiliki nilai ekonomi 

dan berkaitan dengan hak kepemilikan individu. Tanpa kedaulatan data, inklusivitas 

digital justru dapat menciptakan bentuk baru ketidakadilan (Inayati, 2013). 

Penerapan algoritma maslahah dapat dilakukan dalam berbagai sektor 

ekonomi syariah. Dalam fintech syariah, penggunaan data alternatif dapat membantu 

menilai kelayakan pembiayaan bagi pelaku usaha mikro yang tidak memiliki rekam 

jejak kredit formal (Suri dan Jack, 2016). Dalam pengelolaan zakat digital, pendekatan 

berbasis data dapat meningkatkan ketepatan distribusi bantuan kepada mustahik. 

Dalam wakaf digital, teknologi dapat memperkuat transparansi pengelolaan aset dan 

memudahkan masyarakat memantau manfaat yang dihasilkan. 

Transformasi digital dalam ekonomi syariah pada akhirnya bukan hanya 

tentang adopsi teknologi. Yang lebih penting adalah arah penggunaan teknologi 

tersebut. Algoritma sebagai jantung sistem digital harus diarahkan untuk 

memastikan keadilan, transparansi, perlindungan data, dan kemaslahatan. Dalam 

konteks ini, algoritma maslahah dapat menjadi jembatan antara inovasi teknologi dan 

nilai Islam, sehingga digitalisasi tidak hanya inklusif secara akses, tetapi juga adil 

secara substansi (Floridi et al., 2018; Jobin et al., 2019). 

Ekosistem digital berkeadaban membutuhkan tiga fondasi utama. Pertama, 

tata kelola data yang amanah, transparan, dan menghormati hak pengguna. Kedua, 

desain algoritma yang tidak hanya mengejar efisiensi, tetapi juga mempertimbangkan 

keadilan sosial. Ketiga, kolaborasi antara teknologi, syariah, regulasi, dan masyarakat 

agar sistem digital benar-benar melayani kemaslahatan. Dengan fondasi tersebut, 

ekonomi syariah dapat hadir sebagai kekuatan penting dalam membangun masa 

depan digital yang lebih adil, manusiawi, dan berkelanjutan. 
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10.5. Digitalisasi sebagai Perubahan Struktur Ekonomi 

Digitalisasi dalam ekonomi syariah tidak hanya berkaitan dengan penggunaan 

aplikasi, pembayaran daring, atau layanan keuangan berbasis teknologi. Lebih jauh, 

digitalisasi telah mengubah struktur ekonomi secara mendasar, mulai dari cara 

masyarakat bertransaksi, pelaku usaha memperoleh modal, lembaga keuangan 

menilai risiko, hingga cara produk halal dipasarkan. Perubahan ini membuat ekonomi 

syariah tidak lagi hanya bertumpu pada lembaga fisik, tetapi juga bergerak melalui 

jaringan digital yang cepat, luas, dan saling terhubung. 

Perubahan tersebut membuka peluang besar bagi ekonomi syariah untuk 

menjangkau kelompok masyarakat yang sebelumnya sulit mengakses layanan 

ekonomi formal. Pelaku UMKM, masyarakat pedesaan, pekerja informal, dan generasi 

muda dapat memperoleh akses yang lebih mudah terhadap pembiayaan, investasi, 

donasi, serta layanan bisnis halal. Dengan demikian, digitalisasi dapat menjadi jalan 

untuk memperluas inklusi ekonomi apabila diarahkan pada nilai keadilan dan 

kemaslahatan. 

Namun, digitalisasi juga membawa tantangan baru. Ketimpangan akses 

internet, rendahnya literasi digital, dan keterbatasan kemampuan teknologi dapat 

membuat sebagian masyarakat tertinggal. Jika tidak dikelola dengan baik, 

transformasi digital justru dapat menciptakan bentuk eksklusi baru, yaitu ketika 

hanya kelompok yang memiliki akses data, perangkat, dan literasi yang dapat 

menikmati manfaat ekonomi digital. 

Oleh karena itu, digitalisasi ekonomi syariah perlu dipahami sebagai 

perubahan struktural yang harus dikawal oleh nilai. Teknologi tidak cukup hanya 

digunakan untuk mempercepat transaksi, tetapi juga harus memastikan bahwa 

manfaat ekonomi dapat dinikmati secara lebih adil. Dalam kerangka ekonomi syariah, 

transformasi digital seharusnya diarahkan untuk memperkuat maslahah, melindungi 

kelompok rentan, dan menciptakan ekosistem ekonomi yang lebih inklusif. 

10.6. Fintech Syariah dan Inklusi Keuangan 

Fintech syariah menjadi salah satu pendorong utama inklusi keuangan dalam 

ekonomi syariah. Melalui layanan digital, masyarakat dapat mengakses pembiayaan, 

pembayaran, investasi, dan pengelolaan keuangan tanpa harus bergantung 
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sepenuhnya pada kantor fisik lembaga keuangan. Hal ini sangat penting bagi 

masyarakat yang belum terjangkau layanan perbankan, seperti pelaku usaha mikro, 

pedagang kecil, pekerja informal, dan masyarakat di wilayah terpencil. 

Keunggulan fintech syariah terletak pada kemampuannya menggabungkan 

kemudahan teknologi dengan prinsip syariah. Skema seperti peer-to-peer financing, 

crowdfunding syariah, pembayaran digital halal, dan investasi berbasis akad syariah 

dapat memperluas akses masyarakat terhadap sumber pembiayaan yang lebih sesuai 

dengan nilai Islam. Dengan model ini, pembiayaan tidak hanya dipandang sebagai 

transaksi ekonomi, tetapi juga sebagai sarana pemberdayaan. 

Dalam konteks UMKM, fintech syariah dapat membantu mengatasi hambatan 

klasik berupa keterbatasan agunan, jarak geografis, dan prosedur pembiayaan yang 

rumit. Pelaku usaha kecil dapat mengajukan pembiayaan secara lebih sederhana, 

sementara lembaga keuangan dapat menggunakan data alternatif untuk menilai 

kelayakan usaha. Jika dikelola dengan baik, model ini dapat memperkuat 

pertumbuhan UMKM halal dan memperluas basis ekonomi umat. 

Meski demikian, inklusi keuangan melalui fintech syariah tidak boleh hanya 

diukur dari jumlah pengguna atau volume transaksi. Inklusi yang sejati harus 

memastikan bahwa layanan yang diberikan bersifat adil, transparan, tidak 

eksploitatif, dan sesuai dengan kemampuan ekonomi pengguna. Karena itu, 

pengembangan fintech syariah perlu didukung oleh regulasi yang kuat, pengawasan 

syariah yang jelas, perlindungan konsumen, dan literasi keuangan digital yang 

memadai. 

10.7. Teknologi Data, AI, dan Blockchain dalam Ekonomi Syariah 

Teknologi data, Artificial Intelligence (AI), dan blockchain memiliki potensi 

besar dalam memperkuat ekonomi syariah. Data dapat digunakan untuk memahami 

kebutuhan masyarakat, memetakan potensi mustahik, menilai kelayakan 

pembiayaan UMKM, serta mengukur dampak program sosial. Dengan pengelolaan 

yang tepat, data dapat membantu lembaga ekonomi syariah membuat keputusan 

yang lebih akurat, cepat, dan tepat sasaran. 

AI dapat dimanfaatkan untuk berbagai kebutuhan, seperti analisis risiko 

pembiayaan, layanan pelanggan, deteksi kecurangan, dan pengelolaan portofolio 

keuangan syariah. Dalam lembaga ZISWAF, AI juga dapat membantu memetakan 
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kelompok penerima manfaat berdasarkan tingkat kebutuhan, lokasi, dan kondisi 

sosial ekonomi. Namun, penggunaan AI harus tetap dikawal oleh prinsip keadilan 

agar tidak melahirkan bias algoritmik yang merugikan kelompok rentan. 

Sementara itu, blockchain dapat memperkuat transparansi dan keterlacakan 

dalam ekonomi syariah. Dalam rantai pasok halal, teknologi ini dapat digunakan 

untuk melacak asal bahan baku, proses produksi, distribusi, hingga produk sampai 

kepada konsumen. Dalam zakat dan wakaf, blockchain dapat membantu 

memperlihatkan alur penghimpunan dan penyaluran dana secara lebih terbuka, 

sehingga meningkatkan kepercayaan publik. 

Namun, pemanfaatan teknologi data, AI, dan blockchain tidak boleh dilepaskan 

dari nilai syariah. Teknologi harus diposisikan sebagai alat untuk memperkuat 

amanah, transparansi, dan kemaslahatan, bukan sekadar alat untuk mengejar 

efisiensi. Oleh karena itu, ekonomi syariah memerlukan tata kelola digital yang 

menjaga keamanan data, mencegah eksploitasi, serta memastikan bahwa inovasi 

teknologi benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat luas. 
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BAB 11 

KEBIJAKAN PUBLIK DAN TATA KELOLA 

EKONOMI SYARIAH 

 

EKONOMI syariah di Indonesia telah berkembang dari gerakan normatif dan 

akademik menjadi bagian penting dalam agenda pembangunan nasional. 

Perkembangan ini terlihat dari hadirnya regulasi perbankan syariah, penguatan 

pasar modal syariah, pengelolaan zakat dan wakaf, pengembangan industri halal, 

serta digitalisasi layanan keuangan syariah. Dengan cakupan yang semakin luas, 

ekonomi syariah tidak lagi cukup dipahami sebagai sektor alternatif, tetapi sebagai 

ekosistem pembangunan yang membutuhkan kebijakan publik yang kuat, tata kelola 

yang baik, dan koordinasi kelembagaan yang berkelanjutan. 

Dalam konteks pembangunan berkelanjutan, kebijakan publik memiliki peran 

penting untuk memastikan bahwa ekonomi syariah tidak hanya tumbuh secara 

kuantitatif, tetapi juga memberi dampak nyata bagi keadilan sosial, pemerataan 

ekonomi, pemberdayaan UMKM, dan perlindungan lingkungan. OJK secara rutin 

menerbitkan Laporan Perkembangan Keuangan Syariah Indonesia yang memuat 

perkembangan sektor perbankan syariah, pasar modal syariah, dan industri 

keuangan nonbank syariah sebagai bagian dari pengawasan dan pengembangan 

ekosistem keuangan syariah nasional. 

11.1. Peran Negara dalam Penguatan Ekonomi Syariah 

Negara memiliki peran sentral dalam penguatan ekonomi syariah. Dalam 

perspektif Islam, pemerintah tidak hanya berfungsi sebagai pengatur administratif, 

tetapi juga sebagai penjaga kemaslahatan publik. Peran ini mencakup penyediaan 

regulasi, penguatan kelembagaan, perlindungan konsumen, serta penciptaan iklim 

usaha yang adil dan inklusif. Dengan demikian, negara perlu hadir sebagai regulator, 
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fasilitator, dan orkestrator yang menghubungkan berbagai pemangku kepentingan 

dalam satu arah pembangunan ekonomi syariah. 

Di Indonesia, peran negara terlihat melalui penguatan kerangka hukum dan 

kelembagaan ekonomi syariah. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang 

Perbankan Syariah, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan 

Zakat, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, serta Undang-Undang 

Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal menjadi dasar penting bagi 

pengembangan ekonomi syariah. Regulasi tersebut memperlihatkan bahwa ekonomi 

syariah telah memperoleh tempat dalam sistem hukum nasional. 

Selain sebagai regulator, negara juga berperan sebagai fasilitator. Peran ini 

tampak dalam dukungan terhadap pengembangan industri halal, pembiayaan 

syariah, sertifikasi halal, digitalisasi ekonomi syariah, serta penguatan UMKM. Arah 

pengembangan ekonomi syariah Indonesia telah mengalami perluasan dari sekadar 

penguatan sektor keuangan menuju pembangunan ekosistem ekonomi nasional yang 

terintegrasi. Dalam Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia 2019–2024, pemerintah 

menekankan empat strategi utama, yaitu penguatan rantai nilai halal, penguatan 

sektor keuangan syariah, penguatan UMKM, serta pemanfaatan dan penguatan 

ekonomi digital (Kementerian PPN/Bappenas, 2018).  

Arah tersebut kemudian diperkuat dalam kebijakan pembangunan nasional 

terbaru, terutama melalui RPJMN 2025–2029, yang menempatkan ekonomi dan 

keuangan syariah sebagai bagian dari fokus prioritas pembangunan nasional. Dengan 

demikian, ekonomi syariah tidak hanya dipahami sebagai sektor keuangan, tetapi 

juga sebagai instrumen pembangunan yang mendukung industri halal, ekspor 

produk halal, inklusi keuangan, pemberdayaan UMKM, dan transformasi digital 

ekonomi nasional (Bank Indonesia, 2025; Republik Indonesia, 2025). Bank Indonesia 

juga menyebut target Indonesia menjadi pusat ekonomi syariah dunia pada 2029, 

dengan penguatan rantai nilai halal, pembiayaan syariah, literasi, dan inklusi sebagai 

kunci pencapaiannya. 

11.2. Kerangka Regulasi Ekonomi Syariah 

Kerangka regulasi ekonomi syariah di Indonesia telah berkembang cukup luas. 

Regulasi tersebut mencakup sektor keuangan, filantropi Islam, industri halal, pasar 

modal, asuransi, koperasi syariah, hingga lembaga keuangan mikro syariah. Namun, 
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perkembangan regulasi yang luas ini juga menuntut harmonisasi agar tidak terjadi 

tumpang tindih kewenangan antar lembaga. 

Dalam sektor keuangan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berperan mengawasi 

perbankan syariah, pasar modal syariah, dan industri keuangan nonbank syariah. 

Bank Indonesia berperan melalui kebijakan moneter, makroprudensial, sistem 

pembayaran, serta pengembangan ekonomi dan keuangan syariah. Bank Indonesia 

juga menempatkan penguatan industri keuangan syariah dan rantai nilai halal 

sebagai bagian dari cetak biru pengembangan ekonomi syariah nasional.  

Fatwa DSN-MUI menjadi salah satu pilar penting dalam tata kelola regulasi 

ekonomi syariah. Fatwa tersebut menjadi rujukan dalam pengembangan produk 

keuangan syariah, baik di sektor perbankan, pasar modal, asuransi, maupun lembaga 

pembiayaan. Dalam praktiknya, fatwa DSN-MUI sering diadopsi ke dalam regulasi 

teknis OJK sehingga memiliki kekuatan operasional bagi industri. Posisi ini 

menunjukkan bahwa ekonomi syariah membutuhkan hubungan yang seimbang 

antara otoritas keagamaan, regulator negara, dan pelaku industri. 

Tantangan utama dalam regulasi ekonomi syariah adalah harmonisasi. 

Perbedaan kewenangan antara OJK, Bank Indonesia, Kementerian Keuangan, 

Kementerian Agama, BPJPH, BAZNAS, BWI, dan KNEKS dapat menimbulkan 

fragmentasi kebijakan jika tidak dikoordinasikan dengan baik. Karena itu, regulasi 

ekonomi syariah ke depan perlu diarahkan pada integrasi kebijakan, 

penyederhanaan prosedur, dan penguatan koordinasi lintas lembaga. 

11.3. Kelembagaan Pendukung Ekonomi Syariah 

Kekuatan ekonomi syariah sangat bergantung pada kualitas kelembagaan 

pendukungnya. Kelembagaan tersebut mencakup bank syariah, pasar modal syariah, 

asuransi syariah, BAZNAS, BWI, lembaga amil zakat, koperasi syariah, BMT, BPJPH, 

serta lembaga pendidikan dan riset ekonomi Islam. Setiap lembaga memiliki fungsi 

berbeda, tetapi semuanya saling terhubung dalam membangun ekosistem ekonomi 

syariah. 

Perbankan syariah merupakan salah satu pilar utama dalam ekosistem 

keuangan syariah. Perannya tidak hanya menghimpun dan menyalurkan dana, tetapi 

juga mendukung pembiayaan sektor riil, UMKM, industri halal, dan kegiatan 

produktif masyarakat. Perkembangan kelembagaan ekonomi syariah juga tercermin 
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pada kinerja perbankan syariah, zakat, dan wakaf. Data Otoritas Jasa Keuangan 

menunjukkan bahwa aset perbankan syariah pada Desember 2024 mencapai 

Rp980,30 triliun dengan pangsa pasar 7,72%. Dalam perkembangan yang lebih 

mutakhir, aset perbankan syariah pada Desember 2025 meningkat menjadi 

Rp1.067,73 triliun, meskipun pangsa pasarnya berada pada 7,69%. Kondisi ini 

menunjukkan bahwa perbankan syariah mengalami pertumbuhan secara nominal, 

tetapi ruang peningkatannya masih sangat besar jika dibandingkan dengan potensi 

ekonomi syariah nasional (Otoritas Jasa Keuangan, 2025). 

Selain perbankan, BAZNAS dan BWI juga memiliki posisi strategis dalam 

memperkuat dimensi sosial ekonomi syariah. BAZNAS berperan dalam pengelolaan 

zakat, terutama melalui penghimpunan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, 

infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya. Sementara itu, BWI berperan 

dalam pembinaan nazhir serta pengembangan wakaf agar aset wakaf dapat dikelola 

secara lebih produktif dan berdampak bagi masyarakat. Outlook Zakat Indonesia 

2025 menunjukkan bahwa pengelolaan zakat nasional diarahkan pada peningkatan 

profesionalitas, transparansi, transformasi digital, serta optimalisasi potensi zakat 

untuk kesejahteraan umat. Di sisi lain, Peta Jalan Wakaf Nasional 2024–2029 

menegaskan pentingnya transformasi pengelolaan wakaf dari orientasi 

penghimpunan wakif menuju pengelolaan wakaf yang lebih produktif, terarah, dan 

berkelanjutan (Badan Wakaf Indonesia, 2024; Pusat Kajian Strategis BAZNAS, 2024). 

Di tingkat akar rumput, BMT dan Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan 

Syariah memiliki peran penting dalam menjangkau masyarakat berpenghasilan 

rendah dan pelaku usaha mikro. Lembaga ini sering kali lebih dekat dengan 

komunitas dibandingkan lembaga keuangan formal. Namun, penguatan pengawasan, 

standar tata kelola, kapasitas manajerial, dan akses permodalan tetap menjadi 

kebutuhan penting agar lembaga keuangan mikro syariah dapat berkembang secara 

sehat dan berkelanjutan. 

11.4. Tata Kelola, Akuntabilitas, dan Transparansi 

Tata kelola yang baik (good governance) merupakan prasyarat utama bagi 

keberlanjutan ekonomi syariah. Dalam Islam, tata kelola tidak hanya berkaitan 

dengan efisiensi organisasi, tetapi juga dengan nilai amanah, keadilan, musyawarah, 
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dan pertanggungjawaban. Prinsip syura, adl, amanah, dan masuliyyah menjadi 

fondasi etis dalam pengelolaan lembaga ekonomi syariah. 

Akuntabilitas dalam lembaga ekonomi syariah memiliki dua dimensi utama. 

Pertama, akuntabilitas finansial, yaitu kewajiban lembaga untuk menyajikan laporan 

keuangan secara benar, transparan, akurat, dan dapat diverifikasi melalui mekanisme 

audit. Dimensi ini penting untuk menjaga kepercayaan publik, meningkatkan 

keterbukaan informasi, serta memastikan bahwa pengelolaan dana dilakukan secara 

profesional dan bertanggung jawab. Kedua, akuntabilitas syariah, yaitu kewajiban 

lembaga untuk memastikan bahwa seluruh produk, akad, kebijakan, dan kegiatan 

operasionalnya sesuai dengan prinsip syariah. Dalam konteks ini, keberadaan Dewan 

Pengawas Syariah menjadi penting karena berfungsi mengawasi kepatuhan lembaga 

terhadap prinsip syariah. Dengan demikian, tata kelola lembaga ekonomi syariah 

tidak hanya dinilai dari aspek keuangan, tetapi juga dari kesesuaian etik dan hukum 

Islam (Otoritas Jasa Keuangan, 2024, 2025; Republik Indonesia, 2008). 

Dewan Pengawas Syariah (DPS) memiliki peran penting dalam memastikan 

kepatuhan tersebut. DPS bertugas mengawasi produk, akad, dan praktik bisnis agar 

sesuai dengan fatwa dan prinsip syariah. Efektivitas DPS sangat bergantung pada 

kompetensi, independensi, akses terhadap informasi, serta dukungan sistem 

pengawasan internal yang memadai. Jika DPS hanya bersifat formal, maka tata kelola 

syariah akan kehilangan substansi. 

Transparansi juga menjadi kunci kepercayaan publik. Lembaga keuangan 

syariah, lembaga zakat, dan lembaga wakaf perlu menyajikan informasi yang jelas 

mengenai penghimpunan dana, penyaluran, penggunaan aset, hasil investasi, serta 

dampak sosial yang dihasilkan. Dalam konteks modern, transparansi dapat diperkuat 

melalui pelaporan digital, audit independen, dan penggunaan teknologi informasi 

untuk memudahkan masyarakat memantau kinerja lembaga. 

11.5. Sinergi Pemerintah, Industri, Akademisi, dan Masyarakat 

Pengembangan ekonomi syariah membutuhkan sinergi antara pemerintah, 

industri, akademisi, dan masyarakat. Model ini sering disebut sebagai quadruple helix, 

yaitu kerja sama lintas pemangku kepentingan dalam membangun ekosistem yang 

saling mendukung. Pemerintah tidak dapat bekerja sendiri, begitu pula industri tidak 

dapat tumbuh tanpa dukungan regulasi, riset, literasi, dan partisipasi masyarakat. 
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Pemerintah berperan sebagai pengarah kebijakan dan penghubung antar 

lembaga. Melalui KNEKS, pemerintah berupaya memperkuat koordinasi lintas sektor 

dalam pengembangan ekonomi dan keuangan syariah. KNEKS menjadi wadah 

strategis untuk mempertemukan pemerintah, regulator, industri, akademisi, dan 

masyarakat dalam satu agenda penguatan ekonomi syariah nasional.  

Industri berperan sebagai motor inovasi. Bank syariah, perusahaan fintech 

syariah, pelaku industri halal, asuransi syariah, dan pasar modal syariah perlu terus 

mengembangkan produk yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Inovasi 

tersebut harus tetap menjaga prinsip syariah, perlindungan konsumen, dan 

keberpihakan pada sektor produktif. 

Akademisi memiliki peran dalam pengembangan ilmu, riset, dan evaluasi 

kebijakan. Kajian ekonomi Islam yang kuat dapat membantu pemerintah dan industri 

merumuskan kebijakan berbasis bukti. Sementara itu, masyarakat menjadi subjek 

sekaligus penerima manfaat pembangunan ekonomi syariah. Peningkatan literasi, 

partisipasi dalam zakat dan wakaf, serta penguatan kewirausahaan berbasis nilai 

Islam menjadi bagian penting dari keberhasilan ekonomi syariah. 

11.6. Hambatan Implementasi Kebijakan Ekonomi Syariah 

Meskipun perkembangan ekonomi syariah di Indonesia menunjukkan 

kemajuan yang cukup pesat, implementasi kebijakannya masih menghadapi 

sejumlah hambatan. Hambatan pertama bersifat struktural, yaitu masih terbatasnya 

skala industri keuangan syariah jika dibandingkan dengan industri keuangan 

konvensional. Pangsa pasar perbankan dan keuangan syariah yang masih relatif kecil 

menunjukkan bahwa potensi ekonomi syariah belum sepenuhnya tergarap. Kondisi 

ini juga berdampak pada terbatasnya modal, jaringan layanan, serta variasi produk 

yang dapat ditawarkan kepada masyarakat. 

Hambatan kedua berkaitan dengan fragmentasi kelembagaan dan regulasi. 

Banyaknya lembaga yang terlibat dalam pengembangan ekonomi syariah 

sebenarnya dapat menjadi kekuatan apabila memiliki koordinasi yang baik. Namun, 

dalam praktiknya, perbedaan kewenangan, tumpang tindih kebijakan, serta belum 

optimalnya harmonisasi regulasi sering memperlambat pelaksanaan program. Hal ini 

dapat menghambat inovasi produk, mengurangi kepastian hukum, dan membuat 

pelaku usaha sulit menyesuaikan diri dengan kebijakan yang berlaku. 
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Hambatan ketiga adalah rendahnya literasi ekonomi dan keuangan syariah di 

masyarakat. Banyak masyarakat masih memahami ekonomi syariah sebatas bank 

tanpa bunga. Padahal, cakupannya jauh lebih luas, seperti industri halal, zakat, wakaf, 

UMKM, investasi syariah, asuransi syariah, pasar modal syariah, dan ekonomi digital. 

Rendahnya literasi membuat sebagian masyarakat menganggap produk syariah lebih 

rumit, kurang praktis, atau kurang kompetitif dibandingkan produk konvensional. 

Hambatan keempat terdapat pada ekosistem industri halal. Sertifikasi halal, 

rantai pasok halal, logistik halal, serta harmonisasi standar masih perlu diperkuat. 

Bagi UMKM, biaya, prosedur, dan keterbatasan informasi sering menjadi kendala 

dalam memperoleh sertifikasi halal. Oleh karena itu, penguatan BPJPH, 

pendampingan UMKM, digitalisasi layanan, serta integrasi data halal menjadi agenda 

penting dalam memperkuat tata kelola ekonomi syariah di Indonesia. 

11.7. Arah Reformasi Tata Kelola Menuju Keberlanjutan 

Reformasi tata kelola ekonomi syariah perlu diarahkan pada pembangunan 

yang lebih terintegrasi, inklusif, dan berkelanjutan. Reformasi ini tidak cukup hanya 

bersifat administratif, tetapi harus menyentuh paradigma dasar pengelolaan 

ekonomi. Ekonomi syariah perlu dikelola sebagai ekosistem yang menghubungkan 

keuangan, sektor riil, industri halal, dana sosial Islam, UMKM, digitalisasi, dan 

pembangunan berkelanjutan. 

Arah pertama adalah penguatan koordinasi kelembagaan. Indonesia 

membutuhkan sistem koordinasi yang lebih efektif agar kebijakan ekonomi syariah 

tidak terfragmentasi. Peran KNEKS perlu diperkuat sebagai penghubung lintas 

sektor, sementara OJK, Bank Indonesia, Kementerian Keuangan, Kementerian Agama, 

BPJPH, BAZNAS, dan BWI perlu bergerak dalam kerangka kebijakan yang lebih 

terpadu. 

Arah kedua adalah integrasi Maqashid al-Syariah dan SDGs dalam kebijakan 

publik. Keduanya memiliki titik temu dalam pengentasan kemiskinan, keadilan sosial, 

keberlanjutan lingkungan, dan pemberdayaan manusia. Oleh karena itu, indikator 

pembangunan ekonomi syariah sebaiknya tidak hanya mengukur pertumbuhan aset 

atau pangsa pasar, tetapi juga dampak terhadap kemiskinan, ketimpangan, UMKM, 

lingkungan, dan kualitas hidup masyarakat. 
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Arah ketiga adalah digitalisasi tata kelola ekonomi syariah. Teknologi dapat 

digunakan untuk memperkuat transparansi zakat dan wakaf, mempercepat 

sertifikasi halal, memperluas akses pembiayaan syariah, serta meningkatkan efisiensi 

layanan keuangan. Namun, digitalisasi harus tetap dikawal oleh perlindungan data, 

keamanan siber, dan prinsip etika syariah agar tidak menimbulkan bentuk 

ketimpangan baru. 

Arah keempat adalah penguatan sumber daya manusia. Keberhasilan ekonomi 

syariah sangat bergantung pada kualitas regulator, praktisi, auditor syariah, DPS, 

akademisi, peneliti, dan pelaku usaha. Karena itu, pendidikan ekonomi Islam, 

sertifikasi profesi, pelatihan teknis, riset terapan, dan kerja sama internasional perlu 

diperkuat secara berkelanjutan. 

Dalam kerangka Indonesia Emas 2045, ekonomi syariah memiliki peluang 

besar untuk menjadi salah satu pilar pembangunan nasional. Namun, peluang ini 

hanya dapat diwujudkan apabila tata kelolanya diperkuat, regulasinya harmonis, 

kelembagaannya terintegrasi, industrinya inovatif, dan masyarakatnya memiliki 

literasi yang memadai. Dengan demikian, kebijakan publik dan tata kelola ekonomi 

syariah bukan hanya soal pengaturan teknis, tetapi juga komitmen kolektif untuk 

membangun ekonomi yang adil, etis, inklusif, dan berkelanjutan. 

Kebijakan publik dan tata kelola yang kuat merupakan prasyarat penting bagi 

transformasi ekonomi syariah menuju pembangunan berkelanjutan. Indonesia 

memiliki modal yang besar berupa populasi Muslim, regulasi yang terus berkembang, 

kelembagaan yang semakin kuat, serta potensi zakat, wakaf, industri halal, dan 

keuangan syariah. Namun, modal tersebut harus dikelola melalui koordinasi yang 

baik, transparansi, akuntabilitas, inovasi, dan keberpihakan pada kemaslahatan 

masyarakat. 

Dengan reformasi tata kelola yang komprehensif, ekonomi syariah Indonesia 

dapat berperan lebih besar dalam mengurangi kemiskinan, mempersempit 

ketimpangan, memperkuat UMKM, mendukung industri halal, dan membiayai 

pembangunan berkelanjutan. Inilah esensi kebijakan publik dalam ekonomi syariah: 

menghadirkan negara, pasar, dan masyarakat dalam satu tujuan bersama, yaitu 

mewujudkan kesejahteraan yang adil, bermartabat, dan berkelanjutan. 
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BAB 12 

PARADIGMA EKONOMI SYARIAH 

MENJAWAB KRISIS LINGKUNGAN 

 

KRISIS lingkungan global telah menjadi salah satu tantangan terbesar dalam 

pembangunan modern. Perubahan iklim, hilangnya keanekaragaman hayati, 

deforestasi, pencemaran udara, dan kerusakan ekosistem menunjukkan bahwa 

model pembangunan yang hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi tidak lagi 

memadai. Aktivitas ekonomi yang mengabaikan daya dukung alam telah 

menciptakan kerusakan yang tidak hanya berdampak pada lingkungan, tetapi juga 

pada kesehatan, pangan, kemiskinan, dan keberlanjutan hidup generasi mendatang. 

Dalam konteks ini, ekonomi syariah menawarkan paradigma yang berbeda. 

Ekonomi syariah tidak memisahkan aktivitas ekonomi dari nilai etika, tanggung 

jawab sosial, dan amanah manusia sebagai khalifah di bumi. Prinsip seperti mizan 

(keseimbangan), maslahah (kemanfaatan), larangan israf (berlebihan), serta 

perlindungan lingkungan atau hifz al-biah menjadi landasan penting untuk 

membangun sistem ekonomi yang lebih adil dan berkelanjutan. Bab ini membahas 

bagaimana paradigma ekonomi syariah dapat merespons krisis lingkungan melalui 

pendekatan etika dan keberlanjutan. 

12.1. Krisis Lingkungan Global dan Dampaknya terhadap 

Kehidupan 

Krisis lingkungan dalam dekade terakhir telah berkembang menjadi keadaan 

darurat global. Krisis ini dapat dipahami sebagai gangguan besar terhadap sumber 

daya alam, ekosistem, dan proses lingkungan yang berdampak luas serta sulit 

dipulihkan (Tettamanzi et al., 2022; Hwang, 2025). Perserikatan Bangsa-Bangsa 

mengidentifikasi tiga krisis utama yang saling berkaitan, yaitu perubahan iklim, 

hilangnya keanekaragaman hayati, dan polusi. Ketiganya memengaruhi hampir 
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seluruh aspek kehidupan manusia, mulai dari kesehatan, pangan, air bersih, tempat 

tinggal, hingga stabilitas sosial ekonomi. 

Perubahan iklim menjadi salah satu bentuk krisis yang paling nyata. Kenaikan 

suhu bumi, perubahan pola curah hujan, naiknya permukaan air laut, serta 

meningkatnya frekuensi bencana hidrometeorologis telah mengancam kehidupan 

masyarakat di berbagai wilayah. Kasus Cagar Biosfer Sundarban, salah satu situs 

warisan dunia UNESCO, menunjukkan bagaimana perubahan iklim berdampak pada 

komunitas agraris adat. Kenaikan permukaan air laut, siklon, erosi pantai, dan 

salinitas tanah telah merusak habitat dan mengganggu sumber penghidupan 

masyarakat setempat (Shibu Das, 2026). 

Krisis lingkungan juga tampak melalui deforestasi. Deforestasi menjadi salah 

satu pendorong utama perubahan iklim dan hilangnya keanekaragaman hayati 

karena mengubah fungsi hutan sebagai penyerap karbon menjadi sumber emisi 

(Balboni et al., 2023). Hutan Amazon menjadi contoh penting. Sebagai hutan tropis 

terbesar di dunia, sebagian wilayahnya terus mengalami konversi menjadi lahan 

pertanian, padang rumput, dan perkebunan kedelai (Ferreira, 2026). Konversi ini 

memang dapat meningkatkan produksi pertanian dalam jangka pendek, tetapi pada 

saat yang sama mengganggu keseimbangan ekosistem, mempercepat emisi karbon, 

dan meningkatkan risiko bencana ekologis. 

Selain perubahan iklim dan deforestasi, polusi juga menjadi ancaman serius. 

Polusi udara, air, dan tanah berdampak langsung pada kesehatan manusia serta 

keberlanjutan ekosistem. Berbagai polutan seperti nitrogen oksida, sulfur dioksida, 

senyawa organik volatil, dioksin, hidrokarbon aromatik polisiklik, dan logam berat 

seperti merkuri dapat merusak kualitas udara dan air, mengganggu kesehatan, serta 

menurunkan kualitas hidup masyarakat (Manisalidis et al., 2020). Kondisi ini 

menunjukkan bahwa krisis lingkungan tidak dapat dipandang sebagai persoalan 

alam semata, tetapi juga sebagai persoalan ekonomi, sosial, dan moral. 

12.2. Keterbatasan Model Ekonomi Konvensional 

Model ekonomi konvensional sering menempatkan pertumbuhan dan 

keuntungan sebagai ukuran utama keberhasilan pembangunan. Keberhasilan 

ekonomi biasanya dinilai melalui peningkatan Produk Domestik Bruto, ekspansi 

industri, peningkatan konsumsi, dan efisiensi produksi. Cara pandang ini mendorong 
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penggunaan sumber daya alam secara intensif, tetapi sering tidak memperhitungkan 

biaya ekologis yang ditimbulkan. 

Dalam praktiknya, orientasi pada pertumbuhan membuat sumber daya alam 

diperlakukan sebagai input produksi yang dapat dieksploitasi untuk mengejar 

keuntungan jangka pendek. Aktivitas industrialisasi, ekspansi pertanian, 

pertambangan, deforestasi, dan penggunaan energi fosil kerap menimbulkan dampak 

negatif berupa pencemaran, kerusakan lahan, penurunan kualitas air, dan 

peningkatan emisi karbon. Dampak tersebut sering disebut sebagai eksternalitas 

negatif, yaitu biaya sosial dan ekologis yang tidak sepenuhnya ditanggung oleh pelaku 

ekonomi. 

Kelemahan lain dari model ekonomi konvensional adalah kecenderungannya 

memisahkan ekonomi dari etika. Ketika keberhasilan hanya diukur melalui 

keuntungan dan pertumbuhan, maka aspek keadilan sosial, keberlanjutan 

lingkungan, dan tanggung jawab antargenerasi sering menjadi pertimbangan 

sekunder. Norris dan Joshi (2005) menegaskan bahwa pendekatan ekonomi yang 

tidak memperhitungkan nilai sumber daya alam dan keadilan sosial cenderung gagal 

menjawab persoalan lingkungan secara menyeluruh. 

Kritik terhadap model ini melahirkan gagasan sustainable development atau 

pembangunan berkelanjutan. Konsep ini menekankan pentingnya integrasi antara 

pertumbuhan ekonomi, perlindungan lingkungan, dan keadilan sosial. Namun, 

implementasinya masih menghadapi kendala besar karena kepentingan ekonomi 

jangka pendek sering berbenturan dengan kebutuhan keberlanjutan jangka panjang. 

Kondisi ini menunjukkan perlunya pendekatan alternatif yang tidak hanya teknis, 

tetapi juga berbasis nilai dan etika. 

12.3. Pendekatan Nilai dan Etika dalam Sistem Ekonomi 

Krisis lingkungan menunjukkan bahwa persoalan ekonomi tidak dapat 

diselesaikan hanya melalui teknologi, regulasi, atau instrumen pasar. Dibutuhkan 

perubahan cara pandang tentang hubungan manusia, ekonomi, dan alam. Di sinilah 

pendekatan nilai dan etika menjadi penting. Sistem ekonomi yang sehat harus 

mampu menjawab bukan hanya bagaimana sumber daya digunakan, tetapi juga 

untuk siapa, dengan batas apa, dan dengan tanggung jawab seperti apa. 

Dalam ekonomi Islam, alam tidak dipandang sebagai objek eksploitasi tanpa 

batas. Alam adalah amanah dari Allah SWT yang harus dijaga dan dikelola secara 
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bertanggung jawab. Manusia memiliki kedudukan sebagai khalifah di bumi, sehingga 

setiap aktivitas ekonomi harus mempertimbangkan keseimbangan, kemaslahatan, 

dan keberlanjutan. Prinsip mizan menuntut keseimbangan antara kebutuhan 

manusia dan daya dukung alam, sedangkan konsep maslahah menuntut agar 

kegiatan ekonomi memberi manfaat dan mencegah kerusakan. 

Ekonomi hijau memiliki kesesuaian yang kuat dengan prinsip ekonomi 

syariah. Ekonomi hijau menekankan pengurangan kemiskinan, perlindungan 

ekosistem, efisiensi sumber daya, dan penciptaan lingkungan yang lebih sehat. Dalam 

perspektif Islam, tujuan tersebut sejalan dengan Maqashid al-Syariah, terutama 

perlindungan jiwa, harta, keturunan, dan lingkungan (Harianto et al., 2025). Dengan 

demikian, ekonomi hijau tidak hanya dapat dibaca sebagai agenda modern, tetapi 

juga sebagai bagian dari tanggung jawab moral dalam ajaran Islam. 

Implementasi ekonomi hijau dalam ekonomi Islam dapat diwujudkan melalui 

berbagai cara. Pertama, pengembangan energi terbarukan sebagai alternatif 

terhadap ketergantungan pada energi fosil. Kedua, pembiayaan hijau berbasis syariah 

seperti green sukuk dan pembiayaan proyek ramah lingkungan. Ketiga, penguatan 

industri halal yang memperhatikan keberlanjutan bahan baku, proses produksi, dan 

rantai pasok. Keempat, optimalisasi zakat dan wakaf produktif untuk program 

lingkungan, ketahanan pangan, air bersih, dan pemberdayaan masyarakat (Octaviani 

dan Abriana, 2025). 

Dengan dasar tersebut, ekonomi syariah memiliki landasan normatif dan 

operasional untuk mendukung pembangunan berkelanjutan. Sabau dan Jong (2015) 

menegaskan bahwa keseimbangan lingkungan dalam ekonomi Islam dapat dijaga 

melalui etika dan institusi Islam. Yasmeen et al. (2024) juga menunjukkan bahwa 

Maqashid al-Syariah memprioritaskan perlindungan kehidupan dan kekayaan, 

sehingga secara inheren mendukung pengelolaan lingkungan. Artinya, ekonomi 

syariah dapat berperan sebagai paradigma yang menghubungkan pertumbuhan 

ekonomi, keadilan sosial, dan tanggung jawab ekologis dalam satu kerangka yang 

utuh. 

12.4. Manusia sebagai Agen Transformasi dalam Pengelolaan 

Lingkungan 

Dalam perspektif Islam, manusia ditempatkan sebagai agen strategis dalam 

menjaga keseimbangan bumi. Peran ini dikenal melalui konsep khalifah, yaitu 
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amanah yang diberikan Allah SWT kepada manusia untuk memanfaatkan, mengelola, 

dan memelihara sumber daya alam secara bijaksana (Arsyad dan Hasanah, 2025). 

Sebagai khalifah, manusia tidak memiliki hak mutlak atas alam. Manusia hanya 

bertindak sebagai pengelola yang harus memastikan bahwa aktivitas ekonomi dan 

sosial tidak merusak tatanan ekosistem. Karena itu, eksploitasi sumber daya alam 

secara berlebihan dipandang sebagai pelanggaran terhadap tanggung jawab moral 

dan spiritual manusia. 

Peran manusia sebagai pengelola alam juga berkaitan erat dengan prinsip 

amanah. Amanah berarti tanggung jawab yang harus dijaga dan 

dipertanggungjawabkan, baik kepada Allah SWT, sesama manusia, maupun generasi 

mendatang (Sulistiani, 2024). Dalam konteks lingkungan, amanah menuntut manusia 

untuk tidak hanya memenuhi kebutuhan ekonomi saat ini, tetapi juga 

mempertimbangkan keberlanjutan kehidupan di masa depan. Kesadaran ini 

mendorong pola produksi dan konsumsi yang lebih etis, hemat sumber daya, serta 

tidak merusak keseimbangan alam. 

Dalam perkembangan global, gagasan manusia sebagai agen transformasi 

lingkungan juga terlihat dalam konsep talenta hijau. China, misalnya, mulai 

membangun sumber daya manusia yang memiliki kompetensi di bidang 

perlindungan lingkungan, energi terbarukan, teknologi hijau, dan pengelolaan 

sumber daya berkelanjutan. Langkah ini berkaitan dengan target Dual Carbon, yaitu 

mencapai puncak emisi karbon pada 2030 dan netralitas karbon pada 2060 (Ming 

Lei, 2026). Kebijakan tersebut menunjukkan bahwa transformasi hijau tidak hanya 

membutuhkan teknologi, tetapi juga manusia yang memiliki pengetahuan, nilai, dan 

kapasitas untuk mendorong perubahan. 

Talenta hijau dapat dipahami melalui tiga pilar utama. Pilar pertama adalah 

pola pikir dan nilai lingkungan. Pilar ini mencakup pemahaman tentang 

keberlanjutan, komitmen etis, serta kemampuan kepemimpinan untuk mendorong 

praktik ekonomi yang berpihak pada ekologi (Leal Filho, 2012). Pilar kedua adalah 

kompetensi teknis, seperti penguasaan energi terbarukan, ekonomi sirkular, riset 

teknologi hijau, dan efisiensi sumber daya (Glen et al., 2009; International Energy, 

2021). Pilar ketiga adalah kemampuan mengintegrasikan pengetahuan tersebut ke 

dalam kegiatan ekonomi, industri, dan tata kelola lingkungan (Torres, 2015). 

Jika dilihat dari perspektif Islam, konsep talenta hijau memiliki kesamaan nilai 

dengan konsep khalifah. Keduanya menempatkan manusia sebagai subjek aktif yang 

bertanggung jawab atas keberlanjutan bumi. Bedanya, konsep khalifah memiliki 
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dasar spiritual yang lebih kuat karena menghubungkan tanggung jawab lingkungan 

dengan amanah kepada Allah SWT. Dengan demikian, manusia tidak hanya diminta 

menghindari kerusakan, tetapi juga aktif melakukan perbaikan lingkungan melalui 

ilmu, kebijakan, teknologi, dan praktik ekonomi yang berkelanjutan. 

Konteks geopolitik global juga memperkuat urgensi transformasi hijau. 

Ketegangan di kawasan strategis seperti Selat Hormuz dapat memengaruhi harga 

minyak dunia dan memperlihatkan rapuhnya ketergantungan terhadap energi fosil. 

Negara-negara pengimpor energi perlu mempercepat transisi menuju energi 

terbarukan dan teknologi hijau agar lebih mandiri secara ekonomi serta lebih 

bertanggung jawab secara ekologis. Dalam kerangka ini, manusia sebagai agen 

transformasi menjadi kunci untuk menjembatani kebutuhan ekonomi dan 

kelestarian lingkungan secara seimbang. 

12.4.1. Prinsip Keseimbangan Alam dalam Islam 

Krisis ekosistem global menunjukkan bahwa hubungan manusia dengan 

alam telah mengalami ketidakseimbangan. Laporan Living Planet 2024 

menunjukkan penurunan populasi spesies darat secara signifikan sejak 1970, 

disertai degradasi ekosistem di banyak wilayah (Fakan et al., 2025). Urbanisasi, 

pertumbuhan penduduk, ekspansi industri, dan meningkatnya kebutuhan 

sumber daya memperbesar tekanan terhadap jasa ekosistem. Kondisi ini 

memperlihatkan bahwa pembangunan yang tidak mempertimbangkan 

keseimbangan alam dapat menimbulkan risiko ekologis, sosial, dan ekonomi 

secara bersamaan. 

Dalam Islam, keseimbangan alam dijelaskan melalui konsep mizan. Mizan 

berarti keteraturan, ukuran, dan keseimbangan yang Allah tetapkan dalam 

ciptaan-Nya. Konsep ini menegaskan bahwa alam tidak boleh diperlakukan secara 

sembarangan karena setiap unsur memiliki fungsi dalam menjaga harmoni 

kehidupan. Anggryani et al. (2025) menjelaskan bahwa mizan menekankan 

tanggung jawab manusia dalam menggunakan sumber daya secara bijaksana 

untuk kepentingan generasi sekarang dan mendatang. 

Konsep mizan menghubungkan tanggung jawab moral dengan 

keseimbangan ekologis dan tujuan sosial ekonomi. Rasyid et al. (2025) 

menempatkan mizan sebagai kerangka keberlanjutan yang menyatukan 

kesejahteraan material, keadilan sosial, dan perlindungan lingkungan. Dalam 

kerangka ini, pembangunan ekonomi tidak boleh hanya mengejar produksi dan 
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konsumsi, tetapi juga harus memperhatikan daya dukung alam, distribusi 

manfaat, dan dampak jangka panjang. 

Penerapan mizan dalam kegiatan ekonomi dapat dilihat pada cara manusia 

mengelola produksi. Proses produksi harus memperhatikan asal bahan baku, cara 

memperoleh sumber daya, kondisi pekerja, pengelolaan limbah, dan dampak 

terhadap masyarakat sekitar. Prinsip halal dan haram tidak hanya mengatur 

status produk akhir, tetapi juga proses yang menyertainya. Karena itu, produksi 

yang merusak lingkungan, mengeksploitasi tenaga kerja, atau mencemari 

ekosistem tidak sejalan dengan semangat mizan. 

Dengan demikian, mizan dapat menjadi dasar etika bagi pembangunan 

berkelanjutan. Manusia menjadi aktor utama yang harus menjaga hubungan 

seimbang antara Tuhan, sesama manusia, dan alam. Ekonomi yang berlandaskan 

mizan tidak menolak pertumbuhan, tetapi menolak pertumbuhan yang merusak. 

Pertumbuhan harus diarahkan agar memberi manfaat, menjaga ekosistem, dan 

tidak mengorbankan generasi mendatang (Furqani dan Haneef, 2015; Wulan, 

2025). 

12.4.2. Larangan Eksploitasi Berlebih 

Eksploitasi berlebih merupakan salah satu penyebab utama kerusakan 

lingkungan. Eksploitasi tidak hanya terjadi pada alam, tetapi juga pada manusia, 

seperti tenaga kerja yang dibayar murah, jam kerja berlebihan, dan minimnya 

perlindungan kesehatan. Dalam konteks lingkungan, eksploitasi tampak pada 

pengerukan hasil hutan, tambang, laut, dan lahan pertanian tanpa 

mempertimbangkan keberlanjutan. Praktik ini sering didorong oleh kepentingan 

ekonomi jangka pendek, kekuatan politik, dan lemahnya kehati-hatian dalam 

pengambilan keputusan (Ludwig et al., 1993). 

Dalam studi organisasi dan bisnis, eksplorasi dan eksploitasi sering 

dipahami sebagai dua strategi yang berbeda. Eksplorasi berkaitan dengan 

pencarian, inovasi, dan pembelajaran baru. Sementara eksploitasi berarti 

pemanfaatan sumber daya, pengetahuan, atau peluang yang sudah ada secara 

intensif (Osiyevskyy et al., 2020). Masalah muncul ketika eksploitasi dilakukan 

secara berlebihan dan hanya mempertimbangkan keuntungan ekonomi. Dalam 

kondisi ini, keberlanjutan lingkungan, kesejahteraan masyarakat, dan hak 

generasi mendatang sering diabaikan. 
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Contoh eksploitasi alam dapat ditemukan dalam deforestasi, penambangan 

berlebihan, penangkapan ikan yang tidak terkendali, dan komodifikasi tumbuhan 

langka. Deforestasi dapat menurunkan keanekaragaman hayati, merusak habitat, 

dan meningkatkan emisi karbon (Tsujino et al., 2016). Pemanfaatan tanaman 

untuk obat, pariwisata, dan tanaman hias juga dapat menjadi masalah apabila 

tidak diikuti dengan konservasi dan pengendalian jumlah spesies (Macek et al., 

2000; Mpondo, 2011; Susilo dan Wahyuningsih, 2013). 

Islam memberikan batas yang jelas terhadap tindakan yang merusak alam 

melalui konsep fasad. Fasad merujuk pada segala bentuk kerusakan yang 

mengganggu keseimbangan ciptaan Allah SWT, termasuk pencemaran, 

deforestasi, eksploitasi sumber daya, dan aktivitas ekonomi yang menimbulkan 

mudarat (Fadhlan et al., 2024). Larangan fasad menunjukkan bahwa manusia 

tidak bebas melakukan kegiatan ekonomi apabila kegiatan tersebut merusak 

lingkungan dan merugikan kehidupan masyarakat. 

Dasar larangan ini salah satunya terdapat dalam QS. Al-A’raf ayat 56, yang 

melarang manusia membuat kerusakan di bumi setelah Allah memperbaikinya. 

Ayat ini menegaskan bahwa menjaga lingkungan merupakan kewajiban moral 

dan spiritual. Dalam konteks ekonomi, setiap aktivitas produksi, distribusi, dan 

konsumsi harus mempertimbangkan dampaknya terhadap alam. Prinsip ini 

mendorong pelaku usaha untuk mengendalikan limbah, menggunakan sumber 

daya secara efisien, dan menghindari praktik yang merusak ekosistem. 

Larangan fasad juga memiliki kaitan erat dengan keadilan sosial. Kerusakan 

lingkungan sering kali paling berat dirasakan oleh kelompok rentan, seperti 

masyarakat miskin, petani kecil, nelayan, masyarakat adat, dan penduduk wilayah 

rawan bencana. Karena itu, menjaga lingkungan berarti juga menjaga hak hidup 

dan kesejahteraan kelompok yang paling mudah terdampak. Dalam kerangka 

pembangunan ekonomi hijau, larangan fasad menjadi fondasi penting untuk 

membangun ekonomi yang tidak hanya produktif, tetapi juga adil, etis, dan 

berkelanjutan (Meylinda dan Matondang, 2023; Ghobakhloo et al., 2022). 
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12.5. Hubungan Ekonomi Syariah dan Pembangunan Berkelanjutan 

12.5.1. Etika Ekonomi Islam terhadap Lingkungan 

Etika ekonomi Islam memiliki hubungan yang kuat dengan agenda 

pembangunan berkelanjutan. Dalam Islam, kegiatan ekonomi tidak hanya dinilai 

dari hasil materi, tetapi juga dari cara memperoleh, mengelola, dan 

mendistribusikan sumber daya. Alam tidak dipandang sebagai objek eksploitasi, 

melainkan sebagai amanah yang harus dijaga. Karena itu, etika lingkungan dalam 

Islam menekankan keseimbangan antara kesejahteraan materi, keadilan sosial, 

dan kelestarian lingkungan (Khalidin et al., 2024). 

Landasan etika ini bersumber dari prinsip teologis bahwa manusia adalah 

penjaga bumi. Manusia diberi kewenangan untuk memanfaatkan alam, tetapi 

kewenangan tersebut dibatasi oleh tanggung jawab moral untuk tidak 

merusaknya. Ali dan Agushi (2024) menegaskan bahwa etika lingkungan Islam 

menekankan keterhubungan antara manusia, alam, dan Tuhan, sehingga 

pengelolaan lingkungan tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga spiritual. Dalam 

kerangka ini, Maqashid al-Syariah menjadi dasar penting karena menempatkan 

perlindungan kehidupan, harta, keturunan, dan lingkungan sebagai bagian dari 

tujuan syariah. 

Ekonomi Islam juga menawarkan alternatif terhadap sistem ekonomi yang 

terlalu menekankan keuntungan material. Prinsip keadilan, distribusi kekayaan 

yang adil, larangan riba, larangan gharar, serta orientasi pada maslahah 

menjadikan ekonomi Islam selaras dengan tujuan pembangunan berkelanjutan. 

Dalam pendekatan ini, aktivitas ekonomi diarahkan untuk memenuhi kebutuhan 

dasar manusia, mengurangi ketimpangan, dan menghasilkan manfaat bersama, 

bukan sekadar mengejar pertumbuhan atau akumulasi keuntungan (Wulandari et 

al., 2025). 

Dengan demikian, etika ekonomi Islam terhadap lingkungan dapat menjadi 

kerangka nilai dalam merespons krisis ekologis. Prinsip Islam tidak hanya 

mendorong manusia untuk menjaga alam, tetapi juga menuntut agar kebijakan 

ekonomi, produksi, konsumsi, dan investasi mempertimbangkan dampak sosial 

serta ekologis. Hal ini memperlihatkan bahwa ekonomi syariah memiliki potensi 

besar untuk memperkuat pembangunan yang adil, inklusif, dan berkelanjutan. 
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12.5.2. Produksi dan Konsumsi Berkelanjutan dalam Islam 

Produksi dan konsumsi merupakan dua aktivitas utama dalam sistem 

ekonomi. Dalam ekonomi modern, produksi sering dikaitkan dengan peningkatan 

output, efisiensi, dan keuntungan, sedangkan konsumsi dipahami sebagai 

pemenuhan kebutuhan serta pembentukan identitas sosial. Corrigan (2012) 

menjelaskan bahwa konsumsi tidak hanya menyangkut pembelian dan 

penggunaan barang, tetapi juga berkaitan dengan cara seseorang menampilkan 

identitas, membangun relasi sosial, dan berpartisipasi dalam kehidupan 

masyarakat. 

Dalam Islam, produksi dan konsumsi harus ditempatkan dalam kerangka 

keseimbangan. Produksi tidak boleh dilakukan secara eksploitatif dan merusak 

ekosistem. Aktivitas produksi yang ideal harus mempertimbangkan asal bahan 

baku, proses pengolahan, penggunaan energi, kondisi tenaga kerja, pengelolaan 

limbah, serta dampaknya terhadap masyarakat sekitar. Prinsip mizan 

menegaskan bahwa setiap aktivitas ekonomi harus menjaga harmoni antara 

manusia dan alam. Karena itu, produksi dalam ekonomi syariah tidak hanya 

mengejar keuntungan, tetapi juga memperhatikan dampak ekologis dan sosial. 

Produksi berkelanjutan dalam Islam dapat diwujudkan melalui 

penggunaan teknologi ramah lingkungan, efisiensi energi, pengelolaan limbah 

yang bertanggung jawab, serta pemilihan bahan baku yang tidak merusak alam. 

Produsen memiliki tanggung jawab etis untuk memastikan bahwa kegiatan 

usahanya tidak menimbulkan degradasi lingkungan. Selain itu, Islam juga 

menekankan keadilan dalam distribusi hasil produksi agar manfaat ekonomi tidak 

hanya dinikmati oleh kelompok tertentu. 

Pada sisi konsumsi, Islam menekankan prinsip kesederhanaan dan 

melarang perilaku berlebih-lebihan atau israf. Konsumsi berkelanjutan menuntut 

individu menggunakan sumber daya secara bijak dan tidak melampaui kebutuhan 

yang wajar. Qammar et al. (2023) menegaskan bahwa perilaku konsumtif yang 

berlebihan tidak hanya berdampak pada individu, tetapi juga dapat mempercepat 

kerusakan lingkungan. Karena itu, konsumsi dalam Islam diarahkan agar 

moderat, efisien, dan bertanggung jawab. 

Selain itu, konsumsi dalam Islam harus memperhatikan prinsip halal dan 

thayyib. Halal menunjukkan kesesuaian dengan ketentuan syariah, sedangkan 

thayyib menekankan kualitas, keamanan, manfaat, dan kebaikan bagi manusia 



 

 

153 

PARADIGMA EKONOMI SYARIAH MENJAWAB KRISIS LINGKUNGAN 

serta lingkungan. Kesadaran ini mendorong perilaku konsumsi yang tidak hanya 

berorientasi pada kepuasan pribadi, tetapi juga pada keberlanjutan. Dalam 

konteks yang lebih luas, konsumsi berkelanjutan dapat membantu mengurangi 

limbah, menjaga sumber daya alam, dan membentuk budaya ekonomi yang lebih 

bertanggung jawab (Fei et al., 2021). 

12.5.3. Instrumen Ekonomi Syariah dan Kontribusinya dalam 

Agenda SDGs 

Instrumen ekonomi syariah memiliki potensi besar dalam mendukung 

pencapaian SDGs. Hal ini karena instrumen ekonomi syariah dibangun atas nilai 

keadilan, keberlanjutan, distribusi kekayaan, dan kesejahteraan kolektif (Kholil et 

al., 2025). Berbeda dari instrumen keuangan yang hanya berorientasi pada 

keuntungan, instrumen syariah menggabungkan dimensi ekonomi, sosial, dan 

etika dalam satu kerangka yang saling terhubung. 

Salah satu instrumen yang menonjol adalah green sukuk. Instrumen ini 

digunakan untuk membiayai proyek-proyek ramah lingkungan, seperti energi 

terbarukan, efisiensi energi, transportasi berkelanjutan, konservasi hutan, dan 

rehabilitasi lahan kritis (Batubara et al., 2024). Melalui green sukuk, dana publik 

dan investor dapat dimobilisasi untuk mendukung pembangunan infrastruktur 

hijau dalam skala besar. Indonesia menjadi salah satu negara pionir dalam 

penerbitan green sukuk berbasis syariah untuk pembiayaan proyek lingkungan 

(Lubis dan Windiana, 2024). 

Selain green sukuk, zakat juga memiliki kontribusi penting terhadap 

pembangunan berkelanjutan. Zakat dapat meningkatkan daya beli masyarakat 

miskin dalam jangka pendek dan membantu mengurangi kemiskinan serta 

ketimpangan dalam jangka panjang apabila dikelola secara produktif (Ayuniyyah 

et al., 2017). Wakaf produktif juga berperan dalam pembiayaan pendidikan, 

kesehatan, ketahanan pangan, dan infrastruktur sosial. Jika diintegrasikan dengan 

instrumen keuangan syariah, ZISWAF dapat menciptakan mekanisme redistribusi 

kekayaan yang lebih inklusif dan berkelanjutan (Firdaus, 2025; Mustaqim, 2024; 

Purnawan dan Irfaniah, 2025). 

Konsep maslahah menjadi dasar dalam menentukan prioritas 

pembangunan. Setiap kebijakan ekonomi harus memberi manfaat luas bagi 

masyarakat, melindungi lingkungan, dan mempertimbangkan hak generasi 
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mendatang (Zuardi et al., 2025). Pembiayaan mikro syariah juga berkontribusi 

pada pemberdayaan ekonomi masyarakat kecil karena memberi akses modal 

yang lebih dekat dengan prinsip keadilan dan berbagi risiko (Latifah, 2020). 

Dengan demikian, instrumen ekonomi syariah dapat memperkuat inklusi 

keuangan, ketahanan ekonomi lokal, dan pengurangan kemiskinan. 

Peran keuangan syariah dalam mendukung proyek lingkungan semakin 

terlihat melalui pembiayaan berbasis keberlanjutan. Penerbitan green sukuk oleh 

Indonesia, misalnya, digunakan untuk membiayai proyek energi terbarukan, 

efisiensi energi, transportasi ramah lingkungan, konservasi hutan, dan rehabilitasi 

lahan (Khalilurrahman dan Mubarrak, 2022). Selain itu, lembaga keuangan 

syariah mulai mengembangkan pembiayaan hijau berbasis bagi hasil untuk 

mendukung usaha kecil di sektor energi bersih, pertanian berkelanjutan, dan 

industri ramah lingkungan. Hal ini menunjukkan bahwa ekonomi syariah dapat 

berperan nyata dalam mendorong transformasi menuju ekonomi hijau yang 

inklusif. 

12.6. Tanggung Jawab Antar-Generasi dalam Ekonomi Syariah 

Tanggung jawab antar-generasi merupakan prinsip penting dalam ekonomi 

syariah. Prinsip ini menegaskan bahwa generasi saat ini tidak memiliki hak untuk 

mengeksploitasi sumber daya alam secara berlebihan hingga mengorbankan 

kehidupan generasi mendatang. Setiap generasi memiliki hak yang setara atas 

lingkungan yang sehat, sumber daya yang cukup, dan kehidupan yang layak (Hidayati 

et al., 2024). Karena itu, pembangunan ekonomi harus mempertimbangkan dampak 

jangka panjang terhadap ekosistem dan kualitas hidup masa depan. 

Dalam Islam, tanggung jawab ini berakar pada konsep amanah. Harta, 

kekuasaan, sumber daya, dan aktivitas ekonomi merupakan titipan Allah SWT yang 

harus dikelola secara adil dan bertanggung jawab. Amanah tidak hanya berlaku pada 

moral individu, tetapi juga menjadi fondasi sistemik dalam tata kelola kekayaan, 

praktik bisnis, akuntansi, dan kebijakan pembangunan. Supardana et al. (2024) 

menegaskan bahwa amanah menuntut kejujuran sumber, pengelolaan yang 

bertanggung jawab, serta distribusi yang adil untuk mencegah ketimpangan dan 

mendukung kemaslahatan publik. 

Dalam konteks lingkungan, amanah terhubung dengan konsep khalifah fil 

ardh, hifz al-biah, dan pengelolaan sumber daya berkelanjutan. Manusia sebagai 
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khalifah tidak hanya bertugas memanfaatkan alam, tetapi juga menjaga kelangsungan 

fungsi ekologisnya. Amanah juga mendorong pengelolaan dana publik syariah seperti 

zakat dan wakaf agar berpihak pada kebutuhan dasar masyarakat, termasuk 

pengentasan kemiskinan, pendidikan, kesehatan, ketahanan pangan, dan 

perlindungan lingkungan (Jauharudin dan Khusnudin, 2025). 

Keadilan antar-generasi juga sejalan dengan Maqashid al-Syariah. Prinsip ini 

mengarahkan kebijakan dan instrumen ekonomi, seperti wakaf, zakat, industri halal, 

dan green sukuk, agar mendukung SDGs secara holistik (Nurbaiti et al., 2024). Dengan 

demikian, kesejahteraan tidak hanya diukur dari kondisi saat ini, tetapi juga dari 

kemampuan generasi mendatang untuk hidup dalam lingkungan yang layak, sehat, 

dan produktif. 

Pada tataran praktis, tanggung jawab antar-generasi menuntut kebijakan yang 

mengatur pemanfaatan sumber daya secara bijaksana. Pengendalian pencemaran, 

konservasi keanekaragaman hayati, penggunaan energi terbarukan, dan pendidikan 

lingkungan menjadi bagian penting dari tanggung jawab tersebut. Oleh karena itu, 

keadilan antar-generasi bukan hanya konsep normatif, tetapi juga tuntutan praktis 

untuk menjaga kesinambungan kehidupan di bumi. 

12.7. Implikasi Kebijakan Ekonomi Syariah terhadap Lingkungan 

Implikasi kebijakan ekonomi syariah terhadap lingkungan menuntut 

perumusan regulasi yang tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan, tetapi juga 

pada keberlanjutan ekologis. Regulasi perlu mengintegrasikan prinsip syariah ke 

dalam kebijakan publik yang mengatur pemanfaatan sumber daya alam, pembiayaan 

hijau, industri halal, dan perlindungan lingkungan. Prinsip Maqashid al-Syariah dapat 

menjadi landasan normatif dalam merancang kebijakan yang melindungi kehidupan, 

harta, keturunan, dan ekosistem (Pahutar et al., 2024). 

Kebijakan tersebut dapat diwujudkan melalui pengendalian eksploitasi 

sumber daya alam, insentif bagi industri hijau, dukungan terhadap energi terbarukan, 

dan disinsentif bagi aktivitas yang merusak lingkungan. Regulasi juga perlu 

memperhatikan keadilan sosial agar kelompok rentan tidak menanggung dampak 

terbesar dari kerusakan lingkungan. Dengan demikian, kebijakan ekonomi syariah 

tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga etis dan normatif. 

Pemerintah dan lembaga keuangan syariah memiliki peran penting dalam 

mengimplementasikan kebijakan ekonomi yang berorientasi pada keberlanjutan 
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(Wahyudi et al., 2025). Pemerintah dapat mendorong pembiayaan proyek ramah 

lingkungan melalui instrumen seperti green sukuk, sedangkan lembaga keuangan 

syariah dapat menyalurkan pembiayaan kepada sektor yang mendukung ekonomi 

hijau. Kolaborasi ini perlu disertai transparansi, akuntabilitas, dan pengukuran 

dampak agar dana yang disalurkan benar-benar memberi manfaat ekologis dan 

sosial. 

Lembaga keuangan syariah juga memiliki fungsi edukatif. Selain menyediakan 

pembiayaan, lembaga ini perlu meningkatkan literasi masyarakat tentang keuangan 

syariah dan keberlanjutan (Izzany, 2025). Literasi ini penting agar masyarakat 

memahami bahwa ekonomi syariah tidak hanya berkaitan dengan akad dan 

kepatuhan formal, tetapi juga dengan tanggung jawab sosial dan lingkungan. 

Masyarakat juga menjadi aktor penting dalam keberhasilan kebijakan 

ekonomi syariah berbasis lingkungan. Sebagai pelaku ekonomi, masyarakat memiliki 

tanggung jawab untuk menerapkan pola konsumsi dan produksi yang berkelanjutan. 

Kesadaran individu dan komunitas terhadap pentingnya menjaga lingkungan 

menjadi dasar perubahan perilaku. Dalam perspektif Islam, hal ini berkaitan dengan 

amanah yang menuntut setiap orang menjaga bumi sesuai kapasitasnya. 

Partisipasi masyarakat dapat dilakukan melalui dukungan terhadap produk 

ramah lingkungan, pengurangan konsumsi berlebihan, pengelolaan sampah, 

pelestarian lingkungan lokal, serta keterlibatan dalam gerakan sosial berbasis 

komunitas. Edukasi dan literasi lingkungan berbasis nilai Islam dapat memperkuat 

kesadaran kolektif. Dalam jangka panjang, sinergi antara kebijakan pemerintah, 

lembaga keuangan, pelaku usaha, dan masyarakat akan menciptakan sistem ekonomi 

yang lebih hijau, adil, dan berkelanjutan (Llopiz-Guerra et al., 2024; Nguyen et al., 

2024). 

 



TRANSFORMASI EKONOMI SYARIAH MENUJU PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN 

 

157 

BAB 13 

MASA DEPAN EKONOMI SYARIAH 

DALAM MENDUKUNG SDGs 

 

EKONOMI syariah memasuki fase penting dalam agenda pembangunan global. Ia 

tidak lagi hanya dipahami sebagai sistem keuangan alternatif, tetapi sebagai kerangka 

ekonomi yang dapat mendukung keadilan sosial, pengentasan kemiskinan, 

pemerataan akses, dan keberlanjutan lingkungan. Dalam konteks SDGs, ekonomi 

syariah memiliki titik temu yang kuat karena sama-sama menempatkan 

kesejahteraan manusia, keadilan, dan keberlanjutan sebagai tujuan utama. 

Namun, masa depan ekonomi syariah tidak cukup hanya ditentukan oleh 

pertumbuhan aset, jumlah lembaga, atau perluasan produk. Tantangan utamanya 

adalah memastikan bahwa ekonomi syariah benar-benar bergerak dari kepatuhan 

formal menuju dampak substantif. Artinya, ekonomi syariah harus mampu 

menunjukkan kontribusi nyata terhadap pengurangan kemiskinan, penguatan 

UMKM, pengelolaan dana sosial Islam, pembiayaan hijau, dan pembangunan yang 

berorientasi pada Maqashid al-Syariah. 

13.1. Evaluasi Perkembangan Ekonomi Syariah Kontemporer 

Ekonomi syariah telah mengalami pertumbuhan signifikan dalam beberapa 

dekade terakhir. Di Indonesia, perkembangan ini terlihat dari meningkatnya aset 

perbankan syariah, berkembangnya lembaga keuangan mikro syariah, 

bertumbuhnya pasar modal syariah, serta semakin luasnya ekosistem zakat, infak, 

sedekah, dan wakaf atau ZISWAF (Bank Indonesia, 2023). Pertumbuhan ini 

menunjukkan bahwa ekonomi syariah semakin memperoleh ruang dalam sistem 

ekonomi nasional. 



 

 

TRANSFORMASI EKONOMI SYARIAH MENUJU PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN 

158 

Meskipun demikian, evaluasi yang jujur perlu melihat bahwa capaian 

kuantitatif belum selalu diikuti oleh kedalaman substantif. Pertumbuhan aset dan 

jumlah lembaga belum cukup apabila belum berdampak luas pada kesejahteraan 

masyarakat, pengurangan kemiskinan, pemerataan ekonomi, dan pelestarian 

lingkungan. Dalam kerangka Maqashid al-Syariah, keberhasilan ekonomi syariah 

harus dinilai dari kemampuannya melindungi agama, jiwa, akal, keturunan, harta, dan 

lingkungan. 

Dari sisi kelembagaan, Indonesia telah memiliki infrastruktur yang cukup kuat. 

Keberadaan Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia, Dewan Syariah Nasional Majelis 

Ulama Indonesia, BAZNAS, BWI, dan KNEKS menunjukkan bahwa ekosistem 

ekonomi syariah telah memiliki dasar regulasi dan kelembagaan yang memadai 

(KNEKS, 2023). Namun, kelembagaan tersebut masih membutuhkan koordinasi yang 

lebih kuat agar tidak berjalan secara terpisah. 

Perkembangan ekonomi syariah kontemporer juga perlu dilihat dari kualitas 

tata kelola. Prinsip etika bisnis Islam menekankan kejujuran, akuntabilitas, amanah, 

dan kepatuhan terhadap nilai syariah dalam setiap aktivitas ekonomi (Abuznaid, 

2009). Karena itu, lembaga ekonomi syariah tidak hanya dituntut patuh secara akad, 

tetapi juga harus mampu menunjukkan integritas dalam praktik bisnis dan dampak 

sosialnya. 

13.1.1. Capaian dan Tantangan Kelembagaan 

Perkembangan kelembagaan ekonomi syariah di Indonesia menunjukkan 

kemajuan penting. Merger tiga bank syariah milik BUMN menjadi Bank Syariah 

Indonesia pada 2021 menjadi langkah strategis dalam memperkuat skala, daya 

saing, dan kepercayaan publik terhadap industri perbankan syariah nasional. 

Langkah ini memperlihatkan adanya keseriusan negara dalam membangun bank 

syariah yang lebih kuat dan mampu bersaing di tingkat nasional maupun global. 

Namun, pangsa pasar perbankan syariah masih relatif kecil dibandingkan 

potensi Indonesia sebagai negara dengan jumlah penduduk Muslim terbesar. 

Tantangan utama masih terletak pada inovasi produk, literasi masyarakat, 

penetrasi layanan di daerah, serta kemampuan bersaing dengan perbankan 

konvensional. Penguatan kelembagaan perbankan syariah menjadi penting 
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karena sektor ini berperan dalam menjaga stabilitas sistem keuangan sekaligus 

mendukung pembiayaan sektor riil (Ismail, 2013). 

Di sisi ZISWAF, potensinya sangat besar. BAZNAS mencatat potensi zakat 

nasional mencapai ratusan triliun rupiah per tahun, tetapi realisasi 

penghimpunannya masih jauh dari potensi tersebut (Outlook Zakat Indonesia, 

2023). Hal ini menunjukkan bahwa tantangan utama bukan hanya pada potensi, 

tetapi pada kepercayaan publik, literasi, tata kelola, dan efektivitas penyaluran. 

Wakaf produktif juga mulai berkembang melalui wakaf uang, wakaf 

berbasis sukuk, dan program pemberdayaan sosial. Namun, optimalisasinya 

masih membutuhkan penguatan nadzir, transparansi pengelolaan aset, inovasi 

investasi syariah, dan integrasi dengan program pembangunan. Agar ZISWAF 

benar-benar menjadi instrumen pembangunan, tata kelolanya harus profesional, 

akuntabel, dan berorientasi pada dampak sosial (Beik dan Arsyianti, 2016). 

13.1.2. Indikator Makroekonomi Syariah 

Evaluasi ekonomi syariah tidak dapat hanya mengandalkan indikator 

jumlah aset, jumlah lembaga, atau pertumbuhan produk. Diperlukan indikator 

yang lebih luas untuk mengukur kontribusi ekonomi syariah terhadap 

kesejahteraan, pemerataan, pengurangan kemiskinan, dan kelestarian 

lingkungan. Dalam kerangka Maqashid al-Syariah, keberhasilan ekonomi harus 

diukur dari dampaknya terhadap kehidupan manusia secara menyeluruh 

(Chapra, 2008). 

Dalam kaitannya dengan SDGs, ekonomi syariah memiliki potensi besar 

untuk mendukung penghapusan kemiskinan, pengurangan ketimpangan, 

pekerjaan layak, konsumsi dan produksi berkelanjutan, serta kemitraan 

pembangunan. Instrumen seperti zakat, wakaf, pembiayaan mikro syariah, sukuk, 

dan industri halal dapat diarahkan untuk memperkuat agenda SDGs secara lebih 

konkret (UNDP, 2023). 

Beberapa indeks global seperti Global Islamic Economy Indicator dalam 

State of the Global Islamic Economy menunjukkan bahwa Indonesia terus 

mengalami perkembangan positif. Indonesia menempati posisi yang semakin 

kuat dalam sektor makanan halal, keuangan syariah, dan pariwisata ramah 

Muslim (DinarStandard, 2023). Namun, peringkat global tersebut harus 
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diterjemahkan ke dalam kebijakan nyata yang berdampak langsung pada pelaku 

usaha, masyarakat miskin, UMKM, dan kelompok rentan. 

Evaluasi kritis juga perlu menyoroti kecenderungan ekonomi syariah yang 

kadang lebih berfokus pada kepatuhan formal daripada substansi nilai. Beberapa 

produk keuangan syariah secara teknis sudah memenuhi akad syariah, tetapi hasil 

ekonominya masih menyerupai produk konvensional. El-Gamal (2006) menyebut 

kecenderungan ini sebagai praktik yang lebih menonjolkan bentuk daripada 

esensi. Asutay (2012) juga menegaskan adanya kesenjangan antara aspirasi 

Islamic moral economy dan praktik lembaga keuangan syariah modern. 

13.2. Pergeseran dari Simbolik Menuju Substantif 

Salah satu tantangan utama ekonomi syariah masa depan adalah pergeseran 

dari orientasi simbolik menuju orientasi substantif. Orientasi simbolik cenderung 

berhenti pada penggunaan istilah Arab, struktur akad, dan label syariah. Sementara 

itu, orientasi substantif menuntut agar setiap aktivitas ekonomi benar-benar 

mencerminkan keadilan, kemaslahatan, keberlanjutan, dan tanggung jawab sosial. 

Ekonomi syariah yang substantif tidak hanya bertanya apakah suatu produk 

halal secara akad, tetapi juga apakah produk tersebut adil, bermanfaat, tidak 

eksploitatif, dan memberi dampak positif bagi masyarakat. Dengan cara pandang ini, 

ekonomi syariah tidak cukup hanya menjadi sistem yang berbeda secara formal dari 

ekonomi konvensional. Ia harus menjadi sistem yang lebih etis, lebih inklusif, dan 

lebih berpihak pada kemaslahatan publik (Amin, 2021). 

13.2.1. Akar Masalah Simbolik  

Akar masalah orientasi simbolik dapat ditemukan dalam keterbatasan 

pemahaman terhadap Maqashid al-Syariah. Padahal, Maqashid al-Syariah 

seharusnya menjadi kompas utama dalam merancang produk, kebijakan, dan 

layanan ekonomi syariah. Perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, 

dan harta tidak boleh hanya menjadi konsep teoritis, tetapi harus diterjemahkan 

ke dalam indikator operasional yang dapat diukur (Fattah, 2024). 

Tekanan kompetitif dari sistem keuangan konvensional juga menjadi salah 

satu penyebab orientasi simbolik. Lembaga keuangan syariah sering terdorong 

untuk meniru produk konvensional agar tetap kompetitif. Akibatnya, inovasi 
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syariah yang orisinal belum berkembang secara optimal. Khaerunnisa (2024) 

menegaskan bahwa lemahnya riset dan inovasi berbasis nilai menyebabkan 

produk syariah cenderung mengikuti pola konvensional tanpa menawarkan 

perbedaan substantif. 

13.2.2. Menuju Ekonomi Syariah yang Substantif 

 Pergeseran menuju ekonomi syariah yang substantif membutuhkan 

perubahan pada level regulasi, kelembagaan, dan budaya organisasi. Pada level 

regulasi, pengawasan tidak cukup hanya menilai kesesuaian akad. Regulasi juga 

perlu menilai dampak sosial, keberlanjutan, dan kontribusi produk syariah 

terhadap kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, pengawasan syariah tidak 

berhenti pada kepatuhan formal, tetapi masuk pada dimensi kemanfaatan. 

Pada level kelembagaan, lembaga ekonomi syariah perlu bergerak dari 

budaya profit-centric menuju value-centric. Keberhasilan tidak hanya diukur 

melalui laba, pertumbuhan aset, atau pangsa pasar, tetapi juga dari kontribusi 

terhadap pemberdayaan masyarakat, pengurangan kesenjangan, dan 

perlindungan lingkungan. Kerangka social performance management dapat 

digunakan untuk menilai sejauh mana lembaga syariah menjalankan nilai-nilai 

sosial dan etika dalam operasionalnya (Haniffa dan Hudaib, 2007). 

Pada level sumber daya manusia, transformasi substantif membutuhkan 

insan ekonomi syariah yang tidak hanya memahami teknik keuangan, tetapi juga 

memiliki integritas moral. Nilai amanah, keadilan, maslahah, dan takaful perlu 

ditanamkan dalam proses rekrutmen, pelatihan, penilaian kinerja, serta sistem 

insentif. Dengan demikian, nilai syariah tidak hanya tertulis dalam dokumen 

kelembagaan, tetapi hidup dalam keputusan bisnis sehari-hari (Antonio, 2001; 

Chapra, 2008). 

Beberapa praktik global dapat menjadi contoh. Di Malaysia, pendekatan 

Value-Based Intermediation mendorong perbankan syariah agar tidak hanya 

mengejar profitabilitas, tetapi juga menciptakan dampak positif bagi masyarakat 

dan lingkungan. Di Indonesia, beberapa lembaga zakat juga mulai 

mengembangkan program pemberdayaan berbasis data dan dampak, sehingga 

zakat tidak hanya disalurkan secara konsumtif, tetapi menjadi instrumen 

transformasi sosial ekonomi (Shafruddin dan Shahimi, 2025; Zaldi, 2025). 
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13.3. Inovasi Model Bisnis dan Kelembagaan Syariah 

Inovasi menjadi kebutuhan penting bagi ekonomi syariah agar tetap 

relevan di tengah perubahan ekonomi global. Perkembangan teknologi digital, 

perubahan perilaku konsumen, pertumbuhan bisnis berbasis platform, serta 

meningkatnya perhatian terhadap keberlanjutan mendorong lembaga ekonomi 

syariah untuk memperbarui model bisnisnya. Ekonomi syariah tidak cukup hanya 

mempertahankan bentuk kelembagaan yang ada, tetapi perlu menghadirkan 

layanan yang lebih adaptif, inklusif, dan berdampak nyata bagi masyarakat 

(Afwadzi dan Djalaluddin, 2024). 

Transformasi model bisnis syariah perlu diarahkan pada dua hal utama. 

Pertama, kemampuan memanfaatkan teknologi untuk memperluas akses 

layanan. Kedua, kemampuan menjaga substansi nilai syariah dalam setiap inovasi 

yang dikembangkan. Dengan demikian, inovasi tidak hanya berarti digitalisasi 

layanan, tetapi juga penguatan keadilan, transparansi, keberlanjutan, dan 

kemaslahatan. Lembaga ekonomi syariah yang mampu menggabungkan 

teknologi dan nilai akan memiliki peluang lebih besar untuk memimpin ekosistem 

ekonomi digital yang semakin kompetitif (Setiawan dan Mugiyati, 2023). 

13.3.1. Fintech Syariah dan Digitalisasi Layanan 

Perkembangan financial technology atau fintech membuka peluang besar 

bagi demokratisasi layanan keuangan syariah. Melalui platform digital, layanan 

keuangan dapat menjangkau masyarakat yang selama ini belum terlayani oleh 

perbankan formal, termasuk pelaku usaha mikro, masyarakat pedesaan, dan 

kelompok berpenghasilan rendah (Awamirillah dan Maharani, 2022). Hal ini 

menjadikan fintech syariah sebagai instrumen penting dalam memperluas inklusi 

keuangan. 

Inovasi seperti peer-to-peer financing syariah, crowdfunding berbasis zakat 

dan wakaf, serta dompet digital syariah menunjukkan bahwa ekonomi syariah 

mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi. Model ini memungkinkan 

masyarakat memperoleh akses pembiayaan dan layanan keuangan dengan 

proses yang lebih cepat, biaya yang lebih efisien, dan jangkauan yang lebih luas. 

Bagi UMKM, layanan ini dapat menjadi alternatif penting ketika akses terhadap 

perbankan formal masih terbatas. 
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Di Indonesia, pengembangan fintech syariah telah memperoleh dukungan 

regulasi melalui berbagai kebijakan OJK serta Fatwa DSN-MUI Nomor 117/DSN-

MUI/II/2018 tentang layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi 

berdasarkan prinsip syariah. Meski demikian, regulasi yang ada masih perlu 

diperkuat agar lebih mampu membedakan karakteristik fintech syariah dan 

konvensional. Hal ini penting karena kepatuhan syariah tidak hanya menyangkut 

akad, tetapi juga menyangkut perlindungan konsumen, transparansi biaya, 

keamanan data, dan keadilan dalam mekanisme pembiayaan. 

Tantangan utama fintech syariah terletak pada keamanan data, 

perlindungan konsumen, literasi digital, dan konsistensi penerapan prinsip 

syariah dalam lingkungan digital. Tanpa pengawasan yang memadai, inovasi 

digital dapat melahirkan risiko baru, seperti penyalahgunaan data, pembiayaan 

yang eksploitatif, atau penggunaan label syariah tanpa substansi nilai. Karena itu, 

standar syariah dari lembaga seperti AAOIFI dan pedoman operasional IFSB perlu 

terus diadaptasi agar sesuai dengan perkembangan teknologi keuangan digital 

(Yunita et. al., 2022). 

13.3.2. Wakaf Produktif dan Inovasi Instrumen 

Wakaf produktif merupakan salah satu instrumen paling potensial dalam 

mendukung SDGs. Berbeda dari wakaf tradisional yang banyak diarahkan pada 

pembangunan masjid, madrasah, atau pemakaman, wakaf produktif 

mengoptimalkan aset wakaf agar menghasilkan manfaat ekonomi secara 

berkelanjutan. Hasil pengelolaan wakaf dapat digunakan untuk membiayai 

pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi, ketahanan pangan, dan layanan 

sosial lainnya (Abiba dan Suprayitno, 2023). 

Inovasi wakaf semakin berkembang melalui wakaf uang, wakaf saham, 

wakaf berbasis proyek, dan Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS). CWLS menjadi 

contoh penting karena menghubungkan wakaf uang dengan instrumen sukuk 

negara. Melalui skema ini, dana wakaf dapat ditempatkan pada instrumen yang 

aman dan produktif, sementara imbal hasilnya digunakan untuk program sosial. 

Model ini menunjukkan bahwa wakaf dapat bertransformasi dari filantropi 

tradisional menjadi instrumen keuangan sosial yang modern dan berdampak 

(Danugroho dan Sa’adah, 2021). 
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Digitalisasi juga memperluas partisipasi masyarakat dalam wakaf. Platform 

wakaf digital memungkinkan masyarakat berwakaf dengan nominal kecil, proses 

mudah, dan akses informasi yang lebih terbuka. Hal ini penting karena wakaf tidak 

lagi hanya menjadi praktik kelompok tertentu yang memiliki aset besar, tetapi 

dapat dilakukan oleh masyarakat luas. Dengan pengelolaan yang profesional, 

wakaf produktif dapat menjadi sumber pembiayaan jangka panjang bagi 

pembangunan sosial. 

Namun, pengembangan wakaf produktif masih menghadapi tantangan. 

Kapasitas nadzir, transparansi pengelolaan aset, literasi masyarakat, dan regulasi 

investasi wakaf perlu diperkuat. Wakaf produktif hanya dapat memberikan 

dampak besar jika dikelola secara amanah, profesional, dan berbasis pengukuran 

hasil. Karena itu, inovasi instrumen wakaf perlu diikuti dengan penguatan tata 

kelola dan akuntabilitas. 

13.3.3. Keuangan Sosial Islam dan Blended Finance 

Keuangan sosial Islam memiliki potensi besar untuk dikembangkan 

melalui skema blended finance. Konsep ini menggabungkan dana filantropi, dana 

publik, dan investasi swasta untuk membiayai sektor yang berdampak sosial 

tinggi, tetapi memiliki risiko komersial yang relatif besar. Dalam ekonomi syariah, 

skema ini dapat memadukan zakat, infak, sedekah, wakaf, sukuk, dan pembiayaan 

syariah komersial dalam satu desain pembiayaan yang saling melengkapi (Musari, 

2022). 

Model blended finance sangat relevan untuk mendukung sektor seperti 

UMKM, pertanian berkelanjutan, energi bersih, pendidikan, kesehatan, dan 

perumahan terjangkau. Dana sosial Islam dapat digunakan untuk menurunkan 

risiko awal, sedangkan dana komersial dapat memperbesar skala pembiayaan. 

Dengan cara ini, proyek yang sebelumnya dianggap kurang menarik secara 

komersial dapat menjadi layak dibiayai karena memiliki dukungan filantropi dan 

kelembagaan. 

Integrasi antara keuangan sosial Islam dan keuangan komersial juga 

membuka ruang bagi pengembangan Islamic Social Enterprise (ISE). ISE 

merupakan model kelembagaan yang beroperasi dengan logika bisnis, tetapi 

memiliki misi sosial yang jelas. Lembaga ini tidak hanya mengejar keuntungan, 
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tetapi juga berupaya mewujudkan Maqashid al-Syariah melalui pemberdayaan 

ekonomi, penciptaan lapangan kerja, dan penyediaan layanan sosial (Kamaruddin 

dan Auzair, 2019). 

Dengan demikian, blended finance dan ISE dapat menjadi jembatan antara 

sektor filantropi dan sektor bisnis. Keduanya memberi peluang bagi ekonomi 

syariah untuk bergerak lebih jauh dari bantuan sosial konsumtif menuju 

pembiayaan produktif yang berkelanjutan. Jika dikelola dengan baik, model ini 

dapat memperkuat kontribusi ekonomi syariah terhadap pencapaian SDGs. 

13.4. Kolaborasi Multipihak dalam Penguatan Ekosistem 

Penguatan ekosistem ekonomi syariah tidak dapat dilakukan oleh satu pihak 

saja. Diperlukan kolaborasi antara pemerintah, lembaga keuangan syariah, lembaga 

pendidikan, sektor swasta, organisasi masyarakat, media, dan komunitas 

internasional. Pendekatan pentahelix yang melibatkan pemerintah, akademisi, bisnis, 

komunitas, dan media menjadi relevan karena setiap pihak memiliki peran yang 

berbeda tetapi saling melengkapi (Yunas, 2019). 

Dalam model ini, pemerintah berperan sebagai regulator dan fasilitator. 

Akademisi berperan sebagai pengembang konsep, riset, dan evaluasi kebijakan. 

Sektor bisnis menjadi penggerak inovasi dan penyedia layanan. Komunitas berperan 

sebagai akselerator yang menjembatani kebijakan dengan kebutuhan masyarakat. 

Media memperluas literasi dan kesadaran publik. Sinergi semacam ini penting karena 

tantangan ekonomi syariah mencakup aspek regulasi, kelembagaan, literasi, pasar, 

teknologi, dan budaya. 

Kolaborasi multipihak akan efektif apabila dibangun di atas kepercayaan, 

kejelasan peran, dan tujuan bersama. Tanpa koordinasi yang kuat, berbagai program 

ekonomi syariah berisiko berjalan sendiri-sendiri, tumpang tindih, dan kurang 

berdampak. Fithriyah (2022) menegaskan bahwa sinergi antaraktor dapat 

meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat apabila kemitraan dijalankan 

secara produktif dan berkelanjutan. 

13.4.1. Peran Pemerintah sebagai Fasilitator dan Regulator 

Pemerintah memiliki peran strategis dalam menciptakan ekosistem 

ekonomi syariah yang kondusif. Melalui kebijakan fiskal, regulasi, dan program 
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pembangunan, pemerintah dapat mendorong pertumbuhan industri keuangan 

syariah, memperkuat inklusi keuangan, dan mengintegrasikan instrumen syariah 

dalam pembiayaan pembangunan nasional. Masterplan Ekonomi Syariah 

Indonesia, Rencana Induk Pengembangan Industri Halal, serta berbagai regulasi 

turunannya menjadi contoh komitmen kebijakan yang perlu dijalankan secara 

konsisten (Wuryandani, 2019). 

Pemerintah juga dapat berperan sebagai pengguna produk dan layanan 

ekonomi syariah. Pengadaan barang dan jasa berbasis halal, pembiayaan proyek 

melalui sukuk negara, serta dukungan terhadap UMKM halal dapat memperluas 

pasar ekonomi syariah. Sejak diterbitkan pertama kali pada 2008, Surat Berharga 

Syariah Negara telah berkontribusi dalam pembiayaan berbagai proyek 

infrastruktur strategis di sektor energi, transportasi, pendidikan, dan perumahan 

(Latifah, 2020). 

Selain itu, pemerintah perlu memperkuat regulasi yang mendukung 

inovasi tanpa mengabaikan perlindungan konsumen dan kepatuhan syariah. 

Dalam konteks digitalisasi, regulasi harus mampu merespons perkembangan 

fintech, pembiayaan digital, wakaf digital, dan perdagangan halal berbasis 

platform. Dengan peran tersebut, pemerintah tidak hanya menjadi pengatur, 

tetapi juga katalisator bagi pertumbuhan ekonomi syariah yang inklusif dan 

berkelanjutan. 

13.4.2. Kemitraan Lembaga Keuangan Syariah dengan Sektor Riil 

Keterhubungan antara lembaga keuangan syariah dan sektor riil menjadi 

salah satu kunci keberhasilan ekonomi syariah. Pembiayaan syariah seharusnya 

tidak hanya berputar pada sektor konsumtif, tetapi mengalir ke aktivitas produktif 

seperti pertanian, manufaktur halal, pariwisata ramah Muslim, ekonomi digital, 

dan UMKM. Dengan begitu, keuangan syariah dapat memberikan dampak 

langsung terhadap penciptaan lapangan kerja dan peningkatan pendapatan 

masyarakat. 

Akad berbasis bagi hasil seperti mudharabah dan musyarakah perlu 

diperkuat karena lebih dekat dengan semangat kemitraan dan pemberdayaan. 

Melalui akad ini, hubungan antara lembaga keuangan dan pelaku usaha tidak 

hanya berbentuk kreditur dan debitur, tetapi sebagai mitra yang berbagi risiko 
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dan hasil. Pendekatan ini sesuai dengan prinsip Islam yang menempatkan sektor 

riil sebagai basis kesejahteraan masyarakat (Hariyanto dan Nafi’ah, 2022). 

Di tingkat UMKM, kemitraan dapat diperluas melalui kolaborasi antara 

bank syariah, lembaga amil zakat, koperasi syariah, lembaga pelatihan, dan 

platform digital. Program yang menggabungkan pembiayaan, pendampingan 

usaha, pelatihan literasi keuangan, pemasaran digital, dan akses pasar akan lebih 

efektif dibandingkan bantuan modal tanpa pendampingan. Rachman et. al. (2024) 

menunjukkan bahwa program pemberdayaan yang terstruktur dapat 

meningkatkan keterampilan bisnis, literasi keuangan, dan kepercayaan diri 

pelaku usaha. 

13.4.3. Peran Organisasi Internasional dan Jaringan Global 

Pada tingkat global, organisasi seperti Islamic Development Bank, AAOIFI, 

IFSB, dan International Islamic Fiqh Academy memiliki peran penting dalam 

standardisasi, harmonisasi regulasi, dan pengembangan kapasitas ekonomi 

syariah. Lembaga-lembaga ini membantu menyusun standar, memberikan 

pedoman tata kelola, dan memperkuat kerja sama antarnegara dalam 

pengembangan keuangan dan ekonomi syariah (Imron dan Ritonga, 2025). 

Indonesia perlu memanfaatkan keanggotaan dalam berbagai forum 

internasional secara lebih strategis. Peran Indonesia tidak cukup hanya sebagai 

peserta, tetapi juga perlu menjadi kontributor aktif dalam membentuk agenda 

global ekonomi syariah. Dengan populasi Muslim terbesar, potensi industri halal 

yang besar, serta pengalaman mengembangkan keuangan sosial Islam, Indonesia 

memiliki modal kuat untuk berperan lebih besar dalam percakapan global 

ekonomi Islam (Nurhayadi et al., 2025). 

Kerja sama internasional juga penting untuk memperkuat standar halal, 

integrasi pasar sukuk, pengembangan wakaf produktif, riset ekonomi Islam, dan 

pembiayaan proyek berkelanjutan. Dalam jangka panjang, jaringan global dapat 

membantu ekonomi syariah menjadi bagian penting dari arsitektur 

pembangunan dunia yang lebih adil, inklusif, dan berkelanjutan. 
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13.5. Peran Riset, Pendidikan, dan Literasi Ekonomi Syariah 

Riset, pendidikan, dan literasi merupakan tiga pilar penting dalam 

membangun masa depan ekonomi syariah. Riset dibutuhkan agar kebijakan dan 

praktik ekonomi syariah memiliki dasar empiris yang kuat. Pendidikan diperlukan 

untuk melahirkan sumber daya manusia yang kompeten, berintegritas, dan 

memahami nilai Islam secara substantif. Sementara itu, literasi menjadi jembatan 

agar masyarakat tidak hanya mengenal ekonomi syariah sebagai istilah, tetapi juga 

memahami manfaat, prinsip, dan ruang penerapannya dalam kehidupan ekonomi 

sehari-hari (KNKS, 2019). 

Tanpa riset yang kuat, ekonomi syariah berisiko berkembang hanya 

berdasarkan asumsi normatif. Tanpa pendidikan yang relevan, industri akan 

kekurangan tenaga ahli yang mampu menjawab tantangan digital, keberlanjutan, dan 

inovasi kelembagaan. Tanpa literasi yang luas, masyarakat akan sulit membedakan 

antara produk syariah yang substantif dan produk yang hanya menggunakan label 

syariah. Karena itu, ketiga aspek ini perlu diperkuat secara bersama-sama. 

13.5.1. Agenda Riset Ekonomi Syariah yang Relevan 

Riset ekonomi syariah di Indonesia masih menghadapi sejumlah 

tantangan. Banyak kajian masih bersifat deskriptif dan normatif, sementara 

penelitian empiris yang mengukur dampak nyata ekonomi syariah terhadap 

kesejahteraan, kemiskinan, UMKM, dan keberlanjutan masih terbatas (Rukmana 

dan Susilawati, 2026). Padahal, ekonomi syariah masa depan membutuhkan riset 

yang mampu menjawab persoalan praktis dan memberi dasar bagi pengambilan 

kebijakan. 

Tantangan lain adalah masih adanya jarak antara agenda riset akademik 

dan kebutuhan industri. Banyak temuan penelitian belum diterjemahkan menjadi 

solusi operasional bagi regulator, lembaga keuangan, lembaga zakat, nadzir wakaf, 

dan pelaku UMKM (Jairin et. al., 2024). Karena itu, riset ekonomi syariah perlu 

lebih terhubung dengan kebutuhan lapangan, baik melalui riset kolaboratif, 

pemanfaatan data industri, maupun pengembangan model kebijakan berbasis 

bukti. 

Beberapa agenda riset yang perlu diprioritaskan antara lain pengukuran 

dampak sosial ekonomi instrumen syariah, efektivitas zakat dan wakaf produktif, 
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kontribusi sukuk terhadap pembangunan berkelanjutan, model inklusi keuangan 

syariah untuk UMKM, serta pengembangan indeks kinerja berbasis Maqashid al-

Syariah. Riset semacam ini penting agar ekonomi syariah tidak hanya dinilai dari 

pertumbuhan aset, tetapi juga dari dampaknya terhadap kehidupan masyarakat 

(Priyatno et. al., 2022). 

13.5.2. Transformasi Pendidikan Ekonomi Syariah 

Pendidikan ekonomi syariah perlu mengalami pembaruan agar mampu 

menjawab kebutuhan zaman. Kurikulum tidak cukup hanya memuat fikih 

muamalah, perbankan syariah, dan teori ekonomi Islam secara klasik. Materi 

pembelajaran perlu diperluas dengan isu ekonomi digital, fintech syariah, 

keuangan berkelanjutan, industri halal, pengukuran dampak sosial, manajemen 

risiko, dan analisis data (Dian et. al., 2022). 

Transformasi pendidikan juga perlu menekankan keseimbangan antara 

kompetensi teknis dan pembentukan karakter. Lulusan ekonomi syariah harus 

mampu memahami akad dan regulasi, tetapi juga memiliki integritas, kepekaan 

sosial, kemampuan analitis, serta komitmen terhadap nilai keadilan dan 

kemaslahatan. Dengan demikian, pendidikan ekonomi syariah tidak hanya 

menghasilkan tenaga kerja industri, tetapi juga pemikir, inovator, dan penggerak 

perubahan sosial. 

Kemitraan antara perguruan tinggi, industri keuangan syariah, lembaga 

ZISWAF, pelaku industri halal, dan organisasi internasional perlu diperkuat. 

Program magang, riset kolaboratif, kuliah praktisi, sertifikasi profesi, dan 

pertukaran akademik dapat membantu mahasiswa memahami realitas industri 

sekaligus memperluas wawasan global (Wibowo, 2024). Dengan cara ini, 

pendidikan ekonomi syariah dapat lebih relevan dengan kebutuhan 

pembangunan. 

13.5.3. Strategi Peningkatan Literasi Ekonomi Syariah 

Literasi ekonomi syariah masih menjadi tantangan besar. Survei Nasional 

Literasi dan Inklusi Keuangan 2024 mencatat bahwa indeks literasi keuangan 

syariah mencapai 39,11 persen, sedangkan indeks inklusi keuangan syariah 

berada pada 12,88 persen (OJK, 2024). Angka ini menunjukkan bahwa 
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pemahaman masyarakat terhadap keuangan syariah meningkat, tetapi 

penggunaan produk dan layanan syariah masih relatif rendah. 

Kesenjangan antara literasi dan inklusi perlu mendapat perhatian serius. 

Masyarakat mungkin sudah mengenal istilah bank syariah, zakat, wakaf, atau 

halal, tetapi belum sepenuhnya memahami manfaat, mekanisme, dan cara 

mengaksesnya. Karena itu, strategi literasi harus dibuat lebih sederhana, praktis, 

dan dekat dengan kebutuhan masyarakat. Literasi tidak boleh hanya berbentuk 

seminar formal, tetapi perlu hadir melalui media sosial, video pendek, komunitas, 

masjid, pesantren, sekolah, dan platform digital. 

Masjid dan pesantren dapat menjadi pusat literasi ekonomi syariah 

berbasis komunitas. Di ruang ini, masyarakat dapat memperoleh pemahaman 

tentang zakat produktif, wakaf uang, pembiayaan syariah, usaha halal, dan etika 

konsumsi Islam. Selain itu, integrasi materi ekonomi syariah dalam pendidikan 

dasar dan menengah juga penting agar pemahaman masyarakat terbentuk sejak 

awal (Mursal, 2024). Literasi yang kuat akan memperluas partisipasi masyarakat 

dalam ekosistem ekonomi syariah. 

13.6. Pengukuran Dampak Ekonomi, Sosial, dan Lingkungan 

Pengukuran dampak menjadi elemen penting dalam membuktikan kontribusi 

ekonomi syariah terhadap pembangunan berkelanjutan. Tanpa pengukuran yang 

jelas, klaim bahwa ekonomi syariah mampu mengurangi kemiskinan, memperkuat 

UMKM, atau menjaga lingkungan akan sulit diverifikasi. Karena itu, ekonomi syariah 

perlu mengembangkan sistem pengukuran yang mampu menunjukkan dampak 

ekonomi, sosial, dan lingkungan secara terukur (Lailatul et. al., 2024). 

Pengukuran dampak juga penting bagi investor dan pembuat kebijakan. 

Investor dampak membutuhkan bukti bahwa dana yang mereka salurkan benar-

benar menghasilkan manfaat sosial dan lingkungan. Pemerintah membutuhkan data 

untuk menilai efektivitas kebijakan. Lembaga keuangan syariah dan lembaga ZISWAF 

membutuhkan indikator untuk memperbaiki program dan meningkatkan 

kepercayaan publik (Muklis dan Bisri, 2025). 
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13.6.1. Kerangka Pengukuran Dampak Berbasis Maqashid 

Kerangka pengukuran dampak berbasis Maqashid al-Syariah perlu 

dikembangkan lebih serius. Pengukuran ini tidak hanya menilai profitabilitas atau 

pertumbuhan aset, tetapi juga kontribusi terhadap perlindungan agama, jiwa, 

akal, keturunan, harta, dan lingkungan. Dengan kerangka ini, lembaga ekonomi 

syariah dapat dinilai dari sejauh mana mereka menciptakan kemaslahatan yang 

nyata bagi masyarakat. 

Beberapa model seperti maqasid index telah dikembangkan untuk menilai 

kinerja lembaga keuangan syariah dari perspektif tujuan syariah. Namun, model 

tersebut masih perlu disempurnakan agar dapat digunakan secara lebih luas oleh 

industri dan regulator (Priyatno et. al., 2022). Pengukuran berbasis maqashid juga 

perlu disesuaikan dengan konteks sektor, misalnya perbankan syariah, zakat, 

wakaf, industri halal, dan sukuk hijau. 

Kerangka global seperti Social Return on Investment (SROI), Impact 

Reporting and Investment Standards (IRIS), dan standar Global Reporting Initiative 

(GRI) juga dapat diadaptasi. Integrasi antara metode global dan nilai Islam dapat 

menghasilkan sistem pengukuran yang lebih kuat, kredibel, dan mudah diterima 

oleh berbagai pemangku kepentingan (Monoarfa et. al., 2025). 

13.6.2.  Integrasi dengan Pelaporan SDGs 

Pengukuran dampak ekonomi syariah perlu dihubungkan dengan 

pelaporan SDGs. Instrumen seperti zakat, wakaf, sukuk, pembiayaan mikro 

syariah, dan industri halal dapat dikaitkan dengan tujuan SDGs tertentu. Zakat dan 

wakaf, misalnya, berkaitan erat dengan SDG 1 tentang pengentasan kemiskinan, 

SDG 3 tentang kesehatan, SDG 4 tentang pendidikan, dan SDG 10 tentang 

pengurangan ketimpangan. Green sukuk berkaitan dengan SDG 7 tentang energi 

bersih, SDG 11 tentang kota berkelanjutan, dan SDG 13 tentang aksi iklim. 

Integrasi ini penting agar ekonomi syariah dapat tampil sebagai bagian dari 

agenda pembangunan global. Dengan pelaporan yang jelas, kontribusi ekonomi 

syariah tidak hanya terlihat di ruang domestik, tetapi juga dapat diakui dalam 

forum internasional. Hal ini akan memperkuat posisi ekonomi syariah sebagai 

sistem yang relevan dengan kebutuhan dunia modern (Kartina et. al., 2025). 
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Indonesia memiliki peluang besar untuk memimpin pengembangan 

pelaporan terpadu antara SDGs dan Maqashid al-Syariah. Dengan ekosistem 

ekonomi syariah yang besar dan posisi Indonesia dalam Global Islamic Economy 

Indicator, pengembangan model pelaporan ini dapat menjadi kontribusi penting 

bagi ekonomi Islam global (Prasojo et. al., 2024). 

13.6.3. Teknologi untuk Pengukuran Dampak 

Perkembangan teknologi digital membuka peluang baru dalam 

pengukuran dampak. Big data analytics, Artificial Intelligence, dan blockchain 

dapat digunakan untuk mengumpulkan, mengolah, dan menyajikan data dampak 

secara lebih cepat, akurat, dan transparan. Teknologi ini dapat membantu 

lembaga ekonomi syariah memantau program, mengukur hasil, dan 

menyampaikan laporan kepada publik secara lebih terbuka. 

Dalam pengelolaan zakat dan wakaf, blockchain dapat memperkuat 

transparansi alur dana dari penghimpunan hingga penyaluran. Teknologi ini 

memungkinkan masyarakat melihat bagaimana dana dikelola dan siapa yang 

menerima manfaatnya. Dengan demikian, kepercayaan publik dapat meningkat 

karena pelaporan tidak hanya bergantung pada klaim lembaga, tetapi juga 

didukung oleh jejak data yang dapat ditelusuri (Arwani dan Priyadi, 2024). 

Penggunaan teknologi untuk pengukuran dampak perlu didorong oleh regulator, 

asosiasi industri, dan lembaga pendidikan. Namun, pemanfaatannya tetap harus 

memperhatikan perlindungan data, keamanan sistem, dan etika digital. Teknologi 

harus menjadi alat untuk memperkuat amanah dan akuntabilitas, bukan sekadar 

alat promosi kelembagaan. 

13.7. Prospek Ekonomi Syariah dalam Agenda Pembangunan Masa 

Depan 

Ekonomi syariah berada pada posisi strategis dalam pembangunan masa 

depan. Populasi Muslim global terus bertumbuh, kesadaran terhadap keuangan etis 

meningkat, dan isu keberlanjutan semakin menjadi perhatian dunia. Kondisi ini 

membuka peluang besar bagi ekonomi syariah untuk berkontribusi dalam arsitektur 

pembangunan global yang lebih adil dan berkelanjutan (Siregar et. al., 2025). 
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Namun, peluang tersebut hadir bersama tantangan yang tidak ringan. 

Persaingan global semakin ketat, teknologi berubah cepat, ketidakpastian geopolitik 

meningkat, dan krisis iklim semakin memengaruhi stabilitas ekonomi. Ekonomi 

syariah harus mampu menavigasi tantangan ini melalui inovasi, riset, penguatan 

kelembagaan, dan komitmen pada nilai substantif. 

13.7.1. Ekonomi Syariah dalam Kerangka Pembangunan 2030 dan 

Seterusnya 

Agenda Pembangunan Berkelanjutan 2030 memberikan peta jalan global 

untuk mengatasi kemiskinan, ketimpangan, krisis kesehatan, dan kerusakan 

lingkungan. Secara nilai, agenda ini memiliki keselarasan dengan Maqashid al-

Syariah. Keduanya menempatkan kesejahteraan manusia, keadilan sosial, dan 

keberlanjutan sebagai tujuan utama (Harahap et al., 2023). 

Instrumen ekonomi syariah memiliki kontribusi langsung terhadap 

beberapa tujuan SDGs. Zakat dan wakaf dapat mendukung pengentasan 

kemiskinan, pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan masyarakat. Sukuk dapat 

membiayai infrastruktur dan proyek iklim. Pembiayaan syariah dapat 

memperkuat UMKM dan sektor riil. Industri halal dapat mendorong produksi dan 

konsumsi yang lebih bertanggung jawab. 

Setelah 2030, peran ekonomi syariah diperkirakan semakin penting. 

Tantangan perubahan iklim, ketimpangan global, dan krisis sosial membutuhkan 

sistem keuangan yang etis dan berorientasi pada dampak. Keuangan Islam 

memiliki kapasitas untuk mengisi peran tersebut, terutama jika terus 

mengembangkan instrumen pembiayaan iklim, investasi berkelanjutan, dan 

model keuangan sosial yang adaptif (Yusuf dan Maryam, 2024; Farah et. al, 2025). 

13.7.2. Posisi Indonesia dalam Peta Ekonomi Syariah Global 

Indonesia memiliki modal besar untuk menjadi pemimpin ekonomi 

syariah global. Modal tersebut mencakup jumlah penduduk Muslim terbesar, 

ekosistem kelembagaan yang semakin lengkap, potensi industri halal, serta 

dukungan kebijakan pemerintah (Maulana dan Jafar, 2025). Namun, 

kepemimpinan global tidak hadir secara otomatis. Ia perlu dibangun melalui 
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konsistensi kebijakan, investasi riset, inovasi produk, dan kemampuan 

mengekspor praktik baik ke negara lain. 

Penguatan halal value chain menjadi salah satu strategi utama. Rantai nilai 

halal mencakup makanan dan minuman halal, kosmetik halal, farmasi halal, fesyen 

Muslim, pariwisata ramah Muslim, dan keuangan syariah. Jika dikelola secara 

terintegrasi, sektor-sektor ini dapat memperkuat daya saing Indonesia di pasar 

global sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif (Akim et al., 

2024). 

Indonesia juga memiliki pengalaman penting dalam pengembangan zakat, 

wakaf, sukuk negara, green sukuk, dan industri keuangan syariah. Pengalaman ini 

dapat menjadi modal diplomasi ekonomi syariah di tingkat internasional. Dengan 

strategi yang tepat, Indonesia tidak hanya menjadi pasar besar, tetapi juga pusat 

inovasi ekonomi syariah global. 

13.7.3. Skenario Masa Depan dan Rekomendasi Strategis 

Masa depan ekonomi syariah dapat bergerak dalam beberapa skenario. 

Skenario optimistis terjadi apabila ekonomi syariah mampu melakukan 

transformasi substantif, memanfaatkan digitalisasi, memperkuat inovasi 

kelembagaan, dan menempatkan keberlanjutan sebagai agenda utama. Dalam 

skenario ini, ekonomi syariah tidak hanya tumbuh sebagai sektor industri, tetapi 

menjadi kekuatan pembangunan yang inklusif dan berkeadilan. 

Untuk mewujudkan skenario tersebut, diperlukan beberapa langkah 

strategis. Pertama, reformasi regulasi perlu diarahkan untuk mendorong inovasi, 

inklusi, dan integritas nilai syariah (Wiraguna dan Effendy, 2024). Kedua, 

pengembangan sumber daya manusia harus dilakukan secara terencana, mulai 

dari regulator, praktisi, akademisi, auditor syariah, hingga pelaku UMKM. Ketiga, 

ekosistem riset dan inovasi harus menghubungkan perguruan tinggi, industri, 

pemerintah, dan masyarakat. 

Keempat, strategi literasi perlu dirancang secara luas dan berkelanjutan 

agar masyarakat memahami manfaat ekonomi syariah secara nyata (Hasan, 

2024). Kelima, ekonomi syariah perlu menempatkan kemaslahatan sebagai 

orientasi utama. Setiap kebijakan, produk, dan layanan harus diuji dari 

dampaknya terhadap keadilan, kesejahteraan, dan keberlanjutan. Tanpa orientasi 
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ini, ekonomi syariah berisiko kehilangan pembeda utama dari sistem ekonomi 

lainnya (A’yun, 2025). 

Dengan demikian, masa depan ekonomi syariah sangat bergantung pada 

keberanian untuk bergerak dari simbol menuju substansi, dari pertumbuhan 

menuju dampak, dan dari kepatuhan formal menuju kemaslahatan nyata. Jika 

arah ini dijalankan secara konsisten, ekonomi syariah dapat menjadi salah satu 

pilar penting dalam mendukung SDGs dan membangun peradaban ekonomi yang 

lebih adil, manusiawi, dan berkelanjutan. 
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